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siapa pertanjaan-pertanjaan itu ditudjukan, Ada kalanja se­ 
suatu pertanjaan menurut sifatnja dipandang perlu untuk 
diadjukan kepada lebih daripada satu kementerian. Dengan 
demikian maka sesuatu pertanjaan dapat djuga mendapat lebih 
dari satu djawaban dari beberapa Menteri. Dalam hal demikian 
maka pertanjaan itu dimuat pula beberapa kali dan mendapat 
nornor jang berlainan. 

Seiain daripada itu, untuk memudahkan dalam menggunakan 
buku ini, maka selain ,,Daftar Isi" dibagian belakang buku ini 
disediakan pula dua daftar lagi, jalah ,,Daftar Nama Penanja" 
dan ,,Daftar Seal". Dengan demikian maka bagi orang jang 
hendak mengetahui pertanjaan jang telah diadjukan oleh se­ 
seorang anggota D.P.R., tjukuplah dengan mcntjari itu dalam 
,,Daftar Nama Penanja" untuk mengetahui halaman-halaman 
mana jang perlu disingkapnja. Dan barangsiapa hendak menge­ 
tahui sampai dimana sesuatu soal telah ditanjakan dan men­ 
dapat djawaban dari Pemerintah, tjukuplah hal itu ditjari 
dalam .Daf'tar Soal". 
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Pemandanqan, 
Diberbagaiv kementeri an R.I.S. kini terdapat 2 golongan 
pegawai pada umumnja. 
Sa.tu qolonqan, ialah mereka jang berasal dari R.I. 
Satu. golongan lag·i, ialah jang dinamakan orang pegawais 
pre-federal. 
Kini 2 golongan pegawai itu ber-tambah e dalam menduduki 
kursi-' jang pentingz dan jang tinggi2. Disatu kementerian 
dimana golongan jang satu besar djumlahnja dan merasa 
dirinja kuat, golongan inilah jang seakan-akan merddjalela. 
Dilain Kementerian pula, gerombolan jang kedualah jang 
agak berkuasa dan merekalah jang meradjalela. 

Pemandanqan dari penanja terluulap pertanjaan tersebut. 
Seperti maklum sebelum penjerahan kedaulatan antara 
Ned. Indie difihak jang pertama dan Pemerintah Inggeris 
di Straits dilain fihak ada berbagai-bagai persetudjuan, 
diantara lain ialah : 
a. Persetudjuan tentang penjerahan pendjahatz. 
b. Persetudjuan- tentang perlakuan jang sama dengan 

kapalvnja sendiri terhadap kapal- jang mcmakai ben­ 
dera fihak jang pertama oleh jang kedua dan sebaliknja. 

Setelah penjerahan kedaulatan (ini menurut persetudjuan 
K.M.B.), maka 2 hal jang tsb. diatas berlangsung terus 
sedangkan dalam hal ini Pemerintah R.I.S. mengganti 
Pemerinta.h Ned.-Indie. 

Kemboli kepada pertanjaan. 
Kalau terdjadi, bahwa Pemerintah Inggeris tidak menjerah­ 
kan Westerling ini, maka berartilah, bahwa Inggeris tidak 
memakai persetudjuan jang d1maksud di letter a diatas. 
Dengan demikian boranikah Pemerintah dalam hal ini 
membatalkan djuga persetudjuans dengan Pemerintah 
Inggeris, jang dimaksud di letter b diatas? 
B. Dalam menjusun kedudukan pegawai» pada djawatan­ 
dan komentcrians, apakah oleh jang berwadjib telah diper­ 
hatikan dengan sungguh tentang sjaraU jang diperlukan 
untuk mendjabat djawatan« itu? 
Kalau sjarat ' itu sudah dengan sungguhz diperhatikan oleh 
Pemerintah, dapatkah Pemerintah menjebut sjarat> mana­ 
kah itu? 

• 
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4. ~ERTANJAAN anggota Dja.:.wa.,U Sicprapto : 
J n1tang sool penurunan qadyi. 
Apakah Tuan Ketua tidak sependapat dengan kami, bahwa 
soal penurunan gadji para pegawai itu tidak malahan ber­ 
arti suatu penghematan, bahkan akan memperhebat ada­ 
nja korupsi dari pada tahun" jang lampau? 
DJAWABAN Perda.na. Menteri: 
Penurunan gadji ini sebenapnja tidak holeh dipandang 
begitu sadja, oleh karena kita menghadapi suatu keadaan 
jang sulit tentang nafkah pegawaic. 
Tudjuan Pc;:~crintah ialah, supaja p~gawai~ kita dari bawah 
sampai keatas mempunjai nafkah :iang tjukup, sehingga 
mereka itu dapat kerdja dengan senang dan gembira. Tapi 
pada waktu ini Pemcrintah sodang menghadapi kesulitan 
dcngan adanja 2 matjam golongan pegawai, jaitu satu jang 
b.~r~:1_0;al dari ILI. clan jang kcduanja, ialah jang berasal 
da ri Pemerintah pre-federal. Terhadap 2 golongan ini ber­ 
laku 2 matjam peraturan gaclji, jaitu P.G.P. clan B.A.G. 
Kalan kita memperhatikan bet.ul : peraturan gadji R.I .. 
maka perimbangan gadji jang paling rendah dengan jang 
paling tingg-i, adalah 1 : 17, sedangkan menurut B.A.G. 
adalah 1 : 64. 
Maka Pemer intah RI.S. dengan sendiriuja t idak bisa 
mengadakan 2 matjam stelsel (peraturan) gadji buat 
seluruh pegawai. Oleh karena itu Pemerintah mentjari 
akal. Soal ini sedang dipetjah oleh Kantor Urusan Pegawai 
Negeri dan mengambil dasar P.G.P., dimana perbedaan 
gadji tidak begitu besar. Menurut P.G.P. gadji jang paling 
rendah itu .f 45,- (empatpuluh Iima rupiah) ssdangkan 
menurut B.A.G. gadji jang paling rendah itu adalah djauh 
lebih ketjil. Maka oleh karena itu Pemerintah mengambil 

DJAWABAN Perdana IVlenteri: 
Dari mana saudara Ahem Erningpradja mendapat kabar 
demikian saja tidak tahu. Memang soal itu ada termuat 
dalam surat- kabar. 
Tetapi pengetahuan saja tentang itu hanja saja terima 
dari surat kabar itu pula, 
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 
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6. PERTANJAAN anggota Dja.swadi Suprapto: 
Tentang penjerahan Westerling. 
Tindakan apakah jang akan diambil oleh Pemerintah, 
apabila fihak Belanda tidak suka menjerahkan Westerling 
kepada R.I.S.? 

DJAWABAN Perdana llienteri: 
Dalam hal ini pun kita djangan rnendahului tindakan jang 
akan diambil oleh Pemerintah Belanda, karena kita sudah 
berhubungan dengan Pemerintah Belanda seperti halnja 
dengan Pemerintah lnggeris. (Lihat djuga No. 2- Red.) 
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 

7. PERTANJAAN anggota Mr. 11-luhamad Y'amin: 
Menurut berita jang telah tersiar dalam surat» kabar dan 
djuga telah dipersaksikan oleh orange jang baru datang 
dari Nederland, maka ternjata, bahwa dikantor Komisaris 
Agung R.I.S. di Negeri Belanda dipekerdjakan selainnja 
daripada beberapa tenaga bangsa Indonesia jang sangat 
berharga, bekerdja pula tenaga Belanda sedjumlah 11~8 
orang. 
Berhubung dengan keadaan jang luar biasa ini, maka pe­ 
nanja memadjukan pertanjaan: 
1. Apakah berita diatas itu benar, dan sekiranja benar 

bagaimanakah pendjelasan dan alasan« bagi keadaan 
jang luar biasa itu. 

2. Apakah Pernerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa keadaan luar biasa itu tidak sesuai dengan 
kedudukan kantor seorang ambasador dan tidakkah 
rnerugikan kedudukan deviezen Indonesia untuk mem­ 
belandjai pegawai Belanda jang begitu besar djumlah­ 
nja ? 

3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa Komisaris Agung seolah-olah tersampul (inge­ 
kapseld) oleh pegawai asing di Negeri Belanda itu 
dengan merugikan Indonesia? 

4. Bersiapkah Pemerintah menindjau lebih landjut se­ 
dalam-dalamnja keadaan kantor Komisaris Agung jang 
tersampul itu dan memperbaiki keadaan jang luar biasa 
itu, sehingga mendjadi sehat dan mendjadi sewadjar 

• 
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'I'indakan apakah jang sudah atau akan diiakukan oleh 
Pemerintah bertalian dengan soal ini? 

C. Apakah hasil kundjungan selandjutnja dari missi ter- 
sebut ? 

DJA\.VABAN Pertlana Menievi: 
Sebetulnja soal ini sudah diselidiki olch Pemerintah dan 
kepada Djaksa Agung telah dimintakan untuk mengadju­ 
kan protea kepada Belanda. 
Fihak Belanda mendjawab, bahwa kabar-' ini tidak benar. 
Ini berarti, bahwa tidak ada tawanan- jang dibawa ke 
Irian. 
Tentang perkabaran, bahwa sdr. Papare tidak boleh ikut 
serta dengan missi ke Irian, ini memang benar, dan duduk­ 
nja perkara demikian: 
Setibanja di Ambon panitia tcrsebut telah menerirna t.il­ 
gram dari Gubernur Nieuw Guinea, jang menerangkan, 
bahwa Pemerintah disana bersedia menerima missi itu, 
akan tetapi diminta dengan 'sangat, supaja djangan ikut 
seorang anggota berasal dari Irian; ini berhubung dengan 
keadaan suasana disana jang sedang meruntjing, katanja. 
Kehendak Gubernur Irian ini dikalangan panitia telah 
menimbulkan kesulitan jang tak terhingga dan tentang ini 
panitia telah mengadakan perundingan jang matangz. 
Disitu telah diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Tentang permintaan Gubernur Irian, supaja panitia itu 
djangan diiringi oleh orang berasal dari Irian, jang di­ 
maksud, ialah sdr. Papare, maka panitia mempertimbang­ 
kan dua hal, jaitu : 

a. Djika panitia pergi ke Irian dengan tidak membawa 
sdr. Papare, ini sudah tentu menjinggung kehor­ 
matannja Panitia dan berarti pula menjinggung 
kehormatan dari Pemerintah R.I.S. 

b. Djika perdjalanan ke Irian itu tidak diteruskan, 
maka keadaan jang menjedihkan dari pegawaie di 
Irian - dan ini memang mendjadi tudjuan pertama 
bagi Pemerintah untuk mengirimkan sebuah missi 
ke Irian - tentu tidak akan terurus. 

Sebab menurut keterangan Pemerintah N.I.T., di-Irian kini 
banjak sekali pegawaiv jang sedang menunggu di pela­ 
buhanv, sedang menunggu kesempatan untuk dapat diang- 
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DJAWABAN Perdana Menteri: 
A. Soal ini agak kusut, gecompliceerd. Pemerintah mem­ 

perbedakan antara D.I. jang mempunjai ideologi dan 
gerombolan jang memakai nama D.I. sebagai kedok 
sadja untuk mengadakan kekatjauan. Pemerintah tidak 
mengadakan pembersihan terhadap D.I. sebagai suatu 
gerakan ideologi dan Pemerintah hanja mengadakan 
pembasmian dan pembersihan terhadap golongans jang 
bersendjata dan mengatjaukan rakjat dan menamakan 
dirinja D.I. 
Djadi djika Pemerintah bertindak dengan segala tenaga 
jang ada, ini tidak ditudjukan kepada D.I. sebagai 
gerakan ideologi, akan tetapi ini ditudjukan kepada 
mereka jang mempergunakan nama D.I. untuk men­ 
tjapai tudjuan berdasarkan kepentingan sendlri? sadja. 
Ternjata, bahwa pada beberapa tempat dimana sudah 
ditempatkan beberapa pasukan tentara kita, rakjat itu 
rnerasa berterima kasih kepada tentara dan rakjat di­ 
situ minta agar pasukan itu djangan ditarik lagi dari 
tempatz itu dengan alasan, bahwa djika tentara itu 
ditarik kembali, mereka itu akan dianiaja Iagi oleh D.I. 
Djadi dengan ini terang, bahwa sikap D.I. jang demikian 
tidak mengenai sesuatu ideologi, akan tetapi ini hanja 
mengenai gerombolan jang memakai nama .D.I. dan 
saja kira mereka mempunjai djuga hubungan dengan 
gerombolan dari Westerling. 

10. PERTANJAAN anggota Nj. Sunarjati Sukemi: 
A. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang hal tjara 

menjelesaikan D.I. di-manaz tempat? Djika kiranja 
penjelesalan itu hanja diselesaikan dengan tjara militer 
sadja, apa Pemerintah tidak sependapat dengan pena­ 
nja, bahwa dalam hal itu terutama rakjat jang men­ 
derita kerugian Iagi? 
Bagaimana komisi berusaha daIam hal itu? 

B. Bagaimana sebetulnja politik Pemerintah, jang umum­ 
nja tampak se-olahz ada dua aliran, jaitu: ada jang 
memegang teguh Konstitusi sementara, ada pula jang 
mengingat pergolakan didalam masjarakat, umpama­ 
nja sekarang djuga sudah mau membentuk Negara 
Kesatuan ? 
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tentara Inggeris, saja djawab, bahwa argument itu telah 
djuga dimadjukan oleh gclongan jang membantu Wes­ 
terling. Tetapi menurut dugaan saja Inggeris kiranja tidak 
akan senang menerima orang sematjam itu sebagai warga­ 
negaranja. 
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 

12. PERTANJAAN anggota 21.fonai Sophiaan: 
Tahukah Pemerintah, bahwa di Makassar ada seorang 
wartawan, sdr. Mawengkang dari s.k, ,,Indonesia Timur", 
telah dianiaja oleh segerombolan orang berhubung dengan 
tulisansnja dalarn surat kabarnja, bahwa sdr. 0. Patty­ 
maipau dari s.k. Massa di Ambon telah dianiaja oleh 
segerombolan polisi, karena tulisanvnja dalam surat kabar­ 
nja. Djika Pemerintah mengetahui peristiwa- tersebut di­ 
atas, dapatkah Pemerintah member! keterangan tentang 
kedua peristiwa terse but? • · 
Dan dapatkah Pemerintah member i keterang arr: tentang 
tindakans apa jang sudah diambil Pemerintah terhadap 
orang e dan alat kekuasaan jang bertindak se-wenangv itu ? 
Dan dapatkah Pemerintah mernberikan kcteranganv kepada 
penanja, t.indakan- apa jang alcan diarnbil oleh Pemerirrtah 
untuk momberi kesempatan kepada wartawan-' memakai 
kebebasannja mengeluarkan fikiran clan penda.pat jang di­ 
djamin dalam Unda ng-' Dasa.r dengan tidak mcndapat 
gangguan dari fihak jang berkuasa? 

DJAWABAN Perdana Mentcri: 
Pertanjaan sdr. Manai Sophiaan tadi mengenai seorang 
wartawan jang dianiaja oleh polisi, Dalam hal ini Peme­ 
rintah tidak dapat mengadakan djawaban jang sedjelas­ 
djelasnja karena laporan teritang perkara ini bclum 
ditcrima. 
Menurut Undang- Dasar sementara polisi didaerah adalah 
dibawah Pemerintah Daerah-Bagian dan karena itu ke­ 
amanan di Daerah-Bagian adalah tanggung djawab Peme­ 
rintah Negara Bagian. Oleh karena itu memang sukar 
untuk fihak polisi Pemerintah R.I.S. untuk mempertang­ 
gung-djawabkan tcrhadap Parlemcn selama kepolisian 
belum dipusatkan, sehingga dapat dipertanggung djawab- 
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14. PERTANJAAN anggota ,/l:Ianai Sophiaan: 
A. Didalam surats kabar tersiar beritav tentang pengang­ 

katan duta» besar diberbagai Negeri sahabat dan Negeri 
tetangga. Penanja ingin mengetahui dari Pemerintah, 
berapa banjakkah pengangkatan dufa2 besar telah 
didjalankan dan dinegeri manakah beliau itu sudah di­ 
tempatkan. 
Dapatkah Pemerintah memberi alasans apa jang men­ 
dorong kepada Pemerintah untuk mengangkat dutaz 
besar di Philipina, di London dan Negeri- lain? 
Tidakkah Pemerintah berpendapat dengan penanja 
bahwa berhubung dengan keuangan negara maka mung­ 
kin sekali pengangkatans tersebut amat memberatkan 
beban negara sehingga akan meninggikan deficit jang 
sudah begitu tinggi itu ? 

B. Menurut pengetahuan penanja sampai hari ini tugas 
kewadjiban Menteri Luar Negeri masih dirangkap oleh 
Perdana Menteri. Tidakkah Pemerintah berpendapat 
bahwa berhubung dengan pengakuans Luar Negeri ter­ 
hadap R.I.S. semangkin banjak masuk, jang meng­ 
akibatkan bertambahnja kewadjiban Menteri Luar 
Ncgeri, bahwa sudah tiba sekarang saatnja untuk 
menjerahkan tugas kewadjiban tersebut diatas kepada 
seorang Menteri jang istimewa mengurus soal- Luar 
Negeri? 
Djika menurut pendapat Pemerintah belum tiba saatnja 
dapatkah Pemerintah memberikan alasan jang Iajak, 
jang dianggap dapat menghalangi penjerahan tersebut? 

C. Beritav tentang akan diadakannja perhubungan diplo­ 
matik dengan Rusia makin hari makin banjak dibitja­ 
rakan. Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan 
kepada penanja sampai dimana perturnbuhan per­ 
hubungan antara Djakarta dan Moskow? 

Pertanjaan Anggota- ditudjukan kepada 
MENTE RI LU AR NEGERI 

dan djawabannja. 

IL 

• 
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waktunja sudah sampai, saja sendiri akan mengambil 
tindakan itu oleh karena bagi saja lebih ringan meme­ 
gang satu Kementerian daripada dua. 
Mclihat suasana sekarang, maka saja merasa wadjib 
meneruskan pimpinan Kementerian Luar Negeri. 

C. Seterusnja saudara tadi merianjakan, sarnpai dimana­ 
kah hubungan kita - perundingan kita - dengan 
Moskow. Dapat saja katakan dimuka sidang ini, bahwa 
kabinet telah memutuskan untuk mengangkat suatu 
perutusan ke Moskow untuk mernhitjarakan perhubung­ 
an diplomasi antara Sovjet Rusia dengan Indonesia. 
Menurut pertimbangan Kabinet, lebih baik sdr. Palar 
jang dari bermula sudah menindjau perhubungan di­ 
plomatik itu dari Lake Succes diserahi pimpinan dar'i­ 
pada missi itu dan saudara Palar sudah dipanggil 
untuk merundingkan dan untuk dapat instruksi. Ang­ 
gota lainnja dirunding nanti dengan saudara itu, 
Sekianlah tentang soal jang mengenai Moskow. 

(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 





• 

• 
36 

1. Sccfa.ng1rnn sobelum pcnjerahun kedaulatan seluruh 
tcntara bcrada dalam suasana perang gerilja serta mem­ 
punjai organiaasi jang discsuaika.n dengan kebutuhan 
perang gerilja, maka segera sesudah tanggal 27 Desember 
1919 pimpinan tentara berusaha sekeras-kerasnja merobah 
keadaan tadi hingga terbentuk suatu tcntara jang dapat 
memenuhi tugasnja sebaga i tcntara dari Pemerintah jang 
mempunjai tanggung djawab diseluruh daerah negara kita. 
Pcrobahan ini, baik organisatorisch maupun psychologisch 
berarti pekerdjaan jang luas dan berat. • 
Dalarn hal ini sering kali Komandan-' atasan menemui 
kesulitan~, scbagian lagi berupa kesulitan« psychologisch, 

dcmikian : 

DJ A vVABA.N M enteri 'Pertahanan: 
Sebabnja perselisihan antara TRIP-Blitar dan satuan­ 
T.N.I. dar i karesidenan Kediri dalarn garis:! besar adalah 

16. PERTANJAAN anggota R. Suroso Harsono : 
Bei·ita'..' jang saja t.erima baik dar-i surat-' chabar, dan dari 
radio - 1-,-i,·1n1t1·1 dari oraue' 3·~1·1g m enactahui me- _c:~ ·-'J _, __ G,,,,,,...::_~ .! (.l...o. ... l1b (1,... L- .l.J.bw..,:::l. - 1 

ngabarh an, brth\:\-~H bebcrapa hari jang Ialu ada perselisi­ 
han denga.:1 disertai tembak-menembak antara kesatuan 
T.R.I.P. jang berada di Blitar dan sekitarnja dcngan be­ 
berapa kesatuan T.N.I. jaug berada dikaresidenan Kedir i 
sehingga kcdua bela h pih ak mendapa.t korban jang tidak 
sedikit. 
Djikalau ber ita« ini betul maka dimohon sudi apalah 
kiranja Pemerintah selekas-Iekasnja memberi keterangan 
kepada D.P.R., R.I.S. tcntang: 
a. SdJubnja kedjadian pertumpahan darah ini. 
b. Pada siapa Ietaknja kesalahan ? 
c. Apa Pcmerintah sudah mengambil tindakan agar supaja 

kedjadian sebagai ini tak berulang di Indonesia umum­ 
nja dan didaerah Blitar chususnja. 

pengirirnan sa.tuau- tadi akan dapat didjalankan selekas 
mungkin. 
Bergandcngan dengan itu reorganisasi satuan- KNIL di 
N.I. T. dan pemasukannja kedalam APRIS berdjalan terus. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam 
rapat pleno ke-LS tanggal 11 Maret 1950). 
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17. PERTANJAAN anggota II. Farid Alivi Isa: 
A. Apakah sudah diadakan peraturan jang sarna mengenai 

gadji (bezoldiging) dari Apris jang ada diseluruh 
daerah negara? 

B. Sudahkah mereka itu menerirna gadji jang semistinja 
dari pekerdjaan tugas jang didjalankan ? 

Keterangan. 
Sampai media Februari 1950 fwaktu penanja akan berang­ 
kat ke Djakarta) didaerah kami masih belum semua dari 
anggauta T.N.I. menerima gadji. 
Mereka hanja menerima uang saku sebanjak f 15.-. 
Keterangan diatas dapat kami terima dari Anggota T.N.I. 
dan C.P.1.f. didaerah Kabupaten Surabaja. 

DJAWADAN Menteri Pert.ahanan: 
a. Peraturan gadji untuk seluruh anggota Angkatan Pe­ 

rang termaktub dalam Undang» Darurat No. 5. 
b. Memang harus diakui, bahwa pembajaran gadji dalam 

bulans jang lalu kurang sempurna. 
Sebab-sebabnja adalah dcmikian : 
1. Setclah aksi militer Belanda kedua, maka organisasi 
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang disesuai­ 
kan dcngan perdjuangan gerilja, sehingga organisasiv 
perawatan seperti terdapat dimasa damai praktis rusak. 
Scsudah 27 Desember Kementerian Pertahanan dan Ang­ 
ka tan Perang berkewadjiban memindahkan pusatnja dari 
Jogja kc Djakarta dan menjusun Iagi organisasinja jang 
dalam beberapa hal berarti membangunkan kembaii dja­ 
watane jang tidak dibutuhkan selama perarig- gerilja, 
sedangkan dalam pada itu timbul gerakan pengatjau­ 
besarvan, seperti gerakan Westerling. 

Tentang kesempatan untuk mc.ieruskan peladjaran bagi 
dan pada umumnja nasib dar i para peladjar jang selama 
perdjuangan kemerdekaan merupakan faktor jang sangat 
berharga, sekarang oleh Pemerintah sedang dipersiapkan 
rcntjana- bersama-sama dengan wakil-' dari para peladjar. 
Dalam hal ini usaha= jang tolah dipersiapkan oleh Peme­ 
rintah R.I. akan diperhatikan sepenuhnja, 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 





• 

• 40 

20. PERTANJAAN anggota M1istapha: 
Kami mendapat kabar, bahwa Belanda-baret-hidjau suka 
memukuli dan rnenganiaja rakjat jang bersikap unitaristis 
di N.I.T. 
A. Tahukah Pemerintah tentang peristiwa> di N~I.T. 
B. Bila sub A benar, apakah tindakan jang telah atau 

atau akan diambil oleh Pemerintah. 

DJAWABAN Menieri Pertchanan: 
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota H. Farid. Alwi 
Isa No. 17). 

19. PERTANJAAN anggota Mr. Jiuh. Yamin: 
Berhubung dengan keadaan jang menandakan kurang ten­ 
teram pada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat 
dan djawatan sipil baik kepunjaan Republik Indonesia 
ataupun Republik Indonesia Serikat oleh karena banjaklah 
gadji sedjak tanggal 27 Desember 1949 belum djuga di­ 
bajar, maka penanja mengemukakan berkenaan dengan 
keadaan itu pertanjaan seperti berikut: 
A. Sampai kemanakah benarnja keadaan-keadaan jang 

kurang baik itu, 'dan sekiranja benar apakah jang men­ 
djadi sebab-sebabnja maka hal itu terdjadi ? 

B. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa keadaan pem­ 
bajaran gadji jang tak beflaku atau tak sempurna itu 
boleh menimbulkan suasaria jang tidak baik terhadap 
Republik Indonesia Serikat pada golongan pegawai dan 
militer jang telah terbukti mcnjumbangkan tenaga 
kepada negara dan perdjuangan kernerdekaan? 

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan jang tegas 
bahwa penjelesaian keuangan dalam waktu jang sangat 
pendek akan memberi djaminan kepada pegawai, baik 
sipil ataupun militer, dengan segera akan dibajar gadji 
mereka itu? 

DJA WABAN Menieri Periolunum: 
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Saroso Harsono 
No. 16). 
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DJA\VABAN 1J!fente;·i Pertuhanan: 
Pekabaran itu tidak benar. Akan tetapi, perlu ditegaskan 
disini bahwa berdasarkan ,,re-geling op de staat van oorlog 
en beleg" (S. 1939 No. 582), jang sekarang masih berlaku, 
instansiv mil iter di Semarang mempunjai hak untuk meng- 

22. PERTANJAAN anggota K. Werdojo: 
Soal pcrs + scnsur Militer. 
Apakah benar pekabaran jang menjatakan bahwa di Se­ 
marang oleh instansi Militer diadakan sensur terhadap 
pers ? 
Kalau benar, maka sungguh saja sesalkan, karena ini 
bertentangan dengan pedcman- Negara kita, jang ber­ 
dasarkan kepada demokrasi. Hendaklah Pemerintah me­ 
nindjau seal ini kembali dan mentjabutnja. 

(Abikusno, Anwar Tjokroaminoto dan Saleh Umar - Red.) 
didasarkan atas H.I.R. dan Kitab Undangs Hukum Pidana 
(K.U.H.P.). 
Alasanznja ialah : 
Uniuk Sdr. Abikusno: olch karena ia disangka bersangkut­ 
paut dengan gerombolan:' liar jang menentang dengan sen­ 
djata. 
Uniul: Sdr. Anwar Tjokroarrdnoto: 
Oleh karena ia disangka bersangkut-paut didalam hal ber­ 
sama deng8'1 Sdr. Abikusno dan dengan gerakan A.P.R.A. 
Untuk Sdr. Saleh Urnar: 
Olch karena ia disangka telah mengeluarkan pcrintah 
untuk membunuh beberapa crang di Tapanuli. 
Untuk Sdr. Chairul Saleh: 
Ia mendirikan tentara, dengan tudjuan untuk menentang 
Pemerintah dan tersangkut dalam pembunuhan beberapa 
anggota tcntara, polisi dan pegawai sipil di Banton. Ia 
djuga mempunjai hubungan .dengan pemimpinz gerakan 
Apra. 
Untnk Sdr. Ahnwd Ztikaria (Kolimomian ): 
Ia tersangkut dalam se·::'angan:.? terhadap beberapa pasukan 
dari tentara. 
(Kutipan pidato djawaban Mcnteri Pertahanan dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 1l Maret 1950). 
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24. PERTANJAAN anggota Saru.ono Sastrosuicrdjo : 
A. Tentang peristiwa Blitar tanggal 23 Pebruari 1950, 

antara TRIP dan Tentara dari Divisi I (Kol. Sungkono): 
Pert anjtum: Apakah betul "Brigadier Surachmat meng­ 
ambil tindakan jang merupakan peristiwa Blitar tang­ 
gal 23 Pebruari 1950 tersebut setjara sah dalam arti 
mcngamhilnja tiridakan itu sesudah berundina dengan 
atau atas perintah dari instansi jang tidak berat se­ 
belah? Dalam hal ini perlu di-ingat bahwa anaks TRIP 
jang mendjadi korban selarna perang kolonial melawan 
Belanda ke I clan ke II telah menundjukkan djasa iang 
besar terhadap tanah air. Dan apabila tindakan Briga­ 
dier Surachmat itu disetudjui oleh pihak atasan. apa­ 
kah pertimbanganvnja ? 
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja 
bahwa tiap clash (bentrokan bersendjata) sematjam 
itu merugikan kekuatan nasional, djadi seharusnja 
ditjegah dengan penuh kebidjaksanaan? 

B. Ten tang rasionalisasi dikalangan tcntara: 
Memrrut Iaporan", diberbagai tempat tela.h diadakan 
nasionalisasi dikalangan anggauta Tentara. Semestinja 
tiap:.! anggota Tentara jang di-rasiorialiair mendapat 
djaminan tjukup. 
Pertonjaan : Apakah Pemerintah tidak sependapat 
dengan penanja bahwa rasionalisasi harus ditjegah, 
agar tidak mernperbesar djumlah pengangguran dengan 

C. Pemerintah tidak berkeberatan menerangkan kepada 
penanja jang terhormat, bahwa maksud Pemerintah 
adalah membentuk satu Tentara Nasional untuk seluruh 
Indonesia, didalam mana baik anggota- jang berasal 
dari Tentara Nasional Indonesia maupun warga Negara 
Indonesia jang berasal dari KN.LL. dapat menjum­ 
bangkan tenaga clan fikirannja. 
Seperti telah diterangkan oleh Presiden R.I.S., maka 
berdasarkan konperensi Inter Indonesia, T.N.I. adalah 
intisa ri dari Tentara Nasional jang bertanggung djawab 
diseluruli daerah negara kita. 

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pertahanan dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 
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DJAWABAN Menteri Pertahanan: 
Sebagai djawaban atas pertanjaan anggota jang terhormat 

Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batu N.S.T.) 
telah dilarang oleh pembesar- bawahan X.S.T. Alasan 
pelarangan di Aek Kanopan itu kabarnja didasarkan 
kepada peraturan Staat van Beleg en Oorlog rncnurut 
artikel 15 dari S.O.B. Stbl. 1939 No. 582. 
Berkenaan dengan itu saja ingin bert anja : 
le. Apakah rnemanz masih berlaku lagi peraturan jang 

dimaksud sehingga perlu diadakan larangan untuk 
mengadakan rapat-' '? · 

2e. Kalan tidak. apakah tindakan:' sepertr jang ter­ 
sebut diatas tidak bertentangan dengan pasal« jang 
terscbut dalarn bahagian V Konstitus: R.l.S.? 

3e. Kalan ja, apakah Pemerintah bersedia mengambil 
tindakan' seperlunja supaja hak-' azasi rakjat, se­ 
perti mengadakan rapat-', tidak terganggu lagi 
dizaman jang akan datang '? 

B. Penembakanv kepada rakjat jang berdemonstrasi. 
Menurut berita harian ,,Iv1irnbar Umum" Medan tanggal 
2 Maret 1950 i.l. (lihat : · Ichtisar Pers Kementerian 
Pcner .. ··11~·-··1 R r" 0 D'iakarta (' ;>f.,,.,,t 'l"t:;u" JPI i53) __ ......... 1.,.._a--r-,21 .• ~., 1_.0:. ... - L,-i. "- "...J .... 'l~..:"lJ .... ·.., ~1~J • ~ _! •• 

Barisan Pengawal di Scrdang Hulu, l'.'egara Sumatera­ 
Timur, pada tanggal 27 Pcbruari 1950 j.l, telah menern­ 
baki rakjat jang scdang berdemonstrasi dengan stcngun 
dan sendjata-' otornatis. sehing ga 3 orang mendapat 
luka' berat dan 8 orang Iuka- ontena. 
Berkcnaan dengan peristiwa itu saja memadjukan per­ 
tanjaan kepada Pemer intah : 
Ie. Kalau berita itu benar, apakah Pemerintah ber­ 

sodia rnembcrikan ~-~eter·angan~ tentang eebabsnja 
penembakan itu ? 

2e. Apakah Pcrnerintah scpendapat dcngan penanja, 
bahwa tindakan' jang serupa itu bertcntangan 
dcngan maksud ra"';.i.l~ iang t.ersebut dalam baha­ 
gian V Konst.itusi R.I.S.? 

3e. Kalau kedjadian jarig tersebut diatas benar, apak ah 
Pemerintah dapat bertindak menurut hukum me­ 
nuntut orang jang bei-tanggung-djawab melakukan 
perbuatan itu ? 
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DJAWABAN Menter! Dolam Neqeri: 
Sebagai telah sering? diterangkan oleh Pemerintah sesung­ 
guhnja perobahan- status daerah-' bahagian hanja dapatlah 
dirobah berdasarkan peraturan? (procedure) jang tertentu, 

28. PERTANJAAN anggota 1l'Iohamad Nuh: 
Berhubung dengan resolusi-' dan dcmonstrasi=, jang di­ 
adakan rakjat dibeberapa tempat di Indonesia dalam masa 
belakangan ini, jang isi dan tudjuannja mcnghendaki 
perubahan ketata-negaraan jang ada sekarang: 

a. mengingat, bahwa dalam berbagai-bagai tjorak 
demokrasi seluruh dunia, tetap pemilihan umum (plebiscit) 
jang mendjadi dasar kedemokrasian itu ; 

b. mengingat selandjutnja, bahwa dalam Undangs 
Dasar R.I.S. tata-tjara (procedure) perubahan . ketata­ 
negaraan itu telah ditentukaii, berdasarkan kepada pemi­ 
lihan umum; 

c. menimbang lagi bahwa didalam suratv kabar dapat 
diketahui, bahwa ada alirane jang menghendaki merobah 
ketata-negaraan sekarang dengan tidak berdasarkan pe­ 
milihan umum. 
Maka penanja ingin mengetahui dari Pemerintah: 
1. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa scgala perobahan ketata-negaraan haruslah ber­ 
dasarkan kehendak rakjat jang diperoleh dari pemilihan 
umum jang dinjatakan dengan bcbas dan merdeka? 
2. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa aliranv jang tersebut diatas adalah aliranx jang 
seluruhnja bertentangan dengan dasar demokrasi serta 
meng·andung anasirs jang destructief, jang dapat menim­ 
bulkan halv jang tidak diingini dan oleh sebab mana apa­ 
kah Pemerintah terhadap aliranv itu sudah pada tempatnja 
diambil tindakan jang togas dan keras? 

Pertanjaan Anggota- di tudjukan kepada 
MENTER! DALAM NEGERI 

dan djawabannja. 

IV. 
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DJA WABAN lrlenteri Dolaan. Neqeri: 
Kepada anggota jang terhorrnat. saudara A. Sosroatmodjo. 
Hidajat dan J. Langkai, dapat diterangkan, bahwa ber­ 
hubung dengan penggabungan2 itu, maka Pemerintah 
berpendapat, bahwa segala p.egawai~ federaal jang diper­ 
bantukan kepada negara atau daerah dan pegawai" negara, 
mulai bergabungnja negara atau daerah itu, rnendja.cli 
tang_qungan serta diperbantukan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia. 
Sebeiumnja penggabunganv itu dilakukan, Pemerintah 
telah mengadakan rationaiisatie commissie, misalnja di 
Djawa Timur, untuk menjelesaikan soal kepegawaian ini. 
Dan setelah penggabun.~an dilakukan tcntunja rationali­ 
sat ie commissie ini t idak perlu Iagi diadakan, oleh karena 
penjelesaian pegawai« ini didalarn tingkatan jang pertama 
mendjadi tanggung djawabnja Pemerintah R.I. 
Pernerintah jakin, bahwa oleh Pemerintah R.I. beberapa 
Pegawai- federaal itu tiada dapat diterima dan diperban­ 
tukan kepadanja dan didalam hal ini haruslah oleh 
Pemerintah R.I. diadakan perundingan dengan Pernerintah 
R.I.S., untuk mengembalikan lagi pegawai? tersebut; dan 
apabila mungkin mereka ini dapat ditempatkan didjawatans 
lain. 
Apabila kemudian ternjata, bahwa mereka ini tiada mung­ 
kin Iagi mendapat ternpat pckerdjaan, tcntunja terhadap 
mereka ini borlakulah peraturanz kepegawaian j~g biasa, 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam 
rapat pleno ke-18 tanggaI 11 Maret 1950). 

29. PERTANJAAN anggota", A. Sosroat mod.jo, Hidajat Pra­ 
wirod~prodjo dan. J. Lanqkai: 
Berhubung dengan akan tergabungnja beberapa daerah 
negara pada Renublils Indonesia, maka : Bagaimanakah 
pendirian Pemerintah R.LS. terhadap: 
A. federaal ambtenaar umumnja jang ada didaerah/negara 

jang akan masuk Republik Indonesia itu? 
B. federaal ambtenaar jang oleh Republik pclitis diang­ 

gap tidak acceptable? 
C. negarav ambtenaar (pegawai- negaras bagian - Red.) 

jang ada didaerahv itu, terutama jang dipandang niet 
acceptable oleh Republik Indonesia? 
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DJAWABAN ll'lenteri Dalan~ Neqeri: 
Berhubung dcngan pertanjaan jang dimadjukan oleh Njo­ 
nja Moedikdio tentang bagaimana letaknja perkara kem­ 
balinja Tuan Sarimin Rcksodihardjo c.s. ke Jogjakarta, 
rnaka dapat diterangkan disini, bahwa pegawai? tinggi 
tersebut tidak betul meletakkan djabatannja, karena crang­ 
jang bersangkutan sebcnarnja belum disahkan pengang­ 
Jrntannja dan belumlah mendjabat pekerdjaannja didalam 
Kementerian Dalam Negeri . 
Sebagai biasa berlaku dimana-', Menteri jang bersangkutan 
adalah jang bertanggung djawab sepenuhxnja tentang 
susunan (organisatie) Kementeriannja, dengan tiada 
mengurangi hak-' pegawai2nja untuk mernadjukan usu12 
kepadanja jang tentunja dapat dipertimbangkan dan di­ 
rundingkan. Oleh karena Tuan Sarimin Reksodihardjo c.s. 
kiranja tiada dapat menjetudjui susunan Kementorian 
Dalam Negeri sebagai jang telah ditetapkan itu, serta dia 
mempunjai sesuatu conseptie sendiri, maka kepada Tuan 
Sarimin tersebut diatas dipersilakan untuk menetapkan 
sikapnja sendiri. 
Konon Tuan Sarimin tiadalah dapat menjesuaikan pen­ 
dir iannja, sehingga dengan 5 kawan-kawannja tiada 
sanggup mendjabat pekerdjaan pada Kementerian Dalam 
Negeri. 

B. Tindakan? apa jang telah dan akan diambil oleh Pe­ 
merintah untuk memperbesar tenagav R.I. jang ber­ 
pengalaman untuk diberi kewadjiban memimpin untuk 
menggantikan tenagas Belanda, sehingga dapat di­ 
pertjepat proses demokratiseering dari Pemerintah 
Desa hingga Pemerintah Pusat sesuai dengan tjita2 
rakjat? 

C. Dapatlah Pemerintah menjebutkan djumlah pegawai 
tinggi jang berpengalaman dalam Republik Indonesia 
jang sokarang mengganti kedudukan» jang dalam 
djaman kolonial jang lampau hanja dipegang oleh orang 
bangsa Belanda sadja ? 

D. Bagaimanakah keadaan ,,personele bezetting" Kemen­ 
tcrian Dalam Negeri R.I.S. sekarang dan perobahan apa 
jang telah diadakan dibanding dengan djaman kolonial 
jang Ialu ? 

.. 

• 
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DJA ~NABAN 5Ienteri. Dulan: Neqeri: 
Kepada Anggotu jang terhormat Sdr. Basri, Pernerintah 
dapat menerangkan, bahwa alasan untuk pernbentukan 
T(0Trd:~nri~3 PL:rncrintah Republik Indonesia Serikat di Sn­ 
matera Sela tan, id ah: 
Peri ania: bahwa Pemer int ah d)1~1 Badan Perwakiian Rakjat 
N egara Su.1rrat·;:·=:-·a Sela.tan tel ah memadjukan permintaan 
kepada Pemeriutah Rqli.tblik Indonesia ScriJ:.;at, untuk 
menjclenggatakan seluruh tugas Pemerintahan dari Negara 
Sumat.cra Selatan oleh Repu)J]ik Indonesia Serikat; 
Kctlua: oleh karena \Vall-Negara Sumatera Selatan telah 
rncnjatakan menjerahkan mandatnja. 
Setelah kemudian dirundingkan dengan Menteri Dalam 
Negeri R.I., maka Cubernur H..I. Sumatera Sela.tan, Dr. Isa. 
ditundjuk sebagai Komisaris Pemerintah Republik Indo­ 
nesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan, agar supaja 
dapat mengambil kckuasaan dari Wali-Negara dan mern­ 
persiapkan segala sesuatu untuk menentukan status Negara 
jang terachir. • 
(Kutipan pidato djawaban 1\Jenteri Dalam Neger: dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret H)50). 

• 

33. PERTANJAAN' anggota Basri: 
Penanja ingtn mengetahui (mendapat keterangan) dari 
Pemcrintah dengan alasan apa Pemerintah telah menetap­ 
kan Komisaris di Negara Sumatera Selatan, padahal rakjat 
di Sumatera Selatan, tidak menghendaki adanja Komisaris 
R.I.S. di Negara Sumat.era Selatan, tapi semata:' mau 
menggabungkan daerah itu pada propinsi Sumatera Selatan 
da ri Rcnublik Indonesia. 
Apakah Pemerintah sepcndapat dengan penarija, supaja 
Undang-' Darurat tcntang penggabungan daerahs bagian 
pada H .. l. jang alran dimadjukan oleh Pemerintah dalarn 
Sicl.an.g Parlemen, djuga berlaku untuk negara Sumatera 
SclaLrn, dcngan talr usah memakai procedure mengadakan 
Kcmisaris dahulu? 

(Kutipan pidato djawaban Mcnteri Dalam Negeri dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 
(Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan 
No. 12 dan Menteri Fenerangan atas pertanjaan No. 72). 





DJAWABAN 1rlenteri Dolam Negeri: 
Pada umumnja didalam daerahs, dimana peraturan bahaja 
perang dan darurat perang (staat van oorlog en beleg) 
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36. PERTANJAAN anggota M. :Yunan Nasubion: 
Loranqan: Ra.pat di Neqar« 

0Sumatera 
Timur. 

Menurut berita dalam harian ,,Waspada" Medan tanggal 17 
Djanuari dan tanggal 14 Pebruari diterangkan, bahwa 
rapat Front Nasional di Aek Kanopan (Labuhan Batu, 
N.S.T.) dan rapat Al Djamijatul Waslijah di Serbalawan 
(Simelungun, N.S.T.) telah dilarang oleh pembesars bawa­ 
han N.S.T. Alasan pelarangan di Aek Kanopan itu kabar­ 
nja didasarkan kepada peraturan Staat van Beleg en Oorlog 
menurut art. 15 dari S.O.B. stbl. 1939 No. 582. 
Berkenaan dengan itu saja ingin bertanja: 
le. Apakah memang masih berlaku lagi aturan jang di­ 

maksud sehingga perlu diadakan larangan untuk 
mengadakan rapat-rapat? 

2e. Kalau tidak, apakah tindakanz seperti jang tersebut 
diatas tidak bertentangan dengan pasalz jang tersebut 
dalam bahagian V Konstitusi R.I.S.? 

3e. Kalau ja, apakah Pemerintah bersedia mengambil tin­ 
dakans seperlunja supaja hak" azasi rakjat, seperti 
mengadakan rapat«, tidak terganggu lagi dizaman 
jang akan datang? 

DJAWABAN Menter; Dolam. Negeri: 
Mengenai pertanjaan soal peristiwa-peristiwa di Kaliman­ 
tan Barat, Pemerintah belumlah dapat menerangkan st:­ 
djelassnja tentang hal ini oleh lrnrena belumlah mendapat 
keterangan jang setjukupnja dari jang berwadjib di Kali­ 
mantan Barat. 
Dari pada itu Pemerintah telah menundjukkan beberapa 
pegawai> dari Kementerian Dalam Negeri untuk rnenjele­ 
dik i soal2 ini setjukupnja dan apabila laporans telah tiba 
nanti, Pemerintah bersodia mengadakan laporan setjukup­ 
nja. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam 
rapat pleno ke-18 tanggal 11 Maret 1950). 
(Lihat djuga djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan 
No. 13). 
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DJ.AWA.BAN Menter·i Dolam. Neqeri: 
Bertalian dengan surat saudara Ketua tanggal 23 Maret 
1950 No. DPH ·1/1l4a, dimana diterangkan, bahwa per­ 
tanjaan Mr, Lockman Wiriadinata harus dianggap scbagai 
diadjukan oleh Panitia 'I'etap Urusan Dalam Negeri, dan 
minta didjawab dalam rapat Panitia tersebut, maka dongan 
ini hanja akan diberikan djawaban atas pertanjaan sdr. 
M. J. Nasution sadja, (Lihat per tanjaan No. 36 - Red.). 

baik jang dianggap ahli, maupun jang bekerdja 
administratie ? 
Apakah saudara Menteri tidak berpendapat, bahwa 
sekarang pada Kementerian itu penempatan pegawai 
belum sebagaimana mestinja ? 

B. Apakah usaha saudara Menteri Dalam Negeri dalam 
hal melindungi penglaksanaan hakv demokrasi ber­ 
hubung adanja Pemerintahan Militer sekarang, dan 
apakah saudara Menteri Dalam Negeri sependapat 
dengan kita untuk mengganti selekas mungkin Perne­ 
rintahan Militer dengan Pemerintahan Sipil untuk 
dapat terdjaminnja hak-' demokrasi ? 
Sukakah saudara Menteri mengusahakan supaja Pe­ 
merintahan Militer dibeberapa daerah itu dihapuskan 
dengan segera, setidak~nja supaja ada pernbatasan jang 
djelas tentang hal-' jang boleh didjalankan oleh Perne­ 
rintahan Militer itu ? 

C. Dengan alasan apakah -Acting Residen Kalimantan­ 
Barat telah membubarkan rapat Raksasa jang diadakan 
oleh Komite Nasional di Pontianak pada tanggal 6 
Maret 1950, dengan kekerasan sendjata oleh polisi, 
sedangkan disana tidak ada ,,Staat van Oorlog en 
Beleg''? 

D. Dapatkah saudara Menteri Dalam Negeri menjatakan 
dengan djelas sikapnja terhadap politik kesatuan, jang 
njata sekarang di-ing ini oleh rakjat umumnja ? 

E. Dapat.kah saudara Mentec-i Dalam Negeri menjetudjui 
usul untuk mengadakan ,,screening" antara ber-bagai-' 
pegawai jang dinarnai ,,me11jeberang" dan mengadakan 
seleksi antara pegawai» Belanda jang dikatakan ,,ahli" 
itu? 

•· 
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DJAWABAN Menieri Keluikiman : 
Pertanjaan« dari para anggota jang terhormat dari Dewan 
Perwakilan Rakjat R.I.S. jang mengenai lapangan peker­ 
djaan Kementecian Kehakiman, pada umumnja mengenai 
soal tawanan politik. 
(Lihat pertanjaan anggota- Abdullah Jusuf No. 39; 
K. Werdojo No. 40 bab A. Sub a) Ngadiman Hardjosubroto 
No. 42, Nj, Mudikdio No. 44 dan Manai Sophiaan No. 45 
bab B.). 
Memang Pemerintah sependapat dengan Nj. Mudikdio, 
bahwa Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang mer­ 
deka dan herdaulat, djuga karena usaha dan pengorbanan 
dari ratusan ribu pcdjuang patriot Indonesia, perm ber­ 
usaha untuk segera membebaskan dari tawanan semua 
pedjuang kemerdekaan, jang telah menundjukkan ke­ 
ichlasan berkorban untuk mempertahankan kedaulatan 
rakjat Indonesia. Memang benar pendapat Nj. Mudikdio, 
bahwa suclah sepatutnja pedjuang= clan patriots Indonesia 
jang selama perdjuangan untuk keichlasan berkorban dan 
consequent menentang pendjadjahan Belanda dikembalikan 
segera kedalam masjarakat, supaja mendapat kesernpatan 
jang Iuas untuk menjumbangkan tenaga guna pembangun­ 
an dan penjempumaan kemerdekaan clan kemakmuran 
rakjat, 
Oleh sebab itu Pemerintah, sedjak memegang kendali Pe­ 
merintah Indonesia, telah segera mengambil t.indakans jang 
diperlukan guna mernbebaskan para patriots jang masih 
meringkuk dalam pendjara. 'I'indakanz Pemerintah Repu­ 
blik Indonesia Serikat ini tidak lain ialah landjutan dari 
usahaz Pemerintah R.I. sedjak adanja perundingan dengan 
pihak Belanda untuk menjelesaikan soal Indonesia. 
Sudah sedjak diadakannja persetudjuan Renville, pihak 
Delegasi Republik Indonesia telah ber-angsurv menuntut 
pembebasan tawanans politik. 
Sebagai akibat dari Pernjataan Rum-Van Royen, tanggal 
7 Mei 1949 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pe­ 
merintah Belanda diunmmkan suatu proklamasi bersama 
(joint proclamation) pada tanggal 3 Agustus 1~49 dimana 
dipersetudjui oleh kedua pihak bahwa.: 
1. Tidak seorang pun akan dituntut baik setjara kriminil 

maupun setjara adminstratief, hanja oleh sebab ia me- 
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Djumlah jang didapati dari daf'tar= jang telah diterima 
oleh Sub Panitia TV Republik itu, buat sebagian berdasar 
atas pengiraan sadja. Djurnlah itu menurut dugaan ada 
kira-kira 10500 orang. 
Sub Panitia IV da ri Delegasi Belanda menjangkal, bahwa 
djumlah tawanan- jang ada ditangan Belanda sekian 
besarnja, akan tetapi sampai kedaulatan diserahkan ke­ 
pada R.I.S. ia tetap tak rnau memberikan angkav jang 
dim in ta. 
Wakil Mahkota Keradjaan Belanda waktu ditegor oleh 
Kctua Panitia Pcrsiapan Nasional tentang tawanan politik 
dan perang jang masih belum dimerdekakan, menerangkan 
didalam suratnja tanggal 13 Desember 1949: bahwa sedjak 
dikeluarkannja perintah ,.berhenti tembak-menembak" 
sampai tanggal 13 Desember 19'19 djumlah tawanan politik 
dan perang jang tadinja ada 10351 sudah mendjadi 1574, 
bahwa djumlah orang- hukuman jang sampai tanggal 13 
Desember 1949 telah diberi -amnesti ada 3194. 
Berapa besarnja sjsa orang= hukuman jang masih dittrtup 
dan rnasih harus diberi amnesti, tak disebutkan didalam 
surat itu, hingga pada waktu kedaulatan diserahkan kc­ 
pada R.I.S., Pemerintah R.I.S. tak mempunjai ,,overzicht'' 
tentang keadaan tawanan jang sebenarnja. 
Antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia telah 
lama ada perselisihan paharn tentang kriterium golongan 
orange tawanan dan hukuman jang harus diberi arnnesti. 
Pihak Republik berpendapat, bahwa djika perbuatannja si­ 
terhukum itu ada hubungannja dengan persengketaan 
antara keradjaan Belanda dengan Republik Indonesia, maka 
ia harus diberikan amnesti. 
Bclanda berpendirran, bahwa pemberian amnesti itu harus 
dibat.asi. Kepada orang:', jang didalam melakukan per­ 
buatannja, melampaui batas keperluan (noodzakehjkheid), 
walaupun perbuatannja itu ada perhubungannja dengan 
persengketaan antara keradjaan Belanda dengan Republik 
Indonesia, tidak akan diberikan amnesti. 
Perselisihan paham ini hanja dapat diselesaikan setelah 
dari pihak Bclanda diterangkan, bahwa dalam soal jang 
meragu-ragukan apakah sesuatu orang harus <tiberi am­ 
nesti. nraka seal itu harus ditindjau bersama oleh kedua 
Panitia. 
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Djumlah: 

....... , ' '.' .....• 

Palembang .. 
Sa bang ... 
Ta nd j.1~'1C''?')i1·1~.1 n Cf _._ . -..-_, •.. LL-t'.:J,: - • -'-.L-b 

Bandjarmasin 
Balikpapan 
Pontianak . 
Makassar .. 

Djakarta (Tjipinang dan Glodok) . 
Tan ggerang .. 
Bandung. 
Tjirebon . 
Semarang . 
Pekalongan 
Ambarawa . 
Te gal . . .. .. . . .. .. . . 
Nusakambangan . 
Surabaja (van der Werfstr.) . 
Tandjungkarang 
Padang 
Medan 

Nama tempat 

tah R.I.S. ialah bahwa mereka jang ditawan atau dihukum 
oleh sebab perbuatan- berhubung dengan persengketaan 
antara Belanda dan Republik Indonesia. harus diberi am­ 
nesti dan dibebaskan dengan segera, 
Untuk para Djaksa jang tidak dapat hadir di Djakarta, 

• dikirimkan surat pendjelasan tentang instruksi tersebut. 
Bertalian dengan ini oleh Kedjaksaan Agung telah di­ 
keluarkan pula surat edaran pada Djaksaz Tinggi tersebut 
supaja mengirimkan lagi daftar> orang hukuman jang 
belum diberi amnesti, tetapi jang menurut instruksi baru 
harus diberikan amnesti, daftar- mana telah diterima oleh 

Kedjaksaan Agung dan telah disel id iki. 
Sedjak tanggal 28 Desernber 1949 sampai tanggal 1-3-1950 
telah dibebaskan 4414 orang= hukuman dari tahanan, 
jaitu: 

I 



~ .. ·_:t---ef=<~ --·:~~:;~ 
·;:.;·~.;~ 
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DJAWABAN Menter-i I{ehaki.mctn: 
• (Lihat djawaban atas pertanjaan Sdr. Moh. Hasan No. 38 

Red.). 
Pertanjaans mengenai penahanan sdr. Tjugito c.s. dapat 
didjawab demikian: 
A. Sdr. Sunario, pegawai Kedjaksaan Tinggi dalam men­ 

djalankan tugasnja, pun telah mendjumpai asal itu dan 
telah menjelidiki pula. Adapun hasil penjelidikannja 
telah dimuat dalarn sebuah risalah tanggal 25-2-1950 
jang disampaikan kepada Gubernur Militer Djawa 
Tengah untuk dimintakan keputusan atas ~oal tadi, 
karena Cubernnr Mil iter tadi menerangkan bahwa ke­ 
putusan tentang pembebasan akan diambil oleh beliau. 

DJAWABAN: 
(Lihat djawaban Menteri Pcrtahanan atas pertanjaan ang­ 
gota Amelz No. 21 ~Red.). 

40. PERTANJAAN anggota K. vVerdojo: 
Soal ioncano». 
A. Menurut statement Royen-Rum maka semua tawanan 

jang bersangkutan dengan sengketa Belanda-Indonesia 
harus dibebaskan. Karena kenjataan tidak begitu, maka 
saja ingin bertanja : 
a. Bera pa djumlah tawanan jang masih meringkuk ? 
b. Kalau sdr. Tjugita (anggota B.P. Knip R.I.) dan 

Sudisman c.s. masih tetap djuga meringkuk, apakah 
alasan untuk terus menahanrija ? 

B. Usaha dan penghargaan apakah jang telah diberikan 
terhadap kawane bekas tawanan? 

C. Minta keterangan tentang penangkapan sdr2 tersebut 
dibawah dengan tjatatan: 
Apa sebabnja ditangkap dan sampai dimana sudah 
pemoriksaannja, 

Sdr2 tersebut ialah: 
1. Sdr!) Abikusno dan Anwar Tjokroaminoto, 
2. Sdr. Chairul Saleh, 
3. Sdr. Kartawinata dan Rustama dari Perikemanusiaan. 

rintah memberikan keterangan kenapa hal tersebut 
berlaku demikian? 

• 
• 

• 
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permintaan kami akan dipenuhi. Dalam kawat itu diberi­ 
tahukan bahwa Pemerintah N.LT. menimbang akan me­ 
lepaskan Salawati Daud c.s, 
(Surat Menteri Kehakiman tanggal 20 April 1950 No. S. 
1885). 
Untuk menjambung djawaban Pemerintah atas pertanjaan 
Nona Suwarti, ddo. 20 April 1950, maka Pemerintah dapat 
memberitahukan bahwa menurut tilgram Menteri Kehaki­ 
man N.I.T. tanggal 24 April j.l. Njonja Salawati Daud c.s. 
telah dimerdekakan pada tanggal 21 April 1950. 
(Surat Menteri Kehakiman tanggal 9 Ivlei 1950 No. J. F. 
1/29/4). 

42. PERTANJAAN anggota Ngadiman Hardjosubroto: 
Tentang tasoanan politik. 
Sekarang masih ada ratusan tawanan politik dari Belanda 
dahulu jang masih belum dibebaskan. Ada pula berita 
dalam surat kabar jang mengatakan, bahwa sebelum ke­ 
daulatan diserahkan kepada R.I.S., banjak tawanan politik 
oleh Belanda dihukum sebagai pendjahat (tawanan kri­ 
minil) . Menurut lain berita surat kabar, masih ada 2 orang 
tawanan politik jang berasal dari ibu kota Republik Indo­ 
nesia jang belum dimerdekakan, jaitu sdr2 Sudisman dan 
Tjugito, masingv anggota KNIP dan B.P. Knip, Apakah 
Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa R.I.S. 
sesudah menerima kedaulatan seharusnja mengambil tin­ 
dakan untuk segera membebaskan mereka supaja mereka 
tidak menderita lebih lama? 
Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa untuk mempertjepat penjelesaian, Pemerintah 
mengadakan trndakans abolisi dan amnesti umum seperti 
lazim terdjadi apabila terdjadi perobahan politik? 

DJAWABAN Menteri Kenakiman: 
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Moh, Hasan 
No. 36 dan anggota K. Werdojo No. 40-Red.). 

43. PERTANJAAN anggota l'rlr. Jusu] 1Vib-isono: 
A. Menurut berita jang kami terima dari Karesldenan 

Tjirebon, pembangunan kernbali partaiv politik disana 
sangat dipersukar oleh tindakan-' dari pihak tentara. 

• 
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44. PERTANJAAN anggota Nj. 11,fodikdio: 
A. Pada waktu K.M.B. sedang berdjalan di Den Haag di 

Sulawesi timbul gerakan rakjat untuk menundjukkan 
pada dunia, bahwa rakjat menentang bentuk kekuasaan 
dan Pemerintahan jang dipaksakan oleh Belanda dengan 
kekerasan sendjata pada rakjat. 
Gerakan rakjat itu ditindas dengan kekerasan sen­ 
djata jang meminta korban djiwa dari banjak pe­ 
djuang kemordekaan di Sulawesi. 
Seiain begitu banjak pula pedjuang kemerdekaan telah 
ditawan, antara lain ada terdapat .seorang pemimpin 
wanita, jaitu njonja Salawati Daud. 
Sesudah kedaulatan diserahkan oleh Belanda pada 
R.I.S. apakah Pemerintah tidak sependapat dengan 
penanja, bahwa Pemerintah R.I.S. jang merdeka dan 
berdaulat, djuga karcna usaha dan pengorbanan dari 
ratusan ribu pedjuang patriot Indonesia, perlu berusaha 
untuk segera membebaskan dari tawanan semua pe­ 
djuang kemerdekaan dan jang telah menundjukan 
keichlasan berkorban untuk mempertahankan kedau­ 
latan rakjat Indonesia. 

B. Apakah Pemerintah tidak sepcndapat dengan penanja, 
bahwa apabila dosa dari mereka jang dahulu membantu 
usaha kolonial Belanda untuk mempertegak kekuasaan 
kolonial perlu dilupakan, diampuni oleh rakjat, maka 
sudah sepatutnja apabila pedjuangv dan patriots Indo­ 
nesia jang selama perdjuangan menundjukkan keichlas­ 
an berkorban dan consequent menentang pendjadjahan 
Belanda, dikembalikan segera kedalam masjarakat dan 
mendapat kesempatan sama luasnja menjumbangkan 
tenaga untuk pembangunan dan penjempurnakan ke­ 
merdekaan dan kemakmuran rakjat supaja ditjegah 
timbulnja kebingungan antara rakjat? 

C. Dapatkah Pemerintah memberi pendjelasan tentang 
sebabnja dan alasannja Njonja Salawati Daud perlu 
ditahan torus, sekalipun oleh rakjat Sulawesi umumnja 
Njonja itu dipandang sebagai pahlawan kemerdekaan ? 

DJAWABAN 111enteri Kehaksmcn: • 
(Lihat djawaban atas pertanjaan anggota Moh. Hasan 
No. 38 dan Nona Suwarti No. 41~Red.). 

• 
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R.I.S. sebagai anggota, Panitia tersebut akan dilantik 
oleh Perdana Menteri. Berhubung dengan itu kami 
mengambil kesempatan ini, untuk memadjukan per­ 
rnintaan kepada Ketua D.P.R. jang terhorrnat, sudi 
apakah kiranja D.P.R. menundjuk beberapa anggota 
untuk Panitia tersebut. 

B. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 38-Red.). 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam 
repat pleno ke-IS tanggal 11 Maret 1950). 

46. PERTANJAAN anggota Dr. M. Sudarso : 
Di Rumah Pendjara Tjipinang orang- hukuman bangsa 
Indonesia jang ditutup dibagian ,,Onrust" tiap hari se­ 
pulangnja dari pekerdjaan terus ditutup didalarn eel dan 
tidak Iagi dikeluarkan sebelum esok hari pada waktu pergi 
kepekerdjaan. Pada hari Abad mereka sepandjang hari 
tinggal diam dicelnja. 
Cel-cel dibagian ,,Onrust" ini merupakan kamar" didalam 
rumah petak, sehingga orang? bukuman tidak dapat ber 
djemur badan. 
Lain halnja dengan pendjahat> perang Djepang jang pada 
tiap hari Abad dapat kesempatan untuk bermain sport 
atau dapat bergerak lebih leluasa dari orange Indonesia. 
Pendjahat« perang Djepang sudah dikembalikan kenegeri­ 
nja. 
Aturanv diatas itu merugikan kesehatan orang« jang di­ 
hukum. Minta keterangan apakah aturan= ini rnasih djuga 
berlaku dan tindakanv apakah jang sudah atau akan di· 
ambil untuk memperbaiki? 

DJAWABAN Menteri Kehakiman: 
Pertanjaan tsb. mengenai rumah pendjara Tjipinang isti­ 
mewa bagian ,,Onrust": Untuk mendjelaskan djawaban 
atas pertanjaan ini perlu kiranja untuk diterangkan Iebih 
dahulu apa jang dimaksudkan dengan bagian ,,Onrust". 
Bagian ini terdiri dari 4 blokken, masing= blok terdiri dari 
20 kamar dengan masings berukur 10 m. pandjang, 5 m. 
lebar dan 41h m. tinggi dan 'tiaps kamar dapat ditempati 
oleh 25 orang, maka ternpat jang disediakan untuk tidur 
seorang ialah 2 m. pandjang dan 70 cm. lebar: dengan 
memakai tikar. 
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1. Abikusno 
2. Anwar Tjokroaminoto 
3. .M. Saleh Umar 
4. Chairul Saleh 
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan) 
sebagai orang« jang terkemuka dalam permintahan 
R.I.S. negaras bahagian dan dalam pergerakan rakjat. 

B. Sudah sampai dimanakah Pemeriksaan jang sudah di­ 
lakukan oleh Pemerintah dalam perkaras sdr? tersebut 
diatas, dan tindakan apakah selandjutnja jang akan 
diambil oleh Pemerintah terhadap maslngz mereka, 
terutama sekali untuk mengusahakan segera terbebas­ 
nja mereka dari penahanan. 
Peruijelasan, - 
1. Abikusno ditangkap 21/l-'50 (Ketua L.T.P.S.I.I. 

dan Penasehat Urusan Umum pada Kementerian 
Kemakmuran R.I.S.) ; 

2. Anwar Tj. (Wk. Ketua L.T.P.S.I.I., dan P.M. Negara 
Pasundan); 

3. M. Saleh Umar (Ketua P.N.I. dan Wk. Residen 
Sumatera Timur); 

4. Chairul Saleh (Pemimpin Lasjkar Rakjat) ; 
5. Ahmad Zakaria (Kalimantan). 

DJAWABAN: 
(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 40 dan djawaban 
Menter i Pertahanan atas pertanjaan No. 21- Red.). 

48. P~RTANJAAN anggota Nj. Sunarjati Sukerni: 
Bagaimana sikap Pemerintah terhadap pada peristiwa 
Westerling jang rupa-rupanja hendak dilindungi oleh 
Belanda, supaja terbuka perkaranja djadi perkara volken­ 
rechtelijk, mengingat sedjarah Westerling sendiri jang 
pernah mendjadi anggota tentara Inggeris umpamanja, 
dus bisa mengaku djadi warga-negara Inggeris djuga? 
DJAWABAN: 
(Lihat djawaban Perdana Menteri atas pertanjaan No. 11 
Red.). 

49. PERTANJAAN anggota M. Yunan Nasuiion: • 
Dalam bulan Djanuari dan Pebruari 1950 j.l. banjak ter­ 
djadi penangkapan" terhadap beberapa warga-negara di- 
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djadi dalam bulan Djanuari dan Pebruari 1950 di Negara 
Sumatera Timur. Berhubung clengan pertanjaan ini Peme­ 
rintah telah mengirim tilgrarn kepada Pemerintah Negara 
Sumatera Timur, supaja segera memberi keterangan ke­ 
pada Pemerintah, bagaimana duduknja hal penangkapan 
tersebut. Segera, setelah Pemerintah dapat keterangan 
jang dibutuhkan itu, kami akan menjampaikan keterangan 
itu kepada D.P.R. 
Sekarang pun Pemerintah telah dapat mendjawab, bahwa 
djika terdjadi sesuatu penangkapan tcrhadap orang se­ 
seorang, hanja oleh sebab ia menganut suatu faham 
kejakinan politik, penangkapan itu adalah bertentangan 
dengan Konstitusi R.I.S., jang besandar atas demokrasi. 
Djikalau ada penangkapan dcmikian, dengan sendirinja 
Pemerintah akan rnerasa berwadjib bertindak semestinja 
agar supaja hak demokrasi itu dihormati. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kehakiman dalam 
rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950). 

50. PERTANJAAN anggota J.rlr. Lukman. ·wiriadinata: 
A. Dapatkah Saudara Menteri Kehakiman memberikan 

segala keterangan tentang langkahv jang diambil dan 
jang akan diambil olehnja berhubung dengan: 
a. orangz jang dituntut dan dihukum sebagai pendjahat 

biasa, baik oleh Pernerintah Federaal maupun oleh 
Pemerintah Republik, sedang sesungguhnja kedja­ 
hatan jang dilakukan oleh mereka itu adalah akibat 
daripada pertikaian politik antara Indonesia dan 
Belanda. Misalnja orang" jang dihukum karena pem­ 
bunuhan diwaktu masa bersiap, atau karena mem­ 
bunuh mataz Nica; a tau waktu pertempuran aksi 
militer pertama dan kedua jang berhubung dengan 
peristiwa Masarnba (Chususnja Njonja Salawati 
Daud). 

b. Penahanan sesudah pernulihan kedaulatan ber­ 
hubung dengan peristiwa Westerling, peristiwa 
lasjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam. 

c. Orang? jang belum dituntut atau ditangkap, sedang 
mereka telah njata turut melakukan kedjahatan 
dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan 
Maret 1946 di Sumatera Timur. 

• 
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Perkenankanlah kami mengulangi disini, bahwa 
Pemerintah berpendirian, bahwa mereka jang di­ 
tawan atau dihukum oleh sebab perbuatans ber­ 
hubung persengketaan antara Belanda dan Republik 
Indonesia harus diberi amnesti dan dibebaskan 
dengan segera. 
Pertanjaan Sdr. Lukman Wiriadinata tentang peris­ 
tiwa Masamba pun telah terdjawab dalam keterang­ 
an Pemerintah pada tanggal 11 Maret jang lalu. 
(Lihat djawaban Menteri Kehakiman atas perta­ 
njaan No. 41- Red.). 
Pemerintah sedang minta keterangan kepada Peme­ 
rintah N.I.T. dan kami telah mengirimkan tilgram 
kepada Pemerintah N.I.T. supaja keterangan itu 
segera disampaikan kepada kami. 

(b). Pertanjaan Mr. Lukman Wiriadinata tentang pena­ 
hanan? berhubung dengan peristiwa Westerling, 
peristiwa Lasjkar Bambu Runtjing dan Darul Islam 
adalah mengenai lapangan tugas Kementerian Per­ 
tahanan, oleh karena segala sesuatu adalah didjalan­ 
kan oleh pihak tentara. 
Maka djawaban atas pertanjaan? tersebut kami 
serahkan kepada Sdr. Menteri Pertahanan. 
(Lihat djawaban Menteri Pertahanan atas perta­ 
njaan No. 21- Red.). 

A (c). Pertanjaan bab A sub c. jang mengenai kedjahatan 
dalam apa jang dinamai revolusi sosial pada bulan 
Maret 1946 di Sumatera Timur. Pada waktu itu 
Sumatera Timur adalah daerah Republik Indonesia. 
Oleh karena daerah, dimana revolusi tersebut ter­ 
djadi pada waktu sekarang terletak didalarn Negara 
Sumatera Timur, maka seal tuntutan terhadap 
orangz jang melakukan kedjahatan dalam revolusi 
sosial itu, adalah tugas kewadjibannja Pemerintah 
Negara Sumatera Timur, Menteri Kehakiman Repu­ 
blik Indonesia jang baru-baru ini ketemu dengan 
kami berpendapat demikian djuga, 
Berhubung dengan itu pertanjaan Mr. Lukman ~ 
Wiriadinata adalah alasan buat Pemerintah untuk · .. ~ 
menanjakan kepada Pernerintah N.S.T., apakah 
Iangkah- jang akan diambil oleh Pemerintah N.S.T. 

• 
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51. PERTAXJAAN anggota Jir. ilfuh. Yamin: 
A. Dalam beberapa surat kabar harian telah berulang­ 

ulang dibitjarakan adanja suatu perdjandjian dagang 
antara Republik Indonesia dan maskapai Amerika 
Serikat bernama Mattew Fox, dan perdjandjian itu 
kabarnja akan dipindahkan pula kepada Republik 
Indonesia Serikat. 
Supaja Parlemen mendapat kepastian tcntang isi dan 
maksud perdjandjian itu, maka penanja berkenaan 
dengan perdjandjian dagang tersebut memadjukan per­ 
tanjaan seperti berikut: 
1. Bersiapkah Pemerintah Republik Indonesia Serikat 

menempatkan surat perdjandjian seperti tersebut 
diatas itu pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rak­ 
jat untuk didjadikan bahan pengetahuan para ang­ 
gota? 

2. Apakah alasanv, maka perdjandjian itu akan di­ 
terirna oleh Republik Indonesia Serikat atau djikalau 
tidak hendak diter ima apa pulakah alasan, maka 
ditolak? 

3. Bagaimanakah pendirian Pernerintah Republik In­ 
donesia Serikat terhadap isi, sarat dan djandjis 
perhubungan - dagang dengan Mattew Fox itu dan 
apakah jang mendjadi merit dan demerit perdjan­ 
djian tersebut bagi Indonesia? 

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia 
dan memperluas produksi dan menurunkan dizaman 
pembangunan ekonomi, jang sangat membutuhkan 
mesinv baru dari luar negeri, maka penanja menantikan 
djawaban dari Pemerintah atas pertanjaan seperti 
berikut: • 
1. Pemerintah berpendapat, bahwa golongan - baru 

(new- comers) jang berhasil menjusun perusahaan 

Pertanjaan Anggota« ditudjukan kepada 
MENTERI KEMAK.MURAN 

dan djawabannja. 

VI. 

• 
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d. Menurut pendapat Pemerintah ichtiar menerobos 
blokade ini tidak tjukup didjalankan dan sebagai 
diketahui hasilnja pula praktis tidak ada untuk 
daerah Republik jang waktu itu tidak dapat me­ 
masukkan barangv bersandar atas perdjandjian ini 
sebagai semula diharapkan. 

Alhasil Pemerintah R.I.S. bersedia memenuhi keinginan 
jang Iajak berkenaan dengan pengeluaran materieel 
jang sudah didjalankan oleh pihak Fox setelah ada 
penjelidikan jang saksama. Diakui pula, bahwa oleh 
pihak Fox c.s. telah diberikan bantuan materieel dan 
moreel jang sangat dihargai kepada wakil:' R.I. diluar 
Negeri terutama di Amerika, hal mana pihak kami 
tidak akan melupakan. Kepada Fox akan diberikan 
kesempatan untuk melandjutkan hubungan dengan 
golonganz Indonesia berdasar atas basis jang ber­ 
saingan dengan golongan atau kepentingan lain (free 
competition bases). 

B. Untuk kepentingan perkembangan industri Indonesia 
dan memperluas produksi, maka Pemerintah berkeja­ 
kinan, bahwa selainnja dibutuhkan mesins baru dari 
luar negeri, pun djuga menganggap perlu untuk mem­ 
perlengkapi dan menjempurnakan alatz produksi jang 
telah ada. Umum telah mengetahui, bahwa banjak per­ 
usahaanv jang sebagai akibat dari peperangan mende­ 
rita banjak kerusakan atau kehilangan peralatan. 
1. Dalam hal mcmbangun perusahaanz baru atau me­ 

njusun kembali perusahaan» jang dalam keadaan 
tak lengkap, Kementerian Kemakmuran borpedoman 
pada hasrat untuk menaruh perhatian atas kepen­ 
tingan pengusahav bangsa Indonesia lebih daripada 
zaman jang lampau, Terhadap pada new-comers jang 
berhasil menjusun perusahaan sebagai gabungan 
modal Indonesia-ash dengan keachlian, terutama 
pada golongan itu, Kementerian Kemakmuran akan 
berdaja-upaja, dengan melihat keadaan deviezen 
menjediakan alat pembajaran luar negeri jang tju­ 
kup untuk memperoleh alat-alat jang oibutuhkan. 

2. Pada waktu ini selama Pemerintah seolah-olah 
masih menghadapi kesukaran tentang soal deviezen, 
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• 
Baranga textiel didjual melalui Djawatan Distribusi 
Umum, sedangkan bahan" untuk perusahaan batik di­ 
bagikan kepada perusahaan- tadi dengan perantaraan 
Djawatan Perindustrian, Djawatan ini mengurus pula 
pembagian benangv tenun dan siongka jang telah dibeli 
itu. Atap dari aluminium diberikan kepada perusahaans 
Pemerintah dan partikulir dengan lisensi jang dikeluar­ 
kan oleh Kementerian Kemakmuran (Kantor Urusan 
Perlengkapan dan Pembagian Bureau Aanvoer en Dis­ 
tributie). 
Beras dibagi-bagikan keseluruh Indonesia dengan tjara 
biasa dibawah pengawasan Fonds Bahan Makanan. 

B. Exim Bank telah membuka ,,line of credit" untuk ke­ 
perluan Indonesia seharga maximum .f 100.- djuta 
untuk membiajai pembelianv alat-' di Amerika guna 
penjelenggarakan beberapa ,,special projects". Buat 
tiap projek jang dimadjukan dan jang disetudjui oleh 
Exim Bank akan diadakan perdjandjians jang tersen­ 
diri, akan tetapi dengan tjatatan, bahwa pindjarnan 
akan dilunasi dalam masa 20 tahun dan akan dimulai 
5 tahun setelah perdjandjian ditanda tangani. Bunganja 
akan sebesar 3 1/0 prosen. 
Projekv semata-mata diperlukan untuk membangun 
dan memperkuat ekonomi nasional Indonesia. Ini ter­ 
njata dar i daftar rentjana> jang telah dimadjukan 
kepada Bank. 
a.) memadjuJrnn produksi bahan-rnakanan dengan dja­ 

lan memperbanjak bibit-tabur (zaaizaad) jang baik, 
memberantas penjakit dan hama, memadjukan pe­ 
makaian rabuk-buatan, selandjutnja memadjukan 
peternakan dan achirnja membeli alat ' buat per­ 
ikanan. 

b.) Menjelenggarakan bangunane besar dalam lapangan 
irigasi dan menggerakkan tenaga listrik di Djawa 
Ba rat. 

c.) mengimport dengan tjara besar-besaran alatz peng­ 
angkutan bermotor dan pertama-tama mobile-per- 
usahaan. • 

d.) mengimport mesins modern guna memperbaiki dja­ 
lan2 jang tak terpelihara dan membuat djalane baru. 
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• Dari djumlah ini pula lebih dari 260 djuta disediakan 
buat Djawatans Pemer intah dan perusahaan? jang ada 
dibawah pengawasan Pemerintah. Buat perdagangan 
umum teiah dikcluarkan d inmlah uang sebanjak 170 
diuta, Disebabkan oleh arnat sedikitnja nersediaan 
deviezen, maka telah dilakukan pembelians jang perlu 
betul guna keperluan rakjat dan guna perusahaan jang 
oleh Pemerintah dianzzap penting (vitaal). Beser 
djumlah uang jang disodiakan guna membeli beras dan 
textiel. Dalam masa ini perlu diadakan pembatasan 

• dalam pembelian barang-modal (kapitaal-goederen). 
b. Terhadap pada perusahaanz jang chusus mengenai 

kebutuhan masjarakat kita, misalnja nerusahaan tenun 
dan batik, kini telah diusahakan mendatangkan bahanz 
jang mendekati kebutuhan jang lajak, Pada tahun jang 
lampau bahan? janz didatangkan hanja merupakan 35 
sampai 50 nrosen dari kebutuhan jang lajak itu, Untuk 
tahun 1950 kita telah membikin rentjana pemasukan 
jang bernilai Iebih kurang 75 prosen dari kebutuhan 
jang sebenarnja. 
Dilain lapangan, misalnja nertjetakan, nabrik getah, 
pabrik tjat, penggilingan beras dan sebagainja jang 
diusahakan oleh pengusaha bangsa Indonesia telah di­ 
berikan deviezen untuk mendjamin berdjalannja per­ 
usahaans tersebut. 

c. Sudah lebih dari 17 tahun petani Indonesia umumnja 
dan petani . daerah Republik chususnja menzhadapi 
kekurangan bewan dan alatz pertanian, Hal ini diper­ 
hatikan dengan sungzuhs o1eh Pemerintah; dan oleh 
Pemerintah sudah diusahakan untuk menutupi ke­ 
kurangan tersebut. 
Dalam tahun 1949 lebih kurang 300.000 patjul dan 
dalam 2 bulan janz lalu 34.000 patjul dan sebagainja 
sudah didiual kepada rakiat petani. Dan untuk tahun 
1950 direntjanakan pembelian patiul sebanjak 300.000 
dan banjak 2.000: sedanzkan untuk menutupi kekura­ 
ngan hewan sudah didiual 780 ekor dan akan diusaha­ 
kan sebanjak 1.400 ekor guna tahun 1950. 
Dalam menempuh dialan untuk menutuni kekurangan 
netani atas hewan dan alat>, Pemerintah selalu meng­ 
ingat keadaan jang sungguh njata dan mungkin dapat 
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DJ AW ABAN M enteri Sosial : 
A. Mengenai pertanjaan pertama, dengan menjesal sekali 

Pemerintah harus mengabarkan, bahwa tjatatan berapa 
banjaknja rumah rakjat jang terbakar di Sumatera 
Tengah sebagai akibat serangan Belanda ke-II dan 
berapakah djumlah kerugian ra.ltjat karena itu, belum 
lagi ada ditangan Pemerintah. Pada achir bulan Desem­ 
ber 1949 Kementerian Sosial telah meminta keterangans 
jang dimaksudkan oleh penanja, kepada Pemerintahanv 
Negara2 Bagian, akan tetapi djawaban belum kami 
terima. Hal ini kirarria, karena anarat« Pemerintahan 
umumnja, berhubung ,. dengan keadaan masjarakat de­ 
wasa ini, belum lagi dapat berdjalan selantjar seperti 
kita kehendaki. Peringatan akan permintaan kami tadi 
telah kami kirimkan pula. 

B. Mengenai djurnlah belandja tambahan jang disebutkan 
djumlah jang disebut itu adalah rantjangan kasar jang 
dalam kemungkinan keuangan umumnja, kami mint a­ 
kan; bukan lagi jang kami telah terima. ~uatu per­ 
mintaan jang dimaksudkan baik untuk usahae keluar 
maupun untuk organisasi kemcnterian sendiri. Akan 

54. PERTANJAAN anggota H. Siradjuddin Abba.s: 
A. Sudah adakah tjatatan ditangan Pemerintah R.l.S. 
• berapa banjaknja rumah" Rakjat jang terbakar di 

Sumatera Tengah, akibat serangan Belanda jang ke-II, 
dan berapakah djumlah kerugian Rakjat jang bersang­ 
kutan dengan ini ? 

B. Berhubung dengan itu, ingin mengetahui djuga berapa­ 
kah djumlah jang ditentukan untuk Sumatora Tengah, 
diantara djumlah f 40.000.000, jakni uang jang akan 
dipergunakan untuk keperluans bantuan sosial, tam­ 
bahan dari belandja jang sudah ada? 

Pertanjaan Anggota- ditudjukan kepada 
:.IENTERI SOSIAL 

dan djawabannja, 

VII. 
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berdasarkan angkas jang perlu ditolong dan djumlah ke­ 
uangan jang dapat disediakan, belum dapat direntjanakan. 
Akan tetapi karena pemberian pertolongan tidak dapat 
ditunggukan, hingga angka» itu terdapat, maka pertolong­ 
an kami berikan dengan berbagai saluran usaha: 
Pertama: pemberian dari suatu post untuk pertolongan 
kepada korban" kegaduhan setelah perang dunia kedua, 
baik dengan melalui perwakilan kementerian didaerahs, 
maupun melalui subsidi kepada badan> sosial jang beker­ 
dja dilapangan ini, misalnja P.S.K.P. 
Usaha ini telah didjalankan sebelum penjerahan kedaulatan 
pula, sehingga bagi kami tinggal menambahnja sadja. 
Kami telah meminta tambahan post ini dan disamping itu 
dari keuangan jang telah ada pada Kementerian Sosial 
telah kami berikan kredit dan subsidi tambahan terutama 
kepada daerahs jang karena kegaduhan dibulan-bulan ini 
sangat membutuhkannja. 
Karena pertolongan ini diberikan terus-menerus dan karena 
itu terus-menurus pula memberatkan keuangan negara, 
sedangkan pertolongan ini umumnja hanja merupakan 
sokongan belaka jang tidak tjukup untuk suatu peng­ 
hidupan jang lajak; dan tidak pula mengandung sifat di­ 
dikan guna berdiri sendiri, maka setelah penjerahan 
kami rentjanakan dan telah didjalankan pula sebagai per­ 
tjobaan suatu usaha baru jang kami namakan: Pemulihan 
Penghidupan Masjarakat. 
Usaha jang lama jang berupa sokongan itu masih kami 
djalankan, karena masih perlu, selama usaha itu belum 
lagi dapat diganti seluruhnja oleh suatu usaha lain. 
Dengan membitjarakan usaha jang saja namakan Pemuli­ 
han Penghidupan Masjarakat itu, telah saja meningkat 
kepada pertanjaan kedua dari Sdr. K. Werdojo tentang 
kerugian jang diderita oleh rakjat. 
Penggantian dalam arti schadevergoeding dari kerugian 
jang diderita oleh rakjat, karena keadaan keuangan sadja­ 
lah tidak mungkin Pemerintah berikan. Sekalipun angkas 
jang njata kami tidak mempunjai, akan tetapi menurut 
taksiran jang didasarkan atas pengetahuan sendir i sadja­ 
lah, maka kerugian itu berdjumlah beribu-ribu djuta 
rupiah. 
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56. PERTANJAAN anggota Dja.swadi Su-prapto : 
Tentang soal perumahan. 
Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang di­ 
datangkan di Djakarta jang kini dipekerdjakan pada 
Kementerranv, jaitu bahwa mereka di Djakarta sini tidak 
mendapat djaminan tentang perumahan, sehingga mereka 
terpaksa dengan keluarganja menumpang disanz sini atau­ 
pun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa 
mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah tang- 

tidak bertentangan dengan usaha terrnaksud, untuk rakjat 
petomi didaerah Sumedang dan Madjalengka, berdasarkan 
suatu rentjana jang diadjukan oleh Djawa Barat, telah 
kami berikan persetudjuan untuk mengadakan permulaan 
sebagai pertjo baan. 
Untuk mendir ikan rumah diberikan sokongan bahan", 
berupa paku dan genteng sedangkan Djawatan Kehutanan 
memberi bantuan dalam kaju dan bambu; selandjutnja 
diberikan makanan untuk 4 bulan tiap orang sepotong 
pakaian ; tiap keluarga sekedar alate pertanian, berupa 
patjol, arit dsb, 
HaP itu diberikan sebagai surnbonqan. Selandjutnja di­ 
berikan kredit untuk ternak, jang harus diurus oleh desa 
atau Pemerintah daerah lain dan harus diatur pemakaian­ 
nja setjara kolektif; pun diberikan bibit sebagai kredit. 
Untuk 3200 keluarga jang perlu ditolong itu atau 16.000 
djiwa - orang" ini adalah jang dulu diharuskan oleh 
Tentara Belanda meninggalkan daerahnja guna kepen­ 
tingan siasat - militer telah diizinkan uang sedjumlah 
f 1.600.000.-. 
Mogav pertjobaan ini berhasil, Karena hal ini adalah per­ 
tjobaa n, maka usaha- dengan djalan lainpun dapat. 
Tentang ha! ini terah kami adakan pembitjaraan- dengan 
Sdr. Mr. Sumantri Praptokusumo dari Kementerian Sosial 
R.I. clan dengan Sdr. Sugondo, Menteri Pembangunan 
Masjarakat R.I. bagaimanakah dengan keuangan jang tidak 
banjak itu, kita dapat mengadakan usaha jang efisien. 
Kiranja pada waktunja akan kami menerima usulv ren­ 
tjana-pekerdjaan dari Sdr2 tersebut. 
(Kuti pan pidato djawaban Menteri Sosial dalam rapat 
p1eno ke-20 tanggal 23 Maret 1950). 
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harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial dalam 
lapangan ini. 

Pertama: Soal .,Urusan-Perumahan" jang mendjadi tugas 
Kementerian Sosial hanjalah mengenai pembagian pema­ 
kaian rumahx ataupun ruangans jang telah ada. Soal pem- 

• bangunan-perumahanv, misalnja pembangunan perumahan­ 
rakjat, tidak termasuk lapangan pekerdjaan kami, akan 
tetapi tormasuk lapangan pekerdjaan Sdr. Laoh. 
Kedua: Di Djakarta ini tidak sernua rumah= dan gedungs 
termasuk lapangan pekerdjaan Kantor Urusan Perumahan 
Djakarta (H.0.B. dahulu). 
Hanja rumah» dan gedungs jang besar atau jang agak 
besar sadja sedjumlah : 13.000 buah; rumahz jang lazim 
disebut sehari-hari ,,rumah kampung" bebas dari tjampur 
tangan kantor tersebut. 
Keiiqa: Untuk memadjukan pembikinan rumahz baru oleh 
partikulir, jang karenanja turut meringankan pekerdjaan 
jang harus dipikul oleh kantor U.P.D., maka telah didjadi­ 
kan suatu pegangan dan tjara kerdja, bahwa rumah? jang 
didirikan demikian tidak diganggu. 
Mengenai Pertanjaan ad. a, jaitu perumahan para pegawai 
jang didatangkan ke Djakarta, dapat kami kemukakan 
demikian. Seperti tadi telah kami sebut, maka pada achir 
tahun 1949 oleh kantor U.P.D. telah didaftarkan + 13.000 
buah rumahs gedung, dengan banjaknja pengisi ratas 
12 a 13 djiwa tiap rumah. 
Menurut tjatatan> pada bulan September 1949 telah di­ 
daf'tarkan 1619 permintaan perumahan, diantaranja + 700 
permintaan dari pegawai negeri, soal mana belum dapat 
dipetjahkan semuanja. 
Sesudahnja penjerahan kedaulatan, kesulitanz ini bertam­ 
bah lagi, karena kenjataan membuktikan, bahwa banjak 
pogawai tersebut telah masuk kekota Djakarta - diikuti 
atau tidak diikuti pula oleh keluarganja - sebelum bagi 
mereka tersedia tempat tinggal. Hal ini sebetulnja menjim­ 
pang dari peraturan jang berlaku buat kotav tertutup 
seperti Djakarta ini. 
Dengan demikian, maka permintaan dari pihak pegawai 
baik jang telah lama ada di Djakarta maupun- jang baru 
datang, meningkat mendjadi -i- 3.000. 
Djika pemberian rumah- atau kamar" kepada para pegawai 
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Sdr. Djaswadi, bahwa apabila djarninan perumahan iru 
• dapat ditjukupi, pegawai- tersebut akan dapat mentjurah­ 

kan segala pikiran dan tenaganja untuk kepentingan 
Pemerintah, penernpatan pegawaie itu belum kami dapat 
selesaikan, seperti kita sekalian kehendaki. Dan oleh kare­ 
nanja kamipun berusaha sekuat tenaga kearah itu. 
Soal perumahan ini hanja dengan sempurna dapat disele­ 
saikan dengan djalan pembangunan perumahanx baru. 
Dalam keadaan seperti sekarang ini soal itu tetap akan 
merupakan suatu soal jang sangat sulit dan tidak me­ 
muaskan, 
Untuk mengatasi beraneka-warna kesulitan dalam masa­ 
perumahan ini, maka oleh pihak kamipun telah didjalan­ 
kan rupas usaha, misalnja : 
1. oleh fihak kami telah dikeluarkan surat edaran kepada 

semua instansis Pemerintahan, jaitu tertanggal 2 
Pebruari 1950 ~ Nr. U.P.P. 2-3-2, jang meminta dengan 
segera, diterimanja daftar prioriteit penempatan pe­ 
gawaiv maeingv kementerian, sehingga dapatlah kiranja 
dipenuhi rentjana pelaksaan dengan tjara jang lebih 
teratur. 

2. menggiatkan usaha pembangunan kota Kebajoran, 
dengan bekerdja bersama jang sangat memuaskan dari 
pinak Sdr. Laoh. Dalam hubungan ini, perlu kiranja 
diketahui, bahwa tentang perumahan- jang dapat ter­ 
sedia di Kebajoran itu, berturut-turut telah dua kali 
diadakan pembagian perumahan bagi para pegawai, 
jaitu sedjumlah 40 buah permanent dan 321 buah semi­ 
permanent. Selandjutnja dalam bulan April jang akan 
datang ini, dapat diharapkan pembagian ke-tiga, jaitu 
djika di blok A akan disediakan 123 gedung permanent 
dan 300 semi-permanent. 

3. Sernendjak sebulan telah didjalankan suatu tjara ker­ 
dja, jang menurut hemat kami baik pula hasilnja, jaitu 
dengan djalan mengadakan koordinasi antara Kemen­ 
terian Sosial, Kantor U.P.D. clan fihak militer, baik 
dari T.N.I. maupun K.N.I.L. dan KL.; badan koordi­ 
nasi itu tiap hari Kemis - djadi sekali seminggu - 
mengadakan sidang untuk mempeladjari dengan sek­ 
sama dan memetjahkan sernua soal perumahan ini 
bersama-sarna. 
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m. PERTANJAAN anggota Djaswadi Suprapto: 
Tentang sool perumahan. 
Berhubung dengan keluh kesahnja para pegawai jang di­ 
datangkan di Djakarta jang kini dipekerdjakan pada 
Kementeriane, jaitu bahwa mereka di Djakarta sini tidak 
mendapat djaminan tentang perumahan sehingga mereka 
terpaksa dengan keluarganja menumpang disana sini atau­ 
pun terpaksa hidup terpisah dari keluarganja dan terpaksa 
mengeluarkan ongkos lebih banjak untuk dua rumah 
tangga, apakah tuan Ketua tidak sependapat dengan kami 
bahwa soal perumahan ini harus segera dipetjahkan dengan 
djalan membentuk sebuah commissie jang diberi kewadji­ 
ban menjelidiki dengan saksama keadaan perumahan di 
Djakarta sini dengan demikian beberapa gedungs jang 
dibutuhkan dapat dikosongkan tentu sadja dengan tidak 
mengabaikan haks manusia. 
Walaupun soal perumahan ini termasuk kekuasaan Peme­ 
rintah kota dan walaupun di Kebajoran telah disediakan 
beberapa rumah, akan tetapi kami berpendapat bahwa 
tidak ada djeleknja apabila pusat Pemerintahan turut 
menjampuri soal ini, 
Apabila djaminan perumahan ini dapat ditjukupi, maka 
kami jakin bahwa pegawai2 tersebut akan dapat men­ 
tjurahkan segenap pikiran dan tenaganja untuk kepen­ 
tingan R.I.S. 
Kalau kami tidak lupa, pernah pihak Belanda sebelum 
penjerahan kedaulatan memberi kesanggupan akan me­ 
ngosongkan 80 buah gedung» dan apakah sebabnja djandji 
tersebut sampai saat ini belum dipenuhi semua? 

DJA W ABAN Menieri Perh.ubumqan, Tenaga tlan Peker­ 
djaan Umum: 
Soal perumahan adalah soal baru dinegara kita. Maka 

Pertanjaan Anggotas ditudjukan kepada 
MENTER! PERHUBUNGAN, TENAGA DAN 

P~KERDJAAN UMUM 
dan djawabannja. 

VIII. 

• 
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menderita benar. Malahan k.l, 90~(, perumahan di Menado 
dan beberapa kota di Minahasa hantjur lebur. Oleh Peme­ 
rintah Djepang scdjumlah rumah dirubuhkan untuk kepen­ 
tingan siasat perangnja. 
Sebagai tjontoh akibat aksi militer Belanda kami kernuka­ 
kan daerah Jogjakarta, disana tidak kurang dar i 8000 buah 
rumah Rakjat jang telah hantjur, terbakar dan hangus, 
belum lagi dihitung gedung« Pemerintah. 
Disatu Kabupaten Bantu! sadja terdapat 1650 buah rumah 
jang terbakar dan hangus, akibat agresi Belanda. Demikian 
pula halnja dengan daerah Solo, Madiun, Bodjonegoro, 
Magelang jang mengalami kerusakanz jang sangat besar. 
Djuga didaerah Pasundan perumahan rakjat mendapat 
kerusakan atau keharrtjuran jang hebat, sebagai akibat 
dari pertentangan» sedjak perselisihan Indonesia-Belanda, 
sampai ke affaire D.I. dan Westerling. 
Demikianlah beberapa gambaran kehantjuran jang kita 
dapati dilingkungan tanah air kita, jang merupakan suatu 
mas'alah jang absoluut sifatnja, dan meminta pemetjahan 
jang tegas. 
Disamping hal tersebut, kita dapati pula faktor gerakan 
rakjat menudju kota jang sebenarnja agak relatief sifatnja. 
Dr. H. J. W. Roegholt mcnjatakan gerakan: ,,De trek naar 
de grote steden" in als ,,socialc volksbeweging". Sedang­ 
kan Schwiedland dalam ,,Volkswirtschaftlehre"-nja meng­ 
atakan: Die Bevolkerung kan sich innerhalb der vor­ 
geschrittenen Staten in Groszstadten. Proses ini dapat kita 
lihat dikotas besar Djakarta, Semarang, Surabaja, Ban­ 
dung d.1.1. kota besar. Djakarta umpamanja dewasa ini 
mempunjai penduduk sedjumlah 1.400.000 djiwa, atau 
lebih dari 2 X djumlah sebelum perang, sehingga Djakarta 
merupakan kota jang paling besar diseluruh Asia Tenggara 
melebihi Singapura, Melbourne atau Manilla. 
Gerakan menudju kota ini bukan hanja di Indonesia sadja 
kita dapati melainkan djuga umum diluar negeri, seperti 
di Singapura, Jeruzalem, Paris, London dan dikota-kota 
besar di Amerika. Menurut John Gunther dalam bukunja 
,,Inside America" 50 tahun jang lalu kl. 5/6 dari rakjat 
Amerika berumah diluar kotas, tetapi keadaan pada rnasa 
ini adalah sebaliknja. 
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tinggi guna memenuhi kebutuhan kaju dalam cljangka 
waktu jang lebih singkat. 
Disamping itu sedjak bulan Djuni 19i18 tclah didirikan pula 
suatu Jajasan Pemba ngunan atau Ccntrale Stichting 
\\!ederop}?(mw jang bersifat semi-officieel. Titik berat 
usahanja terutama terletak dalam mcmbantu usaha par­ 
tikulir dalam pembangunan pcrumahan, dengan rnenjedia­ 
kan modal, bahan? pembangunan, keterangans mengenai 
pernbangunan rumah, d.l.l, :vrcngingat masjarakat umum­ 
nja dimana Pemerintah merasa tanggung djawab jang 
sebesar-nja terhadap kebutuhan rakjat, maka Pemcrintah 
menganggap perlu memperluas sifat Jajasan ini, Titik 
bcrat clar'i lapangannja sckarang terletak bagian besar 
dalam tangan Pemerintah sendiri dalam lapangan pcm­ 
bangunan dan pcrumahan rakjat. 
Untuk mcmenuhi segenap usaha:' ini Kementerian karni 
sckarang sedang merentjanakan anggaran belandja jang 
tertcntu. Mengingat keadaan keuangan Negara kita, maka 
untuk menjelenggarakan usaha jang seluas ini, Pemerintah 
hendak membawa serta masjarakat dalam usaha pem­ 
hangunan itu, Sebagai suatu tjontoh dalam hal ini dapat 
kita arnbil badan:' usaha perumahan atau housing autho­ 
rity di Amer ika Serikat, umpamanja Insurance Company 
Housing, Housing for Industry Employees, Cooperative 
and Trade Union Housing. 
Badan" jang sematjam in i kita dapat pula umpamanja di 
Singapura dcngan Singapore Improvement T'rust-nja. 
Dalam batas« kernungkinan ini telah kami madjukan pula 
usul kepada perusahaan Veem pelabuhan Tandjong Prick 
untuk rnembangunkan perumahans bagi para buruhnja, 
dirnana Kemcnterian kami mcnjediakan tenaga sepenuh­ 
penuhnja untuk membantu usaha ini, Hal ini kami pandang 
sangat perlu bagi porusahaan tsb., djuga dengan maksud 
untuk mengurangi kesulitanz jang dihadapi oleh pihak 
perusahaan Isb. torhadap pihak buruhnja. Disamping itu 
pula kedudukan kaum buruh kita dapat diperbaiki. 
Demikianlah Pemerintah berusaha memetjahkan soal2 
porumahan rakjat bersama? dengan masjarakat, sebagai­ 
mana lazirnnja dikerdjakan dalam tiap» masa p"eralihan. 
Membentuk Komisi atau pertjampuran tangan pemerintah 
pusat tidak perlu lagi, karena urusan perumahan sudah 
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DJ AW ABAN .~l enieri Perhubumqom, Tenaga dan. Peker­ 
djaan Umwn: 
Berhubung dengan pertanjaan anggota jth. Mr. Muh. 
Yamin mengenai soal kedudukan dan susunan Garuda 
Indonesian Airways, maka Pemerintah dapat mendjelaskan 
disini sebagai berikut : 

DJAWABAN: 
(Lihat djawaban atas pertanjaan No. 57 - Red.). 

59. PERTANJAAN anggota Mr. Muh. Yamin: 
Lalu lintas udara Indonesia sedjak berdirinja R.LS. di­ 
pelihara oleh perusahaan penerbangan sipil bernama 
maskapai Garuda Indonesian Airways, suatu perusahaan 
tjampuran antara R.I.S. dengan K.L.M. Penerbangan inter­ 
insulair ini kabarnja akan diperluas dengan penerbangan 
interkontinental. 
Supaja mendapat bahan pengetahuan bagi Parlemen dan 
pihak umum, maka penanja mengharapkan djawaban atas 
pertanjaan sebagai berikut: 
A. Bersediakah Pemerintah meletak-simpankan (ran­ 

tjangan) perdjandjian jang telah (akan) dibuat oleh 
R.I.S. dengan Garuda Indonesian Airways, baik jang 
bersifat interinsulair ataupun interkontinental. 

B. Berapa procentkah R.I.S. mendapat bagian daripada 
andils jang semata-mata karena memberikan konsesi 
penerbangan kepada maskapai penerbangan tersebut? 

C. Tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa anggota per­ 
seorangan Indonesia baiknja diberi kesempatan pula 
ikut mengambil bagian andil pada maskapai tjampuran 
itu ? 

D. Berapakah besarnja perimbangan bagian Indonesia pada 
golongan pegawai: 
a. diatas tanah dan 
b. pegawai udara, dan sudah berapakah pegawai, 
c. technici Indonesia dan sudahkah, 
d. dalam Direksi ditempatkan putera Indonesia pada 

maskapai itu? 
E. Bagaimanakah kesempatan bagi maskapai lain jang 

mungkin meminta konsesi pula dari Pemerintah R.I.S. 
dilapangan penerbangan sipil? 
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61. PERTANJAAN anggcta Basri: • 
Menurut s.k. Pedoman, sebuah kapal barang dengan muatan 
getah para jang berangkat dari pelabuhan Bengkulu me- 

DJAWABAN Illenteri Perhubunqan, Tentu;« clan Peker- 
djaan Umusn: . 
A. Djalan kereta api Muara Sidjungdjung-Pakan Baru 

telah termasuk dalam rentjana 5 tahun Kementerian 
kami. Karena pembuatan djalan kereta api ini dimasa 
j.l. ternjata kurang sosuai dengan sjarat-' jang dibutuh­ 
kan dan kurang didasarkan atas pandangan perkem­ 
bangan masa jang datang, maka biaja perbaikannja 
sebctulnja sama besarnja dengan pembuatan djalan 
jang baru. · 
Dibeberapa tempat bahkan dirasa perlu untuk memin­ 
dahkan tracenja. 

B. Berhubung dengan pembangunan pulau Sumatera ting­ 
kat jang pertama terlctak pada soal-' perhubungan, 
inaka sebagian dari pindjaman dari Amerika segera 
akan dipergunakan urituk pembangunan kembali 
djalan» kereta api Sumatera Tengah, termasuk pula 
djalan kereta api Sidjungdjung Pakan Baru. 
Pada waktu ini baru sedang diusahakan penjelidikan 
perluasan djalan kereta api di Sumatcra Selatan. Hal 
ini adalah berhubungan dengan soal- transmigrasi jang 
djuga termasuk dalam rentjana pertama pembangunan 
pulau Sumatera. 

(Kutipan pidato djawaban Monteri Pcrhubungan, Tenaga 
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal 
24 Maret 1950) . 

Djepang pada Sekutu sudah hampir selesai dikerdja­ 
kan? 

B. Berhubung dengan itu, ingin mengetahui djuga, apakah 
scbahagian dari pindjaman jang berdjumlah 100 djuta 
dolar dari Amerika itu dapatkah dipakai untuk perfl­ 
bangunan kembali alat.' perhubungan lalu lintas di 
Sumatera Tengah umumnja dan untuk pembangunan 
djalan kereta api Muara Sidjungdjung dan Pakan Baru 
chususnja? 

.. 





• 
110 

• 

suatu bandar atau tempat dipantai kebandar atau tempat 
lain dipantai dalam lingkungan batas negara. 
Beberapa negara umpamanja Perantjis menjediakan hak 
ini bagi ,,bandarnja" sendiri, demikian pula dengan negara 
kita jang menjediakan pelajaran pantai ini bagi bendeflh 
R.I.S. dan bendera Nederland sebagai akibat persetudjuan 
K.M.B. 
Peraturan ini penting artinja untuk mempertahankan per­ 
kembangan pelajaran pantai di Indonesia. Dengan demikian 
djelaslah, bahwa sama sekali tidak ada terdapat penger­ 
tian ,,monopoli" dari beberapa perusahaan belaka dalam 
hal pelajaran paritai ini. 
Perlu diperhatikan bahwa pelabuhan Bengkulu bukanlah 
termasuk bandar Iaut atau tempat dipantai jang terbuka 
untuk perdagangan luar negeri. Kapal R.P.M. sendiripun 
harus mengangkut bahanz export dari pelabuhan Bengkulu 
ini ke salah satu bandar laut Indonesia lebih dulu, sebelum 
mengirimnja keluar negeri. Pengangkutan dari Bengkulu 
kesuatu bandar laut Indonesia bukarilah disediakan untuk 
R.P.M., Rott. Lloyd dan Stoomvaart Mij. Nederland semata­ 
mata, akan tetapi dapat diselenggarakan oleh tiap? kapal 
jang berlajar dibawah bendera (nationaliteit) Indonesia 
dan Nederland. 
Peristiwa penjeretan kapal ,,Kah Keng" tersebut terdjadi 
oleh karena kapal tersebut adalah sebuah kapal muatan 
dibawah bendera Inggeris jang mempunjai suratz kete­ 
rangan negara Inggeris dipelabuhan Bengkulu jang bukan 
termasuk bandar laut atau tempat pantai jang terbuka 
untuk perdagangan luar negeri. 
Lain dari pada itu kapal ,,Kah Keng" itu djuga melakukan 
pelanggaran dengan memasuki suatu daerah pelajaran 
(vaargebied) dengan tidak mempunjai sesuatu izin isti­ 
mewa jang harus diminta dari A.L.R.I.S. terlebih dulu. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga 
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-21 tanggal 
24 Maret 1950). 
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Kcreta-Api. Djawatan Kereta-Api sudah mengumumkan, 
bahwa sekarang bekas pegawai« D.K.A.R.I. jang bersikap 
non-cooperatief akan ditempatkan semua kembal:i, dan 
bcrhubung dengan ini kepada mereka diminta supaja men­ 
daftarkan diri, Dengan ini mereka dipersilahkan unti.Tk 
masuk bekerdja kembali dan tcntang ini hasilnja adalah 
sangat memuaskan, misalnja sadja di Djakarta ada kurang 
lebih 2000 orang bekas kaum non-cooperator telah ditern­ 
patkan kembali dalam djawatannja masings, dan sampai 
scxarang hanja ada beberapa puluh orang sadja jang belum 
ditempatkan kembali, dan ini adalah apa jang terdjadi 
dalarn praktek. Berhubung dengan itu maka telah diambil 
keputusan oleh Pemerintah untuk menerima semua pe­ 
gawais non-cooperator didalam djawatannja masinge, jaitu 
dengan tjara menempatkan dahulu wakil-wakil mereka. 
Para wakil ini, tentu sadja sesudah dia.dakan perundingan 
dengan pemimpin djawatan, akan berusaha agar segenap 
tenaga non itu ditempatkan kembali ditempat-tcmpatnja 
sernula. Tcntu sadja keadaan sekarang masih belum me­ 
muaskan, dan sekarang masih ada beratus-ratus dari ka- 

. langan non jang belum ditempatkan kembali. Akan tetapi 
mudahvan sadja dengan usaha setjara gabungan dan pula 
dengan djalan meng·adakan perundingan lebih landjut 
dengan Pemerintah Republik Indonesia tentang hal ini, 
lebih? setelah penggabungan beberapa wilajah dan penju­ 
sunan baru kota Djakarta, akan menambah lantjarnja 
ichtiar Pemerinfah terhadap kaum non-cooperator, jang 
harus diselesaikan dengan kesungguhan hati. Tetapi 
dengan penjelesaian soal kaum non-cooperator ini timbul 
masalah baru. 
Masalah baru itu ialah mengenai pegawaiv jang diangkat 
oleh Pemerintah pre-federal. Bagaimanakah nasib mereka 
itu djika mereka itu tidak dipakai oleh Pemerintah Repu­ 
blik. Sebagaimana diketahui dibeberapa tempat kini telah 
diadakan perslapanv untuk menjerahkan kembali beberapa 
djawatan kepada Republik. Akan tetapi nampaknja tidak 
semua pegawai jang diangkat oleh Pemerintah pre-federal 
itu akan diternpatkan dalam djawatan jang sekarang akan 
dipegang oleh Rcpublik itu. • 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam 
rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950). 
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berhubungan dengan kita demikian djuga direksinja. Pun 
soal B.A.T. Surabaja dan Tjirebon sudah selesai, 
Kami rasa bahwa selangkah demi selangkah dengan djalan 
ini dapat dilaksanakan kehendak Pemerintah mempertinggi 
penghargaan tenaga kerdja, mulai dari bawah 
Pemerintah jang sekarang dan Pemerintah negara Muda 
Indonesia selandjutnja harus terus merintis djalan untuk 
mendjadikan penghargaan tenaga kerdja sebagai dasar 
penghargaan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Bagaimana 
misalnja politik export jang nampaknja diutamakan oleh 
Pemerintah dapat dipertemukan dengan dasar politik 
penghargaan tenaga kerdja Kementerian Perburuhan, perlu 
terus diichtiarkan. Ini adalah satu paragraaf dari masalah 
jang dihadapi oleh Negara" baru di Asia, untuk mentjahari 
titik pertemuan baru antara buruh dan modal dibagian 
benua ini. 

Soal Semarang: 
Sebagaimana telah diterangkan Pemerintah tetap akan 
mendjauhkan segala sikap dan tindakan jang dapat di­ 
artikan membatasi hak2 buruh. Tetapi dalam keadaan 
sekarang ini, dimana kedudukan negaras dan daerahs serta 
hubungannja dengan Pemerintah Pusat sedang dalam per­ 
golakan, sebenarnja kita tidak usah kaget kalau dari 
kekuasaannja sesuatu daerah ada tindakan jang tidak 
dapat dilaraskan dengan pokok pendirian Pemerintah 
Pusat itu. 
Dan dalam kenjataannja, soalnja tidak begitu genting, 
atau tidak genting sama sekali. Ini sebetulnja tergantung 
dari sikap Pemerintah Pusat dan sikap Daerah .tersebut. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam 
rapat pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950). 

64. PERTANJAAN anggota A. Ern-ingpradja: 
A. Surat2 kabar pada hari Djum'at tanggal 3-2-'50 j.b.l. 

mengumumkan tentang adanja: pelarangan pemogokan 
didaerah Gubernur Militer Djawa Tengah, terutama di 
Djawatan? dan Perusahaans jang dimiliterisir, misal­ 
nja ; Pos dan Telegrap, Kereta Api, Perusaaaan Per­ 
kebunan dsb. dengan antjaman pelanggaran akan di­ 
hukum pendjara 3 tahun atau denda f 10.000.-. 
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Timur sebagaimana termuat dalam surat:' kabar? 
l dalam bulan Oktober dikebon Tanah Radja 'febing 
Tinggi). . 

D. Apakah Pemerintah telah mengetahui tentang peng­ 
umuman Gubernur Militer III, Divisi III (Djawa 
Tengah jang.melarang buruh mogok dengan peraturan 
G.xl. jang diumumkan pada tanggal 25 Pebruari 1950? 
Djika Pemerintah telah mengetahuinja, maka karni 
ingin bertanja bagaimana sikap Pemerintah terhadap 
peraturan itu. 

DJ A WABAN 1VI enieri Perburuhas.: 
A. Pengawasan Pcmerintah atas penglepasan- demikian 

dilakukan oleh Djawatan Pengawasan Perburuhan. 
Asal soalnja dikemukakan kepada Djawatan tersebut 
tentu akan diurus. Pada waktu sckarang hukum peng- • 
lepasan setjara kolonial itu masih ada, (seperti pada 
perusahaan Cordesuis) dan disamping ini masih di­ 
adakan pula perbedaan antara buruh Europa dan buruh 
bukan golongan Europa, dan pula tentang pembagian 
pekerdjaan jang biasanja dikerdjakan oleh buruh 
Europa dan oleh golongan buruh jang biasanja clisebut­ 
kan .Jagere arbeiders", 
Dikalangan Federaal sisa kolonial ini belum bisa di- . 
hapuskan, dan prinsipnja djuga beberapa djawatan dari 
Republik hingga sckarang tcrpaksa memberi surat 
edaran supaja aturans jang berbau kolonial .itu dihapus­ 
kan dan discsuaikan dengan tjita« menurut kehendak 
waktu sekarang. 
Mengenai soal penglepasan serta merta ini tentu bisa 
dikemukakan kepada Djawatan Pengawasan Perburu­ 
han dimasings tempat. 

B. (Lihat djawaban atas pcrtanjaan No. 63 - Red.). 
C. Tentang soal penganiajaan buruh di Tebing Tinggi. 

Kami tentu akan mendapat keteranganz lengkap tentang 
soal penganiajaan buruh jang menurut surat- kabar 
sedang dalam pemeriksaan jang berwadjib. Sebagai­ 
mana digambarkan dalam suratz kabar soal ini ter­ 
masuk jsoal kedjahatan ( crimineel). 
Kami rasa jang dapat memberi hukuman setimpal 

· dengan perbuatannja ialah hakim, de strafrechter. 
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67. PERTANJAAN anggota Ibnutiuiji Praunro Sudirdjo: 
A. Bagaimanakah pendirian Pemerintah R.I.S. terhadap: 

Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1949? (ten­ 
tang Penghargaan Pemerintah terhadap peladjar jang 
tel ah berbakti) . 

B. Karena susunan sekolah Landjutan daeraha/negaras, 
jang dengan gembira dan rela hati menjatakan ingin 
segera kembali pada Ibu Republik Indonesia, berlainan 
dengan susunan R.L, perlu adanja perundingan antara 
R.I.S. dan R.I. 
a. Sampai dimanakah usaha Pemerintah R.I.S. untuk 

melantjarkan dan melunakkan pengoperan pergu­ 
ruan didaerah? jang mcnggabungkan diri pada R.I. 
itu. 

b. Mengingat bahwa: 
1. pemuda sendiri didalam kongresnja di Djokja 

telah menjatakan tidak ada lagi batasnja antara 
pemuda peladjar ,,non" dan ,,co". 

2. pemuda peladjar didaerah pendudukan pada 
umumnja ikut djuga menjumbangkan tenaganja 
didalam perdjuangan kemerdekaan dan 

3. pemuda peladjar Indonesia sedjak 1942 sudah 
banjak menderita, apakah Pemerintah tidak se­ 
pendapat dengan penanja, bahwa didalam zaman 
peralihan ini harus didjalankan peraturan peng­ 
gabungan (pengoperan) perguruan jang sesupels­ 
nja sehingga semua murid tidak perlu merugi, 
pembangunan dapat tjepat dimulai dan pemuda 
peladjar dapat turut menjampaikan kenikmatan 
kemerdekaan ? • 

C. Untuk pembangunan perlu sekali perguruan diperluas 
dan dipertinggi mutunja. Tetapi djumlah guru amat 

Pertanjaan Anggotaz ditudjukan kepada 
MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN 

KEBUDAJAAN 
dan djawabannja. 

x. 



,,:)~~ 
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laksanaan Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 chususnja. 
B. a. Pemerintah R.I.S. menghadapi kesukaran dalam hal 

pengoperan pegawai, oleh karena pada urnumnja 
pengoperan itu terdjadi dengan waktu jang amat 
singkat. 
Oleh .karena antara Kementerian Pendidikan, Peng­ 
adjaran dan Kebudajaan R.I.S. sudah ada ,,under­ 
standing" buat menghadapi kesukaran» itu. 
Lain daripada itu dikementerian R.I.S. sekarang di­ 
siapkan daftarz sekolah», pegawai-, guru dan lainv, 
supaja dapat diberikan pada waktunja pada Kernen­ 
terian Pendidikan, Pengadjaran R.I. buat mendjadi 
maklum. 

b. 1. Pemerintah amat gembira mendengar, bahwa pe­ 
muda-peladjar dalam congresnja di Djokjakarta, 
mengatakan, bahwa tak ada batas lagi antara 
peladjar ,,non" dan ,,co": Ini satu putusan jang 
akan memudahkan pembangunan pemuda. 
Baik sekali, kalau hal ini dalam praktek benar­ 
didjalankan, tidak sadja oleh peladjars, tetapi 
djuga oleh para guru. 

2. Telah disetudjui oleh J. M. Menteri Pendidikan, 
Pengadjaran, dan Kebudajaan R.I. Djokjakarta, 
bahwa pada penghabisan tahun peladjaran 
sekolah« Iandjutan? dalam daerah» jang masuk 
R.I. dapat mengadakan udjian penghabisan me­ 
nurut isinja peladjaran. Soa12 udjian sekolah» 
Menengah akan dibagikan oleh Kementerian 
P.P.K. R.LS. kepada Djawatan Pengadjaran di­ 
daerah? tersebut diatas. 

3. Pemerintah sangat setudju dan sependapat 
dengan sdr. Ibnutadji bahwa didalam zaman 
peralihan ini harus didjalankan peraturan peng­ 
gabungan (pengoperan) perguruan jang sesupel­ 
supelnja, sehingga memang tidak usah semua 
murid merugi, pembangunan dapat tjepat dimulai 
dan pemuda-peladjar dapat turut menjampaikan 
kenikmatan kemerdekaan. 

C. a. Usahas untuk menambah djumlah guru talah: 
1. Mengadakan kursus» tulisan. 
2. Memberi tun.djangan-tundjangan kepada murids 
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buat Ilmu Pasti- Alam - Kimia- Hajat. 
2. Bandung: 

buat Paedagogick. 
3. Semarang: 

buat Inggeris. 
4. Djakarta: 

Inggeris; Sedjarah; Ilmu Bumi; Musik ; 
Menggambar dan pekerdjaan tangan dibuka bulan 
April. 

Dircntjanakan untuk dibuka di Medan bagian Ilmu 
Past i clan Inggeris, di Makassa.r bagian Ilmu Pasti. 
Capaciteit kursus? tersebut diatas adalah terbatas. 
Oleh karena itu direntjanakan djuga kursuse tulisan. 
Dcngan djalan ini akan lebih banjak orang dapat di­ 
dikan. 

C. Perbaikan nasib guru dipikirkan benar». · 
1. matcr ieel dcrigan mernberi dasar lebih tinggi. 

Sebenarnja aturan gadji Republik P.G.P. lobih baik 
dari aturan gad.ii prefcderal dulu atau B.A.G. 
Dalam cornmissie gadji jang akan datang hal per­ 
bedaan ini akan dihilangkan. Lain dari pada itu 
deradjat guru akan dipertinggi dcngan memberi 
mereka kesompatan meningkat dari guru desa kc 
academicus, jang pacla dulunja sangat sukar ter­ 
djadi. 

D. a. Kcmcnteri an P.P.K R.I.S. menjediakan 500 derma­ 
siswa (beurs) untuk t.ah un peladjaran 1950/1951. 
Oleh karena jang meridjadi tugas kewadjiban buat 
Kemcnter ian P.P.K R.LS. dalam bahagian pergu­ 
ruan, terutama Pcrguruan Tinggi, maka beurs ini 
disediakan semata-rnata untuk mahasiswa? jang 
memenuhi sarat> jang ditctapkan untuk penerimaan 
beurs {dermasiswa) itu. 
Didalam prin sipnja, maka mcreka jang telah ber­ 
djasa besar dalarn perdjuangan didahulukan dari 
jang lain. 
Tawarans untuk memberikan beurs dari luar negeri, 
djuga dari Negeri Belanda, dipertimbangkan pula 
sedemikian rupa. • 

b. Ten tang 211 olinobeurs. 
Tindjauan kembali dari Malinobeurs didasarkan atas 

• 
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DJAWABAN Menteri Pmululiktn», Pengadjaran dan Kebu­ 
dajaan: 
Diantara badane jang diserahkan oleh Departemen O.K.W. 
kepada Kementerian P.P.K. R.I.S. termasuk djuga Balai 
Pustaka. Dalam Susunan Kementcrian P.P.K. jang baharu 
dibentuk itu, Balai Pustaka masuk kedalam Bahagian 
Kesusasteraan dari Dinas Kebudajaan. 
Dengan demikian Staf Redaksi Balai Pustaka seluruhnja 
masuk kedalam Bahagian Kesusteraan bersama-sama 
dengan pegawai Kantor Terdjemah Dep, O.K.W -. dan pe­ 
gawai Centraal Vertaal Bureau jang djuga diserahkan 
kepada Kementerian P.P.K. Nafkah mereka tidak di­ 
ganggu-ganggu. 
Pemindahan ini telah mendapat persetudjuan dari seluruh 
Staf Redaksi Balai Pustaka jang dinjatakan dengan surat 
tanggal 7 Pebruari 1950. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Peng­ 
adjaran dan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-20 tanggal 
23 Maret 1950). 

69. PERTANJAAN anggota Mr. llrfuhd. Yamin: 
Berhubung dengan pemeliharaan dan memadjukan kebu­ 
dajaan nasional, maka kabarnja waktu sekarang dikota 
Djakarta sudah berdiri suatu Dinas Kebudajaan R.I.S. dan 
suatu Lembaga Kebudajaan dibawah pimpinan Mr. Wong­ 
soncgoro. Berhubungan dengan perkembangan jang ber­ 
langsung itu, maka penanja memadjukan pertanjaan: 
1. Apakah bedanja kedua djawatan itu, dan bagaimanakah 

urusan hubungan kedua badan itu, serta bagaimanakah 
perbelandjaannja? 

2. Supaja djangan timbul kesan kekatjauan keluar negeri, 
tidakkah Pemerintah berpendapat bahwa harus diten­ 
tukan sikap badan jang manakah representatief di­ 
lapangan kebudajaan terhadap dunia luar negeri? 

DJA WABAN Jl.Ienteri Penduiikan, Pcnqtuijaran dan Kebu­ 
dajactn: 
Dinas Kebudajaan ialah suatu Badan Pemerintah, bahagian 
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 
R.I.S., sedangkan Lembaga Kebudajaan ialah suatu Badan 
jang didir ikan atas putusan Kongres Kebudajaan Nasional 

• 
• 
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djamin adanja Pemimpin buat segala lapangan kemas­ 
jarakatan? Apa sudah ada ichtiar dari P.emerintah 
untuk merubah sistim pengadjaran kolonial mendjadi 
sistim pengadjaran nasional? 
Djika sudah ada ichtiar kedjurusan itu, bagaimana 
sifat pengadjaran nasional Pemerintah itu? Apa Pe­ 
merintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa 
didalam tjara untuk menjesuaikan sekolahan dengan 
masjarakat? 

DJA \VA.BAN Menieri Pendidikan, Pcngadjaran dan Kebu­ 
daiaan: 
A. Pemerintah menegaskan, bahwa tidak usah diragu­ 

ragukan penghargaan besar daripada Pemerintah ter­ 
hadap peladjarx jang berdjuang buat kemerdekaan. 
Soal mengenai peladjaran dan pendidikan mereka di­ 
perhatikan pula dan sekarang sedang dirantjangkan 
didalam komisi dari Kernenterian Pertahanan clan 
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan 
buat rnendjelmakan selekasnja dengan praktek setjara 
ur gensi- program. 
Baik dikctahui, bahwa Kementerian Pendidikan, Peng­ 
adjaran dan Kebudajaan R.I.S., dalam daerahs dan 
negara? Bahagian sangat terbatas pekerdjaannja dan 
misalnja didaerah Republik sama sekali tidak dapat 
tjampur dengan soal» sekolah rendah, menengah, serta 
menengah atas, serta murid-nja. 
Didalam Negaras Bahagian, Kementerian Pendidikan 
R.I.s: hanja menjelenggarakan dengan penuh Per­ 
guruans Tinggi, Akademi, Instituuts dan Sekolah Lan­ 
djutan Technik, serta beberapa tjorak lainnja, tersebar 
diseluruh Indonesia, seperti Djakarta, Bogar, Bandung, 
Makassar dan Surabaja. 
Dalam hal ini pekerdjaan sentralisasi buat menolong 
pemuda hanja dapat didjalankan via Kementerian Per­ 
tahanan dan ini sebabnja maka kornisi itu terdjadi dari 
dua Kernenterian itu. 

B. Sungguhpun begitu Kemcnterian Pendidikan, Peng­ 
adjaran dan Kebudajaan R.I.S. berusaha • sebanjak 
mungkin buat menolong pemuda-peladjar ini, istimewa 
jang akan bersekolah, Tindakan jang pertama didjalan- 

• 
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• 

direntjanakan oleh komisi jang spesial diadakan buat 
hal ini dan kelak akan dikemukakan dalam konperensis 
dengan ahliz seluruh Indonesia. 
Jang sudah njata, ialah bahwa Pemerintah mengambil 
principe, bahwa • perguruan harus didemokratiseer. 
Sedang dirantjangkan satu sistim, dimana misalnja 
seorang guru desa jang tjakap dan radjin dapat lambat 
laun meningkat beberapa examen, jang membawa ia 
keperguruan tinggi. Djuga dapat dikemukakan, bahwa 
misalnja diploma M.O., akan diubah mendjadi diploma 
jang diperdapat dari satu bahagian Perguruan Tinggi. 

(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Peng­ 
adjaran dan Kebudajaan dalarn rapat pleno ke-20 tanggal 
23 Maret 1950) . 
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(sobelumnja penggabungan daerah- lain) 
Ind. Dokter Tentara -+- 60 
Dokter Sipil di Sum. + 67 
Dokter Sipil di Djw. :f: 130 

Disamping doktcr« Pemerintah ini ada di Indonesia _;_ 
500 dokter KNIL clan KL, dan :!...: 350 dokter partikulir . 
Djadi didalam dinas Pemerintah (baik sipil maupun 
militer) hanja adalah 837 Dokter. 
Kalau dokter» KL. + KNIL tidak dihitung, oleh karena 
scbahagian besar dari padanja znungkin akan pulang ke 
Negeri Belanda dan kita hanja ambil dokter" Pemerintah + partikulir, maka hanja adalah -t- 1187 dokter, artinja 
kita mendapat ratio: 1: ± 60 a 70 ribu pcnduduk. Ratio 
International = 1 : 1000). 
Sudah teranglah, bahwa kita pada waktu sekarang harus 
bekerdja dengan kekurangan dokter jang amat besar ada­ 
nja. Maka olch karena itu, timbul 3 soal penting dalam 
pembagian dokter-', ialah: 
1. Membagikan dokter' seeff ieien--nja. 
2. Mendidik dokter sebanjak--nja. 
3. Mentjari dokter- luar negeri jang baik, supaja ke- 

kurangan jang bosar itu dapat diatasi, 
Tentang pembagian dokter-' dapat dikatakan disini, bahwa 
sampai waktu sekarang Republik Indonesia mempunjai 
sedjumlah dokter jang dibagikan menurut sisteemnja sen­ 
diri untuk daerah, dan untuk daerah» dilua.r Republik, 
Pemerintah Central mcnjerahkan kepada negara- Bagian 
(Daerah") lain sedjumlah dokter jang disebarkannja o1eh 
Pemerintah Bagian (Daerah ) mcnurut sisteem dan keper­ 
luannja sendir i djuga. 
Menurut pa ham saja sistcem 2 pembahagian tersendirie ini 
tidak efficient, oleh karena satu negara bahagian mem­ 
punjai relatief lebih banjak dokter dari pada Negara 
Bahagian jang lain, dan sebahagian besar dari dokter« ini 
tinggal dikota" jang besar. 
Sa.ja ·nwnganggap pertu. dia.cfolmn: 
1. Satu Centrale Coordinatie srsteem jang dipimpin oleh 

Pemerintah Central didalam Federale Staatsstructuur 
pada masa sekarang ini. Memang seal ~embagian 
dokter> didalam satu eenheids Staatsstructuur, ada 
lebih gampang. _ Djadi selamanja kita masih hidup dan 
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Pemerintah ke Tandjong Seilor ( dengan dua mantri djuru­ 
rawat). 
Dokter untuk Long Nawang (tempat tentara) akan di­ 
berikan oleh T.R.I.S. Untuk Malinau dan Nunukan belum 
ada dokter, segera akan ditjari dan ditempatkan. 

• (Kutipan pidato djawaban Menteri Kesehatan dalam rapat 
pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950) . 
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tak ada pertjampuran tangan dari pihak Pemerintah N.I.T. 
Tentang peristiwa di Ambon mengenai saudara Patty­ 
maipau Kementerian Penerangan R.I.S. telah minta kete­ 
rangan dari Kementerian N.I.T. dan pada .tanggal 8 Maret 
1950, kami mcndapat djawaban jang berbunji demikian : 

,,030812 propenantaris, berhubung dengan kedjadian 
di Ambon dimana beberapa agen dari polisi negara 
mengambil tindakan-' terhadap wartawan s.k. masa 
koma kini dapat diber itahukan, bahwa 9 agen jang 
mengambil bagian dalam perkara itu sesudah dihukum 
disipliner masing- dcngan 7 sampai 1,1 har i arrest 
keras ttk. diluar dari itu mereka akan didakwa dimuka 
hakim jang berwadjib". 

Pada achirnja izinkanlah saja mengemukakan, bahwa ke­ 
djadian sematjam ini sangat disesalkan oleh Pemerintah 
karena wadjiblah tiap- wartawan bebas mengeluarkan pen­ 
dapat dan pikirannja zonder tindakans diluar hukum dari 
pihak polisi atau penduduk lain. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pencrangan dalam rapat 
pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950. Lihat djuga djawaban 
Perdana Merrter i atas pertanjaan No, 12 dan djawaban 
Menteri dalam N egeri atas pertanjaan No. 32). 

PERTANJAAN anggota Muhmnacl Yamin: 
A. Menurut beritae dari surat kabar, kantor propaganda 

Amerika Serikat (USIS) telah merentjanakan akan 
melantjarkan propagandanja dari Kotas sampai ke­ 
kampung", sesuai dengan keputusan jang telah diambil 
dalam konperensi para Kepala Informasi Amerika 
Ser ikat diseiuruh Asia Tenggara jang telah berlangsung 
dikota-Singapura. Berkenaan dengan kegiatan propa­ 
ganda negara asing c.q. Amerika Serikat itu, maka 
penanja .memadjukan pertanjaan: 
1. Apakah hal jang tersebut diatas diketahui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan bagai­ 
manakah pendiriannja terhadap itu? 

2. Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa hal 
itu tidak menimbulkan suatu pra-peristiwa (prae­ 
cedent) jang mungkin membahajakan <Indonesia 
dibelakang hari berhubung dengan permintaan jang 
mungkin serupa akan datang jang dari Negara jang 
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Tenggara, di Singapura dan menurut pengetahuan 
Pemerintah, disana telah diputuskan untuk menambah 
dan menjempurnakan penerangan pihak Amerika Seri­ 
kat diseluruh Asia Tenggara, djadi djuga di Indonesia. 
Dari pihak USIS di Djakarta hal ini akan dilakukan 
terutama dengan djalan memperbanjak publikasiz dan 
film, suatu djalan jang sedjak lama dilakukan oleh 
GSIS dari Djakarta. Berita surat kabar jang menjata­ 
kan ,,dari kotas sampai kekampung?", mungkin menge­ 
nai peredaran ,,film-units" dari USIS clan ini sebenarnja 
baru terdjadi didaerah Djogja dan Solo sementara bulan 
jang lalu dan dengan pengetahuan dan seizin dari 
Kementorian Penerangan R.I. dan pembesars daerah 
jang bersangkutan. 
F'ilms jang dipertundjukkan, ialah film2 pengetahuan 
dan hiburan, atas pemilihan pembesar dan daerah jang 
bersangkutan sendiri. Dilain-lain daerah tidak beredar 
film units dari USIS. 
Penerangane dari pihak luar negeri sematjam itu, hanja 
dapat terdjadi atas permintaan atau izin dari Peme­ 
rmtah Pusat dan Pemerintahs daerah jang bersang­ 
kutan. 
Pada umumnja penerangan atau propaganda dari luar 
negeri ditudjukan ketanah air kita ini, sukar dibendung 
begitu sadja mengingat prinsip ,,freedom of infor­ 
mation" diseluruh dunia ( ingat sadja propaganda jang 
liwat radio tiap hari), tetapi sudah tentu Pemerintah 
kita selalu memperhatikan itu djangan sampai satu 
dan lain membahajakan keamanan dan pembangunan 
djiwa dari masjarakat Indonesia. 
Dan jang penting pula sebenarnja, rakjat sendiri perlu 
djuga mempunjai atau dididik mendapat pandangan 
jang kritis mana propaganda jang dapat mereka terima 
maupun jang tidak. 
Ini mengenai semua propaganda dari luar negeri, 
dengan tidak membeda-bedakan dari mana datangnja. 
Tentang kemungkinan ,,perang dingin" jang dapat di­ 
kabarkan oleh propaganda» negarav Asing didalam 
Negeri kita, kami sependapat dengan penanja jang 
terhormat, bahwa Pemerintah harus waspada dan ber­ 
usaha mendjaga, supaja perang dingin djangan timbul 
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74. PERTANJAAN anggota Dr. M. Sudarso : 
Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan Barat dibawah 
pimpinan Belanda dan dikendalikan oleh chef Kabinet 
Kepala Daerah, ialah seorang Belanda (exponent) kolonial. 
Ini tidak sesuai dengan djiwa Indonesia Merdeka (Dja­ 
watan Penerangan seharusnja dipimpin oleh seorang 
Indonesia jang berdjiwa Indonesia Merdeka). , 
(Berita dari Harian ,,Suasana No. 69 tanggal 9 Pebruari 
1950 dan No. 70 tanggal 10 Pebruari 1950 terbit di Pon­ 
tianak). 
Menurut keterangannja orang jang bersangkutan, ialah 
Machrus Effendi dari harian Indonesia Raya) Sdr. ter­ 
sebut telah diangkat oleh Kementerian Penerangan R.I.S. 
sebagai Kepala Djawatan Penerangan Daerah Kalimantan 
Barat untuk mengganti Belanda-kolonial jang hingga 
sa'at itu masih memimpin Djawatan itu. Akan tetapi 
pengangkatan Sdr. tersebut diatas oleh Pemerintah Daerah 
Kalimantan Barat ditolak. 

• Minta keterangan dari Kementerian jang bersangkutan 
benar tidaknja dan tindakom» jang telah diambilnja her­ 
hubung dengan peristiwa ini. 

Satu atas permintaan Menteri Penerangan R.I. untuk 
ditempatkan dikementerian beliau jang lain karena 
berkehendak mendjadi pegawai dikernenterian luar 
negeri supaja ia mendapat kesempatan dikirim keluar 
negeri dalam perwakilan Indonesia. Mereka meninggal­ 
kan kementerian saja dengan persetudjuan damai an- 

• tara mereka dan saja sendiri. Tidak benar, bahwa 
Kempen R.I.S. melepas pemuda dari Kempen R.L 
dengan begitu sadja, Malahan sebagian besar dari 
tenaga:! Indonesia jang baru di Kempen R.I.S. datang 
dari Kempen R.I., jang dengan kekurangan materieel 
dan perumahan tetap melakukan kewadjibannja di­ 
berbagai djawatan penerangan, seperti disiaran radio, 
siaran lukisan dan tulisan. 
Hal ini dimungkinkan oleh karena kerdja sama jang 
baik antara Kempen R.I. dan Kempen R.LS. 

(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam 
rapat pleno ke-20 ·tanggal 23 Maret 1950). 
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tan Barat untuk menjelidiki soa1 penggantian pegawai 
Belanda itu oleh Sdr. Machrus Effendi atau oleh seorang 
Nasionalis sedjati lain jang dapat kerdja sama dengan 
erat dengan masjarakat di Kalimantan Barat. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Penerangan dalam rapat 
pleno ke-20 tanggal 23 Maret 1950). 
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keluarga jang ditinggalkannja telah tersedia pula peng­ 
hasilan, Suatu hal perlu dikemukakan disini, ialah kedja­ 
dian jang seringkali terdjadi, jaitu tjalon- Hadji terdiri 
dari orang jang tidak mempunjai sedikitpun pengetahuan, 
bahkan tidak dapat membatja dan menulis. Mereka itu 
sendiri tidak merasai suatu kerugian apa~. Tetapi kita 
sebagai bangsa jang merdeka, tentu merasai kerugian, 
apabila orang diluar negeri mendapat gambaran, bahwa 
rakjat Indonesia itu terdiri dari orang- jang tidak pandai 
membatja dan menulis. Amal Hadji adalah merupakan 
Kongres tahunan dari ummat- Islam dari seluruh pelosok 
dunia Islam. Maka mestinja orang jang pergi Hadji, harus 
terdiri dari orang- jang berpengetahuan tjukup, sebab 
mereka itu merupakan utusan jang mewakili negerinja. 
Dilihat dari sudut ini sungguh djelek sekali gambaran 
Indonesia dimata luar negeri, apabila djemaah Hadji In­ 
donesia jang merupakan wakil- negerinja terdiri dari 
orang- jang buta huruf. 
Pemerintah mengambil ketentuan, bahwa semua agama-' 
disini harus didjamln kemerdekaan dan kebebasannja. 
Dengan perkataan lain, tidak usah ditjampuri Pemerintah, 
tetapi biarlah diselenggarakan oleh golongannja sendiriv. 
Mengenai ummat Islam pun demikian djuga. Itulah sebab­ 
nja, maka putusan dari Kongres .Muslimin Indonesia untuk 
membentuk suatu Panitia guna menjelenggarakan kepen­ 
tingan Hadji, diterima oleh Pemerintah dengan pengha­ 
rapan lambat Iaun, Pa nit ia ini dapatlah bcrdiri sendrri 
sungguh» dan dapat menjelenggarakan lOO~r soal- Hadji 
jang bersifat kemasjarakatan, sedang jang mengenai 
technis administratief seperti misalnja soal pas, ini sadja­ 
lah jang mendjadi kewadjiban Pemerintah. 
Panitia Hadji jang diakui Pemerintah sekarang merupakan 
Panitia Pusat, sedang didaerah- sedang diselenggarakan 
pembentukan tjabangvnja. Dalam pada itu ada satu ke­ 
djadian jang perlu diketahui Parlemen, berhubung dengan 
surats jang diter ima Kemcnterian Agama, jaitu adanja 
suatu Panitia di Djakarta ini, jang merupakan Panitia 
Daerah. 
Panitia ini minta diakui Pemerintah seperti Panjtia jang 
dibentuk atas putusan Kongres Muslimin Indonesia itu, 
tctapi dengan sarat tidak mau dilebur atau dibubarkan. 
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Mulai pertengahan bulan Djanuari 1950 banjak pelapnran­ 
jang diterima olch Pemerintah, bahwa di Irian terdapat ke­ 
gontjangan mengenai pegawai« Negeri di Irian. Dari tindakan­ 
nja Pemerintah Gubernemen Nieuw-Guinea banjak timbul 
kesalah-fahaman diaatara pegawai Indonesia di Irian, hingga 
banjak dar i mereka tadi meninggalkan tempat tinggainja dan 
dengan tergesa-gesa pergi kedaerah R.I.S., mitsalnja ke Ma­ 
kassar dan Ambon. Oleh karena kota» ini tida mendapat 
kesempatan untuk membikin persediaan setjukupnja terpaksa 
mereka ditempatkan diruangan seadanja, Pertolongan terhadap 
pegawais ini seketika dapat diselcnggarakan oleh Kementerian 
Sosial R.I.S. bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Dengan 
pertolongan pertama ini Pemerintah berpendapat belum men­ 
tjukupi untuk menjelesaikan kegontjangan ini, sebab seal ini 
dirasa tida han.ja mengenai masa'lah sosial semata-mata akan 
tetapi harus ditindjau dari kepolitikan djuga, Oleh karena itu 
Dewan Menteri dalam sidangnja tanggal 24 Djanuari 1950 me­ 
mutuskan membentuk suatu panitia, jang diwadjibkan menin­ 
djau masa'lah ini seluas-luasnja, dan djuga bcrkewadjiban 
untuk mengatur dan menjelesaikan kepentlngan» kesosialannja 
para pegawai Indonesia di Irian ini. 

Diselaraskan dengan tugas- ini panitia disusun seperti 
berikut: 

Pimpinan panitia supaja dipegang oleh suatu menteri agar 
penindjauan dapat didjalankan seluas-Iuasnja. Salah satunja 
menteri jang berpengalaman dalarn soal Irian ialah ka!ni, sebab 
didalam perundingan K.M.B. kami duduk didalam werkgroep 
Irian. Oleh karma itu saja djuga ditundjuk sebagai pemimpin 
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Alasan2 Pemeriniah. membeniulc Paniiia Irian. 

(Diutjapkan oleh Menteri Negara Dr. Suparmo 
dalam rapat pleno ke-21 tanggal 24 Maret 1950 
sebagai tambahan djawaban Perdana Menteri 
atas pertanjaan para anggota mengenai soal 
Irian) . 

BEBERAPA KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG 
PERDJALANAN PANITIA !RIAN KE !RIAN. 

Larnpiran No. 1. 
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Didalam kundjungannja ke Makassar dan Ambon Panitia 
dapat melihat beberapa kekurangan tempat kediaman para 
pegawaiv jang pindah dari Irian. Di Makassar misalnja mereka 
berdiam diruangan kumpul mendjadi satu. Keadaan demikian 
itu tidak dari kekurangannja Pemerintah N.I.T. Panitia setelah 
memeriksa segala-galanja mendapat kejakinan, bahwa Peme­ 
rintah N.I. T. telah mengeluarkan usaha setinggi-tingginja dan 
keadaan ini telah dapat dikatakan sesempurna-sempurnanja 
untuk memberi pertolongan kepada pegawaiv tersebut. 

Seperti diketahui Pemerintah N.I.T. dengan tidak men­ 
dapat kesempatan sedikitpun, dengan mendadak kedatangan 
rombongan pegawai sebegitu banjaknja sedangkan k~sukaran 
perumahan di Makassar dan Ambon meningkat setinggi-tinggi­ 
nja. Panitia menjatakan rasa amat ketjewa melihat kesalahan 
jang dibikin oleh Gubernur Irian terhadap soal pegawai ini 
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Pendapat Panitia tentang perdjalanannja. 

Indonesia dari Irian ditjegah ·dan mernbatalkan keputusan­ 
pelepasan pegawai- tersebut clan memberi djaminanv kepada 
mereka dan pula kepada mereka diberitahukan se-tjukup--nja, 
bahwa Pemerintah R.I.S. tidak keberatan tetap tinggalnja 
mereka di Irian, H.C. Belanda dapat menjanggupi terlaksana­ 
nja permintaan ini. 

Pada tanggal 4 Pebruari 1950 Panitia mengadakan perun­ 
dingan dengan Gubernur •Irian tuan Vsn Waardenburg, dan 
disini dibitjarakan terutama mengenai soal kewarganegaraan. 
Panitia mendapat keterangan bahwa sikapnja Pemerintah 
Belanda penduduk Irian tidak mendjadi warga negara R.I.S., 
akan tetapi tetap mendjadi Nederlands onderdaan. Pendapat 
ini disangkal oleh Panitia dan oleh karena Gubernur lrian 
tidak merasa competent menjoal hal tersebut, disini diput-M;kan 
bahwa perundingan tentang hal ini akan diserahkan kepada 
Pemerintah masing«, Tentang soalv jang mengenai kedudukan­ 
nja pegawai? Gubernur Irian menjetudjui apa jang disanggup­ 
kannja oleh H.C. Belanda. Dengan demikian perundingane 
diadakan di Djakarta, dan pada tanggal 8 Pebruari 1950 
Panitia berangkat menudju ke Irian. Disini kami tidak akan 
mengikuti segala perdjalanan Panitia, hanja disini akan kami 
uraikan hale jang penting", agar sidang dapat mendapat ich­ 
t.isar jang setjukupr-nja. 
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diatas, pegawais tersebut berada didalam keadaan kurang 
pengetahuan atau kebingungan pada waktunja penjerahan ke­ 

-daulatan, lagi pula tidak mengetahui akibatznja djika masuk 
mendjadi pegawai di Irian, Lobih» mereka mendjadi bingungnja 
berhubung dengan keterangan dari Gubernemen Irian, bahwa 
pada tanggal 27 Desember 1949, bertepatan dengan penjerahan 
kedaulatan, mereka harus menjatakan dapat tidaknja menerus­ 
kan pekerdjaan pada Gubernur Irian. Pada itu waktu pegawai« 
ini berpendapat, djikalau mendjadi pegawai Gubernemen Irian 
akan: 

a. kehilangan kewarga negaraannja, 
b. kehilangan hak dapat kembali kedaerah R.l.S. dengan 

bebas dari perongkosan dan 
c. dianggap sebagai pengchianat negara. 
Oleh karena itu Panitia atas dasar juridis dan moreel 

tidak dapat menjetudjui pendapat Gubernur jang amat sesat 
formeel itu, Panitia berpendapat bahwa penglepasan terhadap 
pegawaiz ini harus dibatalkan dan mereka diperlakukan sama 
dengan pegawaiv negeri. Soalv ini masih terus dibitjarakan 
diantaranja Pemerintah dan H.C. Belanda. Tentang duduk per· 
karanja saudara Papare telah diterangkan oleh sdr. Perdana 
Menteri didalam keterangannja akan tetapi ada baiknja djika 
disini saja terangkan lagi, agar sidang tidak kehilangan 
hubungannja. Di Ambon Panitia mendapat kawat dari Cuber­ 
nur Irian jang meminta supaja didalam rombongan jang pergi 
ke Irian djangan ada satu orangpun jang berasa1 dari Irian, 
sebab keadaan di Irian amat meruntjing. Dengan permintaan 
ini Panitia terlibat didalam kesulitan jang tidak ketjil, soalnja 
ialah : terus pergi ke Irian a tau membatalkan perdjalanan; 
kedua» tindakan ini mempunjai akibat seperti berikut: 

a. terus pergi ke Irian dengan tidak membawa saudara 
Papare berarti menjinggung kehormatan Panitia jang 
berarti seterusnja menjinggung kehormatan Pemerin­ 
tah R.I.S. 

b. membatalkan perdjalanan berarti soal pegawaiz Inda. 
nesia di Irian jang mendjadi tudjuan terutama dar i 
kepergiannja Panitia ini tidak akan terurus. 

Keadaan menjedihkan jang diderita oleh pegawaiv'mi arnat 
mendesaknja sebab menurut Pemerintah N.I.T. di Makassar, 
di Irian banjak pegawaiv jang telah dikeluarkan dari rumahnja 
148 
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Mempersiapkan segala usaha, supaja dengan selekasnja 
Irian dapat masuk R.I.S. 

Susunan anggota" jang duduk didalam Panitia ini, · Ialah 
beberapa pegawai negeri, beberapa anggota dari D.P.R., be­ 
berapa sdr-' asal dari Irian dan beberapa orang jang diperlu­ 
kannja. Susunan anggota pada waktu ini Ialah sebagai berikut : 

1. Mr. Mohamad Yamin 
2. Soebadio Sastrosatomo 
3. Mohamad Natsir 
4. S. Papare 
5. A. Moeis 
6. Mr. Teng Tjin Leng 
6. J. Latumahina 
8. E. "G. Pupella 
9. Moekarto. 

Panitia ini diketuai oleh kami sendiri. Wakil ketuanja 
ialah Sdr. ·M. Yamin. • 

Terbentuknja Panitia pada saat ini dipandang oleh Pe­ 
merintah amat pentingnja, berhubung dengan perundingan.' 
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Hingga sekarang kurang lebih ada j' 70.000.~ jang telah 
dikeluarkannja. Djurnlah sedernikian ini nanti. menurut kete­ 
rangan diatas, Pemerintah R.I.S. akan menerirna kembali dari 
Pemerintah Irian, 

Tindakan selandjutnja jang telah didjalankan ialah mem­ 
bentuk Panit.ia Negara jang tetap untuk penjelesaian soal Irian. 
Panitia Irian jang dulu jaitu Panitia jang pergi ke Irian telah 
habis kewadjibannja, sebab kewadjibannja ialah hanja menin­ 
djau keadaan di Irian. Dengan demikian Panitia tersebut telah 
dibubarkan. Untuk mengubah segala bahanz jang telah didapat­ 
kan dan pada umumnja menjelesaikan seal Irian, Pemerintah 
berpendapat amat pentingnja mengadakan Panitia Negara jang 
tetap. Bentuk dan susunan Panitia ini bersandar atas gubahan 
mosi Irian dari Dewan Perwakilan Rakjat jang telah diterima 
baik oleh Pemerintah. Bentuk dan sifat Panitia ada berlainan 
dengan Panitia jang dulu, Panitia ini bersifat terutama politis, 
maupun didalam tugasnja banjak hal ' kesosialan dimasuk­ 
kannja. 

Salah satunja tuqos jang penting ioloh: 
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De Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ' 
Doet te weten: 

Dat hij overwegende dat het in verband met de uit­ 
voering van de gemeenschappelijke proclamatie, door de 
Nederlandse en Republikeinse Regeringen op 3 Augustus 
1949 uitgevaardigde naar aanleiding van de orders tot het 
staken der vijandelijkheden tussen de strijdkrachten van 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesia, 
noodzakelijk is een amnestie te verlenen aan hen, die be­ 
paalde misdrijven hebben begaan, welke duidelijk een uit- 
vloeisel zijn van het politiek conflict tussen het Koninkrijk ·l 
der Nederlanden en de Republiek Indonesia; • 

In overeenstemming met de Raad van Departements­ 
hoof den; 

IN N AAM DER KONING IN! 

Vast te stellen de volgende ordonnantie en te gelasten, 
dat zij zal warden afgekondigd door plaatsing in het 
Staatsblad van Indonesie op deze wijze: 

Is goedgevonden en verstaan: 

UITTREKSEL uit het Register der besluiten van de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesie, 

Gelezen de brieven van de Secretaris van Staat voor 
Justitie van 17 en 31 October 1949 Kab.-nummers geh. 
X./61/5 en geh. X/63/11; 

De Voorlopige Federale Regering (Raad van Depar­ 
tementshoofden) gehoord (advies van 3 November 1949 
No. 66); 

Batavia, ~ November 1949. 
No. 11. 

(Staatsblad No. 325) 

REGERING VAN INDONESIE 

Lampiran No. 2. 
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. 
Voor uittreksel: 

De wd. lste Regerings Secretaris, 
(J. G. Rist). 

Uittreksel : Alie Leden V.F.R . 

(Besluit van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
van 3 November 1949 Xo. 11). 

(A. H. J. Lovink) 
De wd, Algemene Secretaris 

( E. 0: van Boetzelaer) . 

(E. 0. van Boetzelaer ) . . 

Uitgegeven, de 3e November 1949 
De wd. Algemene Secretaris 

Cedaan te Batavia, 3 November 1949. 

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, 
zal deze in het Staatsblad van Indonesie worden geplaatst. 
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Sekertaris Negara, Menteri Kehakiman, 
ttd. A.G. PRINGGODIGDO. ttd. SOESANTO TIRTOJii>RODJO. 

Diumumkan Menier! Pertahanan, 
pada tanggal 17 Nop. 1949 ttd. HAMENGKU BUWONO IX 

Presulen Republik: Indonesia) 
ttd, SOEKARNO. 

Ditetapkan di Jogjakarta 
pada tanggal 17 Nopember 1949. 

Pasal terachir. 
Penetapan ini mulai berlaku pada hari diumumkan. 

Pasal 7. 
Kedjaksaan Agung harus diminta nasehatnja oleh Menteri 

Pertahanan. 

Pasal 4. 
Gubernur Militer untuk daerahnja mengawasi dengan sak­ 

sama supaja ketentuan-ketentuan dalam pasal.1- dan 2, diindah­ 
kan oleh semua instansi baik militer maupun sipil. 

Pasal 5. 
Dalam mendjalankan tugas dirnaksudkan pada pasal 3 dan 

pasal -1, Gubernur Militer dapat minta bantuan dari Mahkamah 
Tentara Gubernur Militer scbagai penasehat. 

Pasal 6. 
Dalam mendjalankan tugas dimaksudkan pada pasal 3 

dan 4, Gubernur Militer bertanggung djawab Iangsung kepada 
Menteri Pertahanan, 

Pasal 3. 
Gubernur Militer untuk daerahnja mendjalankan keten­ 

tuan dalam pasal 2. 
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17C. 

59. 

17. is. 
4. 19. 

51. 

52A. 

HA. 

71. / 

HC. 

2:lA. 

GS. :JIB. 
GfL 

67D. 
67D. 

I. 

H. 

G. 

F. 

E. 
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IMPORT 
Soal-soal 

HADJI 
Soal djernaah 

G.I.A. 
Soal - 

GURU 
Kekurangan - dan mutu 

GADJI 
- Apris . 
- Pegawai . 

FOX 
Korrtrak dengan - 

E.C.A. 
Bantuan 

DUTA-DUTA 
Pengangkatan - di Luar Negeri .. 

DIPLOMATIK 
Perhubungan - dengan Rusia 

DOKT£R-DOKTER 
Pembagian (Dislokasi) - 

DEVIEZEN 
Soal - dan Gubernur Miiiter Djawa 

ketatanegaraan 
DEMONSTRASI DAN RAPAT 

- Rakjat menuntut perubahan 
Larangan - di N.LT ... 
Hak - dan kekuasaan militer 
Larangan - di Semarang 

DERMASISWA. 
Soul" - 
Soal .,Maiinobeurs" 

Soal 





21. 40. 47A. 
21. 47A. 

21. 40. 47 A. 
40. 

21. 40. 
41B. 44C. 

21. 39. 47A. 

61. 

25. 64A. 65B-D. 66 
63. 

45A. 

67A. 
70A. 

7. 
31. 37. 

73B. 

29. 
31. 

4. 19 

2B. 
37E. 50B. 

SOB. 

58B. 

51B. 

62. 
2B. 
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- Abikusno . _ . 
- Achmad Zakaria . 
- Anwar Tjokroaminoto ... 
- Kartawinata dan Rustarna ...... 
- Chairul Saleh . 
- Salawati Daud . 
- Saleh Umar . .. . 

PENAHANAN 
- Kapal barang dari Bangkulu ke Singapura 
- Orang-orang (Lihat: Penangkapan) 

PENANGKAPAN 

Undang-undang - 
PEMOGOKAN 

- di Semarang .. 
Soal-soal - 

PELADJAR 
Penghargaan pada - jang berbakti 
- Pedjuang . 

PEMILIHAN UMUM 

PAP ARE 
Larangan - masuk Irian 
(Lihat Irian] 

PEGAWAI 
- Pada Komisariat Agung di Ncgeri Belanda ..... 
- Belanda di Kernenterian Dalam Negeri 
- Belanda di Kementerian Penerangan . 
Nasib - Federal dan - Negara Bagian berhubung 

dengan penggabungan ke R.I. .. 
Pengunduran - R.I. dari Kem. Dalam Negeri ... 
Ten tang gadji .... ... .... ... . .. .. .. ... .. .. . .. .. . .... 
Surat? dalam menjusun kedudukan - di Kemen- 

terian dan Djawatan- ......... 
Screening . 
Politik - Kementerian Kehakiman 

P. 

NON-COOPERATOR 
N asib kaum - .. . .. . .. . . .. . .. .. .. 
Pertentangan antara Non-dan Cooperator . 

NEW-COMERS 
Soal - 

N. 
Soal 





12. 31. 72. 

1. 21\. 6. 9. 11. 48. 

45A. 
30. 

50C. 

46. 
SA. 

L. 

38. 40A. 41. 42. 44. 
45B . .JOA. 

34. 

22. 

3A. 

70B. 
67B. 

21. 39. 

1_:~C. 

2.:IB. 

T. 
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Perkara 

WARTAWAN 
Periganiajaan - di Indonesia Timur 

WESTER.UNG 

UNDANG- UNDANG 
- Pemilihan umum 
- Pernulihan Hak 
- Mahk amah Agung .. 

Nasib - di bui Tjipinang . 
Pemindahan - ke Irian . 
- Lain> (Lihat: Periangkapan ). 

TENT ARA 
(Lihat: A.P.R.I.S.). 

TABIB-TABIB 
(Lihat: Dokter). 

TAWANAN (TAHANAN) 
- Sengketa lndonesia-Belan:la 

SALEH UMAR 
Penangkapan 

SEKOLAH 
Pernakaian gedung-geudng 
Susunan - landjutan .... 
Masalah guru (Lihat: Guru). 

SENDJATA 
Bantuan - dari Arnerika? 

SENS UR 
- Pers oleh Milite!' . 

SULTAN HAMID II 
- Sebagai Kepala Daerah Kalirnantan Barat me­ 

rangkap sebagai Menter) Negara 

S. 

- 'I'antara . 
RUSlA 

Perhubungan diplomauk dengan 

RASIONALISASI 





a. Pengangkatan duta" R.LS. di Luar 
Negcri .... .. .... .. .. .. ... . .... .... .... .... 32 

b. Pernisahan djabatan Perdana Men- 
tcri dan Mantnrl Luar Negeri .. .. . 32 

c. Perh uburigan diplomatik dengan 
Rusia . 32 

d. Penganiajaan Wartawan Maweng- 
kerig di :\fakassar .. .. .. .. .. . .. 30 

Pcnganiajaan wartawan Mawengkeng 
di l\fakassar .. ........ ... .. . .. ..... 55 
a. Undang- pemilihan constituante. 
b. Tuwanan« politik .. .. ... .... . . ..... 73 
Penguniajaan wartawan Mawengkeng 
di Makassar 133 

59 
59 
78 
78 

a. 'I'awanan" politik 
b. Pe rsonee lspol it.ik 
c. Susunan Mahkarnah Agung 
d. Pornilihan umum 

a. Perkara Westerling. 
b. Sjarat- penjusunan k eriudukan pe­ 

ga~·ai dj0\.vatan:? dan Kemetcrian". 19 

Nasib pegaw;,;" Federal d an pegawai 
Negura B:igian. berhubung dongan peng- 
gabungun kcpuda Hcpublik Indonesia. 52 

9.. Dihalanginja por-kembangun ~~1Ia'.5ju!ni 
di Djawa Barat (Tjirebon) .. 47 

b. Penangk apan Sumbada (Indramaju) 
oleh T.N.I. 47 

a. Pcnghargaa~:1 peladjar jang bcrhakti. 
b. Susunan sckolah lanrljutan. 
c. KE-~{.urangan guru. 
d. Derrr.asiswa. 
e. Malinobcurs 118 
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Penarangan: 

Kehakiman: 

Dalam Negeri: 

(Menteri Luar Negeri:) 

Il-IANAI SOPHIA.AN. 
Pcrc!ana Menteri: 

Dalam Negeri: 
Kehakiman: 

Mr LlJK:VIA~ WIIUADl.'.'~'ATA. 

I. R. L 0 B 0. 
Perdana Menteri: 

J. LAJ\'.GKAI. 
Dalam Ncverr: 

!'.1r JUSUF WIBISONO. 
Pertahanan: 

IBKUTADJI PRA WIROSUDJRDJO. 
Pcngadjaran, Perididikan 
Kebudajaan: 

52 

Nasib pegawai Federal clan pegawai 
Negara Bagian, bergabung dengan peng­ 
gabung an k epada Republik Indonesia. 

Halaman. 

Dalam Negeri: 
HIDAJAT PRAWIRODIPRODJO. 
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F'eriangkapane di N.S.T. 47 
Larangan rapat di N.S.T. .. 58 
Larangan rapat di )r.S.T. . . 76 

• 

Balai Pustaka . . . . . 123 
Keluarg» korbao-perdioeng an kerner., 
dekaan 91 
Djemaah Haciji . . . 141 
a. Penglepasan buruh serf a merta, 
1· Pemogokan- di Semarang. 

Penganijaan buruh di Surnatera 
Timur 115 

<:. Pernindahan tawanan" kc l rian 25 
:.~. Misi Irian (Suparmo) . 25 
t:. Westerling . . . ... . .. . .. . . 27 
Sensuur pers oleh militer di Sema- 
rang .. 42 
;-,l, I'awanan-' po l it ik . 
L·. Penangko.pan Tjugito cs. 

I"\:;·~~1n12·kar:an ... Abikusno cs. 
, . Pengh~rgaan terhadap bekas tawa- 

nan 68 
Pe mbagian (dislokasi) dokter-' 129 

Penanek anan Tjue ito cs. 
PE!EJ,gkapan S~l;wati Daud 69 
~'<:5ib Non - Coperatoren . . 111 

Peladjar- pedjuang. 
Pemakaian rurnah- sck.oinh oleh 
tentura. 
Sistim pengadjaran nasional 125 
Pernogokan- 113 

?c:rk<irn Westerling 76 
Fc:mbcE~~n bt..11~ang:.: dari Luar Negeri 87 

43 
kedalam 

43 
43 

i.:,oiJ.1 Dt:~viezen 
Pendaftaran A.P.R.I.S. 
Parnasuk an K.N.I.L. 
A.P.R.I.S ..... 

Dami Islam .. . 28 
Pekara Westerling 29 
"'· Gubernur Miiiter Djawa Timur dan 

Halarnan. 
Kccudukan Sultan Hamid sebagai Ke- 
cala Daerah Kalirnantan Barat 57 
I~asib .t:;hanan di boei Tjipinang 74 
Djawat an Pcnerangan di Kalimantan 
Barur 138 
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~'U.KA:--1 NASUTIO:-.l. 
Pertahanan: 
Dalam Negeri: 
Kehakiman: 

Kesehatan: 
Pcnaadjaran, pendidikm: 
dan Kebudajaan: 
Sosial: 
Agarn2: 
Pcrburuhan: 

Pcrtahanan: 
Kclrak iman: 

Pcrburuhan: 
K. WE RD 0 J 0. 

Pcrdan<J Mcnteri: 
(Luar Negeri): 

Perburuh an: 
S t: WART I. 

Kehakiman: 

Kehak iman: 
Kemakrn uran: 
Fcngadjaran, Pcn6idika~' 
can Kebudajaan: 

Pcrtahanan: 

~j. SUNARJATI SUKEMI. 
Pordaria Menleri: 

Kehak irnan: 
Penerangan: 

Dr M. SUDARSO. 
Dalam Negeri 
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Perranjaan Anqqota-anqqora ditudjukan kepada 
MENTERIPERTAHANAN 

clan djawabannja. 

91. Pertanjaan IBRAHIM SEDAR. 
Tentang berlakunja Undang-undang bahaja dan bahaja 
perang . . .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . 35 

92. Pertanjaan K. H. TJIKWAN. 
Tentang terqanqqunja keamanan clan masih berlakunja 
keadaan perang dan darurat perang diheberapa daerah. 36 

93. Pertanjaan K. WERDOJO. 
Tentang penembakan dalam soal pemogokan buruh 
B.V.M. 37 

III. 

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada 
MENTERI LUAR NEGERI 

dan djawabannja. 

88. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO. 
Tentang konpere nsi Baguio dan hubungan dengan 
U.S.S.R. dan R.R.T. . .. . .. . 29 

89. Pertanjaan DJAS\.Y ADI SOEPRAPTO. 
Tentang djumlah peqawai jang dioper R.LS. dari 
Beland a dalam Dinas Luar N egeri, clan tentang mern­ 
perketj ii djumlah dan mempertinggi kwalitet Ambassade- 
ambassade diluar negeri ... . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . 31 

90. Pertanjaan Nj. SOENARJATI SOEKEMI. 
Tentang aliran-aliran reaksioner didunia Barat . . . . . . . . . 33 

II. 

85. Pertanjaan K. H. TJIKWAN. 
Tentang kerugian djiwa clan material jang ditimbulkan 
oleh gerakan Westerling dsb. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 25 

86. Pertanjaan IBNOETADJI PRA WIROSOEDIRDJO. 
Tentang pembagian pekerdjaan Pemerintah Pusat dan 
Daerah 26 

87. Pertanjaan 0. RONDONUWU. 
Tentang reorganisasi kepolisian 27 

Halaman 
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112. Pertanjaan MOHD TAUCHID. 
A. Tentang pembelian kcmbali tanah partikelir oleh 

Pemerintah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
B. Tentang pemakaian tanah bekas onderneming. oleh 

rakjat . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 67 
C. Tentang tjampur tangan Pemerintah dalam perse- 

waan tanah rakjat .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . 67 

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada 
MENTERI KEMAKMURAN 

dan djawabannja. 

VI. 

Halaman 
102. Pertanjaan HIDAJAT clan R. B. MANTJANEGARA. 

Tentang pembunuhan 27 orang tawanan oleh Rongkes 
di Kendal . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . 56 

103. Pertanjaan Ors YAP TJWAN BING. 
Tentang artikel 161 dan 207 clan 208 KU.H.P. 57 

104. Pertanjaan Mr IWA KUSUMASUMANTRL 
Tentang pembuatan Undang-undang darurat . . . .. .. .. . .. 58 

105. Pertanjaan MUSTAPHA. 
Tentang penanqkapan-penanqkapan atas barang 
smokkel di Sialang Buah . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. 59 

106. Pertanjaan Nona SOEWARTI. 
Ten tang penahanan Salawati Daud . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . CO 

107. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO. 
Tentang mengadakan Panitia Penjelidik keadaan 
rurnah-rumah pendjara guna pernbebasan pedjuanq- 
pedjuang kemerdekaan jang rnasih djuga ditahan .. . .. . 60 

108. Pertanjaan IBRAHIM SEDAR. 
Tentang berlakunja Undang-undang bahaja clan bahaja 
perang .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . 62 

109. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO. 
Tentang dikerdjakannja orang hukuman sebagai peker- 
dja di Nusakambangan .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 64 

110. Pertanjaan BASRI. 
Tentang pembebasan tawanan politik H. Abdullah Zen. 64 

111. Pertanjaan SIAUW GIOK TJHAN. 
Ten tang Iikwidasi aturarr-aturan rasdiskriminasi . . . . . . 65 
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Ha1aman 
124. Pertanjaan NGADIMAN HARDJOSOEBROTO. 

Tentang pindjarnan 100 djuta dollar dari A.S. dan 
200 djuta rupiah dari Nederland . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 86 

125. Pertanjaan DJASWADI SOEPRAPTO. 
A. Tentang peraturan deviez en baru clan penggun- 

tingan uang . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 88 
B. Tentang perdagangan gelap jang meruqikan Pem e- 

rintah Yz djuta rupiah sehari . .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. 88 
C. Tentang pengiriman tenaga Indonesia keluar negeri 

oleh importeur-irnporteur asing guna menuntut ilmu 
perdagangan . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. 89 

126. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO. 
Tentang penje1undupan barang jang rneruqikan Perne- 
rintah . .. 93 

127 .. Pertajaan A. S. BACHMID, SOEDARNADI, 
ABDULLAH AIDIT dan HASAN BASRI. 
Ten tang pernbaharuan peraturan distribusi . 

128. Pertanjaan AHEM ERNINGPRADJA. 
A. Tentang penilaian kembali clan izin penaikan 

harga . 
B. Ten tang Koprafonds .. 
C. Tentang N.I.R.U.B .. 
D. Tentang distribusi textiel bagi buruh perkebunan 

di Sumatera . 
E. Tentang masalah milik asin q clan tanah-tanah 

erfpacht jang telah didjadikan kampung oleh rakjat. 
129. Pertanjaan K. WERDOJO. 

Tentang e.b.c, distribusi dalam perusahaan-perusahaan 
partikelir . 
d. Tentang usaha menqatasi kenaikan harga . 
e. Tentang perdagangan bebas . 

130. Pertanjaan Nj. MOEDIKDIO. 
Tentang kenaikan harga clan djandji Pemerintah untuk 
membandjiri barang . 

131. Pertanjaan Dr SOEDARSO clan Dr ENDON. 
Tentang penimbunan obat-obat oleh kaum importeur. 

132. Pertanjaan SIAUW GIOK TJHAN. 
Tentang pembedaan bangsa dalam pengakuan imper- 
teur baru oleh Kementerian Kemakmuran . 
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151. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO. 
Tentang monopoli perhubungan interinsulair dilaut 
oleh K.P.M. .. .. 137 

152. Pertanjaan ANDI ZAINAL ABIDIN. 
Tentang pernbersihan randj au-radjau laut didaerah 
Kalimantan Tenggara . . . . .. .. . . . . . . . . .. 138 

153. Pertanjaan R. S. ADHISOEKMO. . 
Tentang penjelundupan-penjelundupan jang merugikan 
Pemerintah .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. l 3S 

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada 
MENTERIPERHUBUNGAN, TENAGA DAN 

PEKERDJAAN UMUM 
clan djawabannja, 

IX. 

146. Pertanjaan Dr ENDON. 
Tentang barang-barang kepunjaan kaum non jang oleh 
Belanda telah didjual kepada kaurn co . . 126 

147. Pertanjaan Mr IWA KUSUMASUMANTRI. 
Tentang penggunaan rumah di-elite buurt . . . . ... . . .. .. .. 127 

148. Pertanjaan MOHD TAUCHID. 
A. Tentang penghargaan Pemerintah kepada kaum ilat. 
B. Tentang pemulihan tenaqa-tenaqa perdjuangan 
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pindjarnan ini dengan rcnte 3j(. Djadi pindjaman ini 
tidak lain melainkan hanja untuk rnentjotjokkan neratja 
kita kepada Beianda. 
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalarn rapat 
pleno ke-6i tang gal 4 Agustus 1950). 

77. PERTANJAAN anggota Ni. Soenerioti Soekemi: 
Penanja mohon diber i peudjeiasan setjara globaal garis~garis 
besar tentang politik pertnhanan Pernerinrah dewasa ini, baik 
guna menghadapi ,.perang dinqin" jang mulai mendjalar 
didaer<Jh Pacific, maupun ter hadap berbaq ai-baqai kekatjau­ 
an dalam ne qara janq teranq tiada diperbuat oleh gerombolan 
pengatjau dari Iuar liriqkunqan apparaat neqara, 

OJA \VABAN Pcrdana Menteri: 
Tenlang politik pertahanan kita. boleh saj a katakan, bahwa 
seal ini sedjalan dengan politik luar neqeri kita. Politik luar 
negeri kita terutama didasarkan kepada mendjaga keselarnat­ 
an negara kita clan mendjaga kemerdekaan kita dengan 
mcridjalankan politik jang saja sebut sebaqai politik mentjari 
persahabatan dengan se qala bangsa dan mengandjurkan 
politik perdarnaian. Dalam pada itu kita mempunjai 
kewadjiban djuga untuk me nqatur pertaha nan kita dengan 
sebaik-baiknja supaia pertahanan kita itu bisa mendjamin 
kemerdekaan kita untuk se lama-larnan [a, 
Perrahana n kita tidak bersanqkut, sernata-mata dengan ke­ 
kuatan tcntara, tetapi dju qa bersanqkut dengan politik luar 
neqeri jang kita dj alankan. 
Tentanq siasat-siasat jang me nqenai strategic atau pe njele nq­ 
garaan teknis tentu tidak bisa saja bentangkan pandjanq­ 
Iebar dalam sidang ini. Dan mana \ang mengenai soal teknis 
dari pada pertahanan ini, jang bisa diurarkan dirnuka Parle­ 
men, tcntu ini akan atau sudah diuraikan oleh Menteri 
Pertahanan. 
T'erhadap kesulitan kedalam. Menteri Pertahanan telah 
membentangkan dimuka Parlerncn ini berbaqai keterangan 
jang achirnja menjatakan. bahwa kita berusaha menjeleriq­ 
garabn angkatan pernng kita dengan sebaik-baiknja, supaja 
lambat-laun kita mendapat suatu anqkatan perang Jang kuat 
disiplinnja, jariq patuh kepada tjita-tjita neqara. 
(Kuti pan pidato dj awaban Perdana Menteri dalarn rapar 
pleno ke-ti l tang gal 4 A gustus 1950). 
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DJ AW ABA N Perdana M enteri: 
Sebenarnja dasarnja sarna. dasar kita jaitu buat seluruh Indo­ 
nesia gadji itu ada satu rupa. Pada dasarnja, kalau kita pakai 
dasar neqara federasi, mungkin ada perbedaan gadji antara 
satu negara bagian dengan negara bagian 1ainnja, tetapi 
dengan a danja Negara Kesatuan nanti perbedaan itu akan 
lenjap. 
Apakah Pemerintah jang a kan datang akan mengadakan 
panitia baru untuk urusan gadji. saja tidak dapat meneranq­ 
kan disini dengan tepat tetapi bisa saja katakan itu mungkin, 
oleh karena Pemerintah sekarangpun telah mcnindjau 
kemunqkinan-kemunqkinan untuk menjesuaikan gadji pe­ 
gawai dengan keadaan. Hal ini masih dipeladjari clan hasilnja 
jang dikerdjakan oleh berbagai-bagai Kementerian jang 
sekarang ini tentu dapat diteruskan cleh Pemerintah jang 
akan datang. 
(Kuti pan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-o I tanggal 4 Agustus 1950). 

80. PERTANJAAN anggota Li. G. Abdul Moeis; Koesnan; 
Hadji F. Alwi Isa; Rasjid Sutan Radja Emas: 
a. Terhadap kaurn NON, jang hingga kini belum djuqa di­ 

pekerdjakan, sikap apakah jang diambil oleh Pemerintah? 
Sampai dimanakah usaha Pemerintah dalarn ha] merne­ 
tjahkan soal CO clan NON mengenai gadji, maupun 
po sisinja? 

b. Pada tanggal 15 Djanuari 1950 oleh Perdana Menteri 
diumumkan. bahwa djarn bekerdja untuk kaum buruh akan 
dldjadikan 37Y2 djarn dalam seminggu, jang mana hingga 
kiru belurn per nah (baru sebagian) didjalankan. Berhu­ 
bung itu kami menanjakan: 
1. Bilamanakah Pengumuman itu akan didjalankan oleh 

Pemerintah guna mernpertebal kepertjaiaan kaum 
buruh terhadap Pernerintah pada umumnja dan buruh 
negeri pada chuhusnja? 

b, Telah adakah suatu rcntjana dari Pemerintah bertugas 
membentuk ,,Panitia Gadji Baru", jang bertugas 
me njusun r entjana per aturan gadji baru jang sesuai dengan 
kehendak zaman? 
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DJA WABAN Perdene Me:nteri: 
Ini sukar didjawab dengan sekaligus. oleh karena ini me­ 
ngenai perhir unq an j a n q hanjak sekali da n kortverbandcrs 
itu terpentjar diseluruh Kementerian clan djuqa didaerah. clan 
gadj,injapun berlain-Iainan mcnurut djabatan jang dipanqku­ 
nja dalam negeri kita ini. 
Tetapi pada umu m nja rnereka itu mengadakan perdjandjian 
untuk bekerdja selama 3 tahun. clan sesudah 3 tahun mereka 
rnendapat bonus satu tahun gadji. Kebanjakan dari mereka 
adalah peqawai-peqawai teknis jang .sangat kita perlukan. 
Bonus itu bisa disimpan diluar negeri atau dikirimkan kepada 
keluarganja. Berhubung dengan ini mungkin Kemente.ria':'I 
Keuangan besok akan rnemberi keterangan jang Iebih 
pandjang lagi tentang soal kortverbanders itu dan gadjinja. 
(Kuti pan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
p1eno kc-o l tang gal 4 Agustus 1950). ( Lihat djuga djawaban 
Menteri Keuanqan atas pertanjaan No. 145). 

82. PERTANJAAN anggota K. lVerdojo: 
a. Berapakah djumlah kortverbanders sernua clan berapa 

djumlah gadjinja7 
b, Berapa djumlah uang jang harus dikeluarkan sebulannja? 
c. Bagaimana aturan penjimpanan uang mereka (delegeren) 

sebelurn clan sesudah ada guntingan uang? 

berhubunqan dcnqan urusan K.l'vI.B. tetapi djuqa oleh karena 
masih ada jang dibutuhkan. Pegawai-pega\.v~i jang tidak di­ 
butuh kan lagi, umpamanja pada Kerne nre rian Dalam Negeri, 
sekarang sudah beratus-ratus jang dilepas dari djabatannja 
clan diberi uang tunggu. artinj::l ,.afgevloe1d". Terbanjak dari 
peqawai jang afgevloeid itu ialah peqawai-pcqawai djabatan 
Kemcnterian DJlam Negeri, oleh knrcna dengan susunan 
neqara kita sekaranq, peqawai-peqawai Belanda dalam 
djabatari-djabaran Kemcnterian Dalarn Negeri itu banjak jang 
tidak dibutuhkan lagi. 
Tetapi mengenai peqawai-pcqawai jang pekerdj aannja 
bersifat teknis masih banjak jang kita perlukan clan masih 
banjak jang kita tahan dalam din as kita. 
( Kitupan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-61 tanqqal 4 Agustus 1950). 
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DJAWABAN Perdana Menteri: 
a. Pada awal tahun ini ada diadakan suatu konperensi 

antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat clan Peme­ 
rintah Republik Indonesia untuk m enin djau urusan 
pegawai ini, 
Oleh ka rena pada waktu itu kita berhadapan dengan soal 
kebanjakan pegawai clan tjar a bagaimana kita menernpat­ 
kan pegawai dengan tjara rasioniL maka untuk hal itu 
telah diadakan berbagai-bagai matjam panitia, jang 
mengenai koordinasi clan jang mengenai rasio nalisasi 
sehaik-baiknja mengenai susunan djabatan-djabatan, mi­ 
salnja dalam kota-kota pradja, kabupaten dan lain-Iainnja. 
Akan tetapi berbagai panitia ini tidak dapat rnelanqsunq­ 
kan pekerdjaannja oleh karena kedj adian-kedjadian 
politik janq sangat tjepat sesudah itu, dimana banjak 
dianrara negara-negara .bagian digabungkan kepada 
Republik Indonesia, sehingga penindjauan itu tidak bisa 
dilakukan terus. Akan tetapi ha] itu sebagai suatu soal 
masih ditunda, clan saja kira dengan terbentuknja Negara 
Kesatuan nanti, dimana susunan pegawai akan merata 
dari atas kebawah, maka soa] itu akan lebih mudah di­ 
tindjau kembali. 

b. Saudara tersebutpun menanjakan apakah Pemerintah ada 
berniat untuk mengadakan suatu badan jang akan mern­ 
ber antas korupsi. Memang soal korupsi itu perlu dibe­ 
rantas, akan tetapi apak ah ini dapat diherantas, dengan 
suatu badan Pemerintah, ha] ini belum dapat dipastikan. 
Korupsi tersebut dapat kita member antasnia. apabila kita 
mengadakan inspeksi terus-rnenerus. membentuk inspec­ 
tor ateu, dimana tiap-tiap djabatan itu seriantiasa d iko n­ 
trol. Kalau tidak salah, lain atau Stalin pada salah suatu 

dinegeri kita ini, kalau tidak, maka usaha-usaha lain dari 
Pemerintah, seperti usaha mendapat deviezen luar negeri clan 
usaha mentjegah djatuhnja nilai uang kita akan kurang 
berhasil. 
c. Adakah pasal 3 dari ,,persetudjuan tentang kedudukan 

pegawai negeri, jang tertjapai dalam K.M.B., dipersoalkan 
dalam conferentie UN!-Ministers jang baru lalu, clan apa­ 
kah hasilnja jang concreet ?" 
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DJAWABAN Perdene Menteri: 
Dalam rnasa jang lampau telah didjumpai berbagai kesulitan 
mengenai beberapa hal, k ar e n a tidak dapat ditegaskan mana 
jang mendjadi tanqqunq-djawab Pemerintah R.I.S. clan maria 
jang mendjadi tanqqunq-djawab Pemerintah Negara Bagian. 
Umpamanja dalam beberapa ha] ada ditentukan apa jang 
diurus oleh R.I.S. clan selebihnja diurus oleh Pemerintah 
Daerah. Ada umpamanja berbagai hal jang tidak bisa ditetap­ 
kan begitu sadja: terutama dalam soal-soal kemakmuran 
sering-sering Pernerintah Pusat merentjanakan sesuatu, 

86. PERTANJAAN anggota Ibnoetedji Prawirosoedirdjo: 
Berhubung dengan piagam persetudjuan R.I.S.-R.I.. dalam 
mana antara lain dinjatakan. bahwa akan diusahakan agar 
sedapat rnungkin Undang-undang R.I. berlaku u ntu k seluruh 
Indonesia. 
Memperhatikan kesimpulan dari segala penindjauan anggota 
Panitia Tetap V, kedaerah-daerah bahwa hubungan antara 
Pusat dengan daerah-daerah sangatlah menqetje wakan, 
maka Panitia Tetap V memadjukan pertanjaan-pertanjaan 
kepada Pemerintah, sebagai berikut: 
Bagaimana tjar a pembagian pckerdjaa n ( taakafbakening) 
dari Pemerintah Pusat sarnpai kedaerah-daerah, agar per­ 
aturan-per aturan jang dibuat oleh Pu sat tidak tcrhenti 
djalannja didaerah-daerah? 

DJA \VABAr\ Perdana Mentcri: 
Mengenai hal-hal janq bukan mcndjadi tanggung-djawab 
Pemerintab Belanda. ma k a ke ru sak a n-keru sakan tersebut 
tidak bisa dituntutka n kepada Pemerintah Belanda. T'idak 
ternjata, bahwa Pemerintah Belandalah jang bertanggung­ 
djawab tcntang tindakan-tindakan mereka itu. Kita hanja 
boleh me nuntut, apabila ter njata bahwa tindakan-tindakan 
itu ter ma suk dalam lingkungan tanggung-djawabnja Peme­ 
rintah Belanda. 
( Kutipa n pid ato djawaban Perdana Mcnteri dala m rapat 
pie no ke-61 tang gal 4 Agustus 1950). 

mengemukakan tuntutan-tuntutannja kepada pihak Belanda 
clan sa m pai dirnana hasrlnja? 
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sekarang banjak sedikit tentu sudah diadakan reorganisasi, 
seperti saja katakan tadi menjatukan segala polisi clan mem­ 
perbaiki kembali kader-kadernja. 
Pun sekarang kita dapat hal-hal jang banjak berubah, tapi 
di Negara Kesatuan nanti, dimana kepolisian dipusatkan, 
penjempurnaan urusan polisi ini tentu akan rnentjapai tingkat 
jang leb.h baik. 
(Kutipan pidato djawaban Perdana Menteri dalam rapat 
pleno ke-o l tanggal 4 Agustus 1950). ( Lihat djuga djawaban 
Menteri Dalam N egeri atas pertanjaan No. 100. Red.). 
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B. Tentang ha] ini hanja saja djawab, hahwa perhubungan 
kita masih tetap sebaqaimana janq tertjapai pada waktu 
jang achir saja bitjara disini, jaitu antara kita dengan 
Sovjet Rusia ada persetudj ua n untuk mengadakan 
hubunqan diplomatik clan sebelum itu tirnbal-balik akan 
mengirim orang untuk menindjau perumahan lebih dulu. 
Dan dengan R.R.T. kita sudah mendapat persetudjuan 
clan Pemerintah R.I.S. sudah menjetudjui datangnja Duta 
Besar R.R.T. kesini. Persetud juan itu sudah lama diberi­ 
kan, tetapi duta itu belum lagi sarnpai disini. Dan kita 
sendiri sekarang sedang menindjat1-nindjau siapa kiranja 
ja nq bisa dtkirirn seba qai Duta Bcsar di Moskow 
clan sebagai Duta Besar di Peking. Kita djuga sedang 
memperbintjangkan. apakah - kalau sukar mcndapat 
orangnja, - tidak perlu buat sementara waktu dikirirn 
charge d'affairs sad]a. Tetapi ini satu soal jang sulit clan 
kita djuga harus berhubungan dulu dengan negara jang 
bersangkutan. apakah negara jang bersanqkutan itu 
setudju dengan pendirian kita: djuga terhadap orangnja, 
tcntu nja ditjari persesuaian lehih dahulu. 
l\!Iemang seperti saja sudah terangkan d ahulu. dikalangan 
dunia diplornasi, sebelum seorang duta dikirim diminta 
dahulu agreement dari pada Pemerintah ternpat duta 1tL1 

dikirim. 
{Kutipan pidato djawaban Mcnteri Luar 'Neqen dalam 
rapat pleno ke-61 tang gal 4 Agu8tus 1950). 

kepentingan bersama hendaklah diadakan kerdja-sama, 
mcnqhindarkan persainqan dan menjelenqqarakan koor-: 
dinasi, Tergantung kepada kebidjaksanaan masing-masing 
Pemerintah untuk menjelenggarakan hal-hal jang tersebut, 
Supaja hasil-hasil konpercnsi itu tidak me ndjadi suatu 
,,\<.•ishful thinking" sadja, maka konperensi memberi hak 
clan tugas kepada Ketua konperensi, jaitu Menteri Luar 
Negeri Filipina. Djenderal Besar Romulo. untuk tempo­ 
tempo mcnj ata kan dengan dj a lan diplomatik kepada 
rnasing-masing Pemerintah. hingga rnana segala sesuatu 
jang diandjurkan dalarn r esolusi-resolusi itu dapat dise~ 
lenq qarakan. Djadi lebih dari ini tidak ada janq tertjapai 
dala m konperensi Baguio. clan tidak ada persetudjuan 
jang menqikat jang dibuat. 
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Belanda a tau jang dilatih oleh Kementerian Luar N egeri 
Belanda. 

b, Seperti dulu saja terangkan, perlu ditanjakan disini, 
bahwa dalam djabatan diploruasi luar negeri tidak ada 
pegawai Belanda. Jang ada pegawai Belanda hanja pada 
djabatan teknik umparnanja sebagai handelswaarnemer. 
Djurnlahnja sama sekali 22 orang. Adanja mereka itu 
didalam djabatan ini ialah karena mereka itu diperlukan, 
oleh karena kita sendiri tidak tjukup mernpunjai tenaga­ 
tenaga untuk mendjalankan pekerdjaan ini. Dirnasa 
datangpun boleh saja bajanqkan kepada saudara-saudara, 
bahwa kita akan lebih banjak memakai pegawai jang 
berasal dari pada bangsa asing. Ini bukan kita sadja 
melainkan sudah lazim dalam dunia perhubungan luar 
negeri, misalnja neqeri-neqeri ,_, untuk meringankan 
beban anggaran belandja menggunakan konsol 
honorair. Kebanjakan dari pada konsol honorair itu adalah 
warqa-neqara dari pada negeri jang bersangkutan. Dan 
dimasa jang akan datangpun kita akan memakai konsol 
honorair clan dengan ini akan bertarnbah banjaklah orang 
asing dalam djabatan perhubungan kita diluar negeri. 
Tetapi jang mengenai urusan diplornasi. kita sernata­ 
mata menggunakan warga~negara kita sendiri. 

c. Ada lagi suatu pertanjaan dari saudara Djaswadi, jaitu 
jang mengenai soal supaja pegawai arnbassade kita diper­ 
ketjil djumlahnja dan diperbesar kwaliteitnja. Kalau 
saudara Djaswadi menilik benar-benar susunan arnbassade 
kita clan membandingkan djumlahn]a dengan ambassade 
negeri-negeri lain, maka boleh dikatakan bahwa baik 
kwalitatif maupun kwantitatif djumlah itu djauh dari pada 
mentjukupi. Di London kita tidak ada rnernpunjai 10 orang 
pegawai jang terhitung peqawai ambassade, sedangkan 
neqeri-neqeri lain banjak pegawainja beratus. Djadi 
dalam ha! ini ternjata bahwa djumlah pegawai arnbassade 
kita bukanlah tedalu banjak, melainkan terlalu kurang. 
Kalau diperhatikan djuga, bahwa arnbassade selain meng­ 
urus perhubungan diplornatik djuga memperhatikan 
kepentinqan-kepentinqan negeri kita jang mengenai 
ekonorni, pengadjaran clan sebaqainja, maka njatalah 
bahwa dengan tenaga jang ada sekarang ini tidak dapat 
kita menjelenggarakan pekerdjaan dengan sebaik-baiknja. 
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susunan jang sebaik-baiknja kedalam dan menghindarkan 
berbagai-bagai ketjideraan clan kekatjauan, maka dengan 
seridirinja bagi pers luar neqeri, sekalipun mereka mau, akan 
kurang sekali alasan buat menodai kita. Djadi soal ini tidak 
hanja tergantung pada tangkisan kita dengan alat-alat pro­ 
paganda diluar neq eri. tetapi djuga dengan konsolidasi dan 
susunan kita kedalam. Kita tahu beberapa banjak h al-hal jang 
bersangkutan dengan politik negara kita, jang dipergunakan 
oleh pers luar negeri untuk menjatakan, bahwa di Indonesia 
ini tidak ada law and order. 
Sebab itu kita pergunakan tenaga kita clan segala apa jang 
ada pada kita untuk mentjapai keselarnatan, ketenteraman 
kedalam. Apabila itu telah kita tjapai, saja kira tidak banja k 
lagi bagi pers luar negeri alasan-alasan untuk dapat menodai 
narna kita jang dengan alasan-alasan sedikit bisa mcndapat 
kepertjajaan. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Luar Negeri dalam rapat 
pleno ke-o l tanggal 4 Agustus 1950). 
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92. PERTANJAAN anggota K. H. Tjikwan: 

a. Tindakan apa jang telah.akan dilakukan oleh Pernerintah 
guna mengatasi terganggunja keamanan diberbagai daerah 
di Indonesia ini. umpa m anja di Djawa Timur, Djawa 
Barat clan sebagainja? 

b. Apakah Pemerintah masih menganggap perlu adanja 
Pemerintahan Militer clan atau berlakunja keadaan dalam 
perang clan darurat perang didaerah-daerah jang keaman­ 
annja telah berdjalan sangat baik, umpamanja didaerah 
Sumatera Tengah. Dan apabila berachirnja peraturan 
memakai pas-djalan ter istimewa rnasuk clan keluar dari 
suatu kota dengan melalui K.M.K.? 

Undang-undang bahaja perang dan bah aja. Dapat diper­ 
tahankan lebih landjut, bahwa penggabungan daerah 
tidak merobah keadaan itu. 
Dalam praktek soal tersebut tidak menimbulkan kesulitan. 
karena poko k-po kok dari S.O.B. clan Undang-undang 
bahaja perang clan bahaja dari R.I. itu se:betulnja sarna. 
Selain dari itu djuga S.O.B. rnempunjai beberapa aturan 
pelaksanaan ( uitvoeringsvoorschriften) dari rnilitairqezaq. 
Sebagian tidak berlaku berhubung dengan keadaan jang 
berubah sesudah penjerahan kedaulatan clan sebagian lagi 
masih berlaku. Karena itu dalam pr aktck perlu S.O.B. 
didjalankan berdasarkan atas persetudjuan dari Konpe­ 
rensi Medja Bundar, dimana dinjatakan, bah,va aturan­ 
aturan jang dulu masih tetap berlaku. 

b. Menqenai sub b, dapat disini dinjatakan, bahwa memang 
Pemerintah bermaksud dengan seg er a rnemadjukan 
Undang-undang baru sebagai pengganti Undang-undang 
Pemerintah Hindia Belanda clan Pemerintah Republik 
Indonesia. Karena soal ini adalah seal jang sangat pr in­ 
sipieel, maka Pemerintah berpendapat, bahwa selajaknja 
Pemerintah barulah jan q berhak clan berwadjib rnerna­ 
djukan seal ini kedepan Dewan Perwakilan Rakjat. 
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djendera] Kerne n­ 
terian Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat 
pleno ke-62 tang gal 5 Agustus 1950). ( Lihat djuga 
djawaban Menteri Kehakiman atas pertanjaan No. 108). 
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P.B.B. sedang S.B.T.B. menerimanja hanja sebagai ,,fait 
accornpli". Untuk menghindarkan kekatjauan, maka oleh 
kedua ser ik at buruh lainnja diarnbil sikap jang passif. Pada 
tanggal 3 Mei Penuiis clan Pemimpin dari S.B.T.B. datang 
pada Staf Gubernur Militer Djakarta-Raya untuk melaporkan 
keadaan seperti diuraikan mernikul tanqqunq-djawab atas 
pemogokan bahwa S.B.T.B. tidak bersedia memikul tang­ 
gung-dja\vab atas pemogokan ini, jang didjalankan dengan 
tidak berdasarkan kata sepakat antara ser ikat-ser ik.at buruh 
lainnja. 
Ada pu la banjak anggota S.B.T.B. jang sebenarnja tidak 
bersedia moqok. akan tetapi karena mereka takut antjarnan­ 
antjaman jang dikeluarkan oleh pihak P.B.B. mereka turut 
sadja mogok. Berhubung de nq an laporan itu, maka oleh 
pihak Gubernur Mihter. Tuan Karnarudin dipanggil untuk 
didengar pendapatnja. Surat itu diberikan kepada utusan dari 
S.B.T.B. tadi untuk disarnpaikan kepada Tuan Kamarudin. 
Ditengah dialan, pengantar tadi, jaitu utusan jang rnenqen­ 
darai bus djuga, diminta oleh beberapa anggota te ntara untuk 
diantarkan keasramanja di Ojatinegara. Karena utusan 
S.B.T.B. perlu membawa surat tersebut ke Gang Tengah, 
maka permintaan anqqota-anqqota te ntar a tadi dikabulkan. 
Pada ternpatnja Tuan Kamarudin terdjadi pertjektjokan. 
antara Tuan tersebut dengan pembawa surat dari Gubernur 
Militer. jang dinamakan pengchianat oleh penganut-penganut 
Tuan Kamarudin clan kernud ian mulai dikepung. !\1elihat 
kedjadian demikian salah satu dari anggota tentara tadi, untuk 
rnenghindarkan ter djad inja perkelahian melepask an tembakan 
keatas, Maka dari uraian tersebut diatas, terang kiranja, 
bahwa: 
a. kedatangan anggota tentara diternpatnja Tuan Kamarudin 

hanja kebetulan sadja: 
b. tembakan jang dilepaskan itu tidak ditudjukan kepada 

dirinja Tuan Kamarudin. 
Disini dapat ditambah pula, bahwa keesokan harinja Tuan 
Kamarudin datang pada Staf Gubernur Militer clan mengakui 
apa jang diuraikan baru-baru ini. 
(Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djerider al Kementerian 
Pertahanan a.n. Menteri Pertahanan dalam rapat pleno ke-62 
tang gal 5 Agustus 1950). 
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DJAWABAN Menteri Dalam Neqeri. 
a. Di Djawa clan Madura kedapatan beberapa desa. jang 

dinamakan desa perdikan. Dcsa-desa ini terbagi lagi atas: 
a. Desa pekuntj·en, 
b. Desa keputihan, 
c. Desa midje n, 
d. Desa pesantren. 
Pemerintah beranggapan. bahwa aliran kemauan rakjat, 
jang menghendaki perubahan bentuk dari desa perdikan, 
jang berasaI dari zaman purbakala itu, mendjadi desa 
biasa (bestuursdessa) harus ditundjang oleh Pernerintah. 
Perubahan itu haruslah disepakati oleh jang berkepen­ 
tingan: kalau sekiranja persetudjuan tak dapat ditjapai 
dengan djalan perdarriaian. maka untuk kepentingan 
umum, mungkinlah hak-hak jang berkepentingan ditjabut 
( onteiqend ) oleh Pemerintah, dengan memberi ganti ke­ 
rugian jang sepanta snja. 

95. PERTANJAAN anggota R. S. Adhisoekmo: 
Dikeresidenan Banjumas terdapat banjak desa perdikan atau 
kedemangan, dikepalai oleh seorang Demang, jang kedu­ 
dukannja erfelijk. Menurut sedjarah, desa-desa tersebut asal 
mulanja adalah hadiah ( schenking) dari para radja dulu kala, 
sebagai tanda terima kasih kepada orang atau keluarga. 
Dari sebab pada hernat karni, berdasarkan sedjarah clan per­ 
kataan ,,hadiah" itu. desa tersebut adalah ha! perseorangan 
atau keluarqaan, maka penanja ingin mengetahui: 
a. Dapatkah desa tersebut atas kehendak ra kjat didjadikan 

desa biasa, dengan tiada persetudjuan dari jang berhak? 
b. Mungkinkah kiranja, apabila desa-desa sematjam itu 

d iatur sebagai Swapradja-swapradja, dengan tidak me­ 
langgar ahli-waris? 

Pertanjaan Anggota-~ggota ditudjukan kepada 
MENTER! DALAM NEGERI 

clan djawabannja. 

IV. 
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3.384 
6.860 ,. 

1.622 

1.854 .. 

sebeleh timur kali Tjimamzk: 
Kabupaten Surabaja: 

6 tanah part. . 
Kabupaten Semarang: 

2 tanah part. . . 
Kabu pa ten- kabu pa ten lai nn j a: 

6 tanah part. . 
14 tanah part. .. 

484.844 ha 

1. T'eneh-tensli Agraria: 
sebeleli beret kali T'iinumuk, 
(Keresidenan Bogor clan Djakarta 
Raya} 
67 tanah part. . 

DJAWABAN Menteri Dalam Neqeti: 
A. Luasnja tanah-tanah partikelir di Djawa pada tanggal 

l Djanuari 1949 menurut taksiran. ada: 
298.829 ha, jakni: 

sebelum agressi miiiter ke-I. Tanah itu sudah didjadikan 
sawah.Iadanq dengan biaja clan tenaga jang tidak sedikit, 
dengan didirikan disitu pondok-pondok. Waktu agressi 
rniliter disitu, tanah-tanah itu diminta kernbali, rumah­ 
rurnah dirusak, oranq-oranqnja diusir dari situ. 
Rakjat sekarang menuntut sedikit-drkitn ja Pemerintah 
mengganti kerugian atas ongkos jang sudah dikeluarkan 
itu. 

C. Sampai dimanakah tjampur tangan Pemerintah dalam soal 
pemakaian ( pen] ewaan ) tanah Rakjat oleh onderneming 
tebu clan sebagainja? 
Tidakkah akan terulang tjara jang dulu-dulunja itu, 
bahwa alat-alat Pemerintahan seolah-olah menghadapi 
Rakjat Tani? 

D. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang tanah-tanah 
bekas lapangan penerbangan jang didjarnan Ojepang 
didapat dari tariah-tanah kepunjaan Rakjat disekelilinq 
lapanqan itu dengan mengusir serta membeli tanah-tanah 
itu dengan harga sangat rcndah. Sekarang tanah itu tidak 
dipergunakan lagi untuk keperluan pertahanan. 
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Pembelian kernbali sisa tanah parrikelir itu akan dise­ 
lenggarakan oleh Panitia Pembelian Kembali T'anah- 

Sisa tanah partikelir pada achir bulan Mei 1950 menurut 
taksiran luasnja: 

Sebeleh beret keli T'iimenuki 
16 tanah partikelir . .. . ... . ..... .... .. .. .. .... . 11.452 ha 

Sebeleh timur kali Tjimenuk: 
14 tan ah partikelir . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.860 

Dalam kota: 
109 tanah partikelir . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 7.125 

Djumlah . . .. . . . . . 25.437 ha 

Ojumlah .. . . . . . . . 3.4B6 ha 

ha 3.331 
43 

112 

Tanah-tanah ,.usaha", jang ada ditanah partikelir, jang 
dibeli kembali atau ditanggalkan haknja, mendjadi tanah 
,.milik" pcnduduk ( Staatshlad 1913 No. 702). 
Tanah-tanah ini kelak akan dikenakan padjak bumi. 
Tanah-tanah .Jconqsi", jang ada dibekas tanah-tanah 
partikelir itu. mcndjadi tanah Negeri. 
Pada pe njelesaian clan mengatur selandjutnja tanah-tanah 
partikelir jang telah dibeli kembali, akan ditetapkan pula 
tjaranja pernakaian bekas tanah-tanah kongsi itu, 
Dalam suku pertama dari tahun 1950 dibeli kembali pula 
tanah partikelir: 
Tjilidong . 
Lenteng Agung . 
Mam pang Ilir . 

Djumlah 469.506 ha 

67.521 ha 

Teneh-teneh perkebunen, jang tetap men­ 
djadi hak eigendomnja pernilik: 
banqunan- clan pekarangan 1.168 ha 
kebon karet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.624 
kebon teh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.433 
perkebunan'' lain . . . .. . . . . . . . 13.484 
lain-lain 4.186 
tanah-tanah tjadangan 18.626 
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Sebaliknja Pemerintah menganggap, tidak pantas dibiar­ 
kan sadja sipemakai memakai tanah-tanah jang amat 
berfaedah untuk kepcntinqan pendjagaan air atau tanah 
jang mudah hanjut, (jang berbahaja erosi) sebagai suatu 
tjara pertanian, sehingga kesuburan tanah mungkin akan 
hilang. 

C. Penjewaan tanah anak negeri oleh perusahaan gula, 
diatur oleh ordonansi sewa tanah ( grondhuur-ordonnan­ 
tie) clan oleh peraturan-peraturan istimewa, dalam surat 
izin untuk mendjalankan perusahaan qula. 
Perdjandjian-perdjandjian dalam surat izin ini, mernba­ 
t a si sipengusaha, pada umurnnj a , pada suatu daerah jang 
tertentu. Ordonansi sewa tanah menetapkan, bahasa 
perdj andjian menjewa tanah, harus dilakukan dihadapan 
Wedana clan disahkan oleh Bupati. 
Dapat ditambah disini, bahwa Pemerintahlah jang me­ 
nentukan harga sewa jang paling rendah. artinja perusa­ 
haan wadjib mcrnbajar paling kurang harga sewa jang 
ditentukan itu, tetapi si-tani bebas meminta harga sewa 
jang lebih tinggi atau tidak mem per sewakarmja. Sebanjak­ 
banjaknja disesuatu desa, dapat dipersewakan sepertiqa 
dari luasnja sawah, 
Pemerintah sangat mentjela sikap pegawai Pemerintah 
jang mendjadi kaki-tanqan dari perusahaan clan tidak 
akan berketinggalan melakukan tindakan jang tertentu, 
sekira nja ha! jang sedemikian ada sungguh telah terdjadi, 

D. Pemerintah berpendapat, bahwa hak mereka atas tanah 
jang dibeli oleh Ojepang untuk pembuat pelabuhan kapal 
terbang, pada azasnja harus dipulihkan kembali. 
Sekiranja mereka jang berkepentingan tidak menanggung 
kerugian jang lain, mereka harus m enjetor kembali ganti 
kerugian jang diterimanja kekas Negara, dihitung menu­ 
rut peraturan ,.sliding scale" pasal 52 ajat 2 dari 
Ordonansi Pemulihan Hak ( Ordonnantie Hers tel 
Rechtsverkeer}. Sebaliknja. djika ada kerugian jang lain 
misalnja puhun-puhun jang dipotong, pembongkaran 
banqunan-banqunan. haruslah uang jang akan disetor 
kembali itu, dikurangi dengan ganti kerugian tersebut, 
atau tanah itu dikembalikan sadja pertjurna kepada jang 
berhak. 
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Dengan demikian seolah-olah memberi kesernpatan kepa­ 
da laskar-Iaskar itu untuk mernpersendjatai dirinja. 

c. Sebagai factor psychologis dapat disebut anggapan dika­ 
langan bangsa Indonesia, bahwa Penqawal Perkebunan 
itu adalah suatu badan partikelir, jang merupakan .. voor­ 
post" dari pendjadjah an clan pernbela kapitaal asing. 

res mi. 

Dept. B.B. dahulu tanggal 4 Djanuari 1949 No. Pol 2'8. 
ialah untuk turut mendjaga orang-orang dan barang-barang 
dari perkebunan terhadap serangan-serangan dan dirnana 
perlu menggunakan kekerasan. Alasan pembentukan. ialah 
akibat jang tidak dapat dihindar kan dari ken jataan. bahwa 
Pemerintah ( Hindia Belanda) dengan mempergunakan alat 
kepolisiannja sendiri tidak mampu mendjamin kearnanan 
djiwa clan harta diperkebunan-perkebunan clan dengan 
demikian terpaksa seolah-olah menjerahkan pernbentukan 
lernbaqa tersebut kepada inisiatip partikelir, jang dengan 
djalan dernikian rnemberikan sumbangan kepada usaha pen­ 
djaminan keamanan umum. Orqanisatoris.admmistratif 
Pengawal Perkebunan ada didalam kekuasaan Perkebunan; 
teknis clan taktis dibawah Pemerintah Kepolisian clan terachir 
taktis dibawah pimpinan Militer. 
Tugasnja diantara lain. ialah. 
I. Pendjagaan (pendjaminan keamanan) keselamatan djiwa 

(pegawai) clan harta kepunjaan Perkebunan (pasal 3). 
II. Me njelidiki suara-suara clikalangan penduduk dan pega­ 

wai (buruh) dari perkebunan dan mengumpulkan berita­ 
berita ( keterangan) tentang anasir-anasir jang tersangka 
berbahaja ( pasal 14). 

Dalam prakteknja Penqawal Perkebunan itu tak dapat men­ 
tjapai hasil, sebagairnana dikehendaki atau dimaksudkan 
semula, karena antara lain: 
a. Pengawal Perkebunan mendjadi sasaran pasukan-pasukan 

jang bersendjata. baik jang resmi, maupun jang tidak 
resmi ( laskar-laskar jang liar). 

b, Tidak sedlkit clari anggota-anggota Penqawal Perkebun­ 
an fang diwaktu segera sebelum clan sesuclah penjerahan 
kedaulatan melarikan diri denqan membawa scndjata 
pakaian clan alat perlengkapan lainnja clan ada pula jang 
rnenggabungkan d iri kepada Iaskar-Iaskar jang tidak 



·. ··:~~:_:: .. ;.::.5;~:\ . 
-; ... ,.~:. ·.:: :' ? ' . 



50 

4. Tentang kepastian periernpatan (dislokasi) pegawai 
tersebut, berhubung hal pembubaran harus seiekas 
mungkin diselesaikan, untuk scmentara diserahkan kepada 
kebidjaksanaan masinq-rnasinq Kepala Polisi jang ber­ 
sangkutan; ini mengingat. bahwa keadaan dimasinq­ 
masing tempat berlainan, jang lebih diketahui oleh 
masmq-rnasinq Kepala Polist clan kernudian harus segera 
diberitahukan kepada Pusat. 

5. Perongkosan mengenai pakaian, perse ndjataan clan per­ 
lengkapan adalah mendjadi tanggungan Pemerintah, 
sedang ongkos-ongkos jang dikeluarkan oleh para periq­ 
usaha perkebunan berkenaan dengan perneliharaan lern­ 
baga tersebut sampai pada saat peqawai-peqawainja 
masuk dalam kesatuan kepolisian kemudian akan diganti 
oleh Pemerintah. 
Ojika sesuatu tempat mernerlukan pendjagaan polisi, maka 
sementara pengusaha perkebunan jang bersangkutan 
harus menj ediakan tern pat ting gal (inkwartiering) clan 
djaminan makan (voeding). 

Djadi sebagai kesimpulan dari keterangan kami tadi ialah, 
bahwa hapusnja Pengawal Perkebunan hanja menunggu 
selesainja pengangkatan dari pada anggota-anggota Peng­ 
awal Perkebunan. jang memenuhi sj arat-sjarat clan sanggup 
masuk kepolisian, mendjadi pegawai polisi, sedangkan mate­ 
rieel dari Pcnqawal Perkebunan sudah dikuasai oleh polisi. 
Tidak perlu kiranja diterangkan lagi disini, bahwa didalam 
m elakukan kebidjaksanaan ini sekeras-kerasnja agar djangan 
anasir-anasir jang tiada diharapkan itu masuk didalam corps­ 
polis. Indonesia. 
Kepada anggota jang terhormat Abdullah Jusuf, dapat kami 
beritahukan, bahwa sarnbil menung0u selesainj a pcmbubaran 
Pengawal Perkebunan di N .S.T. taktis berada langsung di­ 
bawah Gubernur Milit er.Komandan Tcritorial Sumatcra 
Utara clan kepada Kepala Tjabanq Djawatan Kepolisian 
u ntuk Suma tera sudah diberikan instruksi untuk melaksana­ 
kan pernbubaran Pengawal Perkebunan terrnaksud dalarn 
kerdja sama dengan Kepala Djawaran Kepolisian N.S.T. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam 
rapat pleno ke-62 tang gal 5 Agustus 1950). ( Lihat djuga 
djawaba n Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 160. 
Red.). 
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99. PERTA~JAAN anggota Ahem Evninqprud je: 
Mengenai masalah milik asing helurn terdapat sikap jang 
terang dari Pemerrntah. Karena tiduk adanja sikap jang 
terang ini, maka didaer ah-daerah tirobul pengertian berma­ 
tj am-rnatjam clan timbul pula berbagai instansi jang inentjoba 
menjelesaikan rnasalah ini, sering-sering usaha ini menimbul­ 
kan perte ntariqan antara buruh clan Pemerintah. ataupun 
buruh tani dengan teritara masih banjak sekali kaum buruh 
jang menganggur menunggu pcnj elesaiar: rnasalah ini. 
Selandjutnja banjak perusahaan jang tidak dikerdjakan, baik 
oleh Pernerintah, maupun oleh pengusaha clan semuanja 
saling menunggu peru sahaan-pcrusahaan jang dapat meng­ 
hasilkan ini, tapi sekarang menganggur sadja karena tidak 
ada ketentuan dari Pemerintah. bukan sadja terdapat di 
Djawa Timur dan Tengah, tetapi djuga di Djawa Barat, 
seperti Sukabumi, Bogar, Tjiandjur dan di Sumatera, seperti 
di Lampung, Palembang. Bengkulu, Sumatera Timur dan 
Atjeh. Bagaimana sekarang ketegasan Pernerintah tentang 
milik asing? Selaridjutnj a dalam rcvolusi ini hanjak tanah­ 
tanah erfpacht clan konsesi, telah mendjadi perkarnpunqan 
atau drkerdjakan oleh rakj at. mcnurut persetudjuan K.M.B. 
hal-hal ini akan digcrnggu diwadjibkan pindah dari tanah 
perladariqan dan per kampunqan barn ini. 
Tapi dalarn kenjataan sering-sering tirnbu] tindakan-tindakan 
dari Peme rintah seternpat atau pimpinan tentara seternpat 
jang karena salah paharn ataupun karena sebab lain sanqat 

Waringin seridin mengenai suara-suara keinginan clan 
pendirian rakjat didaerah itu. 

b, Berhubung daerah Kota Waringin telah digabungkan 
dalam wilajah Republik Indonesia, maka soal ini telah 
drsarnparkari kepada J.M. Menter: Dalam Negeri R.I. 
di Djokjabrta, tetapi hin3ga kini masih belurn diterima 
ka har pe nj elesaiannj a. 
D1adinja ditegaskan lagi disini. bahwci Pemcrmrah Pusat 
di Djakarta sarnpai kin. tiadalah berhacijat mengangkat 
kembali Sultan Kota \Varingin itu. oleh karena soal ini 
masih drdalam urusan. (Kutipan pidato dj awaban Ivienteri 
Dalam )Jegeri dalam ~apat pleno ke-62 tanggal 5 Agus­ 
tus 1950). 
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OJA \VABAN Menteri Dalam Negeri: 
Berhubung dengan pertanjaan saudara 0. Rondonuwu dapat 
diterangkan sebagai berikut. Berhubung dengan diputuskan 
dengan statement bersa ma dari Pemerintah R.I.S. dan RI. 
tanggal 6 Djuni 1950 untuk menscntralisecr polisi. maka 
tugas polisi akan terlingkung dnlam penjele nqqaraan Peme­ 
rintah jang sentral. 
Pe ndidikan Pegawai Tinggi Kepolisian, jakni tjalon Komi­ 
saris Polisi, dilakukan di Sukabumi sebagai landjutan usaha 
jang diterima dari Pemerintah Hiridia Belanda pada waktu 
penjcraha n kedaulatan Negara. Bulan Djunj jang lalu dimulai 
di Diakarta kuliah pada Akademi Polisi, pe.ndidikan tjalon­ 
tjalon Komisaris Polisi. jong dioper dari R.L; dengan djalan 
ini dirnaksudkan memperoleh pe qawai-peqawai tinggi janq 
acadernisch opgeleid. jang mengandung perhaikan mutu 

100. PERTANJAAN anggota 0. Rondom1wu: 
Bagaimana penglaksanaan dari pada sub n. Larnpiran 
Konstitusi Sementara R.I.S. (mengenai kepolisian}. 
Apakah ada rantjanqan reorqanisasi bekas kepolisian Hindia 
Belanda <lulu clan baqaimana rc ntjana itu pada garis-garis 
besarnja? 

pentingan dalam ha] perhubungan hukum itu. Kalau 
umpa manja sipcruakai tanah mengerdjakan tanah dengan 
tjara jang merusakkan kesuburannja, sedang pengusaha 
dalam ha] i ni herdia m sadja, maka Pernerintah harus 
mengambil tindakan. Tentang urusan pcrnakaian tanah 
erfpacht clan kcrisesi sclama pendudukan Djepanq clan 
rcvolusi, dapar kita ketemukan pada pasal 1 alinea 3 
baris a dari perscrudjuan Keuangan dan Perekonomian 
K.rvI.B. Den~pn mcnquranqi apa jang telah diterangkan 
pe makaian tanah seperti disebut tadi. maka Pemerintah 
tida k akan me.nbiarkan dj ikalau sesudah pcnjerahan 
kedaulatan masih ada terdjadi pemakaian tanah jang 
tidak sah clan herusaha niemberikan pe njelesaian me nu­ 
rut dasar hukum. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Dalam Negeri dalam 
rapat pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). ( Lihat 
djuga djawaban l\.fonteri Kemakrnuran atas pertanjaan 
No. 128E). 
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101. PERTANJAAN anggota H. Siredjuddin Abbas: 
1. Menurut kabar jang disamp aikan kepada saja, dalam 

pcridjar a-pcndjara di Sumatera Tengah (Padang, Tan­ 
djung Pinanq, Pakan Baru clan Djambi) rnasih meringkuk 
Iebih kurang 500 orang pedjuanq-pedjuanq kemerdekaan. 
Kalau kabar ini benar maka penanja ingin tahu: 

a. Sarnpai dimana usaha Pemerintah dalarn menjelesaikan 
soal ini? 

·b. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, 
bahwa pedjuanq-pedjuanq kemerdekaan jang masih me­ 
ringkuk dalam pendjara itu harus dengan segera 
dilepaskan? 

DJAWABAN Menteri Kehakiman: 
Bahwasanja pedjuanq-pedjuanq kemerdekaan jang masih 
meringkuk dalam pendjara karena perdjuangannja itu, harus 
dengan segera dilepaskan, telah dinj atak an oleh Pemerintah 
didalam Sidang Dewan Perwakilan Rakjat. Apakah didalam 
pe ndjar a-pendjara di Surnater a Tengah (Padang, Tandjung 
Pinanq, Pakan Baru dan Djambi ) masih meringkuk orang 
pedjuanq-pedjuanq kernerdekaan, akan diselidiki oleh Tuan 
Soenarjo. Pegawai Kedjaksaan Agung, jang waktu sekarang 
scda nq melakukan perdja lana n di Sumatera guna menjelidiki 
peridjar a-pendjara disana. (Djawaban Menteri Kehakiman 
dengan su r at nj a tertangga[ 20 April 1950). 

102. PERTANJAAN anggota Ilidajat den R. B. Mantjanegarn: 
Dalam tahun janq lalu oleh Periqadilan Negeri Kendal ter­ 
hadap rerrlakwa Rongkes, jariq dituduh rnendjalankan pern­ 
bunuhan terhadap 27 orang tawanan, telah didjatuhkan 
h ukuman rnati. 
Dalam perneriksaan per kar a pid ana tcrsebut ternjata, bahwa 
beberapa orang polisi lainnja ( diantaranja ada seorang ber­ 
nama Nelwan) turut tjarnpur dalam perkara pernbunuhan itu. 

Pertanjaan Anggota-anggota ditudjukan kepada 
MENTER! KEHAKIMAN 

dan djawabannja. 

v. 
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DJA WABAN Menieri Kehekimen: 
Menurut pasal 139 Konstitusi Semcntara, Pemerintah berhak 
atas kuasa clan tanggung-djawab se n dir i rrienetapkan 
Undang-undang darur at untuk mengatur hal-hal jang karena 
keadaan jang mendesak perlu diatur dengan seqere, 
Sjar at bagi menetapkan Undang-undang darur at ialah perlu 
dibentuknja peraturan dengan segera berhubung dengan 
adanj a keadaan jang mendesak. Bilamana ada suatu keadaan 
jang mendesak, tidak dapat didjawab dengan suatu formule 
umum. oleh sebab segala sesuatu akan tergantung dari pada 
keadaan jang njata: tergantung dari pada suatu situasi jang 
k onlcreet , 
Mungkin oleh karcna adanja keadaan jang mendesak itu 
timbul keadaan jang membahajakan kearnanan atau jang 

104. PERTANJAAN anggota Mr lwa Kusumesumentri: 
Menurut pendapat penanja tidaklah sesuai dengan azas clan 
sistim demokrasi dji k a se suatu Pemerintah tiap-tiap kali ada 
,,K cadaan mendesek" niemhuat Llndanq-undanq darurat 
pe r lu: 
a. bahwa oleh keadaan m e ndcsak itu telah timbul keadaan 

jang membeheinken keemenan clan (a tau) mengantjam 
her wudjudnja Negara: 

b, clan bahwa tidak ada kesempatan untuk berunding lebih 
dulu Dev>'<rn Perwakilan Rakjat (clan Senat): tidaklah hal 
ini perlu dibuk tik an setidak-tidaknja dinjatakan oleh 
Pernerintah, supaja dapatlah u mu m mengetahui bahwa 
Pernerintah dalarn tindak annja rricrnbuat Undang-undang 
darurat itu tidak melanqqar az as kerakjatan? 

Berhubung dengan itu, pasal 207 clan 208 K.U.H.P. ini tidak 
dapat semata-rnata ditjap .,kolonial''. 
Tentang baik atau tidaknja menghapuskan pasal-pasal ter­ 
sebut. Pemerintah akan mempertimbangkannja dalam 
rnenjiapkan rantjangan Undang-undang Hukum Pidana clan 
dalarn pada itu Pemer intab akan berunding dengan Pemerin­ 
tah Republik Indonesia ( dirnana pasal-pasal 207 clan 208 
djuga rnasih berlaku ) serta dengan Pemerintah Negara­ 
ncqara bagian lainnja. (Djawaban Menteri Kehakiman 
den}lan sur atrija terranqqal 20 April 1950). 
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107. PERT ANJAAN anggota Nj. Moedikdio: 
Dalam djawabannja Pemerrnrah mengakui kebenaran clan 
adilnja pcndapat, bahwa patriot-patriot Indonesia jang 
dengan keichlasan telah berkorban dalam perdjuangan 
kemerdekaan dan sekarang sebagai a kibat dari perdjuangan · 
itu masih meringkuk dalam pendjara, harus dikembahkan 

DJAWABAN Menteri Kehakiman: 
Setelah beberapa kali diminta keterangan kepada Pemerintah 
N.I.T. rnak a pada tanggal 15 April j.L Kemcnterian Keha­ 
kiman mcnerima k awat dari Menteri Kehakiman N.I.T. jang 
herbunji. bah wa dengan tje p at mung kin perrnintaan kami 
akan dipenuhi. 
Dalam kawat itu diher itahuk an bahwa Pemerintah N.l.T. 
menimbang akan melepaskan Salawati Oaud c.s. Berhubung 
dengan itu kami telah mengirim kawat lagi kepada Pern e­ 
rrntah N.I.T. supaja segera memberitahukan kepada kami 
penjelesaian soal t er sebut diaras. (Oj;:nvaban Me nrer i Keh a­ 
kiman dengan suratnja tanggal 20 April 1950). 

106. PERTANJAAN anggota Nona Soewarti: 
Sekali lagi saja tanjakan tentang soal Salawati Daud c.s. 
Sudah sarnpai kernana usaha Pemerintah mcnjelesaikan soa] 
itu? 

lebih landjut, dengan ini dimaklumkan, hahwa menurut 
keterangan pengganti Djaksa Tinggi Medan, janq baru­ 
baru ini diterirna oleh kami, didaerah Sialanq Buah tiada di­ 
k etahui penangkapan-penangkapan kopi clan getah clan 
sebagainja jang sarnpai saat ini belurn diselesaikan, serta 
tiada suatu per karapun jang bersangkutan dengan atau 
dipengaruhi oleh salah seorang peq awai tinggi N.S.T. 
Lehih djauh diterangkan. bah wa penjeluridupan-penjelun­ 
dupan getah, kopi clan sebagainja jang te:lah tcrdjadi di 
Sialang Buah clan Padang'Begagai semuanja telah diadili 
oleh Pengadilan Negeri Tebinq Tinqqi dengan vonrus-vormis 
No. 28. 32 dan 34 tahun 1950 [Lihat Lampiran No. 1 - Red.) 
(Djawaban Menteri Kehakiman dengan suratnja tanggal 
30Meil950). 
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Kapt. Poermono sebagai anggota, 
Major Slamet sebagai anggota; 

Purwokerto: 
Kapt. Soenardi sebagai ketua: 

Surabaja: 
Major Singgih sebagai ketua. 
Kapt. Soenarjo sebagai anggota. 
Ltn. Arifin Nur sebaqai anggota; 

Pekalongan: 
Oversee Sarbmi sebagai ketua, 
Major Slarnet Soekarman sebagai anggota, 
Mr Alitjondro sebagai anggota. 

Panitia-panitia tersebut masing-masing bekerdja dibawah 
pengawasan pemimpin-pemimpin militer untuk masmq­ 
masing daerah, seperti: untuk Semarang clan Surabaja 
dibawah penglima-penglima Divisi I clan III. 
Ketjuali dari panitia-panitia djuga ada hubungan rapat 
dengan clan didapat bantuan dari Djaksa-djaksa. baik ten­ 
tara, maupun sipil, 
Njata dari apa janq tersebut diatas. bahwa maksud 
Nj. Moedikdio telah didjalankan oleh Pemerintah. 
(Djawaban Menteri Kehakiman dengan sur atnja tanggal 
20 April 1950). 

108. PERTANJAAN anggota Ibrahim Sedar: 
Dibeberapa daerah, terutama jang barn digabungkan pada 
Republik Indonesia terbit keragu-raguan ja itu peraturan 
mana tentang keadaan perang dan bahaja jang kini harus 
berlaku clan dilaksanakan oleh pihak ke kuasaan sipil clan 
militer, kare na disamping ,,S.O.B.". Pemerintah Hindia 
Belanda dahulu, oleh Pemerintah Republik Indonesia djuqa 
sudah ditetap k an Undang-undang tentang bah aja perang clan 
bahaja, 
Keraqu-raquan rersebut menerbitkan akibat-akibat atau 
pe ristiwa-peristiwa jang kurang baik clan seharusnja ditjegah 
atau dihindar k an. agar perhubungan jang baik pih ak sipi}, 
pihak tcntara clan rakjat dapat terdjamin dan dipelihara. 
Segala tindakan seharusnja dilakukan ber dasar ata s Llnd anq­ 
undang atau aturan-aturan jang sah. 
Karena itu mohon keterangan-keterangan tentang pcrtanja­ 
an-pertanjaan berikut: 
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110. PERTANJAAN anggota Basri: 
Pada tanggal 5-5-1950 Pemerintah Propinsi Sumatera 
Sela tan telah mengirimkan kawat (No. 96/13.il 9jl) pada 
Memeri Kehakiman Republik Indonesia Serikar di Djakarta, 
jang herbun]! ,,harap diarnbil lanqkah seper lunja untuk rnern­ 
bebaskan tawanan pclitik nama habdullahzen .kma sekarang 
mc nd iala ni hukumannja nusakambangan ttk habis gss". 
Penanja ingin mendengar dari Pemerintah apakah orang 
jang tersebut dalam kawat itu, Hadu Abdullah Zen, sudah 
dibebaskan dari hukuman? 

DJA \VABAN Menter! Kchakiman: 

Mcmanq benar, dlkebun karet Nusakambanqan, sedj ak 
zarnan Hiridia Belanda dipekerdjakan orang-orang hukurnan 

• sebaqai pckerdja. Kebun karet itu bukan kebun karet per­ 
useheen pertanian Pernerintah. 
Nusak arnbarrqan adalah suatu peridjara-pulau, ar tinja suatu 
puiau, jang seluruhnja diserahkan kepada Djawatan Kepen­ 
dj ar aa n, 

Oranq-oranq hukuman jang diternpatkan dipulau tersebut, 
dikerdjakan dipclbaqai kebun pendjara (kebun djagung, ubi, 
sajur, dsb.), kebun karet suatu pabrik karet. Berhubung 
dengan itu, seorang bur uh biasa tidak dapat dipekerdjakan 
dipulau pendjara N usakambangan. 
Orang-orang hukuman jang bckerdja dalam kebun-kebun 
karet menerima pre mi f .0. 70 a f .0.80 sehari. ( Kutipan 
pidato djawaban Menteri Kehakiman dalarn rapat pleno 
ke-57 tanggal 26 Ojuli 1950). (Lihat djuga djawaban 
Menteri Perburuhan atas pertanjaan No. 163.) 

109. PERTANJAAN anggota R. S. Adhisoekmo: 
Diwartakan, bahwa dikebun-kebun karet Pernerintah, ter­ 
utama di Nusakambangan sedjak z a man Hmdia Belanda 
dipekerdjakan orang-orang hukuman sebagai pekerdja. 
Pe nanja ingin mengetahui, ap a k ah orang-orang hukuman 
itu mcndapat upah sebagai buruh biasa clan apakah Peme­ 
rintah nda k sepaharn dengan pcn anja. bahwa seharusnja 
buruh biasa jang dipekerdjakan dikebun-kebun kepunjaan 
Pemermtah. agar supaja pcnernpatan tenaga dapat herdjalan 
dengan norm aal? 
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itu akan diterusk an selandjutnja, bahwa Perne r intah adalah 
sepaharn dengan anggota Siauw Giok Tjhan, bahwa kita 
akan menudju kepada kesatuan hukum segala golongan 
banqsa, oleh karena tjita-tjita kita ialah satu bangsa jang 
ho mo qec n. 
Hanja homogeniteit itu tidak boleh clan tidak dipaksakan 
dengan sekaligus, melaiuka n harus bertumbuh da ri perkem­ 
bangan masjarakat. Haluan Pemerintah ialah menjokong 
sekuat-kuatnja tumhuh homogeniteit tersebut. Dalam pada 
itu Kementerian Kehakiman mernpeladjari kodifikasi dan 
umfika.s] hukum, dengan telah mungkin diselenggarakan, 
misalnja dilapanqan hukum lalu-lintas, hukum kontrak, 
hukurn dagang dan sebagainja. (Kuti pan pidato djawaba n 
Menter: Kehakiman dalam rapat pleno ke-57 tanggal 
26 Djuli 1950). 
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OJA \VABAN Afenteri Kemekmuren: 
A. Tidak rnasuk uru san Kementerian Kerriakmuran, tetapi 

Kemente rian Dalarn N e qeri. (Li hat djawaban Menteri 
Dalam Negeri atas pertanjaan No. 96. Red.). 

B. Terhadap tanah-tanah bekas onderneming jang karena 
siasat bumi-hanqus ataupun tinggalan rombakan djarnan 
pendudukan Djepang. sekar anq dikcrdjakan oleh rakjat 
sebagai tanah pertanian, Pemerintah menqambil sikap 
sebagai berikut: 
a. Bilamana onderneming tidak dapat dibangun kembali, 

maka tanah tinqqal tetap seperti keadaan sekarang. 
jaitu rakjat diperbolehkan mcnqer djak annja sebagai 
tanah per tanian. 

b. Bilamana onderneming dapat dibangun kernbali, maka 
rakjat jang menduduki tanah-tanahnja tidak akan 
dtusir begitu sadja. Akan ditindjau, tanah maria jang 
akan diperqunakan lagi oleh anderneming. T'anah­ 
tanah janq tersebut dibelakang a kari dikembalikan 
kepada onderneming dengan tjara jang tidak meruqi­ 
kan rakjat jang mendudukinja. Misalnja penduduknja 
diberi tanah lain atau diberi kerugian uang dsb. 

C. Tentang pemakaian tanah untuk onderneming (persewaan 
tanah untuk pabrik tebu dsb.), Pemerintah senantiasa 
mengambil sikap mengawasi, sekalipun pada az as-az a snja 
pernakaian tanah tadi didasarka n per djandjian-perdjan­ 
djian jang bebas clan sukarela ( vrijwillige overeenkorn­ 
sten). Berhubung dengan keadaan ekonomi jang pada 
waktu ini masih gampang berubah . maka Pemerintah 
hanjalah menentukan garis-garis bcsarnja persewaan 
tanah. 
Garis-gc.ris itu ber dasar kan at as pokok-pokok sebagai 
berikut: 

D. Bagaimanakah pendapat Pemerintah tentang tanah­ 
tanah bekas lapanqan penerhanqan jang didjarnan 
Djepang didapat dari tanah-tanah kepunjaan rakjat 
disekeliling ]apangan terbang itu dengan mcnqusir serta 
mernbcli tanah-ranah itu dengan harga sangat rendah? 
Sekarang tanah-tanah itu tidak diperqunakan l<.gi untuk 
keperluan pertahanan. 
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OJAWABAN lVlcnteri Keniel.muren: 
A. S jar at-sjarat untu k Ian tjarn jc:. tra nsrn.qr asi ialah per­ 

hubunqari jang pcnciex da n tjepat dcn10n tcmpat-tcmpat 
jang baru itu, diantaranja Sumatera. Oieh Kementerian 
Perhubunqan, Tenaga clan Pckerdjaan Umum telah di­ 
ber.ruk sebu ah panitia jaZJ.fj ;;oe:,d;:ipat L!:JilS selekas-lekas­ 
nja mernpeladjart so al perhubunqan tersebut. Panitia 
mcnqambil putusan sebaqni berikut: 
Akan diadakan dmas-pcnjeberanqan antara Merak 
(Djawa) d a n Surnur (Sumatera - Scbt Sunda) dengan 
sebuah kapal jang dapat menjebcranqkan sekali djalan 
leb.h-kuranq 600 orang d alarn tempo beberapa djam. 
Dari Sumur akan dibuat djaian auto jang lebar clan djalan 
ker eta-api kc Tandjo nq Karariq. Pcrhubunqan jang di­ 
rantjang itu terutarna adalah untuk mcngangkut orang­ 
orang clan baranq-baranqnja. Pengangkutan barariq-baranq 
jang besar akan deiiqan k apal dari Tandjong Prick ke 
Pandjang ( Oosthaven). Selama pcrhubunqan Merak­ 
Sumur belurn ada, rnaka penqanqkutan orang clan baranq­ 
bar anq k etjil dilakukan melalui pclabuhan-pelabuhan jang 
sekarang dapat dipakai, baik di Djawa (Priok, Surabaja) 
maupun di Sumatera (?andjar;9, P2lcr::1bang). 
Tcntanq transmigrasi sendiri danat diberrtahukan, bahwa 
perlu dlperiksa clulu ternpat-ternpat maria jang dapat di­ 
pakai dcnqan seqera unu.k tz ansmiqrasi. 
Dalarn ini diperhatikan ber ar keadaa n tanah dan keadaan 
umurnnja. 
11eruta1na dipikirk an pe mincla ha n d ar i hckas-bekas ang­ 
gola T.N.I. l\:len;,:renai ini .:ida hubunqari er at antara 
Kcme nterian Pe1T.ban2unan \·fa.sjaraka.t dari R.I. dengan 
Kementeeian-kernenterian Pcrtahanan, Perburuhan. Ke­ 
makrnuran, Perhub1.Ingcrn, Teni1ga dan Pckerdiaan Umum 
R.I.S. Pclaksunaan pekerdjaan seba\Jian besar ak an 
diselen~;g·araka.n cleh l\e:'!-:cnterian lJ?1nh2ngu:nan Masja ... 
rak at I~.I. 
Dirnntjang buat tahun ini untuk mcrnindahk.an sebagai 
permulaan 5000 orang ke Sumatera Selatan clan munq- 

untuk rakjat didesa-desa jang hingga k ini belum men­ 
dapat perhatian? 
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ll5. PERTA~JAAN anggota Saroso Hersono: 
Telah terbukti dcnqan njata, bahwa sedjak pengumuman 
per atur an keuangan jang terachir dan peraturan deviezen, 
pemilik-pernilik, jalah pada umurnnja para importeur tidak 
suka mendjual persediaannja, atau mengeluarkannja hanja 
sedik it demi sedikit. 
Dengan dernikian. maka keadaan pasar clan pada chususnja 
keadaan peridjualan bar anq-baranq kepada urnum men­ 
djadi buruk. 
Me nurut kabar alasan-alasa n mercka tidak mau mclepaskan­ 
nj a. ialah karena para importeur telah memadjukan 
permohonan supaja baranq-baranq jang telah tersedia diberi 
harga bar u, sebab harga belian baru mcnurut kata mereka 
ttga kali Jeb;h tinggi, sedari modal jang disediakan (liquide 
kapital) untuk itu tinggal scperdua. 
Djika permohonan itu dikabulkan harga perse diaan baranq­ 
barang jang telah ada (ready stock) akan membubung 
tinggi, dan akibatnja ialah hanja keuntungan jang berlebih­ 
lebihan bagai para irnpor teur, tetapi untuk pemakai ialah 
semata-rnata kenaikan harga, sedang menurut pemandangan 
clan pemberitahuan J.M. Menteri Keuangan tak perlu 
ada kenaikan harga. 
Apakah Pemerintah tidak berpendapat, bahwa pernbelian 
baru dengan harga tiga kali lebih tinggi sebetulnja meridjadi 
kesulitan politik keuangan jang hams dipetjahkan dengan 
sokongan Pemerintah. atau oleh badan lain jang ditanggung 
oleh Pemerintah? 

DJA vVABAN Aienteri Kemekmuren. 
Sedang dimintakan keterangan kepada Kernenterian Perta­ 
nian R.I. di Jogjakarta. (Djawahan Menteri Kernakmuran 
dengan suratnja tertanggal 17 Mei 1950). 

penghidupan rakjat. Dengan demikian kaum tani itu tidak 
dapat rncndjual getahnja ke Palembang, karena sudah terikat 
oleh idjon sistirn itu. 
Betulkah kabar ini, djika kabar diatas betul mungkinkah 
Pemerintilh memberi perhitungan dc1lam hal ini sehingga 
petani-petani iur tidak tcrus-me nerus kurus didaiarn korban 
idjon sistirn ? ,, 
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DJAWABAN Menteri Kemekmuren, 
Kwalitet gula-kelapa Tjilongok pada urnurnnja sudah baik. 
Export gula itu dirnasa sebelurn perang sudah berdjalan 
lantjar, an tar a lain ke Singapura dan Negeri Belanda. 
Seka.rang in: gub-kclapa merupakan bah an jang penting 
sckali u ntuk mcnqisi kekur::!r:gan qula di Indonesia, ruisalnja 
untuk kepcrluan paber ik-paberik ketjap, perusahaan-pcr­ 
usahaan kuwe clan sebaq ainja. 
Kalnu nanti keadaan qula-pasir sudah mcridjadi normal kern­ 
hali mak a sud ah tentu exporr-qula-kelapa akan bcrdjalan 
lagi. Pasarnja didalam negeri. dalarn keadaan sekarang, aqak 
baik. Djika perlu Kementerian-kementeri<J.n bersedia meng­ 
usahak an sesuatu untuk mernperbaiki gula itu. 

116. PERT ANJAAN anggota R. S. Adhisoekmo: 
P ada sebelurn perang dunia kedua, perusahaan-perusahaan 
qula-kclapa didesa Tjilongok, Kewcdanan Adjibarang. Kabu­ 
paten Banjumas, meriqhasilkan beribu-ribu ton. Agak dike­ 
tjewak.an bahwa gula itu dalarn waktu jang pendek mcndjadi 
rusak ( smelten}, hingga tidak mungkin untuk dikeluarkan 
keluar pulau Djawa, djanqan dikata untuk digunakan bar a nq 
export. 
Berhubung dengan usaha pembangunan ekonomi, penanja 
ingin memadjukan pertanjaan sebagai berikut: 

Dapatkah Pemerintah mengusahakan, agar supaja gula­ 
gula tersehut dapat dibuat mendjadi baranq export, 
um parnanja dengan mentjari obat-obatan untuk membuat 
kerasnja gula, hingga dapat tahan lama? 

Demikianlah maka Pemerintah mernutuskan untuk menqe­ 
luarkan barang sebanjak-banjaknja dari per sediaan importeur 
dengan djalan menjuruh rnereka mendjualnja kepada peda­ 
gang besar (tang an kedua). Didasarkan atas likwiditet 
pedaqanq-pedaqanq itu alcan m e nuru skun baranq-harnnqnja 
kepada perdagangan ketjil, sehingga dapat diharapkan, 
bahwa dengan tindakan ini ha rq a-har qa akan turun. Sudah 
tentu dalam pada ini perlu diseknggarakan penjelidikan 
rentanq pe ni mburian baranq. 
( D.i.1\vaban Me;1teri Kemakrnuran dengan suratnja tang gal 
1 7 Ivl ci 195 0) . 
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DJA vVABAN 1Vlenteri Kemekmuran. 
Pada azasnja Pemerintah sepaharn dcnqan penanja. 
Berhubung dcnqan itu, maka seqera setelah Pemerintah 
R.I.S. memegang kekuasaan, maka Pemimpin Djawat<1n Per­ 
k.ebunan di D;akarti1 digan~i dengan bariqsa Indonesia. 
Disamping itu 's Lands Landbouwbedriiven. janq sekarang 
dinarnakan Pusat Perkebunan Negara, diubah pirnpinannja. 
Direksi jang dahulu terdiri dari 3 orang ahli bangsa Belanda, 
diubah meridjadi 4 orang, antaranja 2 bangsa Indonesia. 
Seorang bangsa Indonesia memegang pimpinan urnum. Tjita­ 
tj rta Pemcrmtah agar djuga diper usah aan diluar pimplrian nja 
dipegang oleh bangsa Indonesia, baru sedikit sekali dapat 
dipraktekkan ber hubung: 
1. kurangnja tenaga ahli dalam kalangan bangsa Indonesia; 
2. akan turunnja produksi dan tururinja mutu perusahaan 

Pusat Perkcbunan Negara, djika pirnpmannja diserahkan 
kepada orang jang kuranq 2hli. T'indakan-tind akan jang 
ada dalam rcntjana atau dalarn penjelcnqqaraan, adalah 
jang tersebut dibawah in i: 

118. PERTANJAAN anggota Abdullah [usu]: 
Jang bertanda-tanqan dibawah ini, mohon mendapat kete­ 
rangan dengan lisan dar: Pemerintah atas pertanja an-per­ 
tanjaan sebaqai berikut: bahwa menurut setahu penanja 
P.P.N. (Perusahaan Perkebunan Negara) jang ada 'di 
Sumatera Timur masin dipimpin o1eh orang-orang Belanda 
baik di Kantor Pusat rnaupun dikebun-kehun. Apak ah Perne­ 
rintah sepaham dengan pen anja, bahwa P.P.N. itu sudah 
mestinja dipimpin oleh banqsa Indonesia sesuai dengan sifat 
perusahaan kepunjaa n Negara? 

lisensi itu diperdaqariqkan. Pemerintah mcnaruh per­ 
hatian scpcnuhnja terhad ap perusah aan-pcrusahaan 
import dari banqsa Indonesia, jariq berhubung dengan 
per aturnn-peraturan keuanqan dcwasa ini menghadapi 
banjak kesuhtari-kesuljtan. terutama bagi perusahaan 
baru. Diadakan peraturan jang hanja bcr laku bagi per­ 
usahaan-perusahaan dagang bangsa Indonesia jang di­ 
djalankan semata-rnata dengan modal banqsa Indonesia 
sendirr, (Kutipan pidato djawaban Menter: Kemakmuran 
da larn rapat plc no ke-5G tang gal 25 Djuli l 950). 
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120. PERTANJAAN anggota Andi Zainal Abidin: 
Menurut berita kini rakjat didaerah Lombok dan Kalimantan 
Tenggara menderita kekurangan heras. 
Sekiranja berita ini benar, maka penanja ingin mengetahui 
tindakan apakah telah diambil oleh Pernertntah untuk 
menutup kekurangan pokok kehidupan rakjat didaerah­ 
claerah tersebut? 

DJA \VABA)J ,Wenteri Kemekmuran: 
T'cnt.mq perribcrian cre d ie t kcpada pc ru sa h aa n pcrtjetakan. 
seperti dikemukakan oleh Tuan Djaswadi, Pernerintah ber­ 
pe n d a p at bah wa ad a bank-bank jang dapat rnemberikan 
crcdiet kepada pcnqusaha-penqusaha persurat-kabaran, 
guna pernbelian mesin pertjetakan. sehingga Pemerintah 
tidak usah dengan lo.ngsung memherikan pindjarrian kepada 
penqusaha-pcnqusah a tersebut. i'..-Ienurut pah arn Pernerintah 
crediet sernatjam ini lebih baik tidak dimintakan kepada 
Pemerintah agar tiap-tiap tanda j anq menjata kan Pengaruh 
Pernerintah terhadap persurat-kabaran dapat dihindarkan 
Tentu sadja Pemerintah bersedia memberikan bantuan 
seperlunja tentang pemasukan barariq jang dibutuhkan. 
Boleh sedikit saja mc rnbe ri keterangan, bahwa belakangan 
iru oleh Pemerintah telah diputusk an, bahwa dalarn waktu 
jang sesingkat-singkatnja ak a n d iserlia ka n deviezen kira-krra 
sebesar ernpat djuta rupiah untuk memasukkan beberapa per­ 
tjetakan jang modern, jang kemudian akan diserahkan 
dengan beberapa sjarat kepada beberapa organisasi, jang 
membutuhkan pertjetakan-pertjetakan it u. Tidak sadja 
mengenai pemasukan akan tetapi djuga mengenai pernbaqian 
bara nq-ba ran q import keseluruh Indonesia, Pemerintah 
memberikan bantuan setjukupnja. ( Kutipan pidato djawaban 
Menteri Kemakmman dalarn rapat pleno ke-56 tanggal 
25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Sekdjen Kempen atas 
pertanjaan No. 182). 

uang tersebut dikernhalikan dalarn termijn pendek, 
rnisalnja paling tjepat 5 tahun. Dengan djalan dernik ian 
maka pihak Pemerinti!l1 mernberi kescmpatan pada 
sernua pers Indonesia jang me me nuhi sjarat-sjaratnja. 
a k an tetapi hanja kapital sadja jang mcndjadi rintangan. 
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DJAWABAN Menteri Kernekmuren: 
Menurut pandangan Tuan Manuaba, wak.tu pemberian crediet 
rnengenai pemasukan cambrics jang tidak tertentu, ada ter­ 
lalu pendek. Ini harus di]akukan untuk memungkinkan supaja 
kekurangan cambrics guna kepentingan seluruh masjarakat 
segera dapat ditutup. Dalam hal i ni djuga importeur-irnporteur 
bangsa Indonesia dengan diperpendeknja .. crediet-terrmjn" 

nja ,,geldsanering" 19 Maret jbl. itu; terutama mengenai 
modal mercka. 

2. Tidakkah dengan adanja circulair No. 52 dan 71 itu jang 
mernuat antara lain beberapa pernbajaran h arus disetor 
~:egera, sec\ang wak tu terimanja barang m asih her selanq 

6 bulan. sehingga dengan dcmik ian seakan-akan 
sebaqian modal mere k a iang tiada seberapa itu akibat 
sanerinq rne ndjadi beku. 
Dan tempo untuk memenuhi sjarat-sjarat perncsana n 
barang-barang sangat singkat, menurut pendengaran 
14 hari, 

3. Apak.ah dengan tindakan jang demikian itu, Pemerintah 
dengan tidak lanqsunq membantu kaum importeur asing, 
jang telah berakar disini clan jang kar ena historische 
rechten telah seqar-buqar, bahkan melebihi dari itu kedu­ 
dukannja. 
Akibatnja mematikan atau sekurariq-kuranqnja melernah­ 
kan kaum New Comers bangsa Indonesia jang kini dalam 
masa pertumbuhan dengan tjara kollektivistis. 

4. T'idakk ah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa 
New Comers bangsa Indonesia harus masih mendapat 
perlindungan dan pernelih ar aan dari Pemerintah, sebagai 
suatu puhun jang baru tumbuh, sebelum mereka dapat 
meningkat kelapangan perniagaan Free fight dalam soal 
import. Dengan adanja peraturan baru itu hanja imper­ 
teu r s, bangsa awak berputus asa. 

Achirnja sudikah Pemerintah menindjau kembali peraturan 
jang ter muat dalam circulair No. 53 clan 71, agar sifatnja lebih 
memberi kelonggaran pada New Comers kita untuk bernafas 
serta mengatur organisasinja lcbih sernpur na supaja dapat 
hidup langsung: Bukankah Pemerintah djuga menghendaki 
berkembangnja perniagaan bangsa awak, maka itu hendaklah 
Pemerintah dapat menstimuleernja. 
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OJA WABAN Menteri Kemekmuren. 
Lain dari pcndapat saudara-saudara Tan Boen Aan clan Ahem 
Erningpradja jang menurut pert a njaannja. menganggap kaum 
pedagang besar mendapat keuntungan jang tidak adil her­ 
hubung dengan peraturan ,,Penilaian kernbali" (herwaarde­ 
ring), maka Pemerintah menganggap penetapan harga 
baru ini semata-rnata hanja merupakan pcr atur an pemberian 
modal, 
Modal perusahaan diukur dengan banjaknja barang sesudah 
peraturan deviezen didjalankan, bukan bertambah melainkan 
berkurang, sebab tidak sernua matjam barang boleh di 
.,herwaardering", 
Sebenarnja Pemerintah terpaksa menerima kenaikan harga 
etjeran jang resmi dari barang-barang Iuar negeri dan 
barang-barang perindustrian jang memerlukan bahan-bahan 
dar i luar negeri. Kami telah ter anqk an bahwa dengan 
kenaikan harga ini jang kena ia]ah mereka jang biasania 
mendapat baranq-baranq dengan tjara distribusi. Harga 

Dapatkah Pemerintah dalam ha! tersebut pada ajat c meng­ 
adakan suatu rmdjauan kembali (herziening) terhadap 
Deviezen-vergunning-vergunning jang telah dikeluark an? 
Dapatkah Pemerintah memberikan keterangan, mengapakah 
beberapa Peraturan Pemerintah teranq-teranqan saling bet­ 
tenten qen, misalnja Peraturan Sanering keuangan clan 
Penilaian kembeli ( herwaardering) barang-barang import 
jang sudah dibeli oleh para irnporteur sehelumnja ada 
sanering? 
Sarnpai dirnanakah kekuatan alasan-aiasan para importeur 
tentang kesuhtan-kesuhtan jang mereka katakan mungkin 
akan diderita. bilamana tidak ada Penilaian kembali dari 
pacla barang-barang import itu ? 
Apakah bagi Pemerintah tidak ada djalan lain dari pada 
terpak sa menerima tunLutan para importcur itu? 
Berhubung dengan Penilaian kembali itu, maka kekajaaan 
para importeur setjara res mi dapat dikatakan telah bertam­ 
bah dengan 20% sekaliqus. 
Sebagai apakah Pemerintah menganggap tarnbahan kek ajaan 
itu, sebagai keuntunqan (winst) atau sebagai tambahan 
kckajaan sadja jang bebas dari padj ak pcnqhasilan atau 
padjak persero an. 





123. PERT A NJ AAN anggota K: fl. Tjikwan: 
A. Sampai dirna na usah a Pemerintah dalarn menqatasi 

ke naikan harga baranq-bar anq clan hahan-bahan keper­ 
luan seh ar i-h ar i dew asa ini. I-bl ini aclalah sebahacian 
akibat dari politik gunting jang terkenal itu, sehi~gga 
sangat terasa sekali tekanannja atas pe nqhidupan rakjat 
sehari-hari. 

B. Apakah bantuan-bantuan E.C.A., untuk Indonesia seka­ 
rang ini, merup ak an suatu kelancljutan bantuan jang telah 
diber ikan untuk Indonesia dimasa jang lampau. Dan 
baq aimana penjelenggaraan ba ntuan-bantuan itu, djuqa 
kepada badan-badan apa diserahkan penjelenggaraannja? 

C. Oimana letak sebab janq menirnbulkan sangat terlarnbat­ 
nja pernasukan barang-barang import jang dipesan dari 
luar negeri untuk Indonesia janq menurut kabar rnerna­ 
k an tempo sampai 6 bulan. Hal ini m enurut pe nanja, 
mungkin alcan menimbulkan ter lambat tertjapainja 
keseimbangan percdaran uang clan barariq-baranq jang 
mernbawa akibat rnakin hebatnja inflasi. 

rintah berpe ndapat bahwa djumlahnja barang jang disedia­ 
kan untuk perdagangan adalah rneridjadi tariqqunq-djawabnja 
kaurn pedagang seridiri. Pemerintah djuqa berpendapat 
bahwa jang bersangkutan dengan melihat untung-rugi tenru 
akan berhau-hati dalam memesan baranq-barariq. Pun dari 
kebanjaka n baranq-baranq jang didjual dipasar dunia, 
kebutuhan Indonesia merupakan bagian jang demikian ketjil­ 
nja, sehingga pengaruhnja sedikit sekali terhadap h arqa­ 
harga. 
Oleh kareria itu Pernerintah berpendapat hahwa terdapat 
baran q-baranq jang dimasukkan da]am ,.freelist" tidak usah 
diadakan pe nindjauan kembali. Seperti telah kami kernuka­ 
kan setjar a urnu m, m ak a kehendak untuk mengimport men­ 
djadi sangat besar nja. Pemerintah tidak selalu dapat 
rnenarnbah pemasukan baranq-baranq jang mendjadi sangat 
dipe rlukan itu. Dalam beberapa bulan jang terachir nampak 
pula kemadjuan dalarn perekonomian dun ia, sehingga per­ 
mintaan terhadap berbagai matjam barang sangat banjak. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kernakmuran pada 
rapat pleno ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). 
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rangan kertas koran jang luar biasa pada dewasa ini. 
Kesukaran-kesukaran jang diderita dalam pernasukan k er­ 
tas koran ialah karena .,leveringstermijnen" dari paberik 
di Eropah rnendjad i agak pandjanq. Pengusaha-pengusaha 
ini setelah devaluasi dari pound sterling clan devaluasi dari 
lain-lain neqara dalam bulan September 1949. sernuanja 
dibandjiri dengan pesanan-pesanan [anq dahulunja dilaku­ 
kan di Kanada dan neqara-neqar a lain jang mernpunjai 
a[at pernbajar an kertas. (Kutipan pidato djawaban rapat 
pleno ke-56 tang gal 25 Djuli 1950). 

124. PERTANJAAN a.nggota N,qadiman Herdjosoebroto: 
A. Tentang pindjarnan kepada luar negeri. 

Bagaimana clan apa jang m endjadi sjarat-sjar at pin­ 
djaman R.I.S. dari Amerika Serikat jang berdjurnlah 
100 djuta dollar? 

B. Bagaimana dan apa jang mendjadi sja ra t-sjar at pin­ 
djaman R.I.S. dan Belanda ;ang berdiumlah 200 diura 
rupiah? 
Apakah pindjaman ini termasuk dalam persetudjuan 
keuangan K.M.B., dimana disebutk an bahwa selarna 
R.I.S. belum dapat melunasi itu, maka Belanda berhak 
mengadakan kontrole dalarn tindakan-tindakan R.l.S. 
tentang keuanga n 7 

C. Tentang perhubungan dengan luar negeri. 
Sarnpai dima n ak ah keberiarannja clan apakah isi sjarat­ 
sjarat perhubungan perdagangan antara R.I.S. dengan 
T\egara-negara Polandia, Djepang, Inggeris? 

OJA \VABAK Menteri Kemekmuren: 
Kesempatan jang lebih besar untuk memasukkan bar anq­ 
haranq jang sangat diper lukan, tentu tidak akan berhasil 
djika sek ira nja dalam tahun 1950 dari herrnatjam-matjam 
sumber tidak me n d apat k euan q an untuk menutup pembajaran 
diluar negeri. Ketiqa ere diet luar negeri jang terpentinq. 
ialah: 
Pertama: Bantuan E.C.A. 
Kedua: Hutang dari Exim Bank di Amerika sebesar seratus 
diuta dollar. guna pembclian alat-alar produksi. 
Ketiga: Pindjaman 200 djuta rupiah dari Negeri Belanda 
untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam hubungan 
pernbaja ran dengan negeri itu. 
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125. PERT ANJAAN anggota Djaswadi Soeprapto: 
A. Beberapa kali Pemerintah senantiasa mengemukakan 

optimismenja terhadap soal perekonornian clan keuangan, 
sesudah nja diadakan peraturan deviezen baru clan gun­ 
tingan uang. Setelah beberapa bulan berdjalan, maka 
ternjatalah bahwa pihak Pemerintah serinqkali d iper­ 
mainkan oleh importeur-importeur clan Pemerintah 
nampaknja tidak berdaja untuk menundjukkan giginja. 
Harga barang rnakin hari makin nark clan ini tidak hanja 
mengenai baranq-baranq dari luar negeri sadja, bahkan 
meluap sarnpai harga barang-barang made in Indonesia, 
sehingga rakjat clan pertengahanlah jang harus menderita 
karena akibat dari peraturan baru itu. Walaupun 
ini semua betul menguntungkan kas Negara, akan tetapi 
apakah rnaksud Pemerintah dengan sistirn sekarang ini 
hendak mernbawa kernakmuran clan kesedjahteraan pada 
rakjatnja? 
Apabila keadaan seper ti sekarang ini terus diper tahan­ 
kan, apakah akibatnja tidak malahan menimbulkan 
,. vruchtbare bodern" bagi rasa ketidak-puasan ( ontevre­ 
denheid ) clan karenanja mungkin malahan mempertjepat 
procesnja revolusi sosial? 

B. Mcnurur keterangan jang k ami dapat. perdagangan gelap 
kini makin lama rnakin hebatnja. Perdagangan gelap dari 
Jada dan karet di Kalimantan sadja sudah begitu mera- 

awasan seperti dimaksud tadi. Saja mernpersilakan untuk 
melihat pasal 19 dari persetudjuan itu. 

C. Soal-soal jang mengenai hubungan perdagangan dengan 
luar negeri seperti Polandia, Djepang, lnggeris, janq 
ditanjakan oleh saudara N gadiman Hardjosoebroto seba­ 
gian besar telah didjawab oleh Menteri Luar Negeri, 
waktu mengadakan uraian-uraian tentang hubungan 
ekonomi dengan luar negeri. 
(Kuti pan pidato djawaban Menteri Kemakmuran daiam 
rapat pleno ke-56 tang Hal 25 Djuli 1950). (Li hat djuga 
Djawaban .fvienteri Luar N egeri atas pertanjaan 
No. 88 clan djawaban Menteri Keuangan atas pertanjaan 
No. 138 clan djawaban Menteri Kemakmuran atas per­ 
tanjaan No. 121). 
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tingan produksi. Diusahakan pula supaja baranq-baranq 
dengan rnudah clan tidak terganggu datang pada jang 
memhutuhkan; untuk ini alat-alat perdagangan dan 
perhubungan harus bekerdja baik dan dengan tjerrnat. 
Memang dengan tidak adanja persediaan barang jang 
agak melimpah maka kemungkinan untuk perkembangan 
janq mernuaskan tidak akan timbul pula. Dari sebab itu 
dengan penuh tenaga diadakan perubahan-perubahan jang 
prinsipieel da!am dasar ekonorni Indonesia; pekerdjaan 
ini menggunakan waktu jang paridjanq. dalam beberapa 
bulan tentu sadja belum terlihat hasilnja. Dalam pada 
itu k ita inqat terutarn a pada pembentukan perusahaan 
nasional dilapangan perdagangan, pertanian. perindus­ 
trian, clan pengangkutan; lagi pula pa da pembentukan 
organisasi-organisasi dari perusahaan-perusahaan Indo­ 
nesia. 
Lebih dahulu akan kami kernukakan satu gambar situasi 
untuk melihatkan soal-soal apa jang drh adapi Pemerintah 
se waktu ia mu]ai bekerdja clan Iaktor-faktor apa jang 
harus dipcrhatikan, terutarria Iaktor-Iaktor jang memaksa 
Pemer:ntah rnengambi] tindakan dilapanqan keuangan 
pada hulan Maret jang baru lalu. 
Kami rasa tidak ada salahnja, djika k arni mengambil 
perkembangan-perkembangan jang terachir sebagai dasar 
untuk dapat meridjawab per tanja an setjara jang agak 
tepat, clan karni mengharap bahwa dengan keteranqan­ 
keterangan kami ini telah ba njak per taniaan-per tanjaan 
jang terdjawab, 
Selain dari pada itu kami mengharap pula d ap at m em­ 
berikan pendjelasan tentang apa sebabnja Pemerintah 
optimistis terhadap perkembangan ekonomi pada urnu m­ 
nja, satu clan lain berhubunq dengan pertanjaan saudara 
Djaswadi. Dalam suasana kekeruhan politik selamanja 
sukar untuk menghargai berbagai-bagai seal jang 
mengenai perkembangan ekonomi; begitu djuga di Indo­ 
nesia. Pada permulaan tahun ini, kedaulatan Indonesia 
diserah kan kepada bangsa Indonesia, sesudahnja meriq­ 
alami kekatjauan clan pertempuran jang agak lama. 
Dengan tjepat perubahan ketata-neq araan ini dapat 
dilakukan disernua alat-alat Pernerintahan, clan banjak 
pula dilakukan perubahan-perubahan dilain lapangan. 
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adanja pemoqokan-pemoqckan. Walaupun demikian. 
menurut paham kami, rnasih banjak faktor-Ia ktor jang 
belum mengizinkan mernberi garnbaran jang njata tentang 
kedudukan perekonomian pada uruumnja. Jang sudah 
pasti ialah, bahwa Indonesia terhindar dari bahaja 
inflasi jang kedjarn. 
Beberapa pemandangan urnum tentang basil peraturan­ 
peraturan keuangan - jang mendjadi buah bibir dibulan­ 
bulan jang belakang ini, - dapat sedikit diberikan disini. 
Singkatnja ialah demikian: Berhubung dengan sangat 
kurariqnja deviezen dan besarnja kebutuhan negara, lagi 
pula meiuasnja kehendak untuk rnenimbun dan ketegang­ 
an jang bertambah mengenai harga rupiah didalarn clan 
diluar neqeri, maka usaha produksi rnendapat rintangan 
jang hebat sekali clan berakibat turunnja export. Keku­ 
rangan begroting jang tidak sedikit, menambah banjaknja 
alat-alat pernbajaran jang tentu sadja mernpunjai akibat 
terhadap gerak-geriknja harga. 
Persediaan alat-alat pernbaja ran luar negeri telah 
sangat mendekati djumlah minimum jang diperlukan 
untuk dapat mengatur keadaan jang normal. 
Pemerintah tidak ragu-ragu lag i untuk mengadakan per­ 
aturan-peraturan jang perlu clan keras clan jang setjara 
singkat dapat diterangkan sebagai dibawah ini: 
1. mengadakan peraturan agar supaja harga barang 

import di Indonesia dapat mendekati perhitungan 
harga r e smi dari barang-barang itu: 

2. meninggikan penghasilan export disini, dihitung dalam 
uang rupiah; 

3. mengurangi alat pembajaran dalam negeri. 
Te!ah diadakan beberapa peraturan-peratur an supaja 
keadaan dapat disesuaikan dengan perarurari keuangan 
jang baru ini sehingga segala sesuatu tidak begitu terasa 
oleh umum. 
Tentang peraturan-peraturan ini, jang hanja bersifat 
semcntara, saja rasa tidak usah dibitjarakan lebih landjut. 
lni terutama mengenai lapangan penetapan harqa clan 
keuangan dari perusah a an-perusahaan jang tidak dapat 
atau tidak dapat sebagai dahulu meneruskan perusah aan­ 
nja oleh karena kurangnja alat-alat pembajaran clan naik­ 
nja harga baranq-haranq Iuar negeri. 
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DJAWABAN Menteii Kemekrnuren- 
Tjara distribusi jang diadakan sebelumnja penjerahan kedau­ 
latan tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. 
Pada azasn]a distr ibusi-umurn te!ah dihapuskan oleh karena 
banjaknja barang tersed ia tidak mentjukupi, banjo tinggal 
kebutuhan-kebutuhan dari pekerdja-pekerdja dalam sekror- 

127. PERTANJAAN anggota A. S. Bachmid. Soedarnadi. 
Abdullah Aidit, Hasan Basri. 
Sampai dimanak ah usaha Pemerintah untuk mengganti per" 
aturan distribusi jang masih bersifat kolonial, sehingga 
distribusi harus merata k eseluruh rakjat, dengan tiada 
golongan-golongan A, BI, BII. dan sebagainja. 
Trdakkah Pemerintah sependapat dengan kami. bahwa 
buruh rendahlah jang harus menerima per hatian, terutarna 
dalam soal distribusi ini? 

Perlu agaknja diterangkan disini, bahwa ada kerdja-sarna 
jang er at antara Kementerian kami dengan Djawatan Bea 
Tjukai clan A.L.R.l.S. dalam usaha mernbantras pe njelun­ 
dupan-penjelundupan itu. Dengan Pemerintahan Singapore 
telah tertjapai beberapa perdjandjian dengan maksud mern­ 
perketjil perdagangan qelap. Adapun pengangkutan barang 
dari persediaan di Sumatera Selatan [anq ter turnpuk dipela­ 
buhan-pelabuhan samudra ( Oceaan-havens ) jang disinggung 
oleh saudara Adhisoekmo. misalnja Tandjungkarang clan 
Palembang tidak tergantung dari K.P.M. sadja, akan tetapi 
barang-barang dapat diangkut djuga dengan kapal dari 
m ask ap a i-mask.apai asing lainnja. Pula Pemerintah bersedia 
memberi bantuan pada pedagang-pedagang Indonesia dalarn 
usaha mereka untuk memperoleh ruangan dikapal-kapa] 
K.P.M. clan lain-lain kapal Indonesia jang direqistreer. 
Salah satu usaha untuk menambah export ialah inducement­ 
deviezen. jaitu dengan diberikannja rzin kepada kaum expor­ 
teur hasi] perusahaan rakjat untuk memakai sebagian dari 
pendapatan deviezcn. guna rnernbeli barang-barang, jang 
sangat berguna clan baranq-baranq jang setengah luxe. 
(Kuti pan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam 
rapat pie no ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). (Li hat djuga 
djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga clan Pekerdjaan 
llmum atas pe rtanjaa n No. I 54). 
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ton ke N egeri Belanda, 19 .000 ke Bizonia clan 2.000 ke 
Swis. Ternjata adanja .,preferentie" export ke Negeri 
Belanda. Apakah ,,preferentie" ini karena export kenegeri 
Belanda lebih menguntungkan dari pada kenegeri-negeri 
lain? 
Berkenaan dengan Kopra-Ionds ini, kami selandjutnja 
mendapat kabar. bahwa Direksi dari fonds ini, telah 
dapat mengumpulkan fonds, f I 00 djuta. tetapi fonds ini 
tidak digunakan menurut maksudnja, jaitu: memperhaiki 
ekonomi clan produksi kopra-produscn jang hampir 
seluruhnja terdiri dari rakjat banqsa Indonesia. Sudikah 
Pemerintah memberikan keterariqan tentang fonds-kopra 
in i [ebih Iandjut? 

C. Hampir bersamaan dengan pertanjaan mengenai Kopra­ 
fonds, kami disini rnenqadjukan per tanjaan, bagaimana 
sikap Pemerintah · terhadap jang dahulu narnanja: 
N.I.R.U.B .. badan mana di<.:arnan pendjadjahan telah 
ha njak meruqikan perekonomian rakiat, istimewa di 
Kalimantan? 

D. Kaurn buruh umumnja dan kaum buruh perkebunan chu­ 
susnja, di Suma tera Timur b iasa menerima distribusi 
textie], sesuai djuga dengan persetudjuan antara buruh 
clan madjikan (A.V.R,0.S. clan D.P.V.). Dalam 
persetudjuan ditetapkan distribusi: 2 meter untuk seoranq 
pe k cr dja clan Y:; meter buat ti a p-t ia p keluar qa setiap 
bulan. Persetudjuan ini dibatalkan oleh madjikan ber­ 
dasarkan telegram Ojawatan Oistribusi B.A.D. No. 226 
tang gal 28.14- 1950. Apakah Pemerintah mernbenarkan 
hentikan d istr ibusi ata s telegram tersebut tadi. 

E. l'v1engenai masalah milik asing belum terdapat sikap jang 
ter an q dari Pemerintah. Karena tidak adanja sikap jang 
terang ini, maka didaerah-daer ah tirnbul pengertian her­ 
matjarn-matjam clan timbul pula berbagai instansi jang 
mentjoba menjelesaikan masalah ini, sering-sering usaha 
ini menimbul.kan pert en tang an an tar a buruh clan Peme­ 
rintah, ataupun buruh clan tani dengan tentara, Masih 
banjak se k ali hmm buruh jang menganggur menunggu 
penjelesaian masalah ini. 
Selandjumja banjak pula perusah aan jang tidak diker­ 
d jakan, baik oleh Pemerintah maupun oleh pengusaha 
clan semuanja salinq menunggu. Perusahaan-perusahaan 
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linqspositie ] dari Indonesia dengan neqeri-persetudjuan 
jang bersangkutan. Soal cornmercieel mengenai kopra clan 
tjara mempergunakan keuntungan dari [asajan Kopra, 
serta djuga susunan organisasi dari [ajasan itu, kini 
sedang dipeladjari oleh Panitia Kopra jang telah dibentuk 
dan jariq diberi tugas menjusun suatu laporan dalam 
waktu jang singkat. Pada hakekatnia tidak diadakan 
rintanqan-rintangan untuk menqexpcr t baranq-baranq 
dari Indonesia. Akan tetapi Pernerintah selalu harus 
menqawasi agar supaja didapat hasil jang setinqqi­ 
tingginja. Transaksi jang tidak membawa untung tidak di­ 
izinkan. 

C. Tentang [ajasan N.I.R.U.B. jang ditanj akan oleh Tuan 
Ahem Erningpradja dapat diteranqkan, bahwa badan ini 
sekarang dalam .Jtqu.datie", Dengan Urusan Karet 
Rakjat dari Djawatan Pertanian sedang diadakan pem­ 
bitjaraan tentang kemungkimin pengoperan baranq­ 
barang N.I.R.U.B. ja nq dibutuhkan oleh perusahaan­ 
perusahaan karet rakjat. 

D. Berhubung dengan pertanjaan Tuan Ahem Erningpradja 
diterangkan disini, bahwa kawat B.A.D. No. 226 tanggal 
28 April 1950 sebagai putusan Panitia Distribusi Inter­ 
departemental. menghentikan .. distribusi-urnum" .Jengan 
maksud menjarnakan tjatu dari golongan A, BI clan BIL 
satu dan lain berhubung dengan kurangnja persediaan. 
Oistribusi pekerdja a 6 meter buat setengah tahun tetap 
ada. 

E. Tentang pengembalian kebun-kehun milik asing clan 
kcadaan kebun-kebun itu dapat diberi keterangan 
sebagai berikut: Baik sebagai Negara Hukum, m aupun 
berdasar persetudjuan Konperensi Medja Bundar, Repu­ 
blik Indonesia Serikat mengakui milik Asing menurut 
hak-hak jang herlaku sebelum penjerahan kedaulatan 
dan dimana milik itu belum kembali bersedia menqern­ 
balikan kepada pemilik. Segera setelah kedaulatan 
diterirna oleh Republik Indonesia Serikat, maka oleh 
Kementerian Kemakmuran direntjanakan instruksi pe­ 
ngembalian untuk dirundingkan dengan orqanisasi­ 
organisasi perusahaa n-perusahaan jang berkepentingan 
clan Pemerintah Neqara-neqara Bagian jang bersang­ 
kutan, instruksi-instruksi mana setelah ditetapkan akan 
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e. Perdagangan bebas jang dirnuat dalam pengumuman 
,.Keng Po" tanggal 20 April 1950 jang dimaksudkan 
Tuan Werdojo berarti, bahwa persediaan baranq-baranq 
janq ada sek aranq akan tidak dianggap sebagai reserve 
lagi, akan tetapi akan dikeluarkan untuk didjual. 'I'indak­ 
an ini maksudnja ialah untuk mempengaruhi gerak­ 
geriknja harqa-harqa. Untuk kebutuhan kaurn peker dja 
akan dibagikan tekstil melalui distribusi-pekerdja dengan 
satu kali harga ( eenmalige prijs). Didalarn praktek masih 

Lihat djawaban atas pertanjaan No. 127. 

DJAWABAN Menteti Kemekmuren: 

~: I 
c. '· d. 

129. PERTANJAAN anggota K. Wecdojo: 
NI engenai Distribusi: 
a. Apakah Pemerintah sudah mengadakan kontrole diper­ 

usahaan partikelir mengenai tjar a distribusinja? 
b, Apa kepada Perusahaan-perusahaan seperti Con Iectle­ 

bedrijven (Hendriks. Oosterling, Radja Wali) djuga 
diberi hak untuk mendapat barang-barang dengan harga 
E.Z. untuk distribusi peqawainja? 

c. Kalau pasal b. ini benar , apa tindakan Pemerintah, kalau 
pembagiannja tidak adil? Umpamanja: Dalam Confectie­ 
bedrijven itu hanja buruh bulanannja sadja jang dapat. 

d. Sampai dimanakah usaha Pemerintah, dalam mengen­ 
dalikan harga? 

e. Dalam Keng Po tanggal 20-4-1950 dirnuat pengumuman 
ten tang ,.perdagangan bebas", - Deng an ini seakan­ 
akan Pemerintah malah melepaskan, bukan mengendali 
harga. Sampai dimanakah kebenaran pengumuman ini 
clan bagaimanakah - tjara Pernerintah akan meringan­ 
kan beban rakjat ketjil. terhitung buruhnja? 

Soal ianq mengenai tanah onderneming, jang dalam masa 
jang lampau dikerdjakan oleh rakjat masuk kornpetensi 
Kementerian Dalam Neqeri. (Kutipan pidato djawaban 
Menteri Kemakrnuran dalam rapat pleno ke-56 tanggal 
25 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Dalam 
Negeri atas pertanjaan No. 99). 
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132. PERTANJAAN anggota Siauw Giok Tjhan: 
Pada perusahaan-perusahaan barn janq in gin diakui sebagai 
importeur, Kementerian Kemakmuran R.I.S. urusan Perkern­ 
bangan organisasi Bagian Perniagaan Dalam Negeri, ada 
dimadjukan daftar pertanjaan. Daftar pertanjaan itu rnerupa­ 
kan sjar at-sjarat jang harus dipenuhi oleh tiap orang pemohon 
diakui clan diizinkan sebagai irnpo rteur antara sjar at-sjarat 
jang harus dipenuhi adalah sjarat 4 jang bunjinja seperti 
berikut: 4. Selandjutnja dikehendaki agar modal itu (jaitu 
se:djumlah f 100.000 jang berupa starting clan bank-kredit, 
menurut No. 3) berupa sedapat mungkin berasal dari bangsa 
Indonesia asli. Modal asing hanja diperke nankan -+- 30% 
dari djumlah modal scluruhnja. Berhubung deriqan adanja 
sjarat matjam itu, maka penanja ingin mendapat keterangan 
dari Pernerintah: Apakah jang dirnasukkan dengan asli itu? 
Bagairnana, keasiian itu dapat ditentukan? 
Apakah Pemerintah tidak seperidapat dengan perianja: 
a. Bahwa da larn membangun masj arakat Indonesia merdeka 

kita perlu djuga membasrni rasdiskriminasi jang selalu 
menimbulkan purbasangka bangsa jang djahat serta me­ 
rusak kerukunan hidup? 

DJAWABAN Menteri Kemakmuran: 
Djuga perdagangan obat-obatan seperti jang dikemukakan 
oleh saudara Dr Soedarso clan Dr Endon be:lum begitu 
dapat berdjalan lantjar. Tadi oleh Dr Leimena telah di­ 
berikan keterangan tentang perdaqang an dan persediaan 
obat-obatan. Pada wak tu ini persediaan obat-obat memang 
masih kurang, sehingga perlu diadakan pembatasan dalam 
pendjualan untuk mentjegah penimbunan o leh pembeli. 
Obat-obat sekarang telah dimasukkan .,free list" clan ini ber­ 
a rrr, bahwa untuk pernasukan baranq-baranq itu disediakan 
deviez en sebanjak-ba njak nja. Baranq-baranq ini boleh didjual 
dengan bebas. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Kernakmuran dalam rapat 
pleno ke-56 tang gal 25 Djuli 1950). 

dirumah-rumah obat tidak terdapat obat-obat jang sangat 
dibutuhkan oleh rakjat? 
Sehalik nja banjak sekali te:rdapat di Pasar Gelap. 
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mengenai bangsa Indonesia umumnja, artinja bahwa kita 
harus mernperhatikan pula kepentingan-kepentingan dari 
kaum tani, kaum buruh, pegawai dan industri-industri ketjil. 
Djadi peraturan-peraturan jang mengenai importeur bangsa 
Indonesia harus dj uqa disesuaikan dengan kepentingan umum. 
( Kutipan pidato djawaban Menteri Kemakmuran dalam rapat 
ke-56 tanggal 25 Djuli 1950). 
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ningkatnja nilai uang rupiah, buat sebagian besar telah 
diuraikan oleh rekan saja. Menteri Kernakmuran, clan tidak 
perlu kiranja saja ulangi lagi anqka-anqka jang telah dike­ 
mukakan oleh rekan saja itu. 
Bahwa uang rupiah itu dalarn waktu belakangan ini mern­ 
pun jai tendens jang djclas tentang meningkat nilainja, nanti 
saja akan buktikan dengan angka-angka, apabila saja sampai 
kepada mcndjawab pertanjaan saudara Dr Trenggono 
Soepali Hadibcwo, jang bertalian dengan soal uang pula. 
Hanja disini saja ingin mengemukakan dua soal, jakni: 

Pertama: Djangan hendaknja kita menqharapkan hasrl­ 
hasil jang tjepat clan sempurria dari pada tindakan­ 
tindakan monetair, jang sernata-mata, seperti pernah saja 
kemukakan, hanja hertudjuan: 
Meletakkan dasar-dasar jang sehat baqi perkembangan 
keuangan clan pcrekonornian negara clan rakjat. Tertja­ 
pai atau tidaknja hasil-hasil jang diharapkan dari pada 
tindakan-tindakan monetair itu. tergantung dari pada 
beberapa faktor lain, misalnja: keamanan dalam negeri, 
kesanggupan bekerdja dari pada seluruh golongan 
masjarakat, keadaan budget negara, suasana interria­ 
sional clan sebaqainja. 

Tindakan-tiridakan monetair itu boleh diumpamakan sebagai 
suatu operasi terhadap seorang pasicn, tetapi sernbuh atau 
tidaknja sisakit itu , bukan sernata-mata tanggungan dokter. 
jang rnelakukan operasi itu, tetapi djuga bergantung dari pada 
kemauan hidup clan keadaan janq diopera si itu. Lagi pula 
sernbuhnja jang sakit itu, bukan seal satu dua hari sadja, 
tetapi tergantung dari pada ketjil atau besarnja operasi itu, 
ringan atau bcratnja penjakit jang sedang diberantas. 
Operasi jang baru dilakukan terhadap masjarakat Indonesia 
adalah operasi jang berat sekali, untuk menjernbuhkan suatu 
penjakir jang telah berdjalan hertahun-tahun, sernendjak 
Ojepang menguasai negeri ini. 
Tak dapat kita menqharapkan, bahwa Indonesia ini akan 
me ndjadi makmur dalam beberapa bulan saclj a , djuqa tidak 
sesudah diadakan tindakan-tiridakan monetair jang baru lalu. 
Tetapi apabila tindakan-tmdakan itu sarna sekali tidak dila­ 
kukan. tak dapat kita sedikitpun m ernpunjai harapan, akan 
sembuhnja jang sakit itu. 
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Sekali laqi, memang, kalau dibandinqkan clengan harqa­ 
harga resmi dahulu, sebelum adanja peruhahan-perubahan 
monetair, maka harga-harga barang telah naik clan nilai uang 
telah turun. Dan tidak ada atau sedikit sekali kemungkinan, 
bahwa harga barang akan turun clan nilai uang akan naik 
sampai deradjat dahulu, tetapi jang terpenting bukanlah 
harga barang atau nilai uang, jang terpenting adalah. bahwa 
deradjat harga barang clan nilai uang meridjadi Stabiel. Atau: 
- ditindjau dari sudut upah clan pe ndapatan kaum buruh clan 
tani - bahwa kaum buruh clan kaurn tani dapat mentjukupi 
kebutuhannja dari pada upah atau pendapatan jang diper­ 
oleh mereka, 
Apa gunanja harga barang--barang ,,rendah" tetapi rakjat 
umumnja tidak dapat membelinja atau hanja dapat membeli 
dengan harga jang tinggi? Sebaliknja: meskipun baranq­ 
barang telah meningkat harganja, tetapi kalau rakjat biasa 
dapat membelinja dimana-mana, apakah keadaan ini tidak 
lebih sehat? 
Oleh karena itu, maka masalah kemakrnuran rakjat tak 
perlu clan tak boleh me ntjari penjelesaian dengan berusaha 
mentjapai cleradjat harga barang clan nilai uang seperti sebe­ 
lum perang, misalnja, tetapi penjelesaian masalah kemak­ 
muran rakjat itu harus kita usahakan dengan mentjapai 
stabiliteit dari pada harga barang-barang keperluan hidup 
rakjat sehari-hari atau dengan lain perkataan: stabiiiteit clari 
pada uang kita. Meskipun rupiah sekarang andai-kata hanja 
bernilai 1.!10 clari pada rupiah sebelurn peranq, tetapi apabila 
harqa ini dapat terus dipertahankan clan upah clan keperluan 
kaum buruh dapat disesuaikan dengan nilai jang baru itu, 
hingga mereka dapat memenuhi keperluan-keperluannja jang 
penting, maka langkah pertarna akan tertjapainja deradjat 
hidup jang lebih tinggi, telah dilakukan. 
Langkah kedua ialah: menghasilkan barang jang Iebih banjak 
clan berdjenis-djenis, hingga harganja berangsur-angsur bisa 
turun clan meskipun djumlah upah tidak dinaikkan, tetapi 
tenaga-belinja (koopkrachtnja) mendjadi lebih tinggi. 
Dalarn arti stabiliteit ini, rnaka ada harapan baik. bahwa 
rupiah kita makin lama ma kin mendjadi kuat. Jang terpen­ 
ting bagi Pemerintah sesudah tindakan-tindakan monetair 
dilakukan ialah: menjeh atkan perbelandjaan negara, untuk 
mentjegah inflasi baru. 
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Pemungutan ini hanja rnengenai rurnah-rumah periqinap­ 
an clan selandjutnja rumah-rumah makan, jang tidak 
termasuk golongan orang-orang jang tidak mampu. 
(Lihat djuga djawaban Sekertaris Djenderal Kernenterian 
Pertahanan atas narna Menteri Pertahanan atas perta­ 
njaan No. 94). 

B. Menurut hemat kami, belumlah lagi waktunja sekarang 
ini, untuk menetapkan nilai rupiah Indonesia.' Soal perie­ 
tapan nilai mata uang itu tergantung pada beberapa sj ar at 
dalam clan luar negeri. 

Kedudukan alat penukar ini. maupun didalam atau luar 
negeri. belum lagi tetap, oleh karena keadaan belum lagi 
dapat dikatakan tenteram dan aman. Gelagat peperangan 
nampak benar pada masa sekarang clan dapat kita lihat dari 
laporan-laporan luar negeri, bahwa merekapun sedang 
mentjari djalan untuk menstabilisasi kedudukan alat penukar 
rnereka. 

I. Di Eropah Barat telah kita lihat tindakan-tindakan jang 
mereka ambil, seperti Benelux ( Belgie, Nederland, 
Luxemburg), clan baru-baru ini mereka mentjoba men­ 
dirikan ,,European Payment Union" (seluruh Eropah 
Barat), semuanj a tindakan ini merupakan ichtiar mereka 
untuk mengokohkan perekonomian. 

II. Djika kita melihat ke Amerika Serikat, maka disitu 
ternjata, bahwa sirkulasi uang disana bermiliard-miliard, 
berarti berlipat-ganda dari dj umlah sebelum Perang 
Dunia II. 

III. Keradjaan Inggeris telah beberapa kali mengadakan per­ 
musjawaratan dengan Gemenebestnja untuk menjehat­ 
kan perekonomian clan keuangan mereka. 

IV. Negara Perantjis tetap menghadapi inflasi. 
Harga barang-barang ketjil (rninuman, rnakanan, dan 
sebagainja) adalah puluhan Francs clan baranq-baranq 
lain ratusan hingga ribuan Francs: Francs sebagai harga 
kesatuan ( prrjsecnheid ) sudah tidak berlaku, apalagi 
bagiannj a, seperti centimes. 

Dengan keadaan internasional seperti tersebut diatas, maka 
belumlah lagi waktunja untuk mendapatkan satu dasar men­ 
djadi faktor tetap dalam perhitungan penetapan nilai antara 
rupiah Indonesia dan uang luar negeri. 





112 

DJ AW ABAN M eriieri Keuangan: 
Salah satu akibat peraturan deviezen baru, jang sebenarnja 
harus disesalkan. ialah kenaikan harga buku. Sebab, berku­ 
rangnja pendjualan buku oleh karenanja, Iarnbat-laun akan 
membahajakan pembangunan clan kernadjuan negara kita 

135. PERTANJAAN anggota Zainal Abidin Achmad: 
Sedjak pada bulan Mei tahun ini kepada pedagang buku 
diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka sangat terasa 
kemahalan harga buku tersebut. Terutama para peladjar 
sangat merasa dirugikan oleh penaikan harga buku ini. 
Berhubung dengan ha] ini, maka penanja ingin rnengetahui, 
apakah oleh Pemerintah tidak dapat diarnbil peraturan jang 
dapat mernberi sekedar kelonggaran, terutama kepada para 
peladjar. untuk memenuhi kebutuhan mereka akan buku­ 
buku jang bersifat Ilmu pengetahuan. umumnja jang dibu­ 
tuhkan guna peladjaran serta didikan m ereka itu. 

Djadi perbedaan antara harga resmi dan harga pasar 
tidak begitu besar seperti dahulu. 

3. Begitu djuga U.S. dollar mernpunj ai harga jang paling 
tinggi pada tanggal 3 Mei 1950 jaitu U.S. $ 1 = 30 
rupiah uang Indonesia. 

4. Pada tanggal 20 Ojuli U.S. $ 1 = 14 rupiah uang 
Indonesia. 

5. Pound Inggeris pada tanggal 3 Mei 1950 mempunjai 
barga 72 rupiah uang Indonesia. 

6. Pada tanggal 20 clan 24 Djuli 1950 £ 1 Inggeris = 38 
rupiah uang Indonesia. 

7. Straits dollar mernpunjai nilai paling tinggi pada tanggal 
3 Mei 1950 jaitu 9,50 rupiah uang Indonesia. 

8. Pada tanggal 24 Ojuli 1950 jaitu Straits $ I = 5,50 
rupiah uang Indonesia. 

9. Ojuga Pound Australia pada tanggal 3 Mei 1950 mem­ 
punjai harga paling tinggi jaitu £ 1 Australia = 63 
rupiah uang Indonesia. 

10. Pada tanggal 24 Djuli 1950 Pound Australia rnernpu­ 
njai harga hanja 29 rupiah uang Indonesia. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam 
rapat pleno ke-62 tang gal 5 Agustus 1950). 
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DJAWABAN Menteri Keuangan: 
Peraturan penilaian kembali ( herwaardering) harga perse­ 
diaan barang-barang adalah suatu soal jang bersangkutan 
dengan tindakan-tindakan dalam lapangan pembersihan uang. 
Import-import baru selandj utnja harus menghasilkan pula 
harga sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Hak untuk 
menilai kembali harga persediaan lama menurut azas h arqa­ 
penggantian ( vervangings-waardebeginsel) memang telah 
memberi keuntungan uang. Tetapi dari hasil jang diperbesar 
clan diiz.irikan itu tidak dapat didatangkan lebih banjak 
barang-barang lagi. disebabkan oleh kewadjiban pembelian 
sertifikat alat-alat pembajaran luar negeri. Seandainja keun­ 
tungan uang ini tidak diberikan kepada golongan import, 
maka kaum pedagang-perantara, besar ketjil, akan me ndapat­ 
kan hasil jang lebih besar itu. Dan oleh karena bagi 
Pemerintah didalarn mcndjalankan peraturan-peraturann ja 
golongan import ini pada umumnja lebih mudah diatur clan 
dikuasai, antara lain dalam mendjalankan peraturan tentang 
padjak. karena pemungutan padjak dari pedagang-pedagang­ 
perantara lebih sukar dari pada golongan import jang lebih 
teratur itu, maka dianggap lebih bermanfaat untuk mernberi­ 
kan keuntungan uang itu kepada golongan import tersebut. 
Bagi pernakai barang tidak ada bedanja; kepada siapapun ia 
selalu harus mernbajar harga jang telah dinilai kernbali atau 
harga-harga-pengganti j ang ditetapkan dengan a tau tidak 
seizin Pemerintah. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat 
pleno ke-62 tang gal 5 Agustus 1950). 

137. PERT ANJAAN anggota Ngadiman Hardjosoebroto: 
Tentang pindjaman kepada luar negeri. 
a. Bagaimana clan apa jan q mcn d jadi sjarat-sjar-at pindjam­ 

an R.LS. dari Amerika Serikat jang berdjumlah 100 djuta 
dollar? 

b. Bagaimana clan apa jang mendjadi sjarat-sj arat pindjarn­ 
an R.LS. dari Belanda janq berdjurnlah 200 djuta rupiah? 
Apakah pindjaman ini terrnasuk dalam persetudjuan 
keuangan K.M.B.. dimana disebutkan. bahwa selarna 
R.I.S. belum dapat melunasi pindjamannja itu, maka 
Belanda berhak mengadakan kontrole dalam tindakan­ 
tindakan R.LS. ten tang keuangan? 
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DJAV\' ABAN Me nteri Krnanf7an: 

Mengenai soal biaja penerirnaan Perdana Menteri Nehru. 
jang telah ditanjakan saudara Werdojo saja beritahukan, 
bahwa kredit jang sudah dibuka untuk pengeluaran itu ber­ 
djurnlah f 625.000.~. Djika sudah ada pertanggungan­ 
djawab bagi seluruh pengeluaran itu, mungkin djumlah sernua 
itu ada: f 700.000.~ terrnasuk djuqa biaja disemua tempat 
diluar Djakarta. 
(Kuti pan pidato djawaban l\.1enteri Keuanq an dalam rapat 
pleno ke-62 tanggal 5 Aqustus 1950). (Liha! djuqa djawaban 
Perdana Menteri atas pertanjaan No. 83 ~ Red.). 

Apa betul, bahwa belaridja untuk me nerima P.M. NehnL 
berdjumlah hampir l~~ djuta rupiah? 

139. PERTANJAAN anggota K. Werdojo: 

OJA \VABAN l'vlenteri Keuenqen: 
Berhubung dengan kabar tentang perabotan rurnah pernbesar 
militer dan sipil, jang dikernukakan saudara Soerjaningprodjo. 
Kementerian Keuangan telah mengadakan penj elidikan 
sarnpai dimana kebcnaran kabnr-kabar itu. Dari penjelidikan 
ini ternjata, bahwa pemakaian uang negara dalam ha] in; 
adalah semata-rnata untuk mernbiajai perabotan rumah­ 
djabatan (ambt\voningen) bagi sedjurnlah ketjil pernbesar 
militer tertinggi sadja. Kepada beberapa perwira ada pula 
diberikan uang muka untuk pembelian perabot rumah-tanqqa, 
uang muka ini diperhitungkan dengan djalan memotonq gadji 
rnasinq-masinq. Pemberian uang muka dalam ha] ini adalah 
perlu, oleh kareria para perwira ini belum pernah mempunjai 
kesem pa tan untuk mendiami rum ah dengan setjara jang 
pantas. 
Terhadap pernbesar-pernbesar sipil pembelian perabotari 
rumah-tanqqa atas tanggungan Pemerintah telah terdjadi 
untuk mengisi rumah-rumah djabatan para Menteri; untuk 
keperluan ini djumlah [anq terbatas telah dimasukkan dalam 
Anggaran Kementerian Sosial. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat 
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). 
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Seorang petani jang mempunjai pendapatan f 600.-, ialah 
sarna dengan menghasilkan padi kering sebanjak 30 kwintal 
( 1 qt. = f 20 . .......-). Padjak buminja dihitunq sebagai berikut. 
Dari 30 gt. itu dibebaskan 9 gt. (untuk ongkos-ongkos) djadi 
tinggal 21 qt. Harga padi sebelum perang f 3.-, maka jariq 
dikenakan padjak. ialah 21 >< f 3.- = f 63.-. Dari djumlah 
ini rata-rata dapat dikatakan dipungut 11 % untuk padjak 
bumi, djadi besarnja padjak bumi itu mendjadi 11;100 X 
f 63.- c-.~ f 6.93. Sekarang dengan kenaikan padjak bumi 
itu m endjadi 3 X f 6.93 c_ j 20.79 jaitu Sama dengan 
3 1:3% dari f 600.-. Djadi kalau kaum buruh mernbajar 
padjak f 60.-, maka seorang petani hanja membajar padjak 
bumi f 20.79 atau 3 1!3%. Dengan tjontoh ini ternjatalah, 
bahwa golongan tani dikenakan padjak Iebih ringan dari pada 
golongan buruh. 
Disamping itu harus diperhatikan, bahwa buruh umurnnja 
harus m enjewa rumah, membeli sajuran. ikan clan sebaqai­ 
nja, sedangkan pak tani umumnja tak me njewa rurnah. 
sajuran ditanamnja sambil lalu didekat sawah. ikan dapat 
dipelihara disawah clan sebagainja. Untuk sernua ini petani 
bebas dari padjak, sedangkan buruh menerima upahnja jang 
diperlukan untuk mernbajar semua pengeluaran serelah di­ 
kurangi dengan padjaknja. 
Adapun soal pentjabutan penetapan itu, sebagaimana disebut 
diatas, masuk kekuasaan Republik Indonesia. Lain dari pada 
itu tidak djelas, karena apa kenaikan jang berrnaksud untuk 
mengimbangi te.kanan padjak jang dipikul oleh lain golongan 
( misalnja buruh), sehingga beban negara agak merata, harus 
ditjabut. sebagai ditanjakan oleh anggota tersebut. 
Oleh karena itu, berdasarkan dua alasan tersebut (form eel 
clan materieel), maka saja min ta supaja interpelasi mengenai 
padjak bumi, jang dimadjukan oleh saudara Mohd Tauchid 
clan kawan-kawannja pada tanggal 3 Djuni jang lalu, 
ditjabut. 
Perlu kiranja ditegaskan sekali lagi, bahwa maksud Peme­ 
rintah, ialah membagikan beban negara me nurut kekuatan. 
Petani jang tak mampu dapat dibebaskan setelah sunqquh­ 
sungguh ternjata ketidak-rnampunja. atau alasan-alasan lain 
misalnja terganggu keamanan didesanja clan lain-lain. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat 
pleno ke-62 tang gal 5 Agustus 1950). 
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143. PERT A NJ AAN anggota Scerieninqprodjo. 
Berkenaan dengan berita-berrta. bahwa dibeberapa daerah 
pembajaran gadji pegawai-pegawai Negeri tidak lantjar clan 
amat terlambat dengan segala akibat-akibatnja jang buruk, 
misalnja pemogokan guru-guru sekolah S.M.A. di Solo. 
dapatkah Pemerintah memberi keterangan dirnana clan bila­ 
mana peristiwa-peristiwa sebagai itu telah terdjadi semendjak 

DJ AW A BAN M enteri K euenqen: 
Ojika dibandingkan dengan keadaan pada perrnulaan tahun 
ini. maka penjelundupan barang-barang keluar Indonesia 
telah agak berkurang. Angka-angka untuk membuktikan hal 
ini sedang dikurnpulkan clan setjepat mungkin akan diadju­ 
kan kepada D.P.R. 
Walaupun didaerah Kalimantan Barat masih terdapat penje­ 
luridupan, boleh dikatakan. bahwa pemberantasan penjelun­ 
dupan didaerah itu ada lebih memuaskan dari pada keadaan 
didaerah-daerah lain. Segala daja-upaja diusahakan untuk 
mernberantas penjelundupan diseluruh Indonesia. baikpun 
setjara aktif maupun pasif. Setjara aktif didjalankan pendja­ 
gaan sepandjang pantai jang agak luas clan patroli dilautan 
se kitar Singapura clan Federal Malay States. 
Setjara pasif diusahakan agar nilai Rupiah Indonesia terhadap 
alat-alat pernbajaran luar negeri mendjadi lebih kuat, se­ 
hingga hasil penjelundupan tidak begitu rnenarik lagi. 
( Kutipan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat 
pleno ke-62 tanggal 5 Agustus 1950). (Lhiat djawaban 
Menteri Kemakmuran atas pertanjaan No. 127). 

142. PERTANJAAN anggota Djaswadi Soeprepto: 
Menurut keterangan jang kami dapat, perdagangan gelap 
kini makin lama rnakin hebatnja. Perdagangan gelap dari Jada 
dan karet di Kalimantan sad ja sudah demikian merad jalela­ 
nja, sehingga setiap hari Pemerintah harus menderita keru­ 
gian kurang lebih Yz djuta untuk deviezen. 
Apakah ini bukan suatu bukti antara lain, bahwa sistirn jans 
didjalankan oleh Pemerintah itu jang menjebabkan hertam­ 
bahnja perdagangan gelap? Tindakan apakah jang akan 
diambil oleh Pemerintah untuk menghilangkan atau rnemper­ 
ketjil kedjahatan-kedjahatan sematjam itu? 
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145. PERT ANJAAN anggota K. Werdojo: 
a. Berapa djumlah kaum ,,kort-verbanders" di Indonesia? 
b, Berapa djumlah uang jang harus dikeluarkan sebulannja? 
c. Bagaimana a tu ran penjimpanan uang mereka ( delegeren) 

sebelum clan sesiideh ada guntingan uang? 

sukar didapatnja. perhubungan sangat sulitnja. Oisamping 
itu pada permulaan itu banjaklah datang instruksi-instruksi 
baru jang tidak dapat diterima didaerah dalam waktu jang 
tepat, 
Dalam keadaan jang demikian itu, tidak mungkinlah meng­ 
atur kembali pernbajaran gadji dalam waktu jang singkat. 
Sebagai akibat ini tidaklah dapat dihindarkan, bahwa dalam 
bulan-bulan pertama sesudah penjerahan kedaulatan pernba­ 
jaran gadji pegawai Negeri dalam daerah-daerah tersebut 
tidak [antjar clan terlambat. Untuk rnempertjepat pernbaja ran 
gadji tersebut oleh Kementerian Keuangan R.I. diserahkan 
kepada masing-masing Residen R.I. jang untuk maksud ini 
mendapat uang persediaan dari Kementerian tersebut. Mung­ 
kin sekali mula-rnula hanja sebagian dari gadji dibajarkan: 

1. karena Residen tidak mengetahui hetul berapa djumlahnja 
pegawai R.I. jang berada dalam daerahnja dan - karena 
takut, bahwa uangnja tidak akan mentjukupi - hanja 
mernbajarkan sebagian dari gadji sadja sebagai persekot: 

2. kareria jang berkepentingan tidak dapat memperlihatkan 
surat-surat jang dapat membuktikan berapa besarnja 
gadji pokoknja, dan oleh karena itu oleh Residen dibaja r­ 
kan persekot lebih dahulu jang merupakan hanja sebagian 
dari gadji; 

3. karena dengan se nqadja untuk mempertjepat, han]a gadji 
pokok dibajar dulu sehagai pe rsckot. 

Kesulitan-kesulitan clan kedjadian jang tidak diinginkan ini 
tidak tcrdjadi lagi dengan kembalinja keadaan jang teratur 
dalam daerah-daerah tersebut diatas. Menurut keterangan 
dari pihak R.I. berangsur-angsur kekurangan gadji itu pada 
umumnja telah dilunasi. 
(Kuti pan pidato djawaban Menteri Keuangan dalam rapat 
pleno ke~62 pada tanqqal 5 Agustus 1950). (Lihat djuga 
djawaban Perdana Menter! aras pertanjaan No. 78). 
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DJA »: ABAN Menteri Sosial: 

A. Mengenai pertanjaan ini, kami tidak dapat memberikan 
daftar, sebagaimana jang dikehendaki oleh penanja, akan 
tetapi di Llrusan Perumahan Djakarta terdapat kartotheek 
jang mernuat keterangan clan pengisian dari hampir sernua 
rurnah-rumah gedung di Djakarta. Pada dasarnja kami 
tidak berkeberatan seandainja seorang anggota c.q. 
panitia D.P.R. datang kepada Kepala U.P.D. untuk meli­ 
hat kartorheek itu. 

B. Dalam pemberian izin untuk mendiami rumah, sedapat 
mungkin diperhatikan kedudukan dari orang-orang jang 
bersangkutan. Orang-orang jang mendiarni sebuah rumah 
tidak dengan izin dari Urusan Perumahan. jang diperlu­ 
kan untuk itu, dipandang mendiami rumah itu setjara tidak 
sah clan mereka itu tlapat dikeluarkan dar i rumah itu 
djika perlu dengan bantuan polisi, berdasarkan peraturan 
jang kini berlaku. Peraturan ini tidaklah terbatas sampai 
baqian-bag ian kota jang tertentu sadja, tetapi berlaku 
terhadap sernua rumah ja.ng termasuk dalam ad minis­ 
trasi U.P. Djakarta. Seandainja dalam per ta njaan ini di­ 
maksudkan beberapa hal jang tertentu, maka kami ingin 
sekali merier im a keteranqan-keteranqan jang Iebih tegas 
agar hal-h al itu dapat diselesaikan. 

tiap rumah itu bersama besar imbangan luasnja pc­ 
rumahan rata-rata buat tiap-tiap orang itu? 

B. Benarkah, bahwa menurut peraturan Pemerintah dalarn 
menjelenggarakan pengisian rumsh-tumeli herus diinqet 
djuga kedudukan dalam masjarakat orang-orang jang 
membutuhi perurnahan itu clan tindakan apakah akan 
diambilnja oleh Pemerintah terhadap orang-orang jang 
tinggal di, iang dinamai .,elite-buurt" sedang kedudukan­ 
nja dalam masjarakat tidak mengizinkan mereka tinggal 
disana, misalnja seorang bekas kopral KN.LL. atau 
bek as Hoofdagent Polisi. jang mungkin dulu turut 
merijerbu ke Djokja clan Solo? 

C. Apakah saudara Menteri Sosial tidak berkeberatan untuk 
merintahkan kepada U.P.D. supaja ia mernberi bantuan 
sepenuhnja kepada suatu komisi penjelidikan perumahan 
jang akan diusulkan supaja dibentuk dari D.P.R.? 
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hidupannja sehart-hari: kernunqkinan untuk meno loriq mereka 
supaja dapat rumah jang sederhana sedang djuga dipertirn­ 
bangkan. 
Selama clan dimana tidak terdapat rumah-rurnah perawatan 
ini, umparnanja berhubung dengan kekurangan ruang tinggal 
[anq dibutuhkan untuk rnenempatkan mereka, maka orang 
jang bersangkutan itupun dapat menerirna tundjangan. 
Didalam melakukan pekerdjaan ini, maka Pemerintah ber­ 
rnaksud mernpergunakan initiatief partikelir jang dapat 
mernberikan banjak pertolonqan dalam ha] ini, Seruan untuk 
ini sudah didjalankan, . 
Terhadap orang-orang jang bertjatjat ringan hams diper­ 
hatikan dua kemungkinan: 
1. mengganti anggota badan jang telah nilanq, jang me nje­ 

babkan mereka tidak dapat lagi mendjalankan peker djaan 
sendiri. sedapat mungkin dengan alat-alat pertolongan 
teknik ( anggota badan buatan); 

2. dengan djalan rnendidik mereka untuk pekerdjaan lain 
dari jang mereka biasa kerdjakan. 

Mengingat kepada kemungkinan sub 2 jang tersebut diatas 
akan disediakan perkakas-perkakas, perabot-perabot clan 
alat-alat jang dibutuhkan. Dimaksudkan untuk memuatkan 
pendidikan ini dikota-kota jang besar. 
Dalam penglaksanaan sesuatu peraturan tentang pemberian 
pertolongan ini tcntulah harus diperhatikan keadaan keuanq­ 
an negeri jang kurang baik clan selandjutnja faktor jang 
menqha lanq-halanql dalam hal ini ialah kesukar an-kesukaran 
perumahan. 
Pada umum nja oleh Angkatan Perang (Pedjabaran Sosial 
dan Kesedjahteraan Tentara). diurus mereka [anq mendjadi 
bekas anggota Tentara, dan oleh Kementerian Sosial, mereka 
[a n q menggabungkan diri dalam laskar-Iaskar [anq tidak 
didaftarkan clan jang tidak rrrendjadi urusan Angkatan Perang. 
Sementara itu sekarang sedang dipersiapkan pembentukan 
sebuah panitia ,,Badan Koordinasi Pertolongan Penclerita 
Tjatjat" dan dalam panitia itu akan duduk wakil-wakil dari 
Kementerian Pertahanan, Sosial, Kesehatan, Perburuhan clan 
Pendidikan. Pengadjaran clan Kebudajaan, dernikian pula 
wakil dari P.MJ. Panitia ini akan mengadakan sebuah 
.. Biro Koordinasi Pertolongan Penderita Tjarjat" dibawah 
Kementerian Sosial. 
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DJ A \iVABAN Menteii Sosial: 
Kami dapat memper maklumkan, bahwa untuk meringankan 
beban kehidupan keluarg a-keluarqa jang terlantar oleh 
karena kepala keluarga ditawan, kepadanja diberikan 
sokoriqan m enurut uk ur an setempat-setempatnja. 
Pckerdjaan ini didjalank an olch kepala kautor-kantor Sosial 
dacrah dengan bekerdja bersama-sama dcnqan perkurnpulan­ 
perkumpulan setcrnpat. Untuk mernperpendek waktu dap at 
kir anja k.arni peririqatkan keparla apa janq telah kami icranq­ 
kan dalam lrnbungan ini didaiarn sidang Parlemen pada 
tanggal 23 bulan Maret jang baru lalu. Jang kami terangkan 
diatas, mcnqe nai peq awai neqe ri a d a per atur.annja jilng 
chusus, Biasa;1ja pada permulaan, jang ditawan itu terus 

member: penghidupan jang pantas, diadakan tempat latihan 
(training centrurn ), dimana mereka mendapat perneliharaan 
sebaik-baiknja meskipun dengan tjara sederhana. Se lain ini 
merek a mendapat uang saku. Sesudahnja mereka paham di~ 
dalam pe kerdjaan pcr tan ia n ini, dengan pcrantaraan Kernen­ 
terian janq bcrsanqkutan. mereka akan diberi kesernpatan 
untuk pergi ketcmpat-tempar jang baik untuk pcr taruan. 
Terhadap pada bekas pedjuang, jang dengan tenaga scndiri 
atau deriqan perantaraan Kementerian Perburuhan (Bagian 
Penempatan Tenaga) akan m entjari pekerdjaan lain atau 
jang ak.an dilatih untuk sesuatu pekerdjaan, diberi pula 
sokongan. 
Dengan usaha-usaha kearah: transmigrasi, menempatkan 
tenaga bek as pedjuang dirnasinq-masinq perusahaan-pcrusa­ 
haan, djawatan-djawatan. dengan tjara langsung untuk 
m er ck a j.::mg te lah me mpunjai kepandaian atau melalui ber­ 
bagai-ba~pi ternpat lapancan tersebut diatas tadi, dapat 
tenag;;-tenasp hekas pcdjuanq dipulihk a n kcdalam ma­ 
sjarakat, 
(Djawaban l'vlcntcri Sosial dengan sur atnja tertanggal 
26Mei1950). 

149. PERTANJ AAN anqqota-anqqota A. S. Bachmid, Seeder­ 
nedi, A bdullel: j",idit den Hasan Basri. 
Banjak sek ali keluarqa jang terlantar, oleh karcna kepala 
keluarganja ditaw an. Sampai dimanakah usaha Pemerintah 
untuk n1crin~j<inki:111 be ban itu? 



~ . ···.)~1.?'~·'.~·.;;.;:f..··' .-~:.; ·':,,,:·"i) ··:~ .. ,: ;, ····r.;:•. '·"":'- . ' "" i ' :·''"" ~~:9~'.°;'; ·;,_: .' !:"";·:. ~ .. ~ "''P·~" "· I ~ ·,. ":·: '·"-' ' · ~, · " ,. • 

..... _.._L~~-:~;~.x~r.}~i>:;~t~,:; ·~:··:; · ,~· ..... _ · :\: > , ·li -~;:.~~- --.~-,~ :{.:?.<:*T'~;.'~:·:z~:-~rt.:~·?+,~:~~- i: ~:::~~r;1:.:~:t_ :- -~\~_:·~;_.;:':·~ _ , 
.· . ' ' . ::· ,·.\· ... · .i.:.·- 1 ·~.- • :~.::.:'·.:>; -, . ·,:!, . : . 

~ ..': 

. . , a.·:~ ,, .·, 

-:··.' .. ·-,k.arla -~ ·menai~-Pu~ ~actl-..iiteit~ ~1~"·~9~ -i?Nlil' 
-_ · '. ~~-~i ,.,..,. ,·.{4_-~ ·..,; ·~: ,..J 'u~11·n. , _ · · ' .. · ' .: . . i .' 

~~'."-~~"bl'~-· ,. . . - -- , - 
·· Ptm~~~ h~$,'~at.~dj~ ~~~~·'·_i~ ~~· 

.,· . 
·.··.·.·,;.: 

·' . . ,. ·;-~~ 

!::t}i~k 
~i-~:. 

'i ~-.~,~~:~t~~::L~~;:1!:~i·t<~;~= ·. '.: 
~9'.m:·ttm~a;.~·~a~-J?es:e~~ ... ns~&' -·,, 
Apa :~~~~.~-~ta.h,. untµk .. ~ · . · - · :-~ =~~,: ······ ~-r~~P1tqi~m~~~~~· :·~&¥'.',:]'~~ •· , 

_: , ~r~n'?J. ~ma ·b.Jb:ti'n'·'1;n~~nan~ ''.pakafan,, oh~t~oat~;n clan _ 
'.. l>u~bul~: · .,:;-'., .~. - , · -. ;~~: -·- !~;::~:r;:.'~,:.,:i(;;~;;·j;L .. ·· ,;·.~:: , 



• 

134 

memetjahkan seal ini. karni perluas, berdasarkan peng­ 
alarnan-penqalaman dalarn bulan-bulan jang lalu, dengan 
rncnambah peqawai-peqawai pimpinan bangs a Indonesia dan 
mernpertadjarn periqawasan denqan djalan menempatkan lebih 
b anja k re ua q a-te n aqa Indonesia ~ aritar anja beberapa orang 
mahasiswa __. dibagian Inspeksi, Selain dnri pada itu, maka 
riap hnri Kemis di Kementerian karni diaclakan rapat koor­ 
dinasi antar a Kementcrian ka mi, Kantor Urusan Perumahan 
Djakarta clan pihak fv'liliter denqan maksud, supaja pelbaqai 
pihak djanq.m bertmdak sendiri-sendiri. 
Dengan pihak Gubernur Militer Djakarta Raya telah disusun 
sebuah pedornan untuk penjelenggaraan perumahan oleh 
Kantor Urusan Perumahan Djakarta dan Urusan Perurnahan 
Militer. Sungguhpun hasil-hasil janq tertjapai belum )agi 
dapat dinamakan memuaskan, akan tetapi rnengingat perse­ 
diaan jang dapat dibaqrkan clan permintaan jang bertimbun­ 
timbun. maka akan terlalu kurang adi) kiranja terhadap para 
pegawai jang dibebani tugas rn enqurus soal ini, djika kami 
melupakan me nqutjapkan penghargaan dan terima kasih pula 
atas apa-apa jang telah dapat diselesaikan dilapanqan 
pekerdjaan jang sesukar dan setjerewet itu. 
Seperti kita sekalian maklum, seal pernberian perumahan 
itu, tidak munqkin k ita dapat selesaikan deriqan rncmuaskan, 
cljika kita tidak mendirikan perurnahan-perumahan baru. 
Dalam huburiqan ini perlu diketahui, hahwa m enurut kete­ 
r anqan jang k ami pernlch, saudara Laoh, disamprnq apa iang 
digiatkan di Kebajor an, pun dibagian-bagian lain di Djakarta 
ini sedang merentjanakan pernbikinan perumahan-pcrumahan 
baru, Selandjutnja kami rncmper mnklumkan. hahwa meski­ 
pun, seperti diketahui. pembikinan rumah-rurnah baru tidak 
ter masuk kornpetensi Kerncnterian k arni, akan tetapi sekedar 
merinqankan kesukaran-kesukarnn janq diderita oleh peker­ 
dja-pekcrclja. buruh rendahan, jan q tid ak mernpunj ai 
perumahan tertentu, bergelandangan dan tidur dilantai dimuka 
toko-to ko. m ak a Ke mcnter ian k arni tclah me njediakan uang 
sedjumlah f 250.000 dengan ketentuan, hahwa Kota Pradja 
akan memperquuakan uang itu guna pernbik inan pc n do k­ 
pondok ( noodverblijven ] untuk para pekerdja jang ber­ 
gelandangan itu. 
Menurut keterangan saudara Soewirjo, maka hal ini sedang 
sibuk diselenqqarakan. 
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Umum dengan suratnja tertanggal 19 April 1950 vide kete­ 
rangannja dalam rapat kerdja Panitia Tetap III tanggal 
12 April 1950). 

152. PERTANJAAN anggota Andi Zainal Abidin: 
Dalam Perang Dunia jang lalu oleh Angkatan Perang 
Sekutu disebarkan randjau laut di Selat Laut daerah (Ka!i­ 
niantan Tenggara) hingga kini randjau-randjau tersebut 
bclum dibcrsihkan ha! rnana arnat m enqqanqgu pengangkutan 
laut ke. clan dari daerah tersebut, Karena ha! ini mernperiqa­ 
ruhi pula perekoriomian rakjat didaerah itu, maka penanja 
ingin mengetahui, apakah Pemerintah tidak beranggapan, 
bahwa kini telah tiba waktunja untuk membersihkan randjau­ 
randjau itu? 

DJ A vVABA N M enteti Per hubunqen, Tenaga den Peker­ 
djaan Umum: 
Mengenai soal rnijnvelden qanq hingga waktu ini masih ter­ 
dapat dibeberapa ternpat, dapat kami teran qkan, bahwa soal 
ini sebenarnja su dah disinggung djuga dalam pembitjaraan 
rapat Kerdja Panitia Tetap Keuangan-Kemakmuran-Perhu­ 
bungan, Tenaga clan Pekerdjaan Umum pada tanggal 
12 April 1950. 
Risalah singkat dari sidang tersebut ada menjatakan: 

scal-soal jang mengenai rnijnvelden adalah termasuk 
mendjadi urusa n Angkatan Laut. clan telah diberrtahu­ 
kan kepada Kementerian Pertahanan agar mijnvelden 
tersebut dlbersih kan. 

Untuk pe ndjelasan selandjutn]a ada baiknja saudara rnern­ 
perhatikan sekali laqi isi seluruh rapat Kerdja itu. 
( Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaqa 
dan Pekerdjaan Umum dalam rapat pleno ke-59 tanggal 
28 Djuli 1950). 

153. PERT ANJ AAN anggota R. Adhisoekmo: 
Sepandjang berita-berita, tiap hari didenta berdjuta rupiah 
keruqian oleh Pemerintah, sebagai akibatnja penjelundupan­ 
penjelundupan dari pelbaqai-pelbaqai gerombolan ( golongan). 
Beberapa pihak menjatakan, bahwa srnokkel itu disebabkan 
oleh: 
1. Lernahnja pendjaqaanpenqawasan dilaut. 
2. T'iadanja djaminan bagi gerombolan jang telah herdjasa 

dalam perdjuangan kemerdekaan. 
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Saja rnasih mernpunjai harapan jang besar bahwa masalah 
pengangkutan laut ini. jang sangat penting artinja bagi pem­ 
bangunan nasional dapat dipetjahkan Pernerintah dengan 
sesempurna-sempurnan ja dalam waktu jang sing kat. 
(Kuti pan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga 
dan Pekerdjaan Umum da1am rapat pleno ke-59 tanggal 
28 Djuli 1950). (Lihat djuga djawaban Menteri Kemakrnuran 
atas pertanjaan No. 127). 

154. PERTANJAAN anggota Feris Perdede: 
Apakah ada peraturan sensuur mengenai pernasukan lektuur 
dari luar negeri? Dan begitu djuga mengenai surat-menjurat. 
Kalan betul ada, apakah jang me ndjadi dasar dari pada 
sensuur itu? Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan 
penanja, bahwa itu bertentangan dengan pasal 18 Konstitusi 
Sementara R.I.S.? 

DJAVv ABAN Mcnteri Perhubunqan, Tenaga dan Peker­ 
djaan Umum: 
Mendjawab pertanjaan anggota jang tcrhormat Tuan 
P. Pardede, dapat kami dj elaskan, bahwa lcalau jang dirnak­ 
sud kan dengan sensuur surat-menjurat jaitu pemeriksaan 
surat-rnenjurat pada umumnja sebelum diteruskan, maka jang 
sedemikian itu tidak ada didjalankan oleh Pemerintah. 
Disamping itu memang ada kemuriqkinan bahwa surat­ 
menjurat dari seseorang jang tertentu diperiksa Pemerintah, 
tetapi hal ini h anja lah dilakukan, kalau ada instruksi jang 
tertentu pula dari Kehakiman, jang memerlukannja bagi 
kelantjaran pe kerdjaannja. sesuai dengan Lembaran Negara 
1893 pasal 240 clan Lembaran Negara 1935 pasal 121 clan 
ditegaskan lagi dalam Konstitusi Sementara R.I.S. pasal 17. 
Berdasarkan Peraturan-peraturan diatas itu pula clan pasal 
32 Konstitusi Sernentara R.I.S. maka ada kemungkinan 
sesuatu 1ektuur ditahan buat sementara untuk diteruskan 
kepada pihak Pokrol Djenderal untuk mendapat pertimbangan 
dan keputusan lebih Iaridjut. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Perhubungan, Tenaga 
dan Pekerdjaan Umum pada rapat pleno ke-59 tanggal 
28 Djuli 1950). (Lihat djuqa djawahan Menter. Peneranqan 
atas pcrtanjaan No. ·182 clan djawaban Menteri Pengadjaran, 
Pendidikan dan Kebudajaan atas pertanjaan No. 174). 
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diseluruh Indonesia clan membanding-banding keadaan 
neqeri-neqeri baru di Asia. 
Djawatan Pengawasan Perburuhan terus-menurus meng­ 
arnat-amati soal upah i ni clan tugas kami menjelesaikan 
perselisihan clan pemogokan menambah kesempatan untuk 
menetapkan tingkat clan sistim upah dengan perundingan 
kedua pihak. 
Apa jang kami adjukan sebaqai djawaban terhadap hal 
upah. berlaku djuqa bagi hal djam kerdja, 

B. Hukum jang berlaku sekarang sedikit sekali jang sudah 
bersifat mendjamin kehidupan buruh. Hampir disernua 
lapangan perlu dipcladjari clan disiapkan peraturan­ 
peraturan baru. Jang dipentingkan sekarang ialah penje­ 
lidikan tentang kemunqkina n-kemunq kinan dalam keada­ 
an jang serba sulit ini. 
Undang-undang sosial jang ada seberapa djauh hanja 
memberi perlindungan kepada buruh wanita, buruh anak­ 
anak: perlindungan itupun belum tjukup. 
Dilapangan djaminan sosial kepada buruh jang tidak bisa 
kerdja (sakit, tua, tjatjat)masih perlu diadakan peraturan­ 
peraturan baru. Tapi peraturan-peraturan demikian 
( sosial insurance) ketjuali minta keuangan kepada rnasja­ 
rakat, memerlukan ahli-ahli administrasi dan organisasi 
jang belum kita miliki, 
Perhitungan kami ialah disamping segala persiapan dalam 
Kementerian, dimasjarakat se n di ri akan tumbuh kernunq­ 
kinan-kemunqkinan baru serta tenaqa-tenaqa bibit jang 
dapat dipertjaja. 
( Djawaban Menteri Perburuhan dengan suratnja tertanq­ 
gal 8 April 1950). 

156. PERT ANJ AAN anggota M ustephe: 
a. Saja melihat didjalan-djalan di Kota Djakarta (lbu Kota 

R.I.S.) anak-anak jang dibawah umur 14 tahun dipeker­ 
djakan untuk membetulkan djalan-djalan. 

b. Munqkin anak-anak itu terpaksa bekerdja berhubung 
dengan orang tuanja tidak dapat mernberi kehidupannja. 
Djika betul begitu penanja mengusulkan supaja anak­ 
anak dipekerdjakan pada perusahaaan-perusahaan jang 
m ernbe ri pe ndidikan. 
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DJ A WABA N M enteri Perburuhan: 

Persoalan transmigrasi telah dikerdjakan oleh Kemcnterian 
Perburuhan sebagai berikut: 

Untuk transmlqrasi dan kolonisasi orang-orang dari 
Djawa jang pencluduknja terlalu padat kedaerah-daerah 
diluar Djawa telah dibikin suatu re ntjana (schema) 
untuk selama 5 tahun kemudian jang daf tar- clan kete­ 
ranqan-keteranqan tersebut dibawah ini: 

Apakah jang sudah dircntjanakan Pcmerintah rnenqcnai 
transmiorasi seperti jang sudah disebut-sebut dalarn surat 
kabar? <, 

158. PERTANJAAN anggota Mohd Tauchid: 

rang ha] demikian kami laranq clan pula diturut oleh rnadjikan 
dimana kami tjarnpur tangan. 
( Djawaban Menteri Perburuban dengan suratnja tertanggal 
8 April 1950). 





146 

R.I.S. sedang merentjanakan transmigrasi besar-besaran 
jang sedang drrentjanakan oleh beberapa Kernenterian. 
Penanja ingin mengetahui. sarnpai dimanakah djauh ren­ 
tjana tr ansmiqr asi R.I.S. itu clan bagaimanakah tjara 
bekerdjanja bersarna dengan Pemerintah R.I. jang telah 
siap lengkap itu?". 

B. ,.Sampai pada saat ini wervingsordonnantie dari Peme­ 
rintah alruarhurn masih tetap berlaku, hingga badan­ 
badan sebagai V.E.D.A. cl.LI. mernpunjai kesernpatan untuk 
mendjalankan apa jang dinamakan ,.vrije erniqratie". 
,.Apakah Pemerintah tidak sepaha m dengan penanja, 
bahwa ordonansi tersebut berhubung dengan berubah­ 
nja waktu clan keadaan perlu ditindjau kembali. agar 
konsekwensi-konsekwensinja dapat dilaraskan dengan 
kebutuhannja para emigrant (antaranja perdjandjian 
kerdja jang baik dsb.) ". 

OJA WABAN Menteri Perburuhen: 
A. Sebagaimana ternjata dalam djawaban kami terhadap 

saudara Adhisoekmo tersebut diatas (lihat djawaban 
atas pertanjaan No. 158) banjaknja penduduk jang di­ 
rentjanakan untuk dipindahkan ke Sumatera adalah 
30.000 orang ditambah dengan keluarganja mendjadi k.l, 
105.000. 
Dalam menjelenggarakan rentjana pernindahan itu dari 
Ojawa ke Sumatera, selalu diadakan perundingan dan 
kerdja-sarna janq rapat antara Kementerian Pernbangunan 
Masjarakar R.I. Jogjakarta. 
Walaupun, berhubung dengan [etakn]a daerah-daerah 
pernindahan rakjat itu terrnasuk daerah lingkungan 
kekuasaan R.I.. sehingga penjelenggaraan pemrndahan 
itu pcr tama-tarna harus diselenggarakan oleh R.I., tetapi 
bertalian dengan beherapa ha] [biaja. penielidikan-penje­ 
lidik an te knis. pembelian alar-ala t dari lu ar negeri, dll.), 
maka -- sebagaimana diuraikan dimuka ~ dalam meren~ 
tjanakan tr ansrniqr asi senantiasa diadakan perun dinqan­ 
perundingan clan kerd ia-sama antara Kerncnterian 
Perburuhan R.I.S. clan Ke menterian R.I. 
Sampai berapa 'djauh usaha itu telah didjalankan, pada 
dewasa ini karni helum dapat mernberikan keterangan 
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161. PERTANJAAN anggota Mohd Hasan: 
Bagaimanakah sikap ( tindakan) Pemerintah terhadap hal­ 
hal jan q tersebut dib,,:iwah ini: 
Mcnurut ber ita jang disampaikan kepada saja, bahwa ketika 
akan diadakan rapat urnum dan pawai oleh persatuan- 

OJA \VABAN Menteri Perburuhen- 
a. Oikatakan bahwa beberapa tindakan drarnbil oleh ma­ 

djikan dengan mempergunakan onderneminqswacht. Saja 
kira kedjadian-kedjadian jang dikernukak an dalarn per­ 
tanjaan itu terdjadi k ir a-k ir a 4 bulan [anq lalu atau lebih 
dulu ]agi. Saja r asa sesudah .Itu, setelah buruh di Sumatera 
Timur mendapat pengakuan dari madjikan sendiri, 
schinqqa seqaia iriside n sebetulnja bisa dibawn kemedja 
perundingan bersama. kedjadian sebeqitu tidak bisa 
djadi ]agi. Kita sendiri terus-mener us mengadakan 
hubungan dengan kalangan perburuhan di Sumatera 
Timur dan setelah penjelesaian perburuhan jang agak 
besar, dirnana Kementerian kami turut tjarnpur tangan, 
keadaan pada waktu sekarang tida k ada msiden-insiden 
lagi. Saja kira tentang sifat dan maksud .. Onderneminqs­ 
wach t" tidak perlu lagi diadakan pertukaran pikiran, 
karena Pernerintah sendiri telah menjatakan pendiriannja, 
hahwa lembaga pengawal per keburian itu pada waktu 
ini tidak perlu lagi diadakan, Pada tanggal 22 Mei 1950 
peraturan j ariq diad akan oleh Pemerintah jang lampau 
telah ditjabut oleh Pernerintah Republik Indonesia Seri­ 
kat sehingga lernbaqa ini pada waktu sekarang tidak 
mempunjai dasar lagi. 

b, Tentang lekas atau tidaknja pclaksanaan pembubaran 
,,Ondernerningswacht" tergantung sekar an q pada pemin­ 
dahan anak-buahrija kepada polisi. Tentang usaha ini 
pada waktunja tentu saudara-saudara dapat merninta 
laporan dari djabatan jang bersangkutan. ( Kutipan 
pidato djawaban Menteri Perburuhan dalam rapat pleno 
ke-57 tanggal 26 Ojuli ·1950). (Lihat dju q a djawaban 
Menteri Dalam Negeri at as pertanjaan No. 97). 

Pemerintah tidak sepaharn dengan penanja, bahwa sesuai 
dengan Negara Merdeka Berdaulat ,.O.W." tersebut 
sudah patut mcsti dibubarkan? 
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OJA \VABAN Mentcri Perburuhu.n: 
A. Saja kira per djandjian-perdjandjian jang dimaksud ialah 

perdjandjian, jang cliperoleh sebagai hasil-hasil penjele­ 
saian perburuhan dengan perantaraan Pemerintah. 
Umumnja hasil-hasil penjelesaian dernikian itu ditjatat 

163. PERTANJAAN anggota K. Werdojo, Nona Soewarti. 
Mustephe, Peris Pardede den Hasan Besii. 
A. Bagaimana sik ap Pemerintah terhadap pelanggaran jang 

dilakukan oleh pihak rnadjikan terhadap per djandjian­ 
per djandjia n jang sudah cliadakan antara macljikan clan 
pihak buruh jang dilegaliseer oleh Perner intah. 
Tindakan apakah jang diambil oleh Pernerintah terhadap 
pelenggaran itu? 

B. Dalam rapat Kerdja pertarna antara Panitia Tetap IV 
( Sosial Perburuhan clan Kesehatan) denqan Menteri 
Perburuhan, Saudara Menteri telah berdjandji akan 
menjarnpaikan rentjana Llndsno-undenq Perburuhan janq 
sernpurna clan lengkap kepada D.P.R. selambat-lambatnja 
dalam bulan April 1950. Kami ingin mengetahui, sarnpai 
dimanakah tentang penqlaksanaannja djandji Peme­ 
rintah itu ? 

OJA WABAN Menteri Perburuhan: 
Pcrranjaan seperti dikernukak an ini tentunja tidak benar, 
jang benar jaitu, bahwa diperkeburian karet di Nusakam­ 
bangan beker dja orang-orang hukuman, hingga tidak dapat 
dibanclingkan clengan perkebunan Pemerintah. 
Maka dari itu, misalnja ini tidak diurus oleh Perusahaan 
Perkebunan Negara. tetapi terrnasuk lingkungan Djawatan 
Kependjaraan. Peker djaan ini harus dilihat dengan peker­ 
djaan dibengkel-bengkel kaju, penganjaman tikar clan 
sebaqainja, jang terdapat dipendjara-pcndjar a, hingga tidak 
selajaknja dilakukan oleh pekerdja biasa. Mereka diberi 
bahan upah, bukan jang disebut upah, tetapi ,,premie". 
Selandjutnja nanti saudara Soepomo akan lebih menjatakan 
sifat dari tjar a bekerdja orang-orang hukuman itu. ( Kutipan 
pidato djawaban Menteri Perburuhan dalarn rapat ke-57 
tang gal 26 Djuli 1950). (Lihnt djuqa djawaban Menteri 
Kehakiman atas pertanjaan No. 110 - Red.). 
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Indonesia Serikat. Kami menunggu kearah mana dikete­ 
muk an penjelesaiannja, karena memang terbuka beberapa 
djala n hingga ha rus dipilih maria jang terbaik untuk 
Indonesia ini. Menurut perhitungan karni tjar a-tjara 
penjelesaian itu akan kita arnbil djuga untuk rantjangan 
Undang-undang Perdjandjian Kerdja. Hingga sekarang 
ternjata rantjangan Undang-undang Perdjandjian Bersarna 
tentang sjarat-sjarat ker dja dan pc nq akuan scr ikat 
sekerdja belum djuga selesai mendjadi Undang-undang di 
Republik. Dengan Pemerintah Republik ka mi telah meng­ 
adakan .,understanding", bahwa rantjangan-rantjangan 
Undang-undang Perburuhan jang sudah disiapkan di 
Djok]a, biar diselesaik an didalam Republik, hingga ke­ 
mudian dalam bentuk jang lebih sernpur na dapat dimasak 
lag i mend jadi Undang-undang Republik Indonesia 
Serik at. 
Rantjangan Undang-undang jang baru, dibikin di Keme n­ 
terian Perburuhan RLS. Maka dari itu bagian Undang­ 
undang di Kementerian Republik Indonesia dittadakan. 
Tjara beker dja jang sedernikian ini kami pandang 
se-effectief-effectiefnja. Mernbitjarakan rantjanqan-ran­ 
tjangan Undanq-undanq janq merupakan satu sistirn pada 
waktu bersamaan dibadan Pekerdja clan Parlemen R.I.S. 
banjak keberatannja. Dichawatir kan penjelesaiannja 
herdjalan kernatie m-rnatjam djurusan, Tetapi sek ar anq ini 
kita menghadapi tertjapainja Negara Kesatuan dalam 
waktu jang sanqar dekat. Dapat diharapka n dua Llrida nq­ 
undang tersebut diatas tadi jang telah diadjukan kepada 
Badan Pekerdja itu Iekas diadju ka n d alam Par lemen 
Negara Kesatuan. 
Djika dua Llridanq-undanq itu selesai Undang-undang 
Perdjandjian Kerdia bisa mcnjusul dengan segera. 
(Kutipan pidato djaw aban Menteri Perburuha n dalam 
rapat pleno ke,57 tanggal 26 Djuli 1950). 

164. PERT ANJ AA N anqqota A. S. Bach mid, Soedarnadi, Abdul­ 
lah Aidit dan Hasan Basri. 
Didalam penind iauan oleh peraturan Panitia Tetan IV 
( Sosial, Perburuhan clan Kesehatan) terdapat dionderne­ 

ming-onderneming clan perusahaan-pcrusahaan lainnja, pen­ 
djudian-pendjudian jang sangat merugikan kaum buruh, 
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OJA WABAN Menteri Perburuhan: 
a. Bagi kami sulit sekali untuk membalas pertanjaan ini, 

karena mengenai ha! jang ter djadi sebelum terbentuk 
Pemerintah jang sekarang dimana kami sendiri menq­ 
arnbil bagian. Baiknja hal ini dipersoalkan kembali pada 
Pemerintah. Ulangan setjara sedemik-ian itu ada baiknja, 
karcria dapat pula m ernper hatikan keadaan-keadaan 
sekarang, jang tentunja djauh berbeda deriqan ke adaan 
8 bulan jang lalu, 

b. Didaerah-daerah ada kantor-kantor. janq melakukan pen­ 
daftaran pengangguran. Didaer ah R.I. kantor-kantor itu 
termasuk Djawatan-djawstan Penempatan Tenaga, 
diluar R.I. Kantor-kantor Kerdjantara. Perlengkapan 

· kantor-kantor ini belurn tjukup dan urnumnja k areria kaum 
penganggur sedikit sekali jang mendaftarkan diri, rnaka 
oleh karena itu angka-angka diperoleh dari lapor an­ 
laporan tidak menggambarkan keadaan jang sebenarnja. 

c. Usaha Pemerintah jang biasa terus-rnenerus dikerdjakan 
ialah perantaraan ker dja ( arbeidsbemiddeling). Pada 
waktu jang tertentu kita memberi laporan meskipun belum 
disemua daerah jang diliputi o leh Indonesia sudah 
disampaikan lapor an itu. Pendaftaran pengangguran 
memang dimana-rnana dinegara-negara Asia masih 
dalam masa pendahuluan lebih-lehih di Indonesia ber­ 
hubunq dengan adanja kcdjadian-kedjadian diwaktu 
tahun jang ]alu sukar sekali mengadakan koordinasi ten­ 
tan q pendaftaran ini. 
Kedua jaitu kesanggupan kaum penganggur sendiri 
untuk mendaftarkan diri amat sedikit. Kalau di India 
disana dilakukan suatu pendaftaran dengan rnendatangi 
dengan mobil-mobil dibeberapa daerah-daerah jang 
sekiranja banjak pengangguran. Djadi dalam ha! ini kita 
tidak berdiri sendiri. 
Keadaan disguised" unemployement artinja pengangguran 
jang bersembunji adalah sifat masjarakat di Asia urnum- 

d. Bagaimana sikap Pemerintah clan apa tindakan Perne­ 
rintah terhadap penglepasan jang sekehendaknja sadja, 
seperti: Terdjadi atas dirinja dua orang gadji bulanan di 
Pabrik Batik Euw Kiern clan Lie Tjo w? 



untuk :.~rtlil.jJSerig,kel~bengJ~~·r ·datl r-: ~nainja' }~ns. ; .' ' 
l~a m~jai 11tu.r.an d~ kmfja ·lam •. wal~uprut · : 

.. ,, . , .· ~, . ~ .9k~, t~~b~t;,±ci:m~~~. d.Jawa~ Pei~~fillt~~,~f'. . 
· · · · ' Detj,i~· de.nii~ian rasanja; kill~! ·sud~h-. men~paik<m •.:_ .·· ~, *tt~t=,~f~'' ·'· · '.t~r:~~~1t}i~~t~ 

!!;· .. ·;".i''.)"' .. ·• 
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167. PERTANJAAN anggota Mochammad Tauchid: 
A. Bagaimanakah pendapat Pemerintah terhadap perguruan­ 

perguruan partikelir jang sudah menundjukkan djiasanja 
dalam perdjuangan bangsa? Sampai dimanakah penghar­ 
gaan Pemenntah terhadap sekolah-sekolah partikelir itu? 
Bantuan apakah jang sudah clan akan diberikan kepada 
sekolah-sckolah parukeiir itu. 
a. Sekolah-sekolah partikelir sekarang ternjata mendapat 

perhatian jang sangat besar dari Rakjat ternjata dart 
banjaknja murid-rnurid jang masuk disitu. Tetapi 
keadaan perumahan clan alat-alatnja sangat me nje­ 
dihkan. 

OJA WABAN Menteri Pengadjaran. Pendidikan den Kebu­ 
dejeen- 

A. a. Masjarakat Belanda akan mengurus sekolah-sekolah 
concordant ( H. B.S. misalnja) dengan persetud juan 
Pemerintah R.I.S.-A.M.S. dua tahun lagi ditutup 
(sekarang ada kelas satu). P.P.T. (Perstapan Perqu- 
ruan Tinggi) S.M. ( Sekolah l'vienengah) 
V.H.O. + M.S. sebagai sistim dilandjutkan. 

b. Kenaikan kelas dan udjian penqhabisan berdjalan 
menurut rentjana jang sudah didjalankan dalam tahun 
peladjaran ini ('49 ~ '50). Bagi S.M. bahasa penq­ 
antar bahasa Indonesia. Bagi V.H.O. soal-soal dibe­ 
rikan da!am dua bahasa. 

c. Guru-guru Belanda diminta selekas mungkin merna­ 
hami bahasa Indonesia. 

B. Untuk Perguruan Tinggi direntjanakan: studentendorp. 
Untuk Sekolah-sekolah Menengah particulier-initiatief 
diandjurkan mengadakan asra ma: bila mungkin dengan 
bantuan Pemerintah. 
(Djawaban Menteri Pcndidikan. Pengadjaran clan Kebu­ 
dajaan dengan suratnja tanggal 20 Mei 1950). 

mendapatnja rumah pondokan, maka penanja mohon 
keterangan dari Pemerintah: Tindakan apakah telah 
direntjanakan oleh Pemerintah untuk mernetjahkan soal 
itu dalam waktu pendek? 
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DJ A WABAN 1\fenteri Pendidikan, Pengadjaran den Keb11- 
dajaan: 

A. 1. Oleh De\van Menteri telah diputuska n, bahwa tjukup 
dibcntuk suatu ,.Biro Demobilisasi", tidak perlu suatu 
.,Dewan Dernobilisasi". 

2. Kementerian Pengacljaran, Pendidikan clan Kebuda­ 
[aan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan 
relah mulai dengan pendaftaran peladjar-peladjar 
bekas pedjuanq, antara lain di Djakarta untuk daerah 
Djakarta-Raya clan sekitarnja clan di Bandung untuk 

B. Karena Negara Kesatuan pas ti akan terbentuk, seclangkan 
sampai sekarang bentuk pengadjaran masih herbeda-beda, 
tidakkah Kementerian Pengadjaran, Pendidikan clan 
Kebuclajaan R.I.S. sepcndapat dengan penanj a, perlunja 
perrnusjawaratan pendidikan seluruh Indonesia untuk 
menentukan satu sistim pengadjaran jang dapat didja­ 
larikan pada kursus baru jang sudah dekat itu (Agustus 
1950). 

168. PERTANJAAN anggota lbnoetadji Preioirosoedirdjo: 

A. Sudah sarnpai dimanakah pekerdjaan demobilisatieraad, 
mengenai rcntiananja untuk menampung peladiar pediu­ 
ang sesuai denqan maksud peraturan Pemerintah R.I. 
No. 32 Tahun 1949? 

ditambah. Perbaikan nasib clan kedudukan kaurn guru 
telah diperhatikan dalam P.G.P. 

D. Bantuan jang njata belum diberik~n. oleh karena Ang­ 
garan Dasar dan Rumah-Tangga serta susunan jang 
luas dari Pengurus Besar jang sudah lama diminta kepada 
Pengurus Besar Kepanduan Rakjat sampai sekarang 
belum diterima lagi. Akan diusahakan membantu dalam 
alat-alat jang diperlukan oleh organisasi Kepanduan clan 
berhubung internasional akan diusahakan pula. 

E. Guru-guru bangsa Belanda diminta selekas munqkin me­ 
makai Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 
(Djawaban Menteri Pcndidikan. Pengacljaran clan Kebu­ 
dajaan dengan suratnja tang gal 20 Mei 1950). 
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OJA \VA BAN 1'vlenteri Pendidiken, Pen,r;adjaran dan Keba­ 
dejeen: 
Oleh Kementertan Pendidikan. Pen qadjarnn dan Kebudajaan 
sudah diusahakan supaja: baqi Se.koiah-sekolah l\.knengah 
buku-buku peladjaran dapat dipcsan oleh Kementerian 
Pcndidihin. Penqadjaran dun Kebudajaan dengan dasar 
har qa i: 1. 
Murrd-murid ini kernudian me njcwa buku-huku itu dari 
Kemcnterian. Bagi Peladjar-pcladjar Perguruan Tinggi. 
guru-guru clan sehagainja diaclakan suatu peraturan, supaja 
mere ka itu dapat iz in untuk mernheli buku se ndiri dengan 
dasar l:lS 
Jang demikian ini rnasih rneminggu keputusan dari pihak 
Kementerian Keuangan. Baru kemarin saja rnenanda-tanqani 
suatu permintaan kepada Kementerian Keuanqan, supaja 
djuqa misalnja orang-orang jang berkepentingan, katakanlah 
saudara-saudara jang terhormat , mau membeli buku-buku 
jang penting. supaja permintaan itu dengan perantaraan 
Kernenterian Pendidrkan. Pe nqad iaran clan Kebudajaan 
diadjukan kepada Kemcnterian Keuanqan, agar dapat mem­ 
beli huku-buku tersebut dengan harga 1: 1. Bagaimana 
djawabannja dari Kementerian tersebut kemudian akan dibe­ 
ritahukan kepada saudara-saudara sekalian. 
(Kutipan pidato djawaban Me nteri Pendidikan, Penqadjaran 
clan Kebudajaan dalam rapat pleno ke-57 tanggal 26 Djuli 
1950). (Li hat djuqa djawaban Menteri Kernakmuran atas 
persetud juan No. 134). 

169. PERT ANJAAN anggota Zainal .Abidin Achmad: 
Sedjak pada bulan ~.fei tahun ini kepada pedagang buku 
diperkenankan menaikkan harga bukunja, maka terasa kerna­ 
halan harga buku tersebut, 
'I'erutarna para peladjar sanqat merasa diruqikan olch 
pcnaikan harga buku ini. Berhubung dengan ha] ini maka 
penanja ingin mengetahui apakah oleh Pemerintah tidak 
dapat diarnbil pcraturan j a nq dapat memberi sekedar keloriq­ 
garan, terutama kepada para peladjar, untuk mernenuhi 
kehutuhan mercka akan buku-buku jang bersi lat ihnu penge­ 
tahuan, umumnja jang dibutuhkan guna peladjaran serta 
penclidi kan mereka itu, 
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a. Dapatkah Pemerintah memberi anqka-anqka dari djum­ 
lahnja derrna-derrna siswa (studiebeursen) jang diketahui 
pada saat ini? 

b. Sepahamkah Pemerintah dengan penanja, bahwa badan­ 
badan derma siswa itu perlu mendapat bantuan moreel 
clan materieel clan apakah Pemerintah telah berbuat itu? 

c. Sampai dimana kah usaha Pemerintah d alam pada 
menerima peladjar-peladjar jang bekas pedjuang? 

d, Sampai dimanakah usaha Pernerintah dalam pada peker­ 
djaan pernberantasan buta huruf? 

171. PERTANJAAN anggota R. S. Adhisoekmo: 

Hubungan dengan badan-badan kebudajaan dalam masjara­ 
kat sudah diadakan dengan djalan memberikan sokongan 
mored clan materieel. 
Misa!nja kepada Lembaga Kebudajaan Indonesia telah 
diberikan sokongan uang sampai sekarang sedjumlah 
f 60.000. Lagi pula penerbitan madjalah kebudajaan 
:.Indonesia" jang <lulu diselenggarakan oleh Balai Pustaka 
telah diserahkan kepada Lembaga tersebut dengan bantuan 
alat-alat jang diperlukan, Begitu pula sebagai pendorong bagi 
para seni lukis dari beberapa hasil pekerd jaannja. Djadi 
biarpun belum amat sernpurna usaha Kementerian P. P. 
clan K. in i. tetapi toh ad a usaha kealiran itu. Pengumpulan 
bahan-bahan sedjarah masih selalu dikerdjakan antara lain 
di Ojawatan Purbakala, Arsip Negara clan lain-lain. Sebab 
kita menganggap perlu lamb'at-laun kita memprodusir sendiri 
suatu buku sedjarah asli jang dibikin oleh kita sendiri, djadi 
menulis kembali sedjarah. Ini djuqa salah satu janq ditutarna­ 
kan oleh afdeling Kebudajaan dari pada Kementerian Pen­ 
didikan, Pengadjaran clan Kebudajaan R.I.S. Dalarn pada 
itu terasa kekurangan tenaga ahli. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri P.P. clan K. dalam rapat 

pleno ke-57 tang gal 26 Djuli 1950). 
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Dja di dcrrua siswa djurnlahnja sama sekali sarnpai sekara nq, 
ialah 153 clan tundjangan beladjar 145; djadi sarn a sek ali 
sa m pa i se kar anq h anja baru 298. Tetapi buat curusjaar baru 
buat Indonesia a d a disediak an 500 derma siswa. 

55 12 1:3 
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maha siswa Malina, mereka akan disaring clan sedikit hari 
lagi beberapa diantaranja jang tidak bisa dipakai lagi karena 
satu clan lain hal akan dikembalikan ketanah air, sedangkan 
jang tinggal ada menurut sjarat-sjarat, ialah: pertarna, bahwa 
mereka itu bersekolah didalam sekolah jang tidak ada disini, 
seperti misalnja pad a textiel industrie, v liegtuig - clan 
scheepsbouwkunde, janq ada 20 orang dari bangsa kita bela­ 
djar dinegeri Belanda clan pada technische afdeling jang tidak 
ada di Bandung atau pada Fakultet jang mempunjai produksi 
sedikit. Seperti misalnja saudara Leimena mengeluh, sebab 
kekurangan dokter. karena produksi kita disini sarnp ai 
sekarang kira-kira hanja 35 setahun. Djadi anak-anak jang 
sudah lantjar beladjar clan radjin kita herikan derma siswa 
dengan mengadakan kontrak, sesudah ia lulus sekuranq­ 
kuranqnja 3 tahun bekerdja pada Pemerintah atau dibajar 
kembali sebanjak mereka mendapat sokongan clan ini sampai 
7 tahun. Djadi kontrak itu dari 3 tahun sampai 7 tahun. 

b. Pertanjaan ini kurang djelas. tetapi barangkali kalau jang 
dimaksud badan-badan dari partikelir. memang kami 
selalu bersedia, tetapi perrnintaan-permintaan sampai 
sekarang sedikit sekali. 

c. Pertanjaan ini sudah didjawab pada pertanjaan saudara 
Ibnoetadji. (Lihat djawaban atas pertanjaan No. 168). 

d. Sampai pada udjung tahun 1949 ada 14.586 kursus-kursus. 
Pcrintj ia n-per in tjia n dan kereran qa n-k cte ra nqan jang 
lengkap bersama ini dilarnpirkan. (Lihat lampiran No. 10 
s'd 15 - Red.). 
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DJA \VABAN Menteri Pendidikan. Pengadjaran den Keba­ 
daisum : 
Djawaban pertanjaan a sudah didjawab dalarn pe rtanjaan 
saudara Ibnoetadji jang terlebih dahulu (pertanjaan No. 168). 
Menurut pikiran kami istirnewa dularn Republik Indonesia 
Serikat sistirn ini sekarang ada dua. ada sistim 4~2. jaitu 
rn e nurut keputusan Konggres Pcndidikan di Solo, sedangkan 
di Republik Indonesia berlaku sistim 3~3. Tctapi sebenarnja 
ini tidak usah diperdebatkan mati-matian. Sistim 4~2 atau 
sistirn 3-3 dua-duanja bisa dipakci, Dahulu djuga ada 
A.M.S .. H.B.S., Lyceum clan sebaqainja. Ini tidak mcndjarli 
seal, maria jang lebih b'aik. Bisa kita tjoba dalam ha] ini mana 
jang lebih banjak dapat differensiasi. Dalam hal ini kita 

jang lebih baik laqi, beqitu scterusnja. Dengan demikian 
m er e ka itu mendapat stirnulans. supaja bisa clan mau memba­ 
tja terus. lni djuga masuk urusan dari pernberantasan buta 
huruf. Djadi pernbcrantasan outa huru l itu tidak ansich sadja 
menjelenqqarakan peladjaran abc. tetapi djuga didalarn hal 
in i nazorg jang me n dja di soalnja lebih bes0r. 
(Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Pcnqadjaran 
dan Kehudajaan dalarn rapat ple no ke-57 pada tanggal 
26 Djuli 1950). 

I 72. PERTANJAAN anggota lbnoeiedji Preiuicosoedirdjo: 
Berhubung dengan piaqarn persetudjuan R.I.S. ~ R.I. d ala m 
mana antara lain dinjatakan, bahwa akan diusahakan, agar 
sedapat mungkin Llnd anq-undunq Republik Indonesia berlaku 
untuk seluruh Indonesia. Memperhatikan kesirnpulan dari 
scqala pe niridjaua n anggota-anggota Panitia Tetap V, 
kedaerah-daerah, bahwa hubungan antara Pusat dengan 
Daerah-daerah sangatlah mc nqetjewak an. maka Panitia 
Tetap V. mernadjukan pcrtanjaan-perranjaan kepada Peme­ 
rintah, sebagai berikut: 
a. Sudahkah Pemerintah mcnqadakan persiapan-persiapan. 

agar pada waktu Negara Kes atuan terbentuk, telah ada: 
persamaan susunan. sistim periqadjaran disemua daerah? 

b. Persarnaan peraruran uang sckolah? 
c. Persamaan peraturan periqadjaran agama? 

Forrnasi guru jang m erata: sesuai dengan tingkatan 
sekolah clan djumlah murid? 
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DJAWABAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebu­ 
dajaan: 
Telah terdjawab daJam djawaban pertanjaan saudara Ibnoe­ 
tadji terlebih dahulu (pertanjaan No. 170 - Red.). 
Adapun sistim pendidikan'penqadjaran jang oleh penanja 
disebut .masional". dalam masa jang lampau pernah disebut 
.Jcolonial", oleh sesuatu organisasi jang barangkali dikenali 
oleh saudara Kcesnan se ndiri (S.M.P.-S.M.A. sebagai 
land ju tan dari Mulo-A.M.S.). 
Akan diserahkan kepada suatu konperensi pe ndidikan apa­ 
kah sistirn itu bersifat kolonial atau nasional. 
Kami mempunjai rentjana supaja Kementerian jang akan 
datang mengumpulkan ahli-ahli pengadjar. Disitu dapat di­ 
putuskan setjara garis besarnja bagaimana sebaik-baiknja, 
sehingga ada fundamen jang sehat buat pe nqadjaran kita 
seterusnja. Sebab rnenurut perasaan saja, juist dinegara jang 
baru ini harus ada fundamen jang sehat buat diletakkan untuk 
ribuan tahun, supaja diatas dasar-dasar itu kita dapat merne­ 
tjahkan soal jang penting ini buat kernudian hari. Menurut 
karni punja perasaan, baik sekali dalam sedikit waktu sesudah 
kabinet Negara Kesatuan terbentuk, Menteri jang akan 
datang memanggil sekalian ahli-ahli pengadjaran, supaja 
memperdebatkan, mernbahas dan memutuskan, supaja kita 
dapat rnernpunjai fundamen atau suatu sistim pengadjaran 
clan pendidikan jang waras clan sesuai dengan bangsa kita. 
Sistim Middelbaar Akte akan diubah. Seperti saja pernah 
katakan dahulu. middelbaar akte buat sa ja persoonlijk akan 
didasarkan pada perguruan tinggi, misalnja kandidat-kandi­ 
dat sehingga sekurang-kurangnja boleh dikatakan guru 
M.O. itu mernpunjai Llniversitaire opleiding. 
Saja persoonlijk berpendapat, bahwa soal perguruan clan 
pengadjaran istimewa dari guru-guru adalah soal psycholo­ 
gis. Saja rasa soal psychologis ini bergantung pada beberapa 
soal. 
1. Harus dikernbalikan pada guru-guru zelfrespect jang 

sekarang tidak ada. 

tang gal 30 Mei 1950). Tidakkah Pemerintah sependapat 
dengan saja, bahwa didikan-didikan kearah .,niet volledig 
bevoegde leraar", ,,ongegradueerd refereridaris" clan lain­ 
lain tidak pantas diadakan dalam tahun 1950? 
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DJAVv7ABAN M'enteri Pcndidikan, Pengadj&.rnn den Kebu­ 
dajaan: 
Sudah ada rcntjana pengadjaran nasiorial berda sarkan 
Pantja-Sila, dengan satu plan 5 tahun. dimana termasuk 
rantja nqan-rantjanqan chusus. seperti demokratisering dari 
pcnqadjarar, dan perididikan. 
Didalam konsepsi Pemerintah sistim politik pengadjaran 
seperti dalam zarnan kolonial diubah sarna sekali. Sistim haru 
adalah berdasarkan selain dari kepada Pantja-Sila. djuga 
kepada pernbentukan kader. diseqala Iapisan, memberi effi~ 
cicncy lebih banjak 'kepada pengadjaran, menqubah civiel­ 
civiel effect dulu jang ka ku. serta disarnpinq itu mernbentuk 

175. PERTANJAAI\ anggota N]. Soenerjeti Soekemi: 
Kepada Pcmerintah dimohon djawaban atas pertanjaan 
seperti beri kut: 
a. Sudahkcih Pcmerintah mcrnpu njai konscpsi tcntnnq 

re ntj a na pcnqadjaran kita ianq berpokok pada Pantja­ 
Sih dan m entjer rnin kan scmata-rnatn usaha kita kepada 
tjita-tjita mempcrkernbanqkan semariqat pe rsau daraan 
mcliputi seluruh dunia ! 

b. Apabila konsepsi itu sudah tersedia. baqairnanakah politik 
pcnqadjaran Pernerintah tcrhadap dualisme dalam penq­ 
adjaran jang m a sih ada sekaranq sebagai sisa sistim 
politik penqadj aran zaman kolonial? 

rut janq diadjukan oleh saudara penanja itu tirlak benar. 
Djadi sekali lagi saja katakan. bahwa sanq at barijak respek 
saja kerx1da pers. tetapi djangan sama sekali apa jan\:l ada 
dipers itu dipcrtjaja sadja, misalnja menurut adpertensi 
lifebuoy zeep sang at haik, apa kita harus pertja ja begitu sadja 
da n sau dara pakai sabun lifebuoy djika mandi ? 
Pula mcnurut adperte nsi Palmboom-marqarine itu jang paling 
b.iik mcngandung hanj.rk vitamin. Apa saudara a kan pertja­ 
ia scmuanja itu? T'enru tidak. 
( Kutir:an pidat o djawahan rvknteri Pe ndidikan. Penqadjaran 
clan Kebudaiaan dala:» ,·20at plcno ke-57 nada tangqal 
26 Dju!i 1950). (Lihat djug<~ djawaban Sekert<:~ris Djemfe'~oil 
Kcrncnterian Pcneranqan atas pertanjaan No. 179 - Red.). 
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DJAWABAN Menteri Pendidikan, Pengad_iaran den Kebu­ 
dajaan: 
Oleh karena menurut ·Konstitusi Sementara Republik Indo­ 
nesia Serikat, kewadjrban Kementer@n P.P. dan K. R.I.S .. 

177. PERTA~JAAN anggota-anggota Dr Soerderso dan Dr 
Endon: 
Apakah Pemerintah menjediakan dcrma siswa untuk tenaqa­ 
tenaga keahlian sebagai Djururawat, Bidan. Pembantu Apo­ 
thekers clan Analisten? 

keputusan .. Djadi karni tidak mcnqambil pusinq kepada 
cultureel accoord, sebab belum ada dan belurn pernah 
dikerdjakan accoord jang sebenarnja selain dari pada 
Jang tertera dalam perdjandjian Ronde Tafel Confcrentie. 

B. Seperti telah d iketahui Pemcrintah menganggap Perqu­ 
ruan Tinggi itu , ialah sentral dari: 
1. Ilrnu pengetahuan, 
2. Kebudajaan, 
3. Soszal, 
1. Humanistis. 
5. Kebangsaan dalam arti tidak sempit dengan dasar 

Pantja-Sila. 
Dengan begini. sekalipun guru-gum besar asing diminta 
datang mer ek a in i terbanjak. apalagi jang baru, hanja 
terdiri dari jang mcnqadjar iimu pengetahuan teknik dan 
exact. serta ilrnu bahasa asing. Buat v ak-v ak selebih nja 
dirnana guru-guru besar Indonesia belum diperdapat, 
dilihat lebih dahulu allran-pikiran guru-guru besar ter­ 
sebut. Lagipun Seriat dan Dewan Curator selalu mem­ 
punjai suara pentinq dalam ha] ini. 
Tentang suara dalam ,.Vrije Pers" itu, ialah suara 
sebelum kedaulatan diserahkan dan Pemerintah baru 
belum bekerdja clan pada waktu sekarang soal-soal sudah 
bin. 

C. Tadi sud ah didjawab dalam djawaban pertanjaan Njonja 
Moedikdio. 
(Kutipan pidato djawaban pertanjaan Menteri Pendl­ 
dik an. Pengadjaran dan Kcbudajaan dalam rapat Pleno 
ke-57 pada tanggal 26 Ojuli 1950). 
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mau pergi keluar negeri, tetapi apakah deviezen kita men­ 
tjukupi untuk turut mernbajar mer eka? Djadi pada urnumn]a 
soal ini agak lebih sulit dari pada pertanjaan saudara Hadi­ 
bowo tadi. Sungguhpun begitu pada hakekatnja, ini principe 
memang begitu. Tetapi hendaknja orang jang keluar dengan 
derrna siswa itu orang-orang jang betul-betul hendak bela­ 
djar, the best of the best. Sampai sekarang belum, tetapi 
hendaknja begitu. 
( Kutipan pidato djawaban Menteri Pendidikan, Penqadjaran 
clan Kebud ajaan dalam rapat pleno ke-57 pada tanggal 
26 Djuli 1950). 
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b, Berdasarkan atas kejakinan bahwa daerah-daerah 
diluar- ko talah janq harus terutarna mendapat per­ 
hatian. rnak a ,,Ojawatan Kesehatan Desa " merupa­ 
ka n pasal jang pe ntinq dalarn rantjangan pekerdjaan 
Kernenterian Kesehatan. 

c. Memang dima ksudkan dan selalu diusahakan supaja 
dokter-dokter djururawat, bidan clan sehaqainja dapat 
disebark an diseluruh Indonesia. Tetapi berhubung 
dengan kekurangan tenaga dokter dan sebagainja. clan 
berhubung dengan pergolakan polirik usaha itu pada 
waktu sekaranq diselenggarakannja. 
Sekaranq sedang berada dalam rantjangan ialah 
Undang-undang jang memungkinkan: 

me na mbah djurnlah tenaga dokter janq masuk 
dalam djabatan Pernerintah: 
m en arik te naqa dokter kekota-ko ta k etjil: 
mengerahkan tenaga dokter partikelir untuk keper­ 
[u an Pemerintah. 

B ... Zwarte markt" hanja dapat diberantas dengan sernpurna. 
apabila Pemerintah clan apotheek-apotheek dapat rnenje­ 
diakan obat-obat kepada umum janq tjukup banjaknja clan 
dengan harga jang murah , sehingga tidak ada kebutuhan 
lagi untuk mentjari obat pada ,.z\varte mar kt". Berhubung 

OJA\VABAN Me nteti Keselieten: 

A. a. Kemcnterian Kcsehatan menaruh perhatian istimewa 
terhadap pember antasan pe njakit rakjat clan penjakit 
mcnular. 
Untuk itu telah dibe ntuk ,.Balai penjelidikan pern­ 
berantasan penjakit rakjat dan pcnjakit menular". 
Dengan pertolongan ,.U.N.I.C.E.F." sekarang sedang 
did jalankan pernberantasan penjakit patek .,frambo­ 
sia tropica" setjara teratur, sebagai permulaan 
didaerah Jogjakarta clan Djakarta. kemudian akan 
diperluask an dilain-lain daerah di Indonesia, diantar a­ 
nja di Sumatera. 
Pernber a ntasan pe njak it tuberculose clan penjakit 
malaria tidak kurang diperhatikannja, clan sekarang 
sed anq diselen q qarakan ra ntjariq an pekerdjaan setjara 
teratur. 
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DJ AWABAN Menteri Keseheten: 
A. Saal ini adalah berhubung dengan seal pengembalian 

rum ah-rurnah sakit Zending partikelir, jang sehaqran 
besar te rdir i dari pada rumah-rumah sa k it Zending. 
Missie dan Leger des Heils. 
Sesudahnja penjer ahan kedaulatan tanqqal 27 Desember 
I 949, dari piha k partikelir dimadjukan pertanjaan kepada 
Pemerintah tentang pendiriannja d alarn h al penqe mbalian 
r-umah-ruma h sakit partikelir itu. 
Perlu kiranja diterangkan disini. bahwa pada waktu 
sekaranq pihak Missie clan Leger des Heils masih me nq­ 
anggap dirinja sebagai pihak jang mempunjai nuhk atas 
nrmah-rumah sakit itu. sedangkan rumah-rumah sa k i! 
Zending itu oleh Zending relah dtseruhkan sekar anq 
kepada satu .. Stichting Indonesia", j ang didirikan oleh 
geredja-geredja Keristen Protestan Indonesia. 
Rumah-rumah sakit Zending jang belum dimasukkan 
dalam stichting sedemikian, seper ti di Tapanuli, dimana 
penjelenggaraannja diserah kan oleh Rheinische Mission 
kepada Geredja Batak Protestan, djuga kiranja kelak akan 
diurus sepe rti rumah-rumah sakit Zending jang lain. 
Pada dewasa ini sebahagian ketjil dari pada rumah-rurnah 
sakit partikelir itu jang terletak didaerah pr ae-Federa] 
dulu telah dikembalikan oleh Pernerintah Belanda kepada 
badan-badan partikelir. Sebagian besar rna sih digunakan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia clan Republik Indo­ 
nesia Serikat. 
Untuk menentukan pendiriannja dalarn hal periqembalian 
rumah-rumah sakit itu, perlu diketahui dulu status dari 
pada rumah-rumah sakit itu dalam djaman Belanda. 
Pemerintah Hindia Belanda <lulu menentukan dalam per­ 
aturan-peratur annja penjelenggaraan kesehatan rakjat 
dalam dua bahagian: 

· 1. Bahagian Pre\·entief ( hyqienis-prophylactis}, a tau 
usaha mendjaga kesehatan rakjat dengan per aturan- 

Apakah Pemerintah telah sedia dokter untuk dikirirn 
keternpa t-ternpat tersebut? 

F. Apakah daggelders clan dagloner.s inempunjai recht op 
geneeskundige behandeling jang· prodeo \gratis?). 
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2. Berdasar atas pasal 25 Undang-undang Dasar Semen­ 
tar a Republik Indonesia Serikat, Pemerintah mengakui 
hak rnilik badan partikelir. Maka oleh sebab itu atas 
rumah-rumah sakit partikelir itu pada azasnja tidak 
dapat didjadikan hak milik Pemerintah. Dengan de­ 
mikian Pemerintah menjetudjui ,,in pr incipe" pengem­ 
balian rumah-rurnah sakit kepunjaan badan-badan 
pa.rtikelir jang pada w ak tu sekarang digunakan 
Pemerintah. 

3. Jang rnendjadi soal dalam hal ini, ialah bila clan tjara 
rumah-rumah sakit itu akan dikembalikan. Tjara ini 
berhubungan erat dengan soal kemungkinan perminta­ 
an subsidi oleh badan-badan partikelir tersebut. 

4. Saat pengembalian rumah-rumah sakit partikelir 
tergantung pada beberapa ha!: 
a. djenis clan keadaan daerah dimana rurnah-rumah 

sakit itu berada. Umpamanja djika rurnah-rumah 
sakit itu berada didalarn daerah, jang penduduknja 
qemeluk aRama jang sama dengan dasarnja 
rurnah-rumah sakit itu. maka rumah-rurnah sakit 
itu dapat lekas dikernbalikan: 

b, pada umumnja pengembalian ini tidak boleh dapat 
pertentangan dari personeel rumah-rurriah sakit 
itu ( perawat-perawat clan lain-lain); 

c. badan partikeltr itu menempatkan pada rurnah­ 
rumah sakit janq dikernbalikan Pemerintah itu satu 
kepala rurnah sakit [a nq berbanqsa Indonesia 
( warqa-neqara Indonesia); 
Tetapi pengetjualian dalam ha] ini masih terbuka 
dengan persetudjuan Pemerintah. 

5. Djika rurnah-rurnah sakit itu berada dalam daerah 
dimana sebagian besar dari penduduknja memeluk 
agama jang tidak sarna dengan dasarnja rurnah-rumah 
sakit itu, maka rumah-rumah sakit itu hanja dapat 
dikembalikan dengan ada persetudjuan Pemerintah 
clan ra kjat didaerah itu, Djika tidak ada persetudjuan 
tersebut. maka , untuk sementara waktu rumah sakit 
itu dipa kai oleh Pemerintah. Dalam waktu itu Peme­ 
rintah akan berusaha mengadakan satu rurnah sakit 
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tamat peladjarannja clan mereka bergelar djururawat 
beridjazah. Uang saku jang tersebut diatas naik tiap-riap 
tahun pada kenaikan kelas, ialah f 10 . »-«, f 12.50, f 17.50 
clan f 25.-. Dalam hal pendidikan bidan ada 2 djala n 
jang ditempuh, jakni: 

a. Djururawat wanita jang beridjazah mantri-djururewat, 
dapat melandjutkan peladjarannja mcndjadi bidan. 
Peladjar wanita itu ruendapat pernondokan clan makan 
serta pakaian dinas dengan tjuma-tjurna clan uang 
saku menu rut jang diberikan kepada murid bidan 
kelas 3 ialah f 30.- clan murid bidan kelas 4 ialah 
f 35.-. . 
Pemondokan clan makan serta pakaian dinas clapat. 

b. Pada waktu sekaranq tclah diadakan kursus bidan 
djuga dipelbaqai tempat dimana murid-rnurid diambi] 
dari anak-anak qadis, jang tamat dari sekolah S.M.P. 
atau Mulo. Kursus ini lamanj a 4 tahun. Murid-murid 
ini ketjuali mendapat pemondokan clan rnakan serta 
pakaian dinas dengan tjurna-tjuma, cljuga mendapat 
uang saku mc nurut tingkat kelasnja, jakni f 20.-, 
f 25.-, f 30.- clan f 35.-. 
Lain dart pada untuk d jurur awat [wanita clan laki­ 
laki ) , tcrhadap bid an ini diadakan ikatan dengan 
Pemerintah setelah lulus dari udjian clan mendapat 
idjaz ah. Ikatan ini [arnarij a 3 tahun. 

c. f\.1urid-murid pembantu-apothcker selama mendapat 
peladjaran (2 a 3 tahun) boleh membuat perikatan 
dengan Pemerintah untuk memperoleh derma siswa. 
Bagi murid ini derma-siswa adalah sebulan f 100.­ 
dan setelah tamat mereka wadjib bekerdja pada 
Pemerintah selama 3 tahun, 

d. Murrd-murid analisten djuga dapat menerima derrna 
siswa dengan perdjandjian seperti murid-rnurid 
pembantu-pembantu-apotheker. 

D. Berrta-berita tentang penimbunan obat-obat oleh para 
importeurs dalam umumnja tidak benar. Menurut per­ 
aturan jang drretapkan oleh Pemerintah, maka mereka 
harus membagikan 80% dari tiap-tiap bahan obat jang 
diterima dari luar negeri kepada apotheek-apotheek 
dokter, menurut percentage-schema jang disetudjui oleh 
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dengan maria kepada Pemerintah diber: kekuasaan untuk 
menempatkan teriaqa-tenaqa dokter rncnurut kebutuhan 
Negara. 

F. Atas perrarijaan jang dirnadjukan oleh anggota K. Wer­ 
dojo: 
Apakah daqqclders clan daqloners mernpunj ai ,.recht op 
qeneeskundiqe beh andelmq". deriqan prodeo. Pemerintah 
mendjawab dengan .. Ja". 
(Kuti pan pidato djawahan Menter: Kesehatan dalam 
rapat pleno ke-56 parla tanu~ial 25 Djul: 1950). 
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mengurangi tulisan-tulisan jang oleh golongan reak sio ner 
tersebut dianggapnja merugikan pihak Belanda. 
Pertanjaan kami ialah: 
apakah Pemerintah mengetahui tentang ha! ini atau meli­ 
hat ada tanda-tanda kearah djurusa n itu? 
Apabila memang demikian hainja, apakah Pernerintah 
tidak sependapat dengan kami untuk segera rnernadjukan 
protes clan disamping itu mengambd tindakan jang tegas 
terhadap irnporteur-importeur jang hersangkutan? 

DJA \:VABAN Sekerteris Djenderel Kenienierien Penr­ 
tenqen ate» runtui M e nt.ert Penerangan: 
A. Dengan djalan jang sungguh-sungguh membawa hasiI 

jang njat a , Pemerintah tu.rut mengusahakan supaja sur at­ 
surat kabar jang bonafide bisa mendapatkan kredit dari 
bank-bank sedjumlah uang jang dibutuhkan untuk me m­ 
beli mesin-rnesin tjetak clan kredit tersebut dikernbalikan 
dalam ter mij n pendck. misalnja paling tjepat 5 tahun. 
maka dalam mendjawab pertanjaan ini, pada umumnja 
Pemerintah sependapaz dengan saudara Djaswadi. 
Memang pers nasional jang bonafide, jang mernenuhi 
sjar at-sjacat, achirnja akan dapat dibagi mcndjadi dua 
golongan. ialah: 
a. Surat-surat kabar jang bonafide. dan jang mempunjai 

d asar untuk hidup jaitu levensvatbaarheid tetapi tidak 
mempunjai modal. 

b, Surat-surat ka har jang bonafide dan mernpunjai dasar- 
dasar untuk hidup clan djuq a mernpunjai tjuk up modal. 

Bagi golongan jang kedua ini soalnja mudah, ialah hanja 
perlu diberikan prioriteit kepadanja untuk membelt mesin 
tjetak sendiri. 
Tetapi mengenai golongan jang pertama soa lnja lebih 
sulit. Panitia pers bersama-sarna dengan Pemerintah 
(Kementerian Penerangan) telah mentjoba clan sedang 
me ntjari djalan. Sesuclahnja mengadakan penindjauan 
clan pembitjar aan-pernbitjara an achir nja Pemerintah ber­ 
maksud untuk mendatangkan kern-drukkerije n, beberapa 
units, guna surar-surat kabar. 
Units ini akan diternpatkan diheberapa tempat. 
Dengan cljalan ini kepacla pers nasional jang rnasuk 
golongan pertarna tadi diberi kesernpatan agak pandjang 
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DJA \VABAN Seketteris Djenderel Kementerien Pene­ 
'rangan atas nama Menteii Penerangan: 
Pernasukan le ktur dari Tiongkok. ke Indonesia ada bebas 
clan dalam ha] ini tidak ada suatu peraturanpun jang me­ 
larang. Hanja ada satu restriksi sadja, ialah: 
bahwa dari tiap-tiap lektur jang dimasukkan satu exernplaar 
harus dikirirnkan kepada Perijelidik Aliran Masjarakat 
( P.A.M. /. jang terhadap pemasukan lektur dar.i luar negeri 
umumnja mernpunjai pengawasan represif. 
Pernah terdjadi didalam perrnulaan tahun ini bahwa bebe­ 
rapa kiriman surat-surat kabar: ,.Nan Chian Yit Po" dari 
Sinqapura (Tan Tat Kee) clan .w-, Hui Pao" dari Honq­ 
kong ditahan atas per intah Ojaksa Agunq dilapangan udara, 
karena pelarangan ini d id asa rk an atas per aturan Pemerintah 
almarhum clan cljuga oleh karena beleid clan personil clari 
Djaksa Agung pada waktu itu belum menq aiami perubahan. 
Pernasukan lektur dengan leluasa ini, terbukti bahwa banjak 
toko-toko buku disini diperbolehkan mendjualnja. lni djuga 
berlaku terhadap sernua lek tur berasal dari lain-lain neqara. 
Sebaqai pen djelasan dapat saja njatakan bahwa mungkin 
pertanjaan jang diadjukan ini adalah ak ihat pemberitaan 
dalam Mingguan ,,Siasat" jang mengambil over berita ini 
dari Harian ,,Pedoman" di Djakarta. Tetapi ,,Pedoman" 
sendiri telah mernbantah berita ini. 
(Kutipan pidato djawaban Seker tarts Djendcral Kementerian 
Penerangan a tas narn a Mentefi Penerangan dalam r apat 
pleno ke-o l pada tanggal 4 Augustus 1950). (Lihat djuga 
djawaban Menteri P.P. dan K. atas pert anja a n No. 174 dan 
diawaban Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerdjaan 
Umum atas per tan jaan No. 151 ~ Red.). 
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DJAWABAN Menteii Agama: 
1. Selama waktu pendudukan Belanda. mernang Van der 

Plas membaqi-baqikan kitab Al-Qur' an serta turutan 
( djuz Al-Qur' an ke-30). pada beberapa orang Kjai clan 
orang.-orang terkemuka didalarn kalangan ummat Islam, 
untuk mentjari muka. Al-Qur'an jang dibaqi-baqikan itu 
adalah tjetakan biasa, dari Mesir, jang diimport tuan 
Salim Nabhan, pcndjual buku di Surabaja. Dan didalam­ 
nja ada beberapa salah tjetak (drukfouten), atau lebih 
tegas: salah tulis, karena Al-Qur' an itu tulisannja dibuat 
klise. Ojadi per kataan ... dipalsukan" itu kurang tepat. 

2. Djurnlahnja belum dapat diketahur: sedang diusut ke 
Ojawa Timur; clan orang-orang jang diberi itu pada 
umurnnja di Djawa Timur, clan sedikit di Kalirnantan 
Se Iatan ( Hulu Sungai). 

3. Dari keterangan-keterangan jang kami peroleh, ia berbuat 
itu atas inisiatif serta tanggung-djawabnja sendiri, 

4. Pertanj aan 1 djika maksudnja ialah memalsukan (ver­ 
valsen ): maka tid ak benar, tetapi djika maksudnja ada 

ternjata setelah diperiksa denqan teliti ajat-aj atnja banjak 
jang dikurangi dan ditambah pula dengan ajat-ajat palsu. 
Keteranqan Kjai tersebut selandjutnja Al-Qur'an palsu itu , 
banjak ,.jang dikaranq" oleh orang-orang [ahudi, jang 
memang sengadja aka n mcngeruhkan dan m enqatjau-balau­ 
kan isi dari pada kitab Al-Our'an itu. Didaerah Sokaradja 
(Sukoredjo) scmasa pendudukan dulu, Al-Qur'an jang 
beratjun itu sangat banjak sekali disebarkan setjara kuwe­ 
kuwc kepada para Kjai Alim Ulama dan periduduk umurnnj a. 
Perlu diperingatkan disini: 
.. Awas Kaum t>.1uslimin de nqan Quran Kolonialis Van dcr 
Plas itu, djangan sarnpai kena ,,ratjun" oleh isinja Quran 
palsu itu, jang sehaqairnana terbukti djuga mcnurut kabar 
diantara para Alim Ulama dengan kaum Muslimin di 
M<.1dura sudah banjak te rma kan ratjun karenanja, memang 
kabarnja ,,Qur'an beratjun" itu oleh Van der Plas banjak 
djuga diseharkan di Madura. Diandjurkan agar supaja barang 
siapa jang mernpunjai ,,Qur'an" ini baik diserahkan sadja 
kcpa da Djawatan Agama, atau lebih baik dibakar sendiri. 
Sedangkan kepada jang berwadjib diandjurkan djuga agar 
supaja Quran Van der Plas itu dibeslag. ( Berita). 

• 
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itu terbukti dengan keluarnja Undanq-undanq R.I. No. 22 
tahun 1946 tentang · Pentjatatan Nikah. Talak clan Rudjuk 
sebagai pengganti dari Huwelijksordonnantie Staatsblad 
I 929 No. 348 jo. Staatsblacl I 931 No. 467 clan Vorstenlanclse 
H uwelij ksordonnantie Staatsblad 1933 No. 98. Undanq­ 
undang ini sementara berlaku untuk Djawa clan Madura. 
Hak mcngangkat para pegawai Nikah jang tadinja ada 
pada Bupati, kini dibawah kekuasaan Menteri Agama. 
Bersamaan dengan tanggal bcilakunj a Undang-undang terse , 
but oleh saudara Menter: Agama R. I. dikeluar kan sebuah 
Instruksi No. 4; 194 7 ten tang kewad jib an clan sebagainja. 
Untuk memudahkan tuntutan para isteri jang diperlakukan 
dengan sewenanq-we nanq diadakan perubahan cialam per­ 
djandjian perkawinan (T'a'Iik-Talak ). Untuk lebih dj elas 
lagi liharlah: 
1. Undang-undang R.I. No. 22 tahun 1946 tentang Nikah, 

Talak clan Rudjuk. 
2. Instruksi Menteri Agama R.I. No. 4;1947 tentang Kewa- 

djibari-kewadjiban pegawai pentjatat Nikah. 
3. Ta'lik-Talak jang berlaku didaerah R.l. 
Berhubung dengan ini perlu kami tambahkan keterangan, 
bahwa didalarn piagam persetudjuan jang diiadakan pada 
tanggal 7 Djuni tahun ini antara Menteri Agama R.I. clan 
R.I.S. diantara lain ditetapkan sebagai salah satu azasnja. 
jaitu. bahwa kelak didalam Negara Kesatuan, segala peru n­ 
dingan didalam lapangan agarna, jang berlaku didaerah R.I. 
akan diusahakan. supaja itu berlaku di Negara Kesatuan tadi. 
Oleh karena itu, maka sudah tentu salah satu kewadjiban 
pertama dari Kernenterian Agama didalarn Negara Kesatuan 
kelak, akan rnewudjudkan supaja Undanq-undanq jang karni 
tadi uraikan itu setj epat-tjepatnja dapat berlaku terhadap 
seluruh tanah air Indonesia, 
( Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djcnderal Kementerian 
Agama atas narna Menteri Agama dalam rapat pleno ke-59 
tanggal 28 Djuli 1950 j. 

185. PERTANJAAN anggota K. Werdojo: 
a. Mengenai soal berangkatnja ,,orang-orang hadji", maka 

ad a selisih antara ,Kementerian Agama R.I.S. mengenai 
djumlah orang janq akan beranqkat hadji. Bagaimana 
duduknja perkara? 
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kabar-kabar [anq kami terima. menurut uang dari tj alon 
djernaah hadji. Sebenarnja djika mereka sudi hekerdja 
berdasar aturan-aturan jang ada sekarang, sudah tidak 
ada soal lagi. 
Tetapi rnereka ingin lepas dari aruran-aturan janq dibuat, 
d justru untuk melindungi rakj at ( tjalon djemaah hadji) 
dari penipuari-penipuan jang sering tcrdjadi dalam hal­ 
hal sematjam ini P.H.I. sendiri sebenarnja terikat oleh 
aturan-aturan tadi, maka permintaan melepaskan diri dari 
padanja, adalah melebihi hak-hak P.H.I., suatu ha! jang 
tidak mungkin dipertanggung-djawabkan. Pertanjaan 
jang dirnaksudkan pada surat saudara ,.disahkan atau 
tidak B.P.P.D.H.I." mengandung tendens seolah-olah ia 
tidak boleh bergerak clan bekcrdja, karena tidak disahkan 
seperti P.H.L Sebenarnja sedikitpun tidak ada usaha 
merintanginja, malah telah berkali-kali diandjurkan pada 
B.P.P.D.H.I. untuk bekerdja bersarna dengan P.H.I. 
tetapi rnereka berpegang teguh kepada soal .. sah atau 
tidak" dengan maksud ingin lepas dari aturan-aturan jang 
dibuat untuk melindunqi rakjat ( tj alon djemaah hadji) 
dari kemungklnannja mcndjadi korban penipuan. 
Demikian saudara Ketua, pokok dan bunji djawaban kami 
atas pertanjaan jang bersangkutan. 
[Kutipan pidato djawaban Sekertaris Djenderal Kernen­ 
terian Agama atas narna Menter: Agama dalam rapat 
ke-59 tang gal 28 Ojuli 1950). 
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910 hclai kain batik 
clan 75 helai sta­ 
gen 

3000 kg. kopi bidji 
2 huah sampan 
kotak beserta pc­ 
lenqkapnja 

1i48 kg. getah 
kampung 

60 bal ( 8000 kg. 
getah selo crepo 

Serupa dcnda 
f 150.~ subs. 
2 bin. h.k. 

Serupa dcnda 
f 150.~ subs. 
2 bin. h.k. 

4-3- ! 950 No. 
37/;95:J denda 
f 500.~ subs. 
5 bin. h.k. 

31-1-1950 I\'o. 
6/1950 d. f 500.~ 
subs. 2 bln. h.k. 

28-1-1950 No. 
5!1950 K. denda 
f l 000.- subs. 
4 bin. h.k. 

4-3-1950 

31-1-1950 

18 1-1950 

2-3-1950 34/1950 

7-1-1950 32/l 950 

7-1-1950 28/1950 

Tanda bukti 
janq dirarnpas 

I 
I Tgl. clan No. 

Putusan P.~. 
T. Tinggi 

Tgl. pcrkara 
diserahkan 

kpd. Hakim 
P.N. 

T gl. ditcrim., 
dari polisi 

1\o. perkara 

Penangkapan alas haranq-baranq 
jang pcrkaranja telah diputus 

Te bing 
KANTOR KEDJAKSAA~ 
TEEING TINGGI DELI. 

Lampiran No. 1. 

Berkenaan denqan Djawaban Menteri Kchakiman 
atas pcrtaujaan No. 105. 





Rafil-rata sebulun: rib u an 

Dalam kw. kc-I 1949 ......... 26.5 28.6 6.6 
ke-4: 1949 .............. 40.7 21.4 12.5 
ke-I 1950 .............. 28.4: 19.9 5.6 

Angka bulenen: 

Djanuari 1950 ........................ 18.9 27.9 3.~ 

Pcbruari 1950 ························ 21.8 12.4 5.7 

Maret 1950 ..................... 14.6 19.5 8.1 

April 1950 ............................. 49.4: 16.4 4.2 
Mei 1950 ............................ 59.- 35.4 9.- 

Rata-rata sebul en: d ju ta an 

Dal am kw, ke-I 1949 ......... 25.4 16.5 54 
ke-4 1949 ............... 34.- 11.l 11.l 

kc-I 1950 ........ 30.2 16.l 4.4 

Angfrn bulanen. 

Djanuar; 1950 ························ 18.- 17.7 2.5 

Pebruari 1950 ························ 2 l.l 7.9 4.5 

Maret 1950 *) ················ x x x 
April !950 • J .... ··················· 52.2 11.3 2.6 

Mei 1950 *) ........ ·················· 67.6 24.8 4.9 . ) Certificaat tidak terhitung . 
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Minjak 
kelapa 
sawit 

Kopra Karct 

EXPORT DARI 

Bcrkenaan dengan Djawaban Menteri Kcrnakrnuran 
atas pertanjaan No. I 23A. l 25A clan !28A .. 

Lamp<iran No. 2. 
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87.3 
129.---- 
96.-- 

100.- 
90.- 

67.8 
11!.~ 
\09.- 
120.- 
108.- 

!08.I 
i46.­ 
l\3.- 

133.- 
70.- 

124.- 
126.- 
106.- 
113.- 
93.-- 

]J 1.2 
95.- 

118.- 
109.-- 

106.5 
103.­ 
lOO.- 
82.- 
9.3.- 

15 Djan, 

Djakarta . 
Suraba]a .. 
~kdan . . 
Pontianak . 
'.\fakassar . 

Djakarta .. 
Surabaja 
Medan .. 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta . . 
Surabaja . 
Medan . 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta . 
Surabaja .. 
Medan .. . , .. 
Pontianak 
Makassar . 

Djakarta 
Surabaja 
Medan 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta .. 
Surabaja 
Medan .... 
Pontianak 
Makassar 
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KOREK API 

BENANG DJAHIT 

DRIL PUTJH 
(kwaliteit se danq ) 

PO PLINE 
(buatan Amerika dua kali 

lebar] 

SUSU KENTAL 
f qcccnd. melk ) 

TEPUNG TFRIGU 

Te111p;1t Nan.a baranq 

INDEX HARGA BARANG:! 
( 15 September 

Berkenaan denqan Djawaban Menteri Kernakrnuran 
atas pertanjaan No. J 23A, 125A clan 128.(\. 

•. 

Lampiran No. 3. 
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Nama barang Tcmpat 

15 Djan. 

TANDPASTA Djakarta 69.3 
Surabaja ... 13.3.- 
Medan .... 1 O~J . .- 
Pontianak 125.- 
Makassar 100.- 

ASPRO Djakarta 100.- 
Surabaja 95.- 
Medan .. 100.- 
Pontianak 
Makassar 100.- 

PAKU Djakarta 111.4 
Surabaja 109.- 
Medan ············ 108.- 
Pontianak 
Makassar 80.- 
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100.- 
122.9 
100.- 
64.- 

117.- 
100.- 

91.9 
117.- 
120.- 
83.- 

100.-- 
102.7 
100.- 
100.- 
138.- 
100.- 
114.6 
107.- 
1\0.- 
114.- 
86.- ............................ i 

Djakarta 
Surabaa 
Medan' ... 
Pontianak 
Makassar 
Djakarta . 
Surabaja .. 
\·kdan . 

"Pontianak 
Makassar 

Djakarta 
Surabaja 
Medan . 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta . 
Surabaja .. 
Medan .... 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta 
Surabaja 
Medan . 
Pontianak 
Makassar 

Djakarta 
Surabaja 
Medan 
Pontianak 
Makassar 
Djakarta ... , ..... 
Surabaja . 
Medan 
Pontianak 
Makassar , . 

112.2 
107.- 
128.- 
94.- 

117.- 
166.1 
136.- 
139.- 
100.- 
83.- 

133.l 
123.- 
100.- 

I 1---· -·-----· -· 
I 15 Djan. I Tern pat 

SFPATU 
( bikinan dalam negeri) 

CELAS M!NUi\I 
(bikinan dalam :::iegeri) 

SIGARET 
(Escort) 

SABUT\ TJUTJI 
·:Sunlight) 

GULA PASIR PUTIH 

l'vIINJAK KELAPA 

TERI 

:\lama barac-j 

( l 5 September 

INDEX BARANG2 MAKANAN DAN BARANG2 JANG 

Lampir<.111 No. "l. 

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran 
atas pcr tanjaan No. 123A, 125A clan 128A. 



~o:r· .· 
107.-· 
.]L­ 
t!~;;_ 

·. 10'{.'-! . 
tif11 

11)7.-· .. 
:71>-· 

.... 11v,. .. 
· 100.- 
t:ll] 

·. 118;,_,;; 
·Ho,.­ 

··92..- 
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I I 

Grey Japan Com pass ·i2 .. 
' ,. ~l6.~<~ y. 1 10.--- 335.-- 32:J.- i 300.- 290.- -, 

Grey JT.M. ~ "'" ,. .. 1G!.·] y. 1 71 ' 310.- 30iJ.-- i 250.-- 275.- ......... , .. ... -l ... -, i 
I ! 

Pnuted Shirting Japat: " _:,o ' 55.-- ' 50.~ US.- ... 2-1 x y. 70. ,_., ! 1 I ·, ·l ·hJ .r-r-: 
I 

Pfain Dyed SLirtinu }i:tpa~i 
,.,. ., 30 y. 6/'.50 135.---- 

I 
]?·~·) _ _.. ! 120.- 1. 15.- 

Black Yez.ns .·!CJ ! ..... .. .. .. ~3·· >, v. I ! C. -- i ::10 ... ·-· ~CC.- () 5. ··- i g5,r-' 
i 

\Vovcn Striped T· :1.:13 ,., ;'.) y. 0[1 i ~~:;. -· I l-'.:S_ ...... ! L34 _,_, ·- ...... ·-·- 
I 

Khaki Drill [apan : ::"I 
I 

2.T' ·l) l50.- I\.:.~- ·;_ -~S. - I 3 ~:]. - ·;.",!,-:,• • .--' 

Cambrics .. Supcrtcur' ''2, >< ;·s. .'i:) 2~5 . ...- -r- ... .. - .. "·'· -- -- -~). - 
! 

\Vhi:e ,Shirtit1~·~ ... / ~~o y !6S.-- : -:cc·, ?0()_,_ l 2E5.-~ 2SG.-- 

I ' Gingham [apan 26'' ,,. 30 y :c:o.-- j 5J . .---- liG. _ .. I 35.--- 130.~ ,., 
I 

Pr. Rayons Corallo:' T 3 ~··:.· .. >~ ~c y. ] [~~\ ... ~ ' 275. .::J.- zeo .. ~ ?55 . .--- ja}'Llr1 - 

Pbic1 Dyed Ruyor~~; )<'.p:ut 36': ... _ _,. 30 11'.l.- ' )_)_, .... 
I 2:.:3.---·· 230.~ /' v. 

I 

230.~-- 

Bctic~~in~1 [apan 'l8'' '-/ 3D 196.~ ·::\). .)!i).~ ~ I 1.-· 280.- ~· .1 

---·----- 

2316 21.16 19/6 
, Barga sc- , 
!karang x.x.: 17.6 
I (E.Z.) i 

I 

Pandjanq/ 
lobar per blok 

Nama barang 

(HargaZ qrosir Pintu Ketjil 

DAFTAR HARGA2 INDEX 

Lampiran No. 5. 

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran 
alas pertanjaan No. 123A, J 25A clan 128A. 
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··-····--- .. 
! Harqa K.K. 15/·t 16:'5 236 5/6 

., (E.Z.) sckarauq \ 

10 s India ... 1 2.050 4.000 3.300 3.300 3.000 

20 s India ....... 2.350 6.750 4.350 4.300 3.350 • 20 s Chinn 2.750 8.000 4.650 I 4.650 'l.000 

30 s China 3.250 /:USO 5.500 I 5.500 ·1.750 

30 s Ir.dia ....... 3.100 7.SOO 5.250 ii 5.250 4.600 
I 

~-. s China 3.125 5.650 5.650 4.800 _),;. 

40 s China 3.950 11.JOO 6 /()() 6.60\: 5.500 

40 s India .. 3.750 10.000 6.000 5.900 5.100 

40/2 China -U.35 12.000 6.90() (,.')00 6.000 

12/2 China 4 .3-JO ;.' 250 7.250 6.100 

(Harqa? grosir 

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Kemakmuran 
atas pertanjaan No. 123A, 125A clan 148A. 

DAFTAR HARGA2 BENANG 

Lampiran No. 6. 





120.2 

117.- 

99.7 

210.- 

137.5 

57.6 

99.5 

100.6 

246.6 

I 
I 

119.-- ' 

12--1.- 

109.- 

210.-~ 

13/l.- 

92,- 

165.- 

253.- 
13'1.- 

119.- 

125.5 

106.6 

2to .» - I 
113.3 

118.1 

149.3 

247.- 

123.3 

15 Djuni / 15 Djuli 15 Mei 

81.7 

119 __ 1 

119.5 I 
98.6 

100.-- I 
I 14.) 

117.7 

235.- 

113.4 

107. I 

IGO.--- 

76.3 

107.9 

87.3 

84.2 

139.9 

146.8 

10&. - - 

is Maret/ I.5 April J 

1950 

100.- 

108.6 

Tl.6 

86.6 

107.9 

67.8 

118.2 

I 

108.- I 

140.8 

108. l 

873 

69.3 

100.­ 

l n.: 

121. - i 
6i./\ 

131.2 

1()6.5 

PAKU 

{ kwalitcit sedanq] I 
BENANG DJAHIT ····I 
KOREK API " · I 
TANDPASTA 1 

ASPRO . i 
....................... 1 

DRIL PU'J'IH ..... 

SUSU KENTAL 
(gccond. nie lk) 

POPLINE . 
(buatan Arnerika dua kali k-barj : 

I 

TF.PUNG TERI GU . 

l 5 Djan. T~~--Pel~r. 
Nama barano 

(15 September 1949 = 100) 
Tambahan menqenai Djakarta sad]a. 

INDEX HARGA~i BARANG:.! IMPORT DIPASAR BEBAS 

Ber kenaun denqan Djawaban Mentcri Kemakmuran 
atas pertanjaan No. l 23A, 12.5A clan 128A. 

Lampil:an No. 7. N - 
'"""' 

• 
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Mer de k a! 
Berhubungan dengan permintaan V.E.D.A. (Vrije Emigratie 
D.P.V. Avros) jaitu suatu organisasi partikelir jang bertuq as 
merrtjari tenaga kerdja untuk perkebunan di Surnatera Timur. 
agar mereka dapat bekerdja kembali. maka untuk sementara 
kami atas narna r\1enteri Perburuhan mernberi ketcntuan­ 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Pengerahan tenaga ( werven ) dalam arti, bahwa 

V.E.D.A. akan mentjari atau menjuruh mentjari tenaga 
kerdja dengan berhubungan langsung dengan rakjat atau 
Pamong Pradja sendiri tidak diperbolehkan. 

2. V.E.D.A. haruslah mengadjukan permintaan tenaga 
kerdja dengan disertai keterangan-keterangan tentang 
sjarat-sjarat kerdja jang sesungguhnja kepada Kepala 
Djawatan Penempatan Tenaga, jang akan melandjutkan 
permintaan itu kepada Kantor-kantor perwakilan didae­ 
rah-daerah jang dipandang tepat dari sudut politik 
penempatan tenaga. 

3. Kantor Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga jang 
bersangkutan segera akan mengadakan perundingan 
dengan Kcpala Daerah, dimana sebaik-baiknja dari sudut 
politik penernpatan akan dapat diminta tenaga untuk 
keperluan V.E.D.A. itu. 
Selandjutnja Kantor Perwakilan Djawatan Tenaga 
Daerah jang bersangkutan akan me nqeluarkan peng­ 
umurnan dengan tulisan atau lisan kepada rakjat jang 
bersangkutan agar rakjat dapat mengetahui clan memper­ 
timbangkan permintaan tenaga itu. Dalam pada itu 

Kepada 
J th. Kepala Kantor Perwakilan 
Djawatan Penempatan Tenaga 
Seluruh daerah Republik Indonesia. 

Jogjakarta, 15 Maret 1950. 

Salinan. 
SURAT EDARAN. 

No. Aa/4!18!168. 
Hal V.E.D.A. 
Lampiran: i ( satu). 

Berkenaan deriqan Djawaban Menteri Perburuhan 
atas pertanjaan No. 159. 

Lamplran No. 9. 
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Untuk salinan jang sarna bunjinja. 
Kepala Bagian Arsip.Ekspedisi, 
Kementerian Perburuhan R.l., 

R. SOERIODIPOETRO. 

Kemcnterian Perburuhan R.I. 
Djawatan Pe nempatan Tenaga 

Kantor Pusat: 
Kepala, 

SOETOl'vIO'. 

2. ,.Idem, pasai 4". ,.Pekerdja itu mesti berkelakuan 
baik", Lain-lainnja ditjoret. 

3. .,Idem, pasal 7" . .,Sesudah diperiksa oleh dokter, 
maka dengan disaksikan -Kepala Perwakilan Dja­ 
watan Penempatan Tenaga Daerah atau w akilnj a, 
dibuatnja surat perdjandjian jang ditanda-tanqani 
oleh tjalon pekerdj a, untuk lamanja 3 tahun 
disalah satu perkebunan di Negara Sumatera 
Timur. Djika isterinja pekerdja berkehendak pula 
bekerdja sebagai pekerdja bersama-sarna dengan 
suaminja, maka ia membubuhi tanda-tanqannja. 

b ... C. Perdjandjian Pekerdja, pasal 13" . 
.. Pekerclja tidak akan dipisahkan dari keluarg anja". 
Lain-Iainnja ditjoret. 

c . .,Idem b, pasal 18" ... Djam bekerdja setinggi-tingginja 
8 djam sehari". Lain-lainnja ditjoret. kemudian ditam­ 
bah: ,.Djika tak ada persediaan tariah diganti uang 
sehari, lelaki f 0.07<5, perernpuan f 0.06:!, anak-anak 
.f 0.04~'"· ,,Dalam sebulan pe ker dja mendapat 4 hari 
untuk istirahat. Dengan ketentuan-ketentuan diatas 
kami telah mcnqiz in kan kepada V.E.D.A. untuk 
mernbuka kantor-kantomja didaerah-daerah Banjumas, 
Kedu dan Sernaranq. 

8. Kemudian maka kami serahkan kepada saudara-saudara 
untuk bertindak sesuai dengan keadaan-keadaan didaerah., 
daer ah clan selalu mernberi [aporan kepada kami. 
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--- -·····-·-·- 

I 
-------···· 

I 
.. ---·· 

I 
·-·-·· 

I I 
---··-·- 

I 

-·-- 

Daer ab Djan. Pebr. Mrt. Apr. Mei Djuni 

I. Bandjar. 

a. Hulu Sunqei ...... - - - - - - 
b. Bandjarmas.n .... - - - - - .- 

II. Dajak Besar, 

III. Borneo Tenggara .... - - ,.- - - .- 
IV. Kota \Varingin ........ - - I r-r- - - - 

Djurnlah semua .. ···· I - ·I - I - I - l ~ 
I - 

Berkenaan dcnqan Djawaban Mcntcri Pendidikan. 
Penqadjaran clan Kebudaiaan atas pertanjaan No. 17ld. 

DAFTAR BANJAKNJA KURSUS JANG DINAMAl 
sclama Djanuari 1948 

Lampiran No. 12. 

I 
. . .. 

I I 
.. 

I 
. ·-- 

I I Dae rah Djan. Pebr. Mrt. April Mei Djuni . - 
I. Band jar. l a. Hulu Sunqci . ..... 603 63-l 632 728 617 501 

b. Bandjarmas:n .... 70 12•1 168 2$4 236 316 

II. Daiak Besa;:+ ...... 77 107 186 225 280 314 

III. Borneo Tenggara ... 19 19 23 23 18 14 
IV. Kot a \Varingin ... .. - - - - - - 

l I I 1 I I 
I 

Djumlah sernua .... 769 884 ].009 1.210 1.151 1.145 

Lanipiran No. 11. 

Berkenaan denqan Djawaban Meutert Pendidikan, 
Penqadjaran dan Kebudajaan atas pcrtanjaan No. 17ld. 

DAFTAR BANJAKNJA ABC KURSUS SELAMA 





5.000 Edjaan 
250 Penuntun 

2.250 Koran 
5.000 Idjazah P.H.B. 
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~ Denqan surat 30/5~'50 Ne. 545/L. -la ......... ( 

2. Kupanq/Timor 

Surat 30/5-'50 No. 547!L. 2 

c) l. Sumarera Timm 

D ·- , - -, N : ,., . r ... \ 34.008 buku~ pcrpustakaan 
cu qan surat tg. 4,':>- :>Li 1 o - · l .L -a 

- • i~ 1 • "'( ···I 75.000 idjaz ah 

_ _ \ 4~~ C}?O !erus dan Tjepat . 
Denqan surat No. 407/L. 4a tgl. 2;)-19'.JO 1 /:>.(\,,] Indon. Membat]a (Edja) 

r 1.000 Pcnuntun 

5.(\)0 
Bah. Djawa 

JCOOO 

J.200 
1200 
1.000 

5G.CCi·~· 
.3.C:OO 

s.ooo 
6CD 50.000 

Buku penuntun 

36.000 buku~ perpustakaan 
36.0CD 
36.00J 
36.GCG 
35.0Dll 
36.0CO 

216.0GO bukci" pcrpustakaan 

Bah. Djawa 
100 000 

7. Scmcranq 

·iCD.000 

4. 'Tciuk Rctu1eg . 
5. Djaml» . 
6. Bcngk:i'.en .. 

1. Kota R;:~dja 
2. S:bolga . 
3. Padanq . 

Buku Edia 

Aj Mei 1950. 
a) 1. Kalimantan Barut (Pontianak) .. 

2. Kalimantan Turur (Sen.artr.da) 
3. Kalimantan Sclatan ( Bandjarmasm) 
4. Surnatera-Sclatan (Palcmbanq) ...... 
5. Rangka Belitung {l?.iau P. Pinanq] 
6. Tandjunq Pandan .. 

PENGIRIMAT\ ALAr P.B.H. 

Berkenaan dengan Djawaban Menteri Pendtdrkan, 
Penqadjaran clan Kebudajaan atas pertanjaan No. 171d. 

Lampiran No. 13. 





1. Saha!1g --- .. ~:":S. 200 :o\ 1 
200 

I 
20D 200 200 1.000 

2. Medan _,._,_, ........ 'C ........ 100 ~ 100 100 100 100 500 '. ~-- .... 1.000 ].0~)0 1.000 1.000 1.000 5.000 3. Panqkai-Pmanq ... _.": ... ...... ~ ·1.000 4.000 4.000 ·l.000 •l.000 20.000 4. Samarinda ....... :.:":'. ..... 
5. Bandjarmasin .. ········· 6.000 6000 6.000 6.000 6.000 30.000 
6. Palembang ..... 5.500 5.'iOO 5.500 5500 5.005 27.000 
7. Djawatan Peng. Djakarta 1.005 l.005 1.005 L.005 1.005 5~025 
8. Kantor P.B.I L .... 2.15() 2.150 2.150 2.150 2.150 11.150 
9. Peneranqan (RV.D.) '" 2 2 2 2 2 10 

JO. Lain2 ....................... __ 26 26 26 26 26 130 

Djumlah .. - .. - .... ] 19.983 I 20083 i 20.083 I 20.0l\3 I 20.083 I 100.115 

l Iarqa ... ___ .. _ .. _ f 1.798,45 f L806,70 f 1.806,70 I 1.806,70 J 1.806,70 f 9.025,25 
Harga tiap-' Icrnbar 0.09_ 

""" N 
N 

Djurnlah Muta Tcrras 
\Vanita No. 4 

~~~~~~~--~~~~_:_::.·~~ 

Dikinrnkan kcpada I Muta Dunia l~ata ~<'~~ng l~a-taTcri1t:: 
1!~1~;a 

~cgas 
..:_-_. _Jr~aki2 No. 4 I \Van1t;i No. 4ILaki~ No. 4 

PENCIRIMAN SURAT KN~AR P.l'U-L DALJ\J\.1 FllJLAN MARET 1950. 

Lampiran No. H. 

Berkenaan dcnqan Djawaban Menteri Pcndldikan, 
Penqadjaran dan Kcbudaiaan atas pcrtanjaan No. 171d. 

.. 
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N 
N 29 29-3-49 Bale Kukup 700 0\ 

30 30-3-49 Sanqkuliranq 2.000 
31 31-3-19 Sanqkullrauq 2.500 32 1-4-49 Ben tang 600 
33 3-4-49 Tenggarong 2.500 
34 4-4-49 Sarnarinda I 3.00<.: 
35 5-4-49 Sarnarinda I( 5.00CJ 
36 6-4-49 Sarnarinda III 'i.OGU 
37 14/18-'l-49 Excell. Hall Kalimantan Barat 5.000 
38 7 hari · Chung Hwa Theater idem. 
39 8-6-49 Pcndjaringan Distr. Fed. + 4.000 
40 8-6-49 Pendjaringan Dlstr. Fc<l. 
11 10-6-49 Peridjarinqan Distr. Fed. :i 5.000 
12 10-6-49 Pendjarinqan Di.str. Fed. 5.000 
43 \4-6-19 Tg. Prick idem. ± 12.000 
11 16-6-49 Tg. Pr iok idem. ± 12.000 
15 24-10-49 Puluu Rraijun idem ± 6.000 
46 25-10-49 13indjd Sum. Timur 
47 2ti-10-49 T'q. Pura idem. 
18 26-10-'19 Tq. Pura idem. 
'!9 27-10-49 Stabat idem. 
50 6-5-49 Matrnman Disrr. Ped. """' 4.000 
51 G-5-49 Gambir idem. 1"'ti ± 12.000 
52 10-5-49 Ma tram an idem. ~,I~ ± 10.000 
5.l 10-5-49 Cambi, idem. ';;; 'I I 

= 10.000 
54 12-5-49 Matraman idem. ,, ... ± 2.000 
55 12-5-49 Matrarnan idem, 

1'Z 
:!..: 10.000 

56 t 7-5-1() C7ambir idem. ,1, 7.000 
57 17-5-49 Gambir idem I :+. 10.000 

I 
'-i 





81 Tentang djumlah pcqawai Belanda janq 
bckerdja sebagai adviseur, 

89 Tentang djumlah peqawat Bclanda jang 
diaper oleh R.I.S. dalam dinas luar 
negeri, tentang mernpcrkctjil djumlah clan 
mcrnpertmqqi kwaliteit pcqawai ambas­ 
sade diluar neqeri. 

119 Tentang bantuan kepada pers nasional 
dengan mesin tjetak. 

183 Tentang berita adanja Qur-'an palsu dari 
Van ner Plas, 

110 Tentang pembebasan tawarian politik 
H. Abdullah Zen. 

163 Tentang A. pelanggaran pcrdjandjian 
kudja: 

B. Undang-undang perburuhan. 

127 Tentang pcmbaharuan peraturan distri­ 
busi. 

149 Ten tang usaha mcringankan be ban ke­ 
luarga orang jang ditawan. 

164 Tentanq pendjudian dikalangan kaum 
buruh. 

99 Tentang masalah rnilik asing dan tanah 
erfpacht jang telah didjadikan kampung 
oleh rakjat. 

128 Tentang A. penilaian kembali dan iziu 
penaikan harga; 

R. kopr afonds: 
C. Nirub: 
D. distribusi textiel bagi buruh 

perkebunan: 
E. masalah rnilik asing clan 

tanah erfpacht jang telah 
didjadikan karnpunq olch 
rakjat. 

170 Tentano hasil pckerdjaan Djawatan Ke­ 
budaaan. 

171 Tentang soal derma siswa. 

228 

Kernakrnuran: . 

Luar Negeri; 

DJASWADI SOEPRAPTO 
Perdana Men te ri: 

DJAPARI, Dr D.S. 
Agama; 

Pcrburuhan; 

Kehakiman: 
BAS RI 

Perburuhan: 

Sosial: 

Kemakmuran: 
BACHMID, A.S. 

Kcmakmuran; 

AHEM ERNINGPRADJA 
Dalam Ncqeri: 

PP. clan K 
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78 Tentang pembajaran gaclji jang tak Ian­ 
tjar, 

79 Tentang peraturan gadji baru. 
80 Tentang kaum non jang belum dlpeker­ 

djakan clan djam kerrija. 
144 Tentang pcmbajaran gadji pcqawai jang 

tak lantjar. 

104 Tentanq pembuatan Undanq-undanq da­ 
rurat. 

147 Tentang penggunaan rumah dielite buurt. 

91 Tentang berlakunja Undanq-undanq ha­ 
haja dan hahaja peranq, 

98 Tentang pcnqanqkatan kcrnball Sultan 
Kotawarinqtn. 

108 Tentang berlakunja Undang-undang ke­ 
adaan bahaja clan bahaja peranq. 

86 Teutanq pembagian pekerdjaan Pernerm­ 
tah Pusat dan daerah. 

168 Tentang A. pcnampungan peladjar pe­ 
djuanq: 

B. permusjawaratan pcndidikan 
seluruh Indonesia unruk 
n:enentukan sistim penq- 
adjaran. 

172 Tentang persamaan sistim pengadjaran 
buat seluruh Indonesia. 

102 Tentang perkara pernbunuhan 27 tawanan 
oleh Rongkes di Kendal. 

127 Tentang pernbaharuan peraturan distri­ 
busi. 

149 Tentang usaha meringankan beban ke­ 
luarga orang jang ditawan. 

164. Tentang pendjudian dikalangan kaum 
buruh. 
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Keuangan; 

Perdana Menteri; 
Perdana Mentcri: 

Perdana Menteri: 
KOESNAN 

Soslal. 

Kehakiman; 
IW A KUSUMASUMANTRI, Mr 

Kehaklman: 

Dalam Negeri; 

Pertahanan: 
IBRAHIM SEDAR 

P.P. dan K.; 

P.P. dan K.; 

IBNOET ADJI PRA WIRO­ 
SOEDIRDJO 

Perdana Menteri; 

HiDAJAT 
Kchakiman: 

Pcrburuhan: 

Sosial: 

Kemakmuran: 
HASAN BASRI 





115 Tentang penimbunan barang bcrhubung 
dengan pcraturan keuangan dan devicz en. 

87 Tenranq reorganisasi kepolisian. 
100 Tentang rcorqanisast kepolisian. 

Tenlang pernbajaran gadji jang tak lantjar. 
Tcntanq per atur an gadji baru. 
Tentanq kaum non jang bclum dlpeker­ 
djakan. 
Tentanq pcmbajaran qadji jang tak lantjar. 

78 
79 
80 

144 

154 Tcntang serisur terhadap lektur dari luar 
ncqeri. 

l 63 Tentang A. pelanggaran pcrdjandjian 
kcr dja: 

B. Undang-undang perburuhan. 

76 Tentang pindjarnan 100 djuta dollar dart 
Amerika Serikat clan pindjaman 200 djuta 
rupiah dari Belanda. 

88 Tentang konperensi Baguio dan hubungan 
dengan Rusia dan R.R.T. 

12-4 Tentang pindjaman 100 djuta dollar dari 
Amerika Serikat dan pindjaman 200 djuta 
rupiah dari Bclanda. 

l3i Tentang pindjaman JOO djuta dollar dari 
Amerika Serikat dan 200 djuta rupiah 
dari Belanda. 

!05 Tentanq penangkapan atas barang 
srnokkcl di Sialang Buah. 

114 Tentang sistim idjon di Surnatera Selatan, 
J 56 Tentang kerdja anak-anak. 
163 Tentang pelanqqaran perdjandjian kerdja 

dan Undang-undang perburuhan. 
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Kernakmuran: 

SAP.OSO HARSONO 

Perdana Menteri: 
Dalarn Ncqcri: 

RONDONUWU, 0. 

Keuangan: 

Perdana Menkri; 

RASJID SUT AN RADJA 
EMAS 

PI::RIS PARDEDE 
Perhubungan. Tenaga clan 
Pekcrdjaan Umum; 
Perburuhau: 

Keuanqan: 

Kernakmuran: 

Luar Ne qeri: 

Perdaria Mentcri: 

NGADIMAN HARDJO~ 
SOEBROTO 

Kemakmuran: 
Perburuhan: 

MUSTAPHA 
Kehakiman: 
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96 Tentang A. pembclran kernbali tanah 
partikelir oleh Pemerintah; 

B. pcrnakaian tanah bekas on­ 
derneming oleh rakjat: 

C. tjampur tangan Pemerintah 
dalam seal persewaan ranah 
rakjat: 

D. tanah-tanah bekas lapangan 
te(bang Djepang; 

1I2 Tentang A. pernbelian kernbalt tanah 
partikelir oleh Pernermtah: 

B. pernakaian tanah bekas on­ 
derneming oleh rakjat: 

C. tjampur tangan Pemerintah 
dalarn soa] persewaan tanah 
rakjat; 

D. tanah-tanah bekas lapangan 
terbang Djcpanq. 

113 Tcntang A. rantjangan Pemerintah me­ 
ngenai transrniqrasi: 

B. penggunaan uang pindjaman 
Iuar ncqeri guna pern­ 
bangunan rnasjarakat: 

C. perluasan distrlbusi sampal 
kedesa". 

l (7 Tentang export Jada dari Lampong. 
140 Tentang penaikan padjak bumi. 
158 Tentang rentjana transmigrasL 

136 

14! 

Tentang politik ekonorni Pemerintah, her­ 
kenaan dengan dcviczen rcqiern, sanering 
uang clan soal penilaian kembali. 
Tentang sanering uang jang certentanqan 
dengan penilaian kcmbali. 
Tentang vrije winst belastinq. 

122 

106 Tentang penahanan Salawati Daud. 
163 Tentang A. pelanggaran pcrdjandjian 

kerdja. 
B. Undang-undang perburuhan. 

138 Tentang pcrnbiajaan pcrabotan rumah­ 
tangga bagi pcmbesar militer. 

141 Pcmbajaran sadji jang tidak lantjar, 
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Kcuangan; 
Perburuban: 

Kemakmuran: 

. Dal am Negeri; 
TAUCHID, MOHAMAD 

Keuanqan: 

TAN BUN AAN, Ir 
Kemakrnuran: 

SOEWARTI, Nona 
Kehakiman: 
Perburuhan: 

Keuanqan: 
SOERJANINGPRODJO 





i3!i Tentang pcnaikan harga buku. 
169 Tentang penaikan harqa buku. 

103 Tentang artikel 161, 207 dan 208 dalarn 
K.U.H.P. 

163 Tentang A. pelanggaran perdjandjian 
kcrd]a: 

B. Llndanq-undanq perburuhan, 
! 65 Tentang A. Komisi penindjauan 

·w.F.T.U.; 
13. <ljumlah pengangguran; 
C. usaha memberantas pcng­ 

angguran; 
D. penqlepasan buruh dcngan 

serta-rnerta oleh paberik 
batik Euw Kiem clan Lie 
Tjow. 

185 Tenranq djumlah orang jang akan naik 
hadji clan Panitia Hadji. 

236 
.. 

ZAINA.L ABIDIN ACHMi\D 
Keuanqan: 
P.P. dan K.; 

YAP TJWAN BING, Drs 
Kchaklman: 

Aqarna: 

Perburuhan: 





\N ervinqsordonnantie, 159; 
Westerling, 85. 

w. 

uang. sanerinq ~. 125, 130, 133, 136; 
Undanq-undanq, 

~ darurat, 104: - pcrkawinan, 184; 
Kitab Hukurn Pldana, 103; 

clan purbasangka bangsa, 111; 

u. 

-, tanah partlkelir, pembelian kembali 
96. 112; 

tanah bekas ondcrneminq 96, 112; 
tawanan politik, 101, 107; 
transrniqrasi, 113, 158, 159; 

T. 

Salawati Daud, penangkapan -, 106: 
sanerinq uang, 125, 130, 133, 136; 
sekolah. 166, 167, J 68; 
sensur atas lektur luar negeri? 154; 
Sialang Buah, perkara smokkcl ~. 

!05; 
sistim pengadjaran, 166, 168, 172, 175; 

s. 

r asdiskrirnlnasi. 111, 132: 
rasiorialisasi, 84; 
reorqanisasi l!'epolisian, 87, 100; 
rumah sakit partikehr, 180; 
Rongkes, perkara - 102; 

238 
.. 

randjau laut di Kalimantan T enggara, 
152: 

R. 

Pantja-Sila, 175; 
padjak lrumi, kcnaikan -, 140; 
pembunuhan 27 ta·-viman di Kendal, 

102; 
pemogokan, 93, 157; 
pcrnulihan hak, 96, 112; 
pcmulihan tenaga pedjuanq kernasja · 
rakat, 148: 
penanqkapan, Salawati Daud, 106; 

H. Abdullah Zen, 110; 
penqawal perkebunan, 97; 
perkawinan, Undang-undang, 1&4~ 
pertahanan, politik r=» 77: 
pers, bantuan kepada - , 119, 18 l : 
pcnqadjaran, ststirn -; 
pindjarnan, dari Amerika, 76, 124, 137: 

- dari Belanda, 76, 124. 137; 
· Plas, Van der - Quran palsu, 183; 

penjelundupan 126. J 53, 125, 143; 
perquruan par tlkelir, 167 A: 
pengangguran, pernbantrasan -, 1658; 
pcrumahan pcqawai, 147; 
perscwaan tanah rakjat, 96C, 112C; 
purbasanqka banqsa, 111, 132; 

P. 

obat-obatan, penimbunan -, 131, 179; 
onderncminq, ranah-tanah bckas - , 

96. l l2; 

o. 
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